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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 132 TAHUN 2015
TENTANG

PENGESAHAN THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND
MANAGEMENT OF SHIPS’ BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004 (KONVENSI
INTERNASIONAL UNTUK PENGENDALIAN DAN MANAJEMEN AIR BALLAS

Menimbang

DAN SEDIMEN DARI KAPAL, 2004)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa di London, Kerajaan Inggris, pada tanggal 13
Februari 2004, Organisasi Maritim Internasional telah
menetapkan the International Convention for the Control
and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments,
2004 (Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan
Manajemen Air Ballas dan Sedimen dari Kapal, 2004)
saat diselenggarakan Konferensi Diplomatik Organisasi
Maritim Internasional;

bahwa Konvensi ini memberikan kepastian hukum guna
melindungi lingkungan maritim dari penyebaran spesies
asing atau organisme dan patogen akuatik yang
berbahaya akibat pembuangan air ballas dari kapal;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mengesahkan
the International Convention for the Control and
Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, 2004

(Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan
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Manajemen Air Ballas dan Sedimen dari Kapal, 2004)

dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5109);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :  PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN THE
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND
MANAGEMENT OF SHIPS’ BALLAST WATER AND
SEDIMENTS, 2004 (KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK
PENGENDALIAN DAN MANAJEMEN AIR BALLAS DAN
SEDIMEN DARI KAPAL, 2004).

Pasal 1
Mengesahkan the International Convention for the Control and
Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, 2004
(Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen
Air Ballas dan Sedimen dari Kapal, 2004) yang naskah aslinya
dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa
Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol serta
terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana
terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini.
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Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah
terjemahan Persetujuan bahasa Indonesia dengan naskah
aslinya dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin,
bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah
naskah aslinya dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa
Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa

Spanyol.

Pasal 3
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
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KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK PENGENDALIAN DAN MANAJEMEN AIR BALAS DAN
SEDIMEN DARI KAPAL, 2004

PARA PIHAK PADA KONVENSI INI,

MENGINGAT Pasal 196 ayat (1) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut
(UNCLOS), 1982 yang menyatakan bahwa "Negara-Negara wajib mengambil semua langkah yang
diperlukan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut sebagai
akibat penggunaan teknologi-teknologi yang ada di bawah yurisdiksi atau pengawasan mereka, atau
memasukkan dengan sengaja atau tidak sengaja spesies-spesies, asing atau baru, ke dalam bagian
tertentu lingkungan laut, yang dapat mengakibatkan perubahan-perubahan penting dan merugikan
terhadap lingkungan laut,"

MEMPERHATIKAN sasaran-sasaran Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (Convention on
Biological Diversity/CBD), 1992 dan bahwa perpindahan dan masuknya Organisme Akuatik
Berbahaya dan Patogen melalui air balas kapal dapat mengancam konservasi dan penggunaan
keanekaragaman hayati yang berkelanjutan serta keputusan I\V/5 Konferensi Negara-negara Pihak
(Conference of the Parties/COP 4), 1998 atas CBD mengenai konservasi dan penggunaan ekosistem
laut dan pantai yang berkelanjutan, dan juga keputusan VI/23 Konferensi Negara-negara Pihak (COP
8), 2002 atas CBD tentang spesies-spesies asing yang mengancam ekosistem, habitat atau spesies,
termasuk asas-asas panduan tentang spesies invasif,

MEMPERHATIKAN LEBIH LANJUT bahwa Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Lingkungan dan Pembangunan (United Nations Conference on Environment and
Development/UNCED), 1992 telah meminta Organisasi Maritim Internasional (Organisasi) untuk
mempertimbangkan penerimaan aturan-aturan yang sesuai tentang pembuangan air balas,

MENGINGAT pendekatan pencegahan yang dinyatakan pada Prinsip 15 Deklarasi Rio tentang
Lingkungan dan Pembangunan dan dinyatakan pada resolusi MEPC.67(37), yang ditetapkan oleh
Komite Perlindungan Lingkungan Laut Organisasi pada tanggal 15 September 1993,

MENGINGAT PULA bahwa Konferensi Tingkat Tinggi Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan,
2002 dalam ayat 34(b) tentang Rencana Pelaksanaan, meminta adanya tindakan pada semua tingkat
untuk mempercepat pengembangan langkah-langkah untuk mengatasi spesies invasif asing di dalam
air balas,

MENYADARI bahwa pembuangan Air Balas dan Sedimen dari kapal yang tak terkendali telah
mengakibatkan terjadinya perpindahan Organisme Akuatik Berbahaya dan Patogen, vang
menyebabkan kerugian atau kerusakan pada lingkungan, kesehatan manusia, kekayaan, dan
sumber daya,

MENGAKUI pentingnya ditempatkan isu tersebut oleh Organisasi melalui resolusi-resolusi Majelis
A.774(18) tahun 1993 dan A.868(20) tahun 1997, yang ditetapkan untuk kepentingan mengatasi
perpindahan Organisme Akuatik Berbahaya dan Patogen,

MENGAKUI LEBIH LANJUT bahwa beberapa Negara sudah mengambil tindakan sendiri dengan
maksud untuk mencegah, memperkecil dan menghilangkan secara menyeluruh resiko masuknya
Organisme Akuatik Berbahaya dan Patogen melalui kapal-kapal yang memasuki pelabuhan-
pelabuhan mereka, dan juga bahwa isu ini, yang menjadi perhatian di seluruh dunia, membutuhkan
tindakan yang didasarkan pada peraturan-peraturan yang diterapkan secara global bersama dengan
pedoman-pedoman untuk penerapan yang efektif dan dengan penafsiran yang seragam,
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BERKEINGINAN untuk melanjutkan pengembangan pilihan-pilihan Manajemen Air Balas yang lebih
aman dan lebih efektif akan menghasilkan kelanjutan pencegahan, pengurangan dan penghilangan
menyeluruh perpindahan Organisme Akuatik Berbahaya dan Patogen,

MEMUTUSKAN untuk mencegah, memperkecil dan menghilangkan secara menyeluruh risiko
terhadap lingkungan, kesehatan manusia, kekayaan dan sumber daya yang timbul dari perpindahan
Organisme Akuatik Berbahaya dan Patogen melalui pengendalian dan manajemen Air Balas dan
Sedimen dari kapal, maupun untuk menghindari efek samping yang tak dikehendaki dari
pengendalian tersebut dan untuk mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait,

MENIMBANG bahwa sasaran-sasaran tersebut dapat dicapai sebaik-baiknya dengan penetapan
suatu Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Balas dan Sedimen dari Kapal,

TELAH MENYETUJUI hal-hal berikut:

Pasal 1 Definisi
Untuk kepentingan Konvensi ini, kecuali dinyatakan sebaliknya:

1. "Administrasi" adalah Pemerintah suatu Negara yang memegang otoritas operasi kapal.
Berkenaan dengan suatu kapal yang berhak mengibarkan bendera suatu Negara, Administrasi
adalah Pemerintah Negara tersebut. Berkenaan dengan platform terapung yang digunakan untuk
eksplorasi dan eksploitasi dasar laut dan bawah tanah yang letaknya berdekatan dengan pantai
di mana Negara pantai menetapkan hak berdaulatnya untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi
sumber daya alamnya, termasuk Unit Gudang Mengapung (FSUs) dan Unit Penyimpanan
Produksi dan Unit Offloading (FPSOs), Administrasi adalah Pemerintah Negara pantai terkait.

2. "Air Balas" adalah air dengan zat yang terkandung di dalamnya yang dibawa di atas kapal untuk
mengendalikan trim, kemiringan, aliran udara, stabilitas atau tekanan kapal.

3. "Manajemen Air Balas" adalah proses-proses mekanik, fisik, kimia, biologi, baik yang digunakan
sendiri-sendiri maupun dikombinasikan, untuk menghilangkan, menjadikan tidak berbahaya, atau
menghindari pengambilan atau pembuangan Organisme Akuatik Berbahaya dan Patogen dari
dalam Air Balas dan Sedimen.

4. "Sertifikat" adalah Sertifikat Manajemen Air Balas Internasional.
5. "Komite" adalah Komite Perlindungan Lingkungan Laut dari Organisasi.

6. "Konvensi" adalah Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Balas dan
Sedimen dari Kapal.

7. "Tonase Kotor" adalah tonase kotor yang dihitung berdasarkan peraturan pengukuran tonase
yang disebutkan pada Lampiran | dari Konvensi Internasional tentang Pengukuran Tonase Kapal,
1969 atau Konvensi penggantinya.

8. "Organisme Akuatik Berbahaya dan Patogen" adalah organisme akuatik atau patogen yang,
apabila dimasukkan ke dalam laut yang meliputi muara, atau ke dalam aliran air bersih, dapat
menciptakan kerusakan terhadap lingkungan, kesehatan manusia, kekayaan atau sumber daya,
merusak keanekaragaman hayati atau bercampur dengan penggunaan sah lainnya dari bidang-
bidang tersebut.

9. "Organisasi" adalah Organisasi Maritim Internasional (/nternational Maritime Organization/IMO).
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10.
11.

12.

"Sekretaris Jenderal" adalah Sekretaris Jenderal dari Organisasi.
"Sedimen” adalah zat yang dikeluarkan dari Air Balas di dalam suatu kapal.

"Kapal" adalah segala jenis kapal yang beroperasi dalam lingkungan perairan dan meliputi
submersibles, sampan terapung, platform terapung, FSUs dan FPSOs.

Pasal 2 Kewajiban Umum

1.

Para Pihak berusaha memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini dan Lampirannya
secara penuh dan lengkap dalam rangka mencegah, memperkecil, dan menghilangkan secara
menyeluruh perpindahan Organisme Akuatik Berbahaya dan Patogen melalui pengendalian dan
manajemen Air Balas dan Sedimen dari kapal.

Lampiran merupakan suatu bagian yang integral dari Konvensi ini. Kecuali apabila dinyatakan
sebaliknya, suatu referensi terhadap Konvensi ini pada saat yang sama merupakan suatu
referensi terhadap Lampiran.

Tidak ada satu pun di dalam Konvensi ini yang wajib ditafsirkan sebagai mencegah suatu Pihak
untuk mengambil langkah yang lebih keras, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan
Pihak lainnya, berkenaan dengan pencegahan, pengurangan atau penghilangan perpindahan
Organisme Akuatik Berbahaya dan Patogen melalui pengendalian dan manajemen Air Balas dan
Sedimen dari kapal, sejalan dengan hukum internasional.

Para Pihak wajib berusaha keras untuk bekerjasama untuk tujuan penerapan, kepatuhan dan
penegakan Konvensi ini secara efektif.

Para Pihak berusaha untuk mendorong pengembangan lebih lanjut Manajemen Air Balas dan
standar baku untuk mencegah, memperkecil, dan menghilangkan secara menyeluruh
perpindahan Organisme Akuatik Berbahaya dan Patogen melalui pengendalian dan manajemen
Air Balas dan Sedimen dari kapal.

Para Pihak mengambil tindakan sesuai dengan Konvensi ini wajib berusaha keras untuk tidak
mengganggu atau merusak lingkungan, kesehatan manusia, kekayaan atau sumber daya
mereka, atau milik Negara lain.

Para Pihak wajib memastikan bahwa praktik-praktik Manajemen Air Balas yang digunakan untuk
mematuhi Konvensi ini tidak menyebabkan bahaya lebih besar daripada yang dicegah oleh
mereka terhadap lingkungan, kesehatan manusia, kekayaan atau sumber daya mereka, atau
milik Negara lain.

Para Pihak wajib mendorong kapal yang berhak mengibarkan bendera mereka, dan yang terkena
pemberlakuan Konvensi ini, untuk menghindari, sejauh dapat dipraktikkan, pengambilan Air Balas
yang berpotensi mengandung Organisme Akuatik Berbahaya dan Patogen, maupun Sedimen
yang dapat mengandung organisme-organisme tersebut, termasuk memajukan implementasi
yang sesuai atas rekomendasi pelaksanaan yang dikembangkan oleh Organisasi.

Para Pihak wajib berusaha keras untuk bekerjasama di bawah bimbingan Organisasi untuk
mengatasi ancaman dan risiko terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati laut yang
sensitif, rentan dan terancam di luar wilayah batas yurisdiksi nasional sehubungan dengan
Manajemen Air Balas.
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Pasal 3 Penerapan
1. Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Konvensi ini, Konvensi ini wajib berlaku untuk:
(a) kapal-kapal yang berhak mengibarkan bendera suatu Pihak; dan

(b) kapal-kapal yang tidak berhak mengibarkan bendera suatu Pihak tetapi beroperasi di bawah
otoritas suatu Pihak.

2. Konvensi ini wajib tidak berlaku untuk:
(a) kapal-kapal yang tidak dirancang atau dibangun untuk membawa Air Balas;

(b) kapal-kapal suatu Pihak yang hanya beroperasi di perairan di bawah yurisdiksi Pihak tersebut,
kecuali apabila Pihak tersebut menentukan bahwa pembuangan Air Balas dari kapal tersebut
dapat mengganggu atau merusak lingkungan, kesehatan manusia, kekayaan atau sumber
daya mereka, atau wilayah yang berdekatan atau Negara lain;

(c) kapal-kapal suatu Pihak yang hanya beroperasi di perairan di bawah yurisdiksi Pihak lain,
berdasarkan otorisasi Pihak yang terakhir disebut untuk pengecualian dimaksud. Tidak ada
Pihak yang wajib memberikan otorisasi seperti itu apabila yang dilakukannya akan
mengganggu atau merusak lingkungan, kesehatan manusia, kekayaan atau sumber daya
mereka, atau wilayah yang berdekatan atau Negara lain. Setiap Pihak manapun yang tidak
memberikan otorisasi tersebut wajib memberitahu Administrasi kapal yang terkait bahwa
Konvensi ini diberlakukan terhadap kapal tersebut;

(d) kapal-kapal yang hanya beroperasi di perairan di bawah yurisdiksi satu Pihak dan di laut
lepas, kecuali untuk kapal-kapal yang tidak diberikan suatu otorisasi menurut sub-ayat (c),
kecuali Pihak tersebut menentukan bahwa pembuangan Air Balas dari kapal-kapal tersebut
akan mengganggu atau merusak lingkungan, kesehatan manusia, kekayaan atau sumber
daya mereka, atau wilayah yang berdekatan dari Negara lain;

(e) setiap kapal perang, kapal angkatan laut atau kapal lain yang dimiliki atau yang dioperasikan
oleh suatu Negara dan digunakan, untuk sementara waktu, hanya pada pelayanan
pemerintah yang tidak komersil. Namun demikian, setiap Pihak wajib memastikan, dengan
pengadopsian langkah-langkah yang sesuai yang tidak mengganggu operasi atau
kemampuan operasional dari kapal-kapal tersebut yang dimiliki atau yang dioperasikan
olehnya, bahwa kapal-kapal tersebut bertindak secara konsisten, sepanjang beralasan dan
dapat dipraktikkan, sesuai dengan Konvensi ini; dan

(f) Air Balas permanen di dalam tangki yang disegel di kapal, yang tidak dimaksudkan untuk
dikeluarkan.

3. Berkenaan dengan kapal-kapal milik Negara yang bukan Pihak Konvensi ini, Para Pihak wajib
menerapkan persyaratan dari Konvensi ini yang mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa
tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepada kapal-kapal tersebut.

Pasal 4 Pengendalian Perpindahan Organisme Akuatik Berbahaya dan Patogen Melalui Air
Balas dan Sedimen dari kapal

1. Setiap Pihak wajib mensyaratkan agar kapal-kapal yang terkena aturan Konvensi ini dan yang
berhak mengibarkan benderanya atau beroperasi di bawah otoritasnya untuk mematuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Konvensi ini, termasuk standar dan persyaratan yang dapat
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diterapkan di dalam Lampiran, dan wajib mengambil langkah-langkah yang efektif untuk
memastikan bahwa kapal-kapal tersebut mematuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

2. Setiap Pihak wajib, dengan memperhatikan kondisi-kondisi tertentu dan kemampuannya,
mengembangkan kebijakan nasional, strategi atau program untuk Manajemen Air Balas di
pelabuhan-pelabuhan dan wilayah perairan di bawah yurisdiksinya yang sesuai dengan, dan
memajukan pencapaian sasaran hasil Konvensi ini.

Pasal 5 Fasilitas Resepsi Sedimen

1. Setiap Pihak berusaha untuk memastikan bahwa, di dalam pelabuhan dan terminal yang ditunjuk
oleh Pihak tersebut di mana pembersihan atau perbaikan tangki balas terjadi, disediakan fasilitas
yang cukup untuk resepsi Sedimen, sesuai dengan Pedoman yang disusun oleh Organisasi.
Fasilitas resepsi tersebut wajib beroperasi tanpa menyebabkan penundaan yang tidak
semestinya terhadap kapal-kapal dan wajib menyediakan untuk pembuangan Sedimen yang
aman yang tidak mengganggu atau merusak lingkungan, kesehatan manusia, kekayaan atau
sumber daya atau milik Negara lain.

2. Setiap Pihak wajib memberitahu Organisasi untuk disebarluaskan kepada Pihak lain yang terkait
mengenai semua kasus di mana fasilitas yang disediakan sebagaimana diatur dalam ayat 1
dianggap tidak layak.

Pasal 6 Penelitian lIlmiah dan Teknis dan Pengawasan

1. Para Pihak wajib berusaha keras, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk:

(a) memajukan dan memfasilitasi penelitian ilmiah dan teknis tentang Manajemen Air Balas; dan

(b) mengawasi dampak-dampak Manajemen Air Balas di dalam perairan di bawah yurisdiksi
mereka.

Penelitian dan pengawasan tersebut harus meliputi pengamatan, pengukuran, pengambilan contoh,
evaluasi, dan analisa efektivitas dan dampak buruk dari teknologi atau metodologi apapun termasuk
dampak kurang baik yang disebabkan oleh organisme dan patogen tersebut yang diketahui telah
dialihkan melalui Air Balas dari kapal.

2. Setiap Pihak wajib, untuk menindaklanjuti tujuan Konvensi ini, memajukan ketersediaan informasi
yang relevan terhadap Pihak lain yang memintanya tentang:

(a) Program-program ilmiah dan teknologi dan langkah-langkah teknis yang dilakukan berkenaan
dengan Manajemen Air Balas; dan

(b) efektivitas Manajemen Air Balas yang disimpulkan dari setiap program pengawasan dan
penilaian.
Pasal 7 Survei Dan Sertifikasi
1. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa kapal-kapal yang mengibarkan benderanya atau

beroperasi di bawah otoritasnya dan diwajibkan untuk dilakukan survei dan sertifikasi maka akan
disurvei dan disertifikasi menurut peraturan di dalam Lampiran.
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2. Suatu Pihak yang menerapkan langkah-langkah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.3 dan
Bagian C dari Lampiran wajib tidak mensyaratkan sertifikasi dan survei tambahan dari suatu
kapal milik Pihak lain, dan tidak juga Administrasi kapal diwajibkan untuk mensurvei dan
mensertifikasi langkah-langkah tambahan yang diberlakukan oleh Pihak lain. Verifikasi langkah-
langkah tambahan tersebut wajib merupakan tanggung jawab Pihak yang menerapkan langkah-
langkah tersebut dan wajib tidak menyebabkan penundaan yang tidak semestinya terhadap
kapal.

Pasal 8 Pelanggaran

1. Setiap pelanggaran terhadap persyaratan dalam Konvensi ini wajib dilarang dan sanksi wajib
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Administrasi kapal
terkait, dimanapun pelanggaran terjadi. Jika Administrasi diberitahukan tentang adanya suatu
pelanggaran, Administrasi wajib menyelidiki perihal tersebut dan dapat meminta Pihak pelapor
untuk menyediakan bukti tambahan terhadap pelanggaran yang dituduhkan. Apabila Administrasi
merasa puas dengan cukup bukti yang ada untuk menindaklanjuti proses berkenaan dengan
pelanggaran yang dituduhkan, hal ini wajib menyebabkan proses tersebut untuk dilakukan
secepat mungkin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku. Administrasi
wajib dengan segera menginformasikan Pihak yang melaporkan pelanggaran yang dituduhkan,
dan juga kepada Organisasi, tentang tindakan apa pun yang diambil. Apabila Administrasi belum
mengambil suatu tindakan apa pun dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah menerima
informasi tersebut, maka Administrasi wajib menginformasikan hal tersebut kepada Pihak yang
melaporkan pelanggaran yang dituduhkan.

2. Pelanggaran apapun terhadap persyaratan dalam Konvensi ini yang terjadi dalam yurisdiksi Pihak
mahapun wajib dilarang dan sanksi wajib ditetapkan di bawah peraturan Pihak tersebut.
Kapanpun pelanggaran tersebut terjadi, Pihak tersebut wajib:

(a) mengusahakan proses dilakukan sesuai dengan peraturannya; atau

(b) menyediakan kepada Administrasi kapal informasi dan bukti yang mungkin dimiliki yang
menunjukkan bahwa suatu pelanggaran telah terjadi.

3. Sanksi-sanksi yang diberikan oleh peraturan suatu Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini
wajib cukup kuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Konvensi ini di mana pun
pelanggaran tersebut terjadi.

Pasal 9 Pemeriksaan Kapal

1. Suatu kapal kepadanya Konvensi ini diberlakukan dapat, di pelabuhan atau terminal lepas pantai
mana pun milik Pihak lain, diwajibkan untuk dilakukan pemeriksaan oleh para petugas yang diberi
wewenang oleh Pihak tersebut untuk kepentingan menentukan apakah kapal tersebut memenubhi
kepatuhan dalam Konvensi ini. Kecuali sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 Pasal ini,
pemeriksaan tersebut dibatasi pada:

(a) memverifikasi bahwa terdapat di atas kapal suatu Sertifikat yang sah, yang, apabila sah maka
wajib diterima; dan

(b) pemeriksaan buku catatan Air Balas, dan/atau

(c) sampel Air Balas dari kapal, yang dilaksanakan sesuai Pedoman vang dikembangkan oleh
Organisasi. Namun demikian, waktu yang diperlukan untuk meneliti sampel tersebut wajib
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tidak digunakan sebagai suatu dasar untuk dengan sengaja menunda operasi, pergerakan,
atau keberangkatan kapal.

2. Bilamana suatu kapal tidak membawa suatu Sertifikat yang sah atau terdapat alasan-alasan yang

jelas untuk mempercayai bahwa:

(a) kondisi kapal atau peralatannya secara substansial tidak sesuai dengan perincian Sertifikat;
atau

(b) nakhoda atau anak buah kapal tidak terbiasa dengan prosedur-prosedur penting di atas kapal
yang berhubungan dengan Manajemen Air Balas, atau belum pernah menerapkan prosedur-
prosedur tersebut;

suatu pemeriksaan terperinci dapat dilaksanakan.

3. Dalam keadaan sebagaimana dijelaskan pada ayat 2 Pasal ini, Pihak yang melaksanakan

pemeriksaan wajib mengambil langkah-langkah yang akan memastikan bahwa kapal tersebut
wajib tidak mengeluarkan Air Balas sampai dapat melakukan hal tersebut tanpa menimbulkan
suatu ancaman yang merugikan lingkungan, kesehatan manusia, kekayaan atau sumber daya.

Pasal 10 Pendeteksian Pelanggaran dan Pengendalian Kapal

1.

Para Pihak wajib bekerjasama dalam pendeteksian pelanggaran-pelanggaran dan pemberlakuan
ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini.

Apabila suatu kapal dideteksi telah melanggar Konvensi ini, Pihak yang benderanya berhak
dikibarkan oleh kapal tersebut, dan/atau Pihak yang di pelabuhan atau terminal lepas pantainya
kapal tersebut sedang beroperasi, dapat, sebagai tambahan terhadap sanksi yang dijelaskan
Pasal 8 atau tindakan yang dijelaskan Pasal 9, bertindak untuk memperingatkan, menahan, atau
mengeluarkan kapal. Pihak yang di pelabuhan atau terminal lepas pantainya kapal tersebut
beroperasi, bagaimanapun juga, dapat memberikan izin pada kapal tersebut untuk meninggalkan
pelabuhan atau terminal lepas pantai untuk kepentingan mengeluarkan Air Balas atau bergerak
menuju ke galangan perbaikan terdekat yang memadai atau fasilitas resepsi yang tersedia,
selama tidak menimbulkan suatu ancaman yang merugikan lingkungan, kesehatan manusia,
kekayaan atau sumber daya.

Apabila pengambilan sampel yang dijelaskan Pasal 9.1(c) menimbulkan hasil, atau mendukung
informasi yang diterima dari pelabuhan atau terminal lepas pantai lain, menunjukkan bahwa kapal
tersebut menimbulkan suatu ancaman terhadap lingkungan, kesehatan manusia, kekayaan atau
sumber daya, Pihak tempat perairan sampai ancaman tersebut dihilangkan.

Suatu Pihak dapat juga menginspeksi suatu kapal ketika kapal tersebut masuk ke pelabuhan atau
terminal lepas pantai di bawah yurisdiksinya, apabila suatu permintaan untuk penyelidikan
diterima dari Pihak mana pun, bersama-sama dengan bukti yang cukup bahwa suatu kapal
sedang beroperasi atau telah beroperasi dalam pelanggaran terhadap ketentuan di dalam
Konvensi ini. Laporan atas penyelidikan tersebut wajib dikirim kepada Pihak yang memintanya
dan kepada pejabat berwenang dari Administrasi kapal terkait agar tindakan yang semestinya
diambil.
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Pasal 11 Pemberitahuan Tindakan Pengendalian

1. Apabila suatu inspeksi dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 atau 10 menunjukkan
adanya suatu pelanggaran Konvensi ini, maka kapal tersebut wajib diberitahu. Suatu laporan
wajib diteruskan kepada Administrasi, termasuk bukti apa pun terkait pelanggaran tersebut.

2. Bilamana tindakan apa pun diambil sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9.3, 10.2 atau 10.3,
petugas yang menjalankan tindakan tersebut wajib dengan segera menginformasikan, secara
tertulis, Administrasi kapal terkait, atau apabila tidak memungkinkan, konsul atau wakil diplomatik
kapal terkait, tentang semua keadaan yang menjadi alasan tindakan tersebut dianggap perlu
diambil. Sebagai tambahan, organisasi yang dikenali bertanggung jawab atas isu sertifikat wajib
diberitahu.

3. Otoritas Negara pelabuhan yang terkait wajib, sebagai tambahan terhadap para pihak yang
disebutkan dalam ayat 2, memberitahu pelabuhan persinggahan yang berikutnya tentang semua
informasi relevan tentang pelanggaran tersebut, jika otoritas Negara pelabuhan tidak mampu
mengambil tindakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9.3, 10.2 atau 10.3 atau apabila kapal
telah diizinkan untuk meneruskan perjalanan ke pelabuhan persinggahan yang berikutnya.

Pasal 12 Penundaan Kapal yang Tidak Semestinya

1. Semua usaha yang mungkin wajib dilakukan untuk menghindari suatu kapal tertahan atau
tertunda dengan tidak semestinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.2, 8, 9, atau 10.

2. Ketika suatu kapal tertahan atau ditunda dengan tidak semestinya sebagaimana dijelaskan pada
Pasal 7.2, 8, 9,10, kapal tersebut wajib mendapatkan kompensasi atas setiap kerugian atau
kerusakan yang diderita.

Pasal 13 Bantuan Teknis, Kerja Sama dan Kerja Sama Regional

1. Para Pihak berusaha, secara langsung atau melalui Organisasi dan badan internasional lain,
sebagaimana mestinya, menyangkut pengendalian dan manajemen Air Balas dan Sedimen dari
kapal, untuk memberikan dukungan bagi Para Pihak yang meminta bantuan teknis:

(a) untuk melatih personil;
(b) untuk memastikan ketersediaan teknologi, peralatan dan fasilitas yang relevan;
(c) untuk memulai program riset dan pengembangan bersama; dan

(d) untuk melakukan tindakan lain yang ditujukan untuk penerapan Konvensi ini yang efektif dan
petunjuk yang dikembangkan oleh Organisasi yang terkait.

2. Para Pihak berusaha bekerja sama secara aktif, berdasarkan hukum nasional, peraturan dan
kebijakan, dalam alih teknologi menyangkut pengendalian dan manajemen Air Balas dan
Sedimen kapal.

3. Dalam rangka memajukan sasaran Konvensi ini, Para Pihak yang memiliki minat bersama untuk
melindungi lingkungan, kesehatan manusia, properti dan sumber daya di dalam suatu area
geografis tertentu, khususnya, Pihak-pihak yang berbatasan laut tertutup dan semi-tertutup, wajib
berusaha keras, dengan mempertimbangkan karakteristik corak regional, untuk meningkatkan
kerja sama regional, termasuk melalui penyelesaian persetujuan regional yang konsisten dengan
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Konvensi ini. Para Pihak wajib berusaha bekerjasama dengan Para Pihak persetujuan regional
untuk mengembangkan prosedur yang selaras.

Pasal 14 Komunikasi Informasi

1. Setiap Pihak wajib melaporkan kepada Organisasi dan, apabila mungkin, menyediakan kepada
Para Pihak lain tentang informasi sebagai berikut:
(a) setiap persyaratan dan prosedur yang berkenaan dengan Manajemen Air Balas, termasuk
hukum, peraturan, dan pedomannya untuk implementasi Konvensi ini;

(b) ketersediaan dan lokasi fasilitas resepsi di mana pun untuk pembuangan Air Balas dan
Sedimen yang aman terhadap lingkungan; dan

(c) persyaratan untuk informasi dari suatu kapal yang tidak mampu mematuhi ketentuan
Konvensi ini dengan alasan sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan A-3 dan B-4 dalam
Lampiran.

(d) Organisasi wajib memberitahu Para Pihak mengenai penerimaan komunikasi apa pun
sebagaimana disebutkan dalam Pasal ini dan mengedarkannya kepada semua Pihak
informasi apapun yang dikomunikasikan sesuai sub ayat 1(b) dan (c) dari Pasal ini.

Pasal 15 Penyelesaian Sengketa

Para Pihak wajib menyelesaikan sengketa apapun di antara mereka mengenai penafsiran atau

aplikasi Konvensi ini melalui negosiasi, permintaan keterangan, mediasi, konsiliasi, arbitrase,

penyelesaian melalui pengadilan, memohon pertolongan para agen regional, atau pengaturan, atau

penyelesaian damai lainnya sesuai pilihan mereka sendiri.

Pasal 16 Hubungan dengan Hukum Internasional dan Persetujuan Lainnya

Tidak ada satupun di dalam Konvensi yang wajib mengesampingkan hak dan kewajiban Negara

mana pun di bawah hukum kebiasaan internasional yang tercermin dalam Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

Pasal 17 Tandatangan, Ratifikasi, Penerimaan, Penyetujuan, dan Aksesi

1. Konvensi ini wajib terbuka untuk penandatanganan oleh Negara mana pun di Markas Besar
Organisasi sejak tanggal 1 Juni 2004 sampai dengan tanggal 31 Mei 2005 dan wajib setelah
tanggal tersebut tetap terbuka untuk aksesi oleh Negara mana pun.

2. Negara-negara dapat menjadi Pihak Konvensi melalui:

(a) penandatanganan yang tidak bertujuan untuk ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan; atau

(b) penandatangan untuk maksud ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan, yang diikuti oleh
ratifikasi, penerimaan atau persetujuan; atau

(c) aksesi.

3. Ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi wajib mulai berlaku dengan penyerahan suatu
piagam untuk pemberlakuan kepada Sekretaris Jenderal.
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4. Apabila suatu Negara terdiri dari 2 (dua) unit teritorial atau lebih di mana sistem hukum yang yang
berbeda dapat diterapkan dalam hubungannya dengan hal-hal yang berkenaan dengan Konvensi
ini, dapat pada saat penandatanganan, ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi
menyatakan bahwa Konvensi ini wajib diperluas ke semua unit teritorialnya atau hanya ke satu
atau lebih daripadanya dan dapat memodifikasi deklarasi ini dengan menyerahkan deklarasi
lainnya pada sewaktu-waktu.

5. Deklarasi apapun seperti yang disebutkan wajib diberitahukan kepada Lembaga Penyimpanan
secara tertulis dan wajib menyatakan dengan jelas unit atau unit-unit teritorial yang kepadanya
Konvensi ini berlaku.

Pasal 18 Mulai Berlaku

1. Konvensi ini wajib berlaku dua belas bulan setelah tanggal yang mana tidak kurang dari tiga
puluh Negara, yang gabungan armada niaganya mewakili tidak kurang dari tiga puluh lima persen
tonase kotor dari pelayaran niaga dunia, telah menandatanganinya tanpa reservasi terhadap
ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan, atau sudah menyerahkan piagam ratifikasi, penerimaan,
persetujuan atau aksesi yang dipersyaratkan sesuai dengan Pasal 17.

2. Bagi Negara-negara yang telah menyerahkan suatu piagam ratifikasi, penerimaan, persetujuan
atau aksesi berkenaan dengan Konvensi ini setelah persyaratan mulai berlaku daripadanya telah
terpenuhi, tetapi sebelum tanggal mulai berlakunya, ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau
aksesi wajib berlaku pada tanggal mulai berlakunya Konvensi ini atau tiga bulan setelah tanggal
penyerahan piagam, tanggal mana pun yang terakhir.

3. Piagam ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi apa pun yang diserahkan setelah tanggal
mulai berlakunya Konvensi ini wajib berlaku tiga bulan setelah tanggal penyerahan.

4. Setelah tanggal pada saat suatu perubahan pada Konvensi ini dianggap diterima sebagaimana
dijelaskan dalam Pasal 19, piagam ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi apa pun yang
diserahkan wajib menerapkan Konvensi ini sebagaimana telah diubah.

Pasal 19 Perubahan
1. Konvensi ini dapat diubah melalui prosedur-prosedur yang dijelaskan pada ayat-ayat berikut ini.
2. Perubahan setelah pertimbangan di dalam Organisasi:

(a) Pihak mana pun dapat mengusulkan suatu perubahan terhadap Konvensi ini. Suatu
perubahan wajib diserahkan kepada Sekretaris Jenderal, yang kemudian wajib
menyebarluaskannya ke Anggota Organisasi sekurangnya enam bulan sebelum
pertimbangannya.

(b) Suatu perubahan yang diusulkan dan diedarkan tersebut di atas diserahkan kepada Komite
untuk pertimbangan. Para Pihak, baik Anggota Organisasi atau bukan wajib diberi hak untuk
mengikuti sidang Komite untuk pertimbangan dan penerimaan perubahan tersebut.

(c) Perubahan wajib diterima oleh dua per tiga mayoritas Para Pihak yang hadir dan memberikan
suara di dalam Komite, dengan syarat sedikitnya sepertiga Pihak wajib hadir pada saat
pengambilan suara.
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(d) Perubahan yang diterima sesuai dengan sub ayat (c) wajib dikomunikasikan oleh Sekretaris
Jenderal kepada Para Pihak untuk penetimaan.

(e) Suatu perubahan wajib dianggap telah diterima dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

@®

(i)

Suatu perubahan terhadap suatu pasal Konvensi ini wajib dianggap telah diterima pada
tanggal saat dua per tiga Para Pihak telah memberitahu Sekretaris Jenderal tentang
penerimaan mereka.

Suatu perubahan terhadap Lampiran wajib dianggap telah diterima pada akhir dua belas
bulan setelah tanggal penerimaan atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Komite.
Namun demikian, apabila pada tanggal itu lebih dari satu-per tiga dari Para Pihak
memberitahu Sekretaris Jenderal bahwa mereka menolak perubahan tersebut, perubahan
tersebut wajib dianggap tidak diterima.

(f) Suatu perubahan wajib mulai berlaku pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

@®

(ii)

@ (0

(ii)

Suatu perubahan terhadap suatu pasal dari Konvensi ini wajib mulai berlaku bagi Pihak-
pihak yang sudah menyatakan bahwa mereka sudah menerimanya enam bulan setelah
tanggal perubahan tersebut dianggap telah diterima sesuai dengan sub-ayat (e)(i).

Suatu perubahan terhadap Lampiran wajib berlaku berkenaan dengan semua Pihak enam
bulan setelah tanggal perubahan tersebut dianggap telah diterima, kecuali untuk Pihak
mana pun yang telah:

(1) memberitahukan keberatannya terhadap perubahan sesuai dengan sub-ayat (e)(ii)
dan belum mencabut keberatannya tersebut; atau

(2) memberitahukan Sekretaris Jenderal, sebelum mulai berlakunya perubahan tersebut,
bahwa perubahan wajib berlaku hanya setelah suatu pemberitahuan penerimaan
berikutnya dari perubahan tersebut.

Suatu Pihak yang telah memberitahukan suatu keberatan sebagaimana dijelaskan pada
sub-ayat (f)(i)(1) dapat memberitahu selanjutnya pada Sekretaris Jenderal bahwa
Pihaknya menerima perubahan tersebut. Suatu perubahan wajib mulai berlaku bagi Pihak
tersebut enam bulan setelah tanggal pemberitahuan penerimaannya, atau tanggal pada
saat perubahan tersebut mulai berlaku, tanggal manapun yang paling akhir.

Apabila suatu Pihak yang telah membuat suatu pemberitahuan sebagaimana dijelaskan
pada sub-ayat (f)(ii)(2) memberitahu Sekretaris Jenderal tentang penerimaannya
berkenaan dengan suatu perubahan, perubahan tersebut wajib berlaku bagi Pihak
tersebut enam bulan setelah tanggal pemberitahuan penerimaannya, atau tanggal pada
saat perubahan berlaku, tanggal manapun yang paling akhir.

3. Perubahan oleh suatu Konferensi:

(a) Atas permintaan dari suatu Pihak yang disetujui oleh sedikitnya satu per tiga dari Para Pihak,
Organisasi wajib menyelenggarakan suatu Konferensi Para Pihak untuk mempertimbangkan
perubahan-perubahan atas Konvensi ini.

(b) Suatu perubahan yang diterima oleh Konferensi tersebut oleh yang terdiri dari dua per tiga
mayoritas Para Pihak yang hadir dan memberikan suara wajib dikomunikasikan oleh
Sekretaris Jenderal kepada seluruh Pihak untuk penerimaan.
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(c) Kecuali apabila Konferensi memutuskan sebaliknya, perubahan wajib dianggap telah diterima
dan wajib berlaku sesuai dengan prosedur-prosedur yang dijelaskan dalam ayat 2(e) dan (f)
berturut-turut.

4. Pihak mana pun yang telah menolak menerima suatu perubahan terhadap Lampiran wajib
diperlakukan sebagai bukan Pihak hanya untuk kepentingan pemberlakuan perubahan tersebut.

5. Pemberitahuan apa pun berdasarkan Pasal ini wajib dibuat secara tertulis kepada Sekretaris
Jenderal.

8. Sekretaris Jenderal wajib memberitahukan Para Pihak dan Anggota Organisasi tentang:

(a) Setiap perubahan apapun yang berlaku dan tanggal berlakunya secara umum dan untuk
setiap Pihak; dan

(b) Setiap pemberitahuan apapun yang dibuat sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

Pasal 20 Pembataian

1. Konvensi ini dapat dibatalkan oleh Pihak mana pun setiap saat setelah habis masa berlaku untuk
dua tahun dari tanggal Konvensi ini mulai berlaku bagi Pihak tersebut.

2. Pembatalan wajib dilakukan melalui pemberitahuan tertulis kepada Lembaga Penyimpanan,
untuk berlaku satu tahun setelah tanda penerimaan atau suatu jangka waktu yang lebih panjang
yang mungkin dijelaskan dalam pemberitahuan tersebut.

Pasal 21 Lembaga Penyimpanan

1. Konvensi ini wajib disimpan bersama dengan Sekretaris Jenderal, yang wajib menyebarkan
salinan resmi dari Konvensi kepada semua Negara yang telah menandatangani atau
menyetujuinya.

2. Sebagai tambahan terhadap fungsi-fungsi yang dijelaskan pada bagian lain dalam Konvensi ini,
Sekretaris Jenderal wajib:

(a) memberitahukan semua Negara vyang telah menandatangani Konvensi ini, atau
menyetujuinya, tentang:

(i) setiap tandatangan vyang baru atau penyimpanan suatu piagam pengesahan |,
penerimaan, persetujuan, atau aksesi baru, bersama-sama dengan tanggalnya;

(i) tanggal berlakunya Konvensi ini; dan

(i) penyimpanan piagam pembatalan apapun dari Konvensi, bersama-sama dengan tanggal
penerimaannya dan tanggal berlakunya pembatalan tersebut; dan

(b) segera setelah Konvensi ini berlaku, menyampaikan naskah daripadanya kepada Sekretariat
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pendaftaran dan publikasi sesuai dengan Pasal 102
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
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Pasal 22 Bahasa

Konvensi ini ditetapkan dalam satu naskah asli dalam bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa
Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol, masing-masing naskah mempunyai
kekuatan hukum yang sama.

DIBUAT di LONDON pada hari ketiga belas bulan Februari, dua ribu empat.

SEBAGAI BUKTI yang bertandatangan di bawah ini dengan diberi kuasa oleh Pemerintahnya
masing-masing untuk tujuan dimaksud, telah menandatangani Konvensi ini.
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LAMPIRAN

PERATURAN UNTUK PENGENDALIAN DAN MANAJEMEN AIR BALAS DAN SEDIMEN DARI
KAPAL

BAGIAN A - KETENTUAN UMUM

Peraturan A-1
Pengertian

Untuk kepentingan Lampiran ini:

1. "Tanggal ulang tahun" adalah hari dan bulan pada setiap tahun yang merujuk pada tanggal
kedaluwarsa Sertifikat.

2. "Kapasitas Air Balas" adalah kapasitas isi total tangki, ruang atau kompartemen pada suatu kapal
yang digunakan untuk membawa, memuat atau mengeluarkan Air Balas, termasuk tangki, ruang
atau kompartemen multiguna yang dirancang untuk membawa Air Balas.

3. "Perusahaan" adalah pemilik kapal atau organisasi atau orang seperti manajer, atau penyewa
kapal kosong, yang dianggap bertanggung jawab atas pengoperasian kapal dari pemilik kapal
dan yang pada saat pengalihan tanggung jawab tersebut telah menyetujui untuk mengambilalih
semua tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Kode Manajemen Keselamatan
Internasional.

4. "Telah dibangun" sehubungan dengan suatu kapal adalah suatu tahap konstruksi apabila:

1) rangka baja diletakkan; atau

2) konstruksi yang dapat diidentifikasi dengan kapal khusus dimulai; atau

3) perakitan kapal telah mulai terdiri dari sedikitnya 50 ton atau 1 persen massa yang
diperkirakan dari semua material struktural, yang mana lebih sedikit; atau

4) kapal menjalani suatu perubahan besar.

5. "Perubahan besar' adalah pengubahan suatu kapal:
1) yang mengubah daya-angkut air balasnya sampai dengan 15 persen atau lebih, atau
2) yang mengubah jenis kapal, atau

3) yang, menurut pendapat Administrasi, diproyeksikan untuk memperpanjang masa pakainya
selama sepuluh tahun atau lebih, atau

4) yang menyebabkan modifikasi terhadap sistem air balasnya selain daripada penggantian
komponen yang serupa. Perubahan suatu kapal untuk memenuhi ketentuan peraturan D-1
tidak dianggap sebagai suatu perubahan besar dalam Lampiran ini.

6. "Dari daratan terdekat" adalah dari garis pangkal di mana laut wilayah dari wilayah yang dibahas
sesuai dengan hukum internasional kecuali apabila, untuk kepentingan Konvensi, "dari daratan
terdekat" ke luar pantai timur laut Australia berarti garis yang ditarik dari titik di pantai Australia
pada

garis lintang 11°00' S, garis bujur 142°08' E


http://www.peraturan.go.id

2015, No.258

7.

-18-

sampai batas di dalam garis lintang 10°35' S, garis bujur 141°55' E
kemudian sampai batas garis lintang 10°00' S, garis bujur 142"00' E
kemudian sampai batas garis lintang 9°10' S, garis bujur 143°52' E
kemudian sampai batas garis lintang 9°00' S, garis bujur 144°30" E
kemudian sampai batas garis lintang 10°4r S, garis bujur 145°00' E
kemudian sampai batas garis lintang 13°00" S, garis bujur 145°00' E
kemudian sampai batas garis lintang 15°00" S, garis bujur 146°00' E
kemudian sampai batas garis lintang 17°30" S, garis bujur 147°00' E
kemudian sampai batas garis lintang 21°00" S, garis bujur 152°35' E
kemudian sampai batas garis lintang 24°30" S, garis bujur 154°00' E
kemudian sampai pada suatu titik di pantai Australia

di dalam garis lintang 24°42' S, garis bujur 153°15' E.
"Unsur Aktif' adalah suatu unsur atau organisme, termasuk virus atau jamur, yang memiliki

pengaruh umum atau spesifik terhadap Organisme Akuatik Berbahaya dan Patogen.

Peraturan A-2
Penerapan Umum

Kecuali apabila dinyatakan sebaliknya, pembuangan Air Balas wajib dilakukan menggunakan
Manajemen Air Balas sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran ini.

Peraturan A-3
Pengecualian

Persyaratan pada peraturan B-3, atau tindakan apapun yang dilakukan negara anggota sebagaimana
diatur pada Pasal 2.3 dan Bagian C, wajib tidak berlaku bagi:

1.

pengambilan atau pembuangan Air Balas dan Sedimen yang diperlukan untuk memastikan
keselamatan kapal dalam keadaan darurat atau menyelamatkan jiwa di laut; atau

pembuangan atau pemasukan Air Balas dan Sedimen tak disengaja yang disebabkan oleh
kerusakan kapal atau peralatan:

1) dengan ketentuan bahwa semua tindakan pencegahan telah diambil sebelumnya dan setelah
kejadian kerusakan atau ditemukannya kerusakan atau pengeluaran untuk kepentingan
mencegah atau memperkecil pengeluaran; dan

2) kecuali pemilik, Perusahaan atau petugas yang berwenang dengan sengaja atau lalai yang
menyebabkan kerusakan; atau

pengambilan dan pembuangan Air Balas dan Sedimen dengan tujuan untuk menghindari atau
memperkecil terjadinya polusi dari kapal; atau

pengambilan dan pembuangan berikutnya di laut dalam dari Air Balas dan Sedimen yang sama;
atau

pembuangan Air Balas dan Sedimen dari kapal di lokasi yang sama di mana keseluruhan Air
Balas dan Sedimen itu berasal dan dengan ketentuan bahwa tidak tercampur dengan Air Balas
dan Sedimen dari wilayah lainnya. Apabila pencampuran telah terjadi, Air Balas yang diambil dari
area lain tunduk pada ketentuan Manajemen Air Balas menurut Lampiran ini.
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Peraturan A4
Pembebasan

1. Suatu Pihak atau Pihak-pihak, di dalam perairan di bawah yurisdiksi mereka, dapat memberikan
pembebasan terhadap setiap persyaratan peraturan B-3 atau C-1, sebagai tambahan terhadap
pembebasan tersebut yang diatur dalam Konvensi ini, namun hanya ketika mereka:

1) diberikan kepada kapal atau kapal-kapal dalam perjalanan antar pelabuhan atau lokasi
tertentu; atau terhadap suatu kapal yang beroperasi khusus untuk antar pelabuhan atau lokasi
tertentu;

2) Efektif untuk masa tidak lebih dari lima tahun dengan survei antara;

3) diberikan kepada kapal yang tidak mencampur Air Balas atau Sedimen selain dari antara
pelabuhan atau lokasi sesuai ayat 1.1; dan

4) diberikan berdasarkan Pedoman tentang penilaian resiko yang disusun oleh Organisasi.

2. Pembebasan yang diberikan menurut ayat 1 wajib tidak berlaku sampai setelah dilaporkan
kepada IMO dan informasi tersebut diedarkan kepada Negara- negara peserta.

3. Pembebasan apa pun yang diberikan sesuai peraturan ini wajib tidak mengganggu atau merusak
lingkungan, kesehatan manusia, kekayaan, atau sumber daya Negara lain. Setiap Negara di
mana Negara peserta tentukan dapat terpengaruh wajib dikonsultasikan, dengan tujuan
memecahkan setiap permasalahan.

4. Pembebasan apa pun yang diberikan menurut peraturan ini wajib dicatat di buku catatan Air
Balas.

Peraturan A-56
Pemenuhan yang Sama

Pemenuhan yang sama dengan Lampiran ini untuk kapal rekreasi yang digunakan semata-mata
untuk rekreasi atau kompetisi atau kapal yang digunakan hanya untuk pencarian dan pertolongan,
panjang keseluruhan kurang dari 50 meter, dan dengan kapasitas Air Balas maksimum 8 meter
kubik, wajib ditentukan oleh Administrasi dengan mempertimbangkan Pedoman pelaksanaan yang
disusun oleh IMO.

BAGIAN B- PERSYARATAN MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN UNTUK KAPAL

Peraturan B-1
Rencana Manajemen Air Balas

Setiap kapal wajib memiliki dan menerapkan Rencana Manajemen Air Balas di atas kapal. Rencana
tersebut wajib disetujui oleh Administrasi dengan mempertimbangkan Pedoman yang disusun oleh
Organisasi. Rencana Manajemen Air Balas wajib dibuat khusus untuk setiap kapal dan wajib paling
sedikit:

1. Menguraikan prosedur keselamatan kapal dan anak buah kapal sehubungan dengan Manajemen
Air Balas sebagaimana disyaratkan oleh Konvensi ini;
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2. Menyediakan uraian terperinci tindakan yang diambil untuk penerapan Persyaratan Manajemen
Air Balas dan praktik Manajemen Air Balas tambahan sebagaimana ditentukan dalam Konvensi
ini;

3. Menguraikan prosedur untuk pembuangan Sedimen:
1) dilaut; dan
2) didarat;

4. meliputi prosedur untuk mengkoordinasi Manajemen Air Balas di geladak kapal yang meliputi
pembuangan ke laut dengan otoritasasi Negara yang memiliki perairan sebagai tempat
pembuangan akan berlangsung;

5. menugaskan petugas di atas kapal yang memastikan bahwa rencana diterapkan dengan baik;

B. berisi persyaratan pelaporan bagi kapal sesuai Konvensi ini; dan

7. ditulis dalam bahasa kerja kapal. Apabila bahasa yang digunakan bukan bahasa Inggris, bahasa
Perancis, atau bahasa Spanyol, wajib ada terjemahan ke dalam salah satu bahasa tersebut.

Peraturan B-2
Buku Catatan Air Balas

1. Setiap kapal wajib mempunyai buku catatan Air Balas yang dapat berupa sistem catatan
elektronik, atau terintegrasi ke dalam sistem atau buku lain dan, yang wajib paling sedikit berisi
informasi yang ditetapkan pada Lampiran Tambahan II.

2. Pencatatan buku catatan Air Balas wajib dirawat di atas kapal untuk suatu periode minimum dua
tahun setelah masukan yang terakhir dibuat dan sesudah itu di dalam pengendalian Perusahaan
untuk suatu periode minimum tiga tahun.

3. Dalam hal pembuangan Air Balas menurut peraturan A-3, A-4 atau B-3.6 atau dalam hal
pembuangan Air Balas karena kecelakaan atau pengecualian tidak dibebaskan oleh Konvensi ini,
suatu catatan wajib dibuat di buku catatan Air Balas yang menggambarkan keadaan, dan alasan
untuk, pembuangan.

4. Buku catatan Air Balas wajib tetap tersedia untuk pemeriksaan sewaktu-waktu dan, dalam hal
dari kapal tak berawak yang ditunda, dapat disimpan di kapal tunda.

5. Setiap operasi mengenai Air Balas wajib secara penuh dicatat dengan segera di dalam buku
catatan Air Balas. Setiap catatan wajib ditandatangani oleh petugas yang bertanggung-jawab atas
operasi terkait dan setiap halaman yang diselesaikan wajib ditandatangani oleh nakhoda.
Pencatatan buku catatan Air Balas wajib di dalam suatu bahasa kerja kapal. Apabila bahasa yang
digunakan bukan bahasa Inggris, bahasa Perancis atau bahasa Spanyol, catatan wajib berisi
teriemahan ke dalam salah satu bahasa tersebut. Apabila catatan menggunakan bahasa nasional
Negara bendera kapal, hal ini wajib berlaku dalam terjadinya perselisihan atau pertentangan.

8. Para petugas yang diberi wewenang oleh suatu Negara peserta dapat memeriksa buku catatan
Air Balas di atas setiap kapal di mana peraturan ini berlaku ketika kapal sedang berada di
pelabuhan atau terminal lepas pantainya, dan dapat membuat salinan setiap catatan, dan
meminta nakhoda untuk melegalisir salinan tersebut. Setiap salinan yang bersertifikat wajib dapat
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diterima di setiap persidangan pengadilan sebagai bukti nyata yang disebutkan dalam catatan.
Pemeriksaan buku catatan Air Balas dan pengambilan suatu salinan bersertifikat wajib dilakukan
secara cepat dan efisien sehingga tidak menyebabkan kapal tertambat yang tidak semestinya.

Peraturan B-3
Manajemen Air Balas untuk Kapal

Kapal yang dibangun sebelum 2009:

1) dengan Kapasitas Air Balas antara 1,500 sampai dengan 5,000 meter kubik, wajib melakukan
Manajemen Air Balas yang sedikithya memenuhi Standar yang ditetapkan peraturan D-1 atau
peraturan D-2 sampai dengan 2014, setelah waktu tersebut wajib sedikitnya memenuhi
Standar yang ditetapkan peraturan D-2;

2) dengan Kapasitas Air Balas kurang dari 1,500 atau lebih besar dari 5,000 meter kubik wajib
melakukan Manajemen Air Balas yang sedikitnya memenuhi standar yang ditetapkan
peraturan D-1 atau peraturan D-2 sampai 2016, setelah waktu tersebut wajib sedikitnya
memenuhi Standar yang ditetapkan peraturan D2.

Suatu kapal yang terkena aturan ayat 1 wajib memenuhi ayat 1 tidak lebih dari survei antara atau
survei pembaruan yang pertama, yang mana yang terjadi dulu, setelah tanggal ulang tahun
penyerahan kapal di dalam tahun pemenuhan dengan standar yang dapat digunakan oleh kapal.

Kapal yang dibangun pada atau setelah 2009 dengan Kapasitas Air Balas kurang dari 5,000
meter kubik wajib melakukan Manajemen Air Balas yang sedikitnya memenuhi Standar yang
ditetapkan peraturan D-2.

Kapal yang dibangun pada atau setelah 2009, tetapi sebelum 2012, dengan Kapasitas Air Balas
5,000 meter kubik atau lebih wajib melakukan Manajemen Air Balas menurut ayat 1.2.

Kapal yang dibangun pada atau setelah 2012 dengan Kapasitas Air Balas 5000 meter kubik atau
lebih wajib melakukan Manajemen Air Balas yang sedikitnya memenuhi Standar yang ditetapkan
peraturan D-2.

Persyaratan peraturan ini tidak berlaku bagi kapal yang mengeluarkan Air Balas di fasilitas
resepsi yang dirancang dengan mempertimbangkan Pedoman yang disusun oleh Organisasi
untuk fasilitas seperti itu.

Metode Manajemen Air Balas yang lain dapat juga diterima sebagai alternatif terhadap
persyaratan ayat 1 sampai 5, dengan ketentuan bahwa metode tersebut memastikan tingkatan
perlindungan yang sama terhadap lingkungan, kesehatan manusia, kekayaan atau sumber daya,
dan pada prinsipnya disetujui oleh Komite.

Peraturan B-4
Pertukaran Air Balas

Suatu kapal yang melaksanakan pertukaran Air Balas untuk memenuhi peraturan Standar D-1
wajib:

1) Apabila memungkinkan, melakukan pertukaran Air Balas sedikithnya 200 mil laut dari daratan
yang paling dekat dan di dalam air sedikithya 200 meter, menurut Pedoman yang disusun
oleh Organisasi;
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2) dalam keadaan kapal tidak mampu melakukan pertukaran Air Balas menurut ayat 1,1,
pertukaran Air Balas wajib diselenggarakan menurut Pedoman sebagaimana dimaksud pada
ayat 1.1 dan sejauh dapat dari daratan paling dekat, dan dalam semua kasus sedikitnya 50
mil laut dari daratan yang paling dekat dan di kedalaman air sedikitnya 200 meter.

Di dalam wilayah laut apabila jarak dari daratan yang paling dekat atau kedalaman tidak
memenuhi parameter ayat 1.1 atau 1.2, Negara pelabuhan dapat menunjuk wilayah, dengan
berkonsultasi dengan Negara tetangga atau Negara lain, yang sesuai, tempat di mana kapal
dapat melakukan pertukaran Air Balas, menurut Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat 1.1.

Kapal wajib tidak dipersyaratkan untuk menyimpang dari perjalanan yang ditentukan, atau
menunda perjalanan, dalam rangka mematuhi setiap persyaratan ayat 1.

Suatu kapal yang melaksanakan pertukaran Air Balas wajib tidak dipersyaratkan untuk mematuhi
ayat 1 atau 2, yang sesuai, apabila nakhoda memutuskan secara rasional bahwa suatu
pertukaran akan mengancam stabilitas atau keselamatan kapal, anak buah kapal, atau para
penumpang oleh karena cuaca kurang baik, desain atau stabilitas kapal, kegagalan peralatan,
atau kondisi luar biasa lain.

Ketika suatu kapal yang akan melakukan pertukaran Air Balas dan tidak melakukannya menurut
peraturan ini, alasannya wajib dicatat ke dalam buku catatan Air Balas.

Peraturan B-5
Manajemen Sedimen untuk Kapal

Semua kapal wajib menghilangkan dan membuang Sedimen dari ruang yang digunakan untuk
membawa Air Balas menurut ketentuan rencana Manajemen Air Balas kapal.

Kapal sebagaimana disebutkan dalam peraturan B-3.3 sampai ke B-3.5 wajib, tanpa
mempedulikan keselamatan atau efisiensi operasional, dirancang dan dibangun dengan maksud
untuk memperkecil pengambilan dan enfrapment Sedimen yang tidak diinginkan, memudahkan
kepindahan Sedimen, dan menyediakan akses aman untuk memungkinkan kepindahan dan
pengambilan contoh Sedimen, sesuai Pedoman yang disusun oleh Organisasi. Kapal
sebagaimana diuraikan dalam peraturan B-3.1 wajib, untuk diterapkan secara meluas, mematuhi
ayat ini.

Peraturan B-6
Tugas Para Petugas dan Anak Buah Kapal

Para petugas dan anak buah kapal wajib terbiasa dengan tugas-tugas mereka di dalam implementasi
Manajemen Air Balas yang tertentu di kapal tempat mereka bekerja dan wajib, sesuai kepada tugas-
tugas mereka, menjadi terbiasa dengan rencana Manajemen Air Balas kapal.

BAGIAN C- PERSYARATAN KHUSUS DI DALAM AREA TERTENTU

1.

Peraturan C-1
Langkah-langkah Tambahan

Apabila Pihak, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Para Pihak lain, menentukan
bahwa langkah-langkah sebagai tambahan terhadap Bagian B benar- benar untuk mencegah,
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mengurangi, atau menghilangkan perpindahan Organisme Akuatik Berbahaya dan Patogen
melalui Air Balas dan Sedimen dari kapal, Pihak atau Para Pihak tersebut dapat, sesuai dengan
hukum internasional, mensyaratkan kapal untuk memenuhi standar atau persyaratan khusus.

Sebelum penetapan standar atau persyaratan menurut ayat 1, Pihak atau Para Pihak wajib
berkonsultasi dengan Negara yang berdekatan atau Negara lain yang dapat akan terpengaruh
oleh Standar atau persyaratan tesebut.

Pihak atau Para Pihak yang berniat untuk memperkenalkan langkah-langkah tambahan menurut
ayat 1 wajib:

1) mempertimbangkan Pedoman yang disusun oleh Organisasi.

2) mengkomunikasikan niat mereka untuk menetapkan aturan tambahan kepada Organisasi
sedikitnya 6 bulan, kecuali dalam keadaan darurat atau situasi epidemi, sebelum tanggal yang
diproyeksikan untuk implementasi aturan tersebut. Komunikasi wajib meliputi:

1) koordinat yang pasti mengenai tempat aturan tersebut diterapkan;

2) kebutuhan dan alasan untuk aplikasi aturan tambahan, termasuk, apabila mungkin,
manfaatnya;

3) uraian aturan tambahan tersebut; dan

4) setiap pengaturan yang dapat ditentukan untuk memudahkan kapal memenuhi aturan
tambahan tersebut.

3) sejauh diperlukan oleh hukum kebiasaan internasional seperti tercermin dalam Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, apabila sesuai, memperoleh persetujuan
Organisasi.

Pihak atau Para Pihak, di dalam memperkenalkan suatu aturan-aturan tambahan, wajib berusaha
keras untuk menyediakan semua jasa yang sesuai, yang dapat meliputi tetapi tidak terbatas pada
berita pelaut tentang tempat, rute yang tersedia dan alternatifnya atau pelabuhan, sejauh dapat
dipraktikkan, dalam rangka meringankan beban kapal.

Setiap aturan tambahan yang ditetapkan oleh Pihak atau Para Pihak tidak dapat berkompromi
dengan keselamatan dan keamanan kapal dan di setiap keadaan tidak bertentangan dengan
konvensi lain yang wajib dipenuhi oleh kapal.

Pihak atau Para Pihak yang memperkenalkan aturan tambahan dapat melepaskan aturan-aturan
ini pada suatu waktu atau di dalam keadaan spesifik yang mereka anggap cocok.

Peraturan C-2
Peringatan tentang Pengambilan Air Balas di dalam Area Tertentu dan Aturan-aturan Negara
Bendera yang Terkait

Pihak wajib berusaha keras memberitahu pelaut wilayah di bawah yurisdiksinya apabila kapal
semestinya tidak mengambil Air Balas dalam kaitan dengan kondisi-kondisi yang diketahui. Pihak
wajib memasukkan koordinat yang tepat dalam berita pelautnya tentang wilayah atau wilayah-
wilayah, dan apabila mungkin, lokasi atau wilayah-wilayah alternatif untuk pengambilan Air Balas.
Peringatan dapat dikeluarkan untuk wilayah:
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1) diketahui terdapat penjangkitan, pengerumunan, atau populasi Organisme Akuatik Berbahaya
dan Patogen (seperti bunga alga beracun) yang nampaknya ada keterkaitan dengan
pengambilan atau pembuangan Air Balas;

2) dekat pembuangan limbah; atau

3) bila pembilasan pasang surut lemah atau waktu selama arus pasang surut diketahui lebih
keruh.

2. Sebagai tambahan terhadap berita pelaut tentang wilayah menurut ketentuan ayat 1, suatu Pihak
wajib memberitahu Organisasi dan setiap Negara pantai yang mungkin terpengaruh terhadap
wilayah seperti dalam ayat 1 dan periode waktu peringatan yang diberlakukan. Pemberitahuan
kepada Organisasi dan setiap Negara pantai mungkin terpengaruh wajib meliputi koordinat
wilayah atau wilayah-wilayah yang tepat, dan, apabila mungkin, lokasi atau wilayah-wilayah
alternatif untuk pengambilan Air Balas. Pemberitahuan wajib meliputi saran kepada kapal yang
memerlukan pengambilan Air Balas di dalam area, uraian pengaturan bagi persediaan alternatif.
Pihak wajib juga memberitahu pelaut, Organisasi, dan setiap Negara pantai yang mungkin
terpengaruh ketika peringatan itu sudah tidak berlaku.

Peraturan C-3
Komunikasi Informasi

Organisasi wajib menyediakan, melalui alat yang ada, informasi yang dikomunikasikan menurut
peraturan C-1 dan C-2.

BAGIAN D-STANDAR BAKU UNTUK MANAJEMEN AIR BALAS

Peraturan D-1
Standar Pertukaran Air Balas

1. Kapal yang melakukan pertukaran Air Balas menurut peraturan ini wajib melakukannya secara
efisien sedikitnya pertukaran 95 persen volumetrik Air Balas.

2. Bagikapal yang menukarkan Air Balas menggunakan metode lewat-pompa, pemompaan tiga kali
volume dari tiap Tangki Air Balas wajib dipertimbangkan untuk memenuhi standar yang
ditetapkan ayat 1. Pemompaan kurang dari tiga kali volume dapat diterima apabila kapal dapat
menunjukkan sedikitnya telah memenuhi pertukaran 95 persen volumetrik.

Peraturan D-2
Standar Kinerja Air Balas

1. Kapal yang melaksanakan Manajemen Air Balas menurut peraturan ini wajib mengeluarkan
kurang dari 10 organisme sehat setiap meter kubik lebih besar dari atau sepadan dengan 50
mikrometer dalam dimensi minimum dan kurang dari 10 organisme sehat setiap mililiter kurang
dari 50 mikrometer dalam dimensi minimum dan lebih besar dari atau sepadan dengan 10
mikrometer dalam dimensi minimum; dan pembuangan indikator mikroba wajib tidak melebihi
konsentrasi yang diuraikan ayat 2.

2. Mikroba indikator, sebagai standar kesehatan manusia, wajib meliputi:
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1) Toxicogenic Vibrio cholerae (Ol dan 0139) dengan kurang dari 1 koloni pembentuk unit (cfu)
setiap 100 millilitres atau kurang dari 1 cfu setiap 1 gram (berat basah) sampel Zooplankton;

2) Escherichia colfi kurang dari 250 cfu setiap 100 milliliter;

3) Intestinal Enterococci kurang dari 100 cfu setiap 100 mililiter.

Peraturan D-3
Persyaratan Persetujuan untuk Sistem Manajemen Air Balas

Kecuali ditetapkan dalam ayat 2, sistem Manajemen Air Balas yang digunakan untuk mematuhi
Konvensi ini wajib disetujui oleh Administrasi dengan mempertimbangkan Pedoman yang disusun
oleh Organisasi.

Sistem Manajemen Air Balas yang menggunakan Unsur Aktif yang berisi satu atau lebih Unsur
Aktif untuk mematuhi Konvensi ini wajib disetujui oleh Organisasi, berdasarkan pada suatu
prosedur yang disusun oleh Organisasi. Prosedur ini wajib menguraikan persetujuan dan
pencabutan persetujuan Unsur Aktif dan cara-cara aplikasi yang diusulkan. Pada pencabutan
persetujuan, penggunaan Unsur Aktif atau Unsur wajib dicegah selama 1 tahun setelah tanggal
pencabutan.

Sistem Manajemen Air Balas yang digunakan untuk mematuhi Konvensi ini wajib aman dalam
kaitan dengan kapal, peralatan dan anak buah kapal.

Peraturan D-4
Prototipe Teknologi Perawatan Air Balas

Bagi setiap kapal yang, sebelum tanggal peraturan Standar D-2 wajib diterapkan padanya, ikut
berpartisipasi pada program yang disetujui oleh Administrasi untuk menguji dan mengevaluasi
Teknologi Perawatan Air Balas yang menjanjikan, standar peraturan D-2 haruslah tidak berlaku
bagi kapal tersebut sampai lima tahun dari tanggal yang seharusnya kapal mematuhi standar
tersebut.

Bagi setiap kapal yang, setelah tanggal peraturan Standar D-2 telah berlaku padanya, mengambil
bagian dalam program yang disetujui oleh Administrasi, memperhatikan Petunjuk yang disusun
oleh Organisasi, untuk menguji dan mengevaluasi Teknologi Air Balas yang menjanjikan dengan
potensi mengakibatkan standar teknologi perawatan menjadi lebih tinggi dibanding yang ada di
dalam Peraturan D-2, peraturan standar D-2 wajib tidak diberlakukan bagi kapal itu untuk masa
lima tahun dari tanggal instalasi teknologi tersebut.

Dalam menetapkan dan menyelesaikan setiap program untuk menguji dan mengevaluasi
Teknologi Air Balas yang menjanjikan, Para Pihak waijib :

1) mempertimbangkan Pedoman yang disusun oleh Organisasi, dan
2) memperkecil izin keikutsertaan jumlah kapal agar pengujian teknologi menjadi efektif.

Sepanjang tes dan periode evaluasi, sistem perawatan wajib dioperasikan secara konsisten dan
sebagaimana dirancang.
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Peraturan D-5
Kajian Ulang Standar oleh Organisasi

Pada saat pertemuan Komite diselenggarakan tidak kurang dari tiga tahun sebelum tanggal
berlakunya standar dalam Peraturan D-2, Komite wajib melakukan suatu kajian ulang meliputi
suatu penentuan apakah teknologi yang sesuai ada tersedia untuk mencapai standar, suatu
penilaian kriteria dalam ayat 2, dan suatu penilaian akibat sosial-ekonomi secara rinci dalam
hubungan dengan kebutuhan Negara berkembang, khususnya Negara pulau kecil yang
berkembang. Komite juga wajib melakukan kajian ulang berkala, yang sesuai, untuk menguiji
persyaratan yang dapat diterapkan untuk kapal sesuai Peraturan B-3.1 maupun segala aspek
Manajemen Air Balas lain yang ditunjukkan dalam Lampiran ini, meliputi setiap Pedoman yang
disusun oleh Organisasi.

Suatu kajian ulang teknologi yang sesuai wajib juga mempertimbangkan:
1) pertimbangan keselamatan yang berkenaan dengan kapal dan anak buah kapal;

2) kemampuan penerimaan lingkungan, yaitu, tidak menyebabkan dampak lingkungan lebih atau
lebih besar dibanding yang mereka atasi;

3) kepraktisan, yaitu, kecocokan dengan desain dan operasi kapal;
4) keefektifan biaya, yaitu, ekonomis; dan

5) efektivitas secara biclogi dalam kaitan dengan penghilangan, atau apabila menjadikan tidak
giat Organisme Akuatik Berbahaya dan Patogen di dalam Air Balas.

Komite dapat membentuk suatu kelompok atau menggolongkan untuk melakukan kajian ulang
sesuai ayat 1. Komite wajib menentukan komposisi, cakupan tugas dan isu spesifik untuk
ditujukan kepada setiap kelompok yang dibentuk. Suatu kelompok dapat mengembangkan dan
merekomendasikan proposal amandemen Lampiran ini untuk bahan pertimbangan Para Pihak.
Hanya Para Pihak dapat mengambil bagian dalam perumusan rekomendasi dan keputusan
perubahan yang diambil oleh Komite.

Apabila, didasarkan pada kajian ulang sesuai peraturan ini, Para Pihak memutuskan untuk
menerima perubahan Lampiran ini, perubahan tersebut wajib ditetapkan dan berlaku menurut
prosedur yang terdapat pada Pasal 19 Konvensi ini.

BAGIAN E- PERSYARATAN SURVEI DAN SERTIFIKASI UNTUK MANAJEMEN AIR BALAS

1.

Peraturan E-1
Survei

Kapal 400 tonase kotor dan di atasnya yang terkena aturan Konvensi ini, tidak termasuk platform
mengapung, FSUs dan FPSOs, wajib mengikuti survei yang ditetapkan di bawah ini:

1) Suatu survei awal sebelum kapal melakukan dok atau sebelum Sertifikat sesuai peraturan E-2
Atau E-3 dikeluarkan untuk pertama kali. Survei ini wajib memverifikasi bahwa rencana
Manajemen Air Balas yang dipersyaratkan oleh peraturan B-1 dan setiap struktur, peralatan,
sistem, pengepasan, pengaturan dan material atau proses terkait telah memenuhi
persyaratan Konvensi ini.
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2) Suatu survei pembaruan secara interval yang ditetapkan oleh Administrasi, tetapi tidak
melebihi lima tahun, kecuali apabila peraturan E-5.2, E-5.5, E-5.6, atau E-5.7 bisa diterapkan.
Survei ini wajib memverifikasi bahwa rencana Manajemen Air Balas yang dipersyaratkan oleh
peraturan B-1 dan setiap struktur, peralatan, sistem, pengepasan, pengaturan dan material
atau proses terkait telah memenuhi ketentuan Konvensi ini.

3) Suatu survei antara dalam tiga bulan sebelum atau setelah tanggal ulang tahun Sertifikat yang
kedua atau dalam tiga bulan sebelum atau setelah tanggal ulang tahun Sertifikat yang ketiga,
wajib menggantikan salah satu dari survei tahunan yang ditetapkan ayat 1.4. survei antara
wajib memastikan bahwa peralatan, sistem terkait dan proses untuk Manajemen Air Balas
secara penuh mematuhi persyaratan yang bisa diterapkan dalam Lampiran ini dan dalam
keadaan bekerja dengan baik. Suatu survei antara wajib disahkan dalam Sertifikat yang
dikeluarkan sesuai peraturan E-2 atau E-3.

4) Suatu survei tahunan dalam tiga bulan sebelum atau setelah tanggal ulang tahun, mencakup
suatu pemeriksaan umum struktur, setiap peralatan, sistem, perabot, pengaturan dan material
atau proses terkait dengan rencana Manajemen Air Balas yang dipersyaratkan dalam
peraturan B-1 untuk memastikan bahwa mereka telah dirawat menurut ayat 9 dan tinggal
menunggu untuk diperbaiki di tempat yang dimaksudkan. Suatu survei tahunan wajib
disahkan dalam Sertifikat yang dikeluarkan sesuai peraturan E-2 atau E-3.

5) Suatu survei tambahan baik umum maupun parsial, menurut keadaan, wajib dilakukan setelah
perubahan, penggantian atau perbaikan struktur, peralatan, sistem, perabot, pengaturan dan
material penting yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan Konvensi ini. Survei tersebut
wajib memastikan bahwa setiap perubahan, penggantian, atau perbaikan penting telah secara
efektif dibuat, sedemikian sehingga kapal memenuhi persyaratan Konvensi ini. Survei tersebut
wajib disahkan dalam Sertifikat yang dikeluarkan sesuai peraturan E-2 Atau E-3.

. Administrasi wajib menetapkan aturan-aturan yang sesuai untuk kapal yang tidak terkena

ketentuan ayat 1 dalam rangka memastikan bahwa ketentuan yang bisa diterapkan Konvensi ini
dipenuhi.

Survei kapal untuk kepentingan pemenuhan ketentuan Konvensi ini wajib dilaksanakan oleh para
petugas Administrasi. Administrasi dapat, bagaimanapun, mempercayakan survei kepada para
surveyor yang dicalonkan untuk itu atau ke organisasi yang ditunjuk untuk itu.

. Administrasi yang mencalonkan para surveyor atau organisasi yang ditunjuk untuk melakukan

survei, sebagaimana diuraikan dalam ayat 3 wajib, sebagai minimum, menguasakan para
surveyor yang dicalonkan atau organisasi2 yang ditunjuk untuk:

1) mensyaratkan kapal yang mereka survei untuk memenuhi ketentuan Konvensi ini; dan

2) melaksanakan survei dan pemeriksaan apabila diminta oleh otoritas Negara pelabuhan yang
sesuai yang merupakan Negara peserta.

. Administrasi wajib memberitahu Organisasi tentang kondisi-kondisi dan tanggung jawab yang

spesifik mengenai otoritas yang didelegasikan kepada para surveyor yang dicalonkan atau
organisasi yang ditunjuk, untuk diedarkan ke Negara peserta sebagai informasi bagi para petugas
mereka.

Ketika Administrasi, surveyor yang dicalonkan, atau suatu organisasi yang ditunjuk menentukan
bahwa Manajemen Air Balas kapal tidak sesuai dengan Sertifikat yang dipersyaratkan sesuai
peraturan E-2 atau E-3 atau sedemikian hingga kapal tidak layak berlayar tanpa menimbulkan
suatu ancaman yang merugikan terhadap lingkungan, kesehatan manusia, kekayaan atau
sumber daya, surveyor atau organisasi yang ditunjuk wajib dengan seketika melakukan tindakan
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korektif untuk meminta agar kapal segera memenuhi. Seorang surveyor atau organisasi yang
ditunjuk wajib segera diberitahu, dan wajib memastikan bahwa Sertifikat tidak dikeluarkan atau
ditarik mundur apabila kapal berada dalam pelabuhan Negara peserta lain, otoritas Negara
pelabuhan yang sesuai wajib diberitahu dengan segera. Ketika petugas Administrasi, surveyor
yang dicalonkan, atau suatu organisasi yang ditunjuk telah memberitahu otoritas Negara
pelabuhan yang sesuai, Pemerintah Negara pelabuhan terkait wajib memberi bantuan kepada
petugas, surveyor atau organisasi untuk menyelesaikan kewajiban mereka sesuai peraturan ini,
mencakup setiap tindakan yang diuraikan pada Pasal 9.

7. Kapan saja terjadi suatu kecelakaan terhadap kapal atau kerusakan yang pada hakekatnya
mempengaruhi kemampuan kapal untuk melakukan Manajemen Air Balas menurut Konvensi ini,
pemilik, operator atau orang lain yang bertanggung-jawab atas kapal wajib melaporkan pada
kesempatan pertama kepada Administrasi, organisasi yang ditunjuk atau surveyor yang
dicalonkan yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan Sertifikat yang relevan, dan yang wajib
melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah suatu survei sebagaimana ayat 1 diperlukan.
Apabila kapal berada dalam suatu pelabuhan Pihak lain, pemilik, operator atau orang lain yang
berwenang wajib juga melaporkan dengan seketika kepada otoritas Negara pelabuhan yang
sesuai dan surveyor yang dicalonkan atau organisasi yang ditunjuk yang wajib memastikan
bahwa suatu laporan telah dibuat.

8. Dalam tiap-tiap kasus, Administrasi yang terkait wajib secara penuh menjamin efisiensi dan
kelengkapan survei dan wajib berusaha memastikan pengaturan yang dipersyaratkan untuk
memenuhi kewajiban ini.

9. Kondisi kapal dan peralatan, sistem dan prosesnya wajib dirawat untuk menyesuaikan diri dengan
ketentuan Konvensi ini untuk memastikan bahwa kapal dalam segala halnya layak untuk berlayar
tanpa menimbulkan suatu ancaman yang merugikan terhadap lingkungan, kesehatan manusia,
kekayaan, atau sumber daya.

Peraturan E-2
Penerbitan atau Pengesahan Sertifikat

1. Administrasi wajib memastikan bahwa kapal yang peraturan E-1 berlaku diterbitkan Sertifikat
setelah berhasil menyelesaikan survei yang dilakukan sesuai dengan peraturan E-1. Sertifikat
yang dikeluarkan di bawah otoritas dari Pihak wajib diterima oleh Pihak lain dan dianggap untuk
semua tujuan yang tercakup dalam Konvensi ini memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai
Sertifikat yang dikeluarkan oleh mereka.

2. Sertifikat akan diterbitkan atau disahkan baik oleh Administrasi atau oleh setiap orang atau
organisasi yang berwenang untuk itu. Dalam setiap kasus, Administrasi bertanggung jawab
penuh untuk Sertifikat .

Peraturan E-3
Penerbitan atau Pengesahan Sertifikat oleh Pihak Lain

1. Atas permintaan Administrasi, Pihak lain dapat menyebabkan kapal untuk disurvei dan, jika puas
bahwa ketentuan Konvensi ini dipatuhi, menerbitkan atau mengizinkan penerbitan Sertifikat untuk
kapal, dan bila sesuai, mendukung atau memberikan otorisasi pengesahan Sertifikat di kapal,
sesuai dengan Lampiran ini.

2. Salinan Sertifikat dan salinan laporan survei akan dikirimkan secepatnya ke Administrasi yang
meminta.
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3. Sertifikat yang diterbitkan wajib memuat pernyataan yang menyatakan bahwa Sertifikat telah
dikeluarkan atas permintaan Administrasi dan mempunyai kekuatan yang sama dan menerima
pengakuan yang sama sebagai Sertifikat yang dikeluarkan oleh Administrasi.

4. Tidak ada Sertifikat akan dikeluarkan untuk kapal mengibarkan bendera suatu Negara yang
bukan Pihak.

Peraturan E-4
Format Serfifikat

Sertifikat wajib disusun dalam bahasa resmi Pihak yang menerbitkan, dalam format yang ditetapkan
dalam Lampiran Tambahan |. Jika bahasa yang digunakan bukanlah bahasa Inggris, bahasa
Perancis atau bahasa Spanyol, teks harus mencakup terjemahan ke dalam salah satu bahasa
tersebut.

Peraturan E-5
Jangka Waktu dan Validitas Sertifikat

1. Sertifikat wajib diterbitkan untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh Administrasi yang tidak dapat
melebihi lima tahun.

2. Untuk survei pembaharuan:

1) Walaupun ada persyaratan ayat 1, ketika survei pembaruan diselesaikan dalam tiga bulan
sebelum tanggal kedaluwarsa Sertifikat yang ada, Sertifikat yang baru wajib disahkan dari
tanggal penyelesaian survei pembaruan meskipun belum lima tahun dari tanggal kedaluwarsa
Sertifikat yang ada.

2) Ketika survei pembaruan diselesaikan setelah tanggal kedaluwarsa Sertifikat yang ada,
Sertifikat yang baru wajib disahkan dari tanggal penyelesaian survei pembaruan meskipun
tanggalnya melebihi lima tahun dari tanggal kadaluwarsa Sertifikat yang ada.

3) Ketika survei pembaruan diselesaikan lebih dari tiga bulan sebelum tanggal kedaluwarsa
Sertifikat yang ada, Sertifikat yang baru wajib disahkan dari tanggal penyelesaian survei
pembaruan meskipun tanggalnya melebihi lima tahun dari tanggal penyelesaian survei
pembaruan.

3. Apabila suatu Sertifikat dikeluarkan untuk masa kurang dari lima tahun. Administrasi dapat
memperpanjang validitas Sertifikat di luar tanggal kedaluwarsa ke periode maksimum yang
ditetapkan ayat 1, dengan ketentuan bahwa survei sesuai peraturan E-1.1.3 bisa diterapkan
ketika suatu Sertifikat yang dikeluarkan untuk masa lima tahun dilaksanakan.

4. Apabila suatu survei pembaruan telah diselesaikan dan Sertifikat baru tidak bisa dikeluarkan atau
ditempatkan di atas kapal sebelum tanggal kedaluwarsa Sertifikat yang ada, orang atau
organisasi yang diberi hak oleh Administrasi dapat mengesahkan Sertifikat yang ada dan
Sertifikat seperti itu wajib diterima secara sah untuk jangka waktu tidak melebihi lima bulan dari
tanggal kedaluwarsa.

5. Apabila suatu kapal pada saat Sertifikat berakhir tidak berada dalam suatu pelabuhan untuk
disurvei, Administrasi dapat memperpanjang periode keabsahan Sertifikat tetapi perpanjangan ini
wajib dijamin hanya untuk kepentingan membiarkan kapal untuk menyelesaikan pelayarannya ke
pelabuhan tempat untuk disurvei, dan hanya dalam keadaan tertentu dan rasional untuk
dilakukan. Tidak dapat ada Sertifikat yang diperpanjang melebihi jangka waktu tiga bulan, dan
terhadap kapal yang memiliki sertifikat tersebut tidak dapat meninggalkan pelabuhan sebelum
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disurvei dan mendapat Sertifikat baru. Ketika survei pembaruan diselesaikan, Sertifikat yang baru
wajib disahkan pada tanggal yang tidak melebihi lima tahun dari tanggal kadaluwarsa Sertifikat
yang ada sebelum perpanjangan diberikan.

6. Sertifikat yang dikeluarkan untuk kapal yang melakukan pelayaran jarak pendek yang belum
diperpanjang sesuai ketentuan tersebut di atas dapat diperpanjang oleh Administrasi untuk masa
satu bulan dari tanggal kadaluwarsa yang dinyatakan. Ketika survei pembaruan diselesaikan,
Sertifikat yang baru wajib disahkan pada tanggal yang tidak melebihi lima tahun dari tanggal
kadaluwarsa Sertifikat yang ada sebelum perpanjangan diberikan.

7. Di dalam keadaan khusus, apabila ditentukan oleh Administrasi, suatu Sertifikat baru tidak perlu
ditanggali dari tanggal kadaluwarsa Sertifikat yang ada seperti ditentukan pada ayat 2.2, 5 atau 6
peraturan ini. Di dalam keadaan khusus ini, Sertifikat yang baru wajib disahkan pada tanggal
yang tidak melebihi lima tahun dari tanggal penyelesaian survei pembaruan.

8. Apabila suatu survei tahunan diselesaikan sebelum waktu yang ditetapkan peraturan E-1, maka:

1) tanggal ulang tahun yang ada di Sertifikat wajib diubah dengan pengesahan pada tanggal
yang wajib tidak lebih dari tiga bulan kemudian dibanding tanggal saat survei telah
diselesaikan;

2) survei tahunan atau survei antara berikutnya yang ditetapkan dalam Peraturan E-1 wajib
diselesaikan di interval yang ditentukan oleh peraturan itu menggunakan Tanggal ulang tahun
yang baru;

3) tanggal kedaluwarsa dapat tetap tanpa perubahan asalkan satu atau lebih survei tahunan,
yang sesuai, dilaksanakan sedemikian sehingga interval maksimum antara survei yang
ditentukan oleh Peraturan E-1 tidak terlewati.

9. Sertifikat yang dikeluarkan sesuai peraturan E-2 atau E-3 menjadi tidak sah untuk kasus-kasus
yang berikut:

1) apabila struktur, peralatan, sistem, perabot, pengaturan dan material yang dipersyaratkan
untuk mematuhi secara penuh Konvensi ini diubah, digantikan atau diperbaiki secara
signifikan dan Sertifikat tidak disahkan menurut Lampiran ini;

2) ketika pergantian bendera kapal ke bendera Negara lain. Sertifikat baru wajib dikeluarkan
ketika Negara peserta yang mengeluarkan Sertifikat yang baru secara penuh menilai bahwa
kapal sesuai dengan persyaratan peraturan E-1. Dalam kasus perpindahan antara Negara
peserta, apabila diminta di dalam tiga bulan setelah perpindahan berlangsung, Negara
peserta bendera kapal terdahulu wajib, dengan segera, mengirimkan kepada Administrasi
salinan Sertifikat yang dibawa oleh kapal sebelum perpindahan dan, apabila tersedia, salinan
laporan survei;

3) apabila survei yang relevan tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai
peraturan E-1.1; atau

4) apabila Sertifikat tidak disahkan menurut peraturan E-1.1.
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LAMPIRAN TAMBAHAN |
FORMAT SERTIFIKAT MANAJEMEN AIR BALAS INTERNASIONAL
SERTIFIKAT MANAJEMEN AIR BALAS INTERNASIONAL

Dikeluarkan sesuai ketentuan Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Balas
dan Sedimen dari Kapal (selanjutnya disebut "Konvensi") di bawah otoritas Pemerintah dari

(nama lengkap orang yang berkompeten atau organisasi yang diberi hak sesuai ketentuan Konvensi)
Data kapal' .........cooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
Nama kapal.........ccccvvvieviec e
Nomor atau surat pembeda..................
Pelabuhan pencatatan...........................
Gross ToNase........ccoeveeeee e
IMO number2 ...
Tanggal Konstruksi...........c.coeeeveiiiinnnnn.
Kapasitas Air Balas (dalam meter kubik)
Rincian Metode Manajemen Air Balas yang digunakan
Metode Manajemen Air Balas menggunakan..........
Tanggal pemasangan (jika bisa diterapkan)...........

Nama pembuat (jika bisa diterapkan).....................

'Sebagai alternatif, data kapal dapat ditempatkan secara horisontal di dalam kotak.
2 Nomor indentifikasi Kapal IMO yang ditetapkan oleh Organisasi dengan resolusi A.600(15).
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Prinsip-prinsip Metode Manajemen Air Balas yang digunakan di kapal ini adalah:
O menurut peraturan D-1

0 menurut peraturan D-2 (uraikan)

[0 kapal mengikuti peraturan D-4

DENGAN INI MENERANGKAN:

R bahwa kapal telah disurvei sesuai dengan peraturan E-1

2 e bahwa survei menunjukkan Manajemen Air Balas telah
mematuhi Lampiran Konvensi.

Sertifikat ini berlaku hingga ........ berdasarkan survei menurut peraturan E-1 Lampiran Konvensi.
Tanggal penyelesaian survei untuk sertifikat ini didasarkan: hh/bb/tttt

Dikeluarkan di..........ccccoeeeiiiniii e,
(Tempat penerbitan sertifikat)

(Tanggal penerbitan  (Ttd. Pejabat yg diberi hak mengeluarkan
sertifikat)
(Segel atau cap yang berlaku)


http://www.peraturan.go.id

23 2015, No.258

PENGESAHAN UNTUK SURVEI TAHUNAN DAN ANTARA

DENGAN INI MENERANGKAN bahwa suatu survei yang disyaratkan peraturan E-1 Lampiran
Konvensi kapal telah memenuhi ketentuan Konvensi yang berlaku:

Survei Tahunan: Ditandatangani...........c.............
(Tandatangan pejabat yang diberi wewenang)
(Segel atau cap yang berlaku)

Survei Tahunan/Antara®: Ditandatangani........................
(Tandatangan yang diberi wewenang)
(Segel atau cap yang berlaku)

Survei Tahunan/Antara™ Ditandatangani...........c.............

(Tandatangan yang diberi wewenang)

(Segel atau cap yang berlaku)
Survei Tahunan: Ditandatangani...........c.............
(Tandatangan yang diberi wewenang)

(Segel atau cap yang berlaku)

*Coret yang tidak perlu
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SURVEI TAHUNAN/ANTARA
MENURUT PERATURAN E-5.8.3

DENGAN INI MENERANGKAN bahwa, suatu survei tahunan/antara* sesuai dengan peraturan E-
5.8.3 Lampiran Konvensi, kapal telah memenuhi ketentuan Konvensi yang berlaku:

Ditandatangani.............
(Tandatangan yang diberi wewenang)

(Segel atau cap yang berlaku)

PENGESAHAN UNTUK PERPANJANGAN SERTIFIKAT JIKA BERLAKU
UNTUK JANGKA KURANG DARI 5 TAHUN DI MANA PERATURAN E-5.3 BERLAKU

Kapal mematuhi ketentuan Konvensi yang berlaku, dan Sertifikat ini wajib, sesuai dengan peraturan

E-5.3 Lampiran Konvensi, disahkan berlaku hingga.............
Ditandatangani.............
(Tandatangan yang diberi wewenang)

(Segel atau cap yang berlaku)

PENGESAHAN BILA SURVEI PEMBARUAN TELAH
DISELESAIKAN DAN PERATURAN E-5.4 BERLAKU

Kapal mematuhi ketentuan Konvensi yang berlaku dan Sertifikat ini wajib, menurut peraturan E-5.4

Lampiran Konvensi, disahkan berlaku hingga.............
Ditandatangani............
(Tandatangan yang diberi wewenang)

(Segel atau cap yang berlaku)
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*Coret yang tidak perlu

PENGESAHAN UNTUK MEMPERPANJANG VALIDITAS SERTIFIKAT SAMPAI
MENCAPAI PELABUHAN SURVEI ATAU UNTUK JANGKA WAKTU DI MANA
PERATURAN E-5.5 ATAU E-5.6 BERLAKU
Sertifikat ini wajib, menurut peraturan E-35.5 atau E-5.6* Lampiran Konvensi, disahkan berlaku

Ditandatangani.........

(Tandatangan yang diberi wewenang)

(Segel atau cap yang berlaku)

PENGESAHAN UNTUK KEMAJUAN TANGGAL ULANG TAHUN
DI MANA PERATURAN E-5.8 BERLAKU

Sesuai dengan peraturan E-5.8 Lampiran Konvensi Tanggal Ulang Tahun yang baru adalah...........

Ditandatangani............
(Tandatangan yang diberi wewenang)

(Segel atau cap yang berlaku)

Sesuai dengan peraturan E-5.8 Lampiran Konvensi Tanggal Ulang Tahun yang baru adalah........

Ditandatangani...........
(Tandatangan yang diberi wewenang)

(Segel atau cap yang berlaku)

*Coret yang tidak perlu
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LAMPIRAN TAMBAHAN II
FORMAT BUKU CATATAN AIR BALAS

KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK PENGENDALIAN DAN
MANAJEMEN AIR BALAS DAN SEDIMEN DARI KAPAL

Nama Kapal ..........ccocooeeiiiiiiiiiiii
Nomor IMO
Gross TONASE ...ooovveieiiieiie e

Bendera ........oooiiii

Total Kapasitas Air Balas (dalam meter kubik)

Kapal dilengkapi dengan rancangan Manajemen Air Balas
Diagram kapal yang menandakan tangki balas:

1. Pendahuluan

Sesuai dengan peraturan B-2 Lampiran Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen
Air Balas dan Sedimen dari Kapal, suatu catatan diharapkan tetap dibuat untuk tiap pengoperasian
Air Balas. Catatan ini meliputi pembuangan di laut dan ke fasilitas resepsi.

2. Air Balas dan Manajemen Air Balas

"Air Balas" adalah air dengan zat yang terkandung di dalamnya yang dibawa di atas kapal untuk
mengendalikan trim, kemiringan, draf, stabilitas atau tekanan kapal. Manajemen Air Balas harus
sesuai rancangan Manajemen Air Balas yang disetujui dan mempertimbangkan Pedoman® yang
disusun oleh Organisasi.

3. Pengisian Buku Catatan Air Balas

Pengisisan buku catatan Air Balas harus dibuat pada setiap kesempatan berikut:

3.1 Ketika Air Balas dibawa di atas kapal:

1) Tanggal, waktu dan lokasi pelabuhan atau fasilitas pengambilan {pelabuhan atau lat/long),
kedalaman jika di luar pelabuhan

2) Perkirakan volume pengambilan di dalam meter kubik

3) Tandatangan petugas yang bertanggung-jawab atas operasi.
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*Mengacu kepada Pedoman untuk pengendalian dan manajemen air balas dari kapal untuk
memperkecil perpindahan Organisme Akuatik Berbahaya dan Patogen yang ditetapkan oleh
Organisasi dengan resolusi A.868(20).

3.2 Kapan saja Air Balas diedarkan atau diperlakukan untuk tujuan Manajemen Air Balas:
1) Tanggal dan waktu operasi

2) Volume yang diperkirakan beredar atau yang diperlakukan (di dalam meter kubik)
3) Apakah diselenggarakan menurut rancangan Manajemen Air Balas
4) Tandatangan petugas yang bertang-gung jawab atas operasi
3.3 Ketika Air Balas dibuang ke laut:
1) Tanggal, waktu dan lokasi pelabuhan atau fasilitas pembuangan (pelabuhan atau lat/long)
2) Volume yang diperkirakan dibuang termasuk sisa volumenya dalam meter kubik

3) Apakah rancangan Manajemen Air Balas yang disetujui telah diterapkan sebelum
pembuangan

4) Tandatangan petugas yang bertanggung-jawab atas operasi
3.4 Ketika Air Balas dibuang ke fasilitas resepsi:
1) Tanggal, waktu, dan lokasi pengambilan
2) Tanggal, waktu, dan lokasi pembuangan
3) Pelabuhan atau Fasilitas
4) Volume yang diperkirakan dikeluarkan atau diambil, di dalam meter kubik

5 Apakah rancangan Manajemen Air Balas yang disetujui telah diterapkan sebelum
pembuangan

B) Tandatangan petugas yang bertang-gung jawab atas operasi.

3.5 Kecelakaan atau pengecualian lain dalam pengambilan atau pembuangan Air Balas:
1) Tanggal dan waktu kejadian

2) Pelabuhan atau posisi kapal pada waktu kejadian
3) Perkirakan volume Air Balas yang dikeluarkan

4) Keadaan pengambilan, pembuangan, jalan keluar atau kerugian, alasan untuk itu dan
keterangan umum.

5) Apakah rancangan Manajemen Air Balas yang disetujui telah diterapkan sebelum
pembuangan

6) Tandatangan petugas yang bertanggung-jawab atas operasi

3.6 Prosedur operasional tambahan dan keterangan umum
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4. Volume Air Balas

Volume Air Balas di atas kapal harus diperkirakan dalam meter kubik. Buku catatan Air Balas berisi
banyak referensi untuk memperkirakan volume Air Balas. Diakui bahwa ketelitian menaksir volume
balas menjadi perdebatan.

CATATAN OPERASI AIR BALAS

CONTOH HALAMAN BUKU CATATAN AIR BALAS

Tanggal Utaian (Nomon Catatan pengoperasianftandatangan para
petugas yang berwenang

Tandatangan nakhoda
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LAMPIRAN

RESOLUSI YANG DITETAPKAN OLEH KONFERENSI
RESOLUSI 1
RENCANA KERJA MENDATANG DARI ORGANISASI TERKAIT DENGAN KONVENSI

INTERNASIONAL UNTUK PENGENDALIAN DAN MANAJEMEN AIR BALAS DAN SEDIMEN

DARI KAPAL

KONFERENSI,

TELAH MENGADOPSI Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Balas dan
Sedimen dari Kapal (Konvensi),

MENCATAT bahwa Pasal 5 dan 9 serta peraturan A-4, A-5, B-1, B-3, B-4, B-5, C-1, D-3 dan D-4 dari
Lampiran dari Konvensi mengacu pada pedoman atau prosedur yang perlu dikembangkan oleh
Organisasi untuk hal-hal yang khusus yang teridentifikasi di dalamnya,

MENGAKUI adanya kebutuhan untuk mengembangkan Pedoman ini dalam rangka memastikan
peherapan secara global dan seragam dari persyaratan terkait yang ada dalam Konvensi,

MENGUNDANG Organisasi untuk segera mengembangkan:

A

2

Pedoman untuk fasilitas resepsi sedimen berdasarkan Pasal 5 dan peraturan B-3;
Pedoman untuk pengambilan contoh air balas berdasarkan Pasal 9;

Pedoman tentang kepatuhan ekuivalen manajemen air balas untuk kapal wisata dan kapal
pencarian dan pertolongan berdasarkan peraturan A-5;

Pedoman rencana manajemen air balas berdasarkan peraturan B-1;
Pedoman untuk fasilitas resepsi air balas berdasarkan peraturan B-3;
Pedoman untuk penggantian air balas berdasarkan peraturan B-4;

Pedoman untuk tindakan tambahan berdasarkan peraturan C-1 dan untuk penilaian risiko
berdasarkan peraturan A-4;

Pedoman untuk persetujuan sistem manajemen air balas berdasarkan peraturan D-3.1;

Prosedur untuk persetujuan terhadap substansi aktif berdasarkan peraturan D-3.2; dan

.10 Pedoman untuk prototipe teknologi penanganan air balas berdasarkan peraturan D-4,

dan menetapkannya, sesegera mungkin, serta dalam segala hal sebelum mulai berlakunya Konvensi
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dengan tujuan untuk memfasilitasi penerapan secara global dan seragam dari Konvensi.
RESOLUSI 2

PENGGUNAAN "DECISION-MAKING TOOLS" GUNA MELAKUKAN KAJIAN ULANG TERHADAP
STANDAR SESUA| PERATURAN D-5

KONFERENSI,

TELAH MENGADOPSI Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Balas dan
Sedimen dari Kapal (Konvensi),

MENCATAT bahwa peraturan D-5 dari Konvensi mensyaratkan bahwa, pada sidang Komite
Perlindungan Lingkungan Laut yang diselenggarakan tidak boleh lebih dari tiga tahun sebelum
tanggal awal berlaku efektifnya standar sebagaimana ditentukan dalam peraturan D-2, Komite harus
melakukan kajian ulang yang mencakup penentuan mengenai keberadaan teknologi yang memadai
untuk mencapai standar, penilaian dari kriteria dalam ayat 2 dari peraturan D-5, dan penilaian dari
dampak sosio-ekonomi yang spesifik terkait dengan perkembangan kebutuhan dari negara-negara
berkembang, khusushya Negara berkembang kepulauan kecil,

MENGAKUI nilai dari "decision-making tools" ketika mempersiapkan penilaian yang kompleks,

MEREKOMENDASIKAN kepada Organisasi untuk menerapkan "decision-making tools" yang cocok
ketika melakukan kajian ulang terhadap standard yang sesuai dengan peraturan D-5 dari Konvensi;
dan

MENGUNDANG Negara Anggota untuk memberi saran kepada Organisasi mengenai "decision-
making fools" apa pun yang relevan, kuat untuk membantu melaksanakan kajian ulang tersebut.
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RESOLUSI 3
PEMAJUAN UNTUK KERJA SAMA DAN BANTUAN TEKNIS

KONFERENSI,

TELAH MENGADOPSI Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Balas dan
Sedimen dari Kapal (Konvensi),

MENYADARI bahwa Negara-negara Peserta dari Konvensi akan diminta untuk menaati ketentuan
Konvensi ini secara penuh dan utuh, guna mencegah, memperkecil dan menghilangkan secara
menyeluruh perpindahan organisme akuatik berbahaya dan patogen melalui pengendalian dan
manajemen air balas dan sedimen dari kapal,

MENCATAT bahwa Konvensi dalam Pasal 13.1 and 13.2, meminta Negara-negara Peserta, inter alia,
untuk memberikan dukungan kepada Negara-Negara Peserta yang meminta bantuan teknis dalam
rangka melakukan pengendalian dan manajemen air balas dan sedimen dari kapal,

MENGAKUI berharganya kegiatan kerja sama teknis yang dilaksanakan secara kemitraan dengan
negara-negara berkembang tentang masalah manajemen air balas berdasarkan GEF/UNDP/IMO
tentang Manajemen Air Balas secara Global (GloBallast) sejak tahun 2000,

MEYAKINI bahwa pemajuan mengenai kerja sama teknis dapat mempercepat penerimaan,
penafsiran dan penerapan Konvensi yang seragam oleh Negara-negara,

MENCATAT DENGAN PENGHARGAAN bahwa, melalui penetapan resolusi A.901(21), Majelis dari
Organisasi Maritim Internasional (IMO) telah:

(a) memastikan bahwa kerja IMO dalam mengembangkan standar maritim global dan dalam
menyediakan kerja sama teknis guna implementasi dan pemberlakuannya secara efektif
dapat dan pasti memberikan kontribusi bagi pembanguan berkelanjutan; dan

(b) memutuskan bahwa pernyataan misi IMO, terkait dengan kerja sama teknis pada tahun
2000an, adalah untuk membantu negara-negara berkembang untuk meningkatkan
kemampuan mereka untuk memenuhi aturan dan standar internasional untuk keselamatan
maritim dan pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran laut, dengan memberikan
prioritas bagi program bantuan teknis yang difokuskan pada pengembangan sumber daya
manusia, khususnya melalui pelatihan, dan pembangunan kapasitas kelembagaan;

1 MEMINTA kepada Negara-negara Anggota, bekerjasama dengan IMO, Negara-negara dan
badan-badan internasional yang memiliki kepedulian, organisasi internasional atau regional yang
berwenang, dan program-program industri, untuk memajukan dan secara langsung, atau melalui
IMO, memberikan dukungan kepada Negara-negara yang memerlukan bantuan teknis untuk:

(a) penilaian implikasi dari pelaksanaan ratifikasi, penerimaan, penyetujuan, atau aksesi, serta
penerapan dan pemberlakuan Konvensi;

(b) pengembangan legislasi nasional dan pengaturan kelem-bagaan untuk memberlakukan
Konvensi;
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(c) pelatihan bagi personil ilmiah dan teknis untuk melakukan riset, pemantauan dan penerapan
(mis., penilaian risiko air balas, survei terhadap spesies laut yang invasif, sistem pemantauan
dan peringatan dini, pengambilan contoh dan analisis air balas), termasuk penyediaan
peralatan dan fasilitas yang sesuai, dengan tujuan untuk penguatan kapabilitas nasional,

(d) pertukaran informasi dan kerja sama teknis dalam rangka mengurangi risiko bagi lingkungan
dan kesehatan manusia sebagai akibat dari perpindahan organisme akuatik yang berbahaya
dan patogen melalui pengendalian dan manajemen air balas and sedimen dari kapal,

(e) penelitian dan pengembangan terhadap metode peningkatan manajemen dan penanganan air
balas; dan

(f) pembentukan persyaratan khusus di area tertentu sesuai dengan Bagian C dari peraturan
dalam Konvensi;

2 SELANJUTNYA MEMINTA kepada badan dan organisasi pembangunan internasional untuk
mendukung, termasuk melalui penyediaan berbagai sumber yang diperlukan, program kerja sama
teknis di bidang pengendalian dan manajemen air balas, konsisten dengan Konvensi;

3 MENGUNDANG Komite Kerja Sama Teknis IMO untuk tetap melanjutkan penyediaan kegiatan
pembangunan kapasitas untuk melakukan pengendalian dan manajemen air balas dan sedimen dari
kapal, dalam kerangka "Integrated Technical Co-operation Programme" dari Organisasi, guna
mendukung implementasi dan pemberlakukan Konvensi secara efektif oleh negara-negara
berkembang; dan

4 MENDORONG seluruh Negara untuk memulai tindakan yang terkait dengan kerja sama teknis
sebagaimana dimaksud di atas tanpa harus menunggu mulai berlakunya Konvensi.
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RESOLUSI 4

KAJIAN ULANG TERHADAP LAMPIRAN DARI KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK
PENGENDALIAN DAN MANAJEMEN AIR BALAS DAN SEDIMEN DARI KAPAL

KONFERENSI,

TELAH MENGADOPSI Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Balas dan
Sedimen dari Kapal (Konvensi),

MENGAKUI bahwa kajian ulang terhadap Lampiran dari Konvensi, dan secara khusus namun tidak
terbatas pada peraturan A-4, A-5, B-1, B-3, B4, C-1, D-1, D-2, D-3 dan D-5, mungkin perlu
dipertimbangkan sebelum mulai berlakunya Konvensi, misalnya, karena adanya kendala dalam mulai
berlaku atau dalam rangka untuk menetapkan standar sebagaimana ditentukan dalam peraturan D-2
dalam Lampiran dari Konvensi,

MEREKOMENDASIKAN agar Komite Perlindungan Lingkungan Laut melakukan kajian ulang
terhadap peraturan yang ada dalam Lampiran dari Konvensi jika hal tersebut dianggap tepat, namun
tidak boleh lebih dari tiga tahun lebih awal sebelum tanggal efektif dari standar yang ditetapkan
dalam peraturan D-2 yang ada dalam Lampiran dari Konvensi, yakni tahun 2006.
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INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF
SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004

THE PARTIES TO THIS CONVENTION,

RECALLING Article 196(1) of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS), which provides that ““States shall take all measures necessary to prevent, reduce and
control pollution of the marine environment resulting from the use of technologies under their
jurisdiction or control, or the intentional or accidental introduction of species, alien or new, to a
particular part of the marine environment, which may cause significant and harmful changes
thereto,”

NOTING the objectives of the 1992 Convention on Biological Diversity (CBD) and that the
transfer and introduction of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens via ships’ ballast water
threatens the conservation and sustainable use of biological diversity as well as decision IV/5 of
the 1998 Conference of the Parties (COP 4) to the CBD concerning the conservation and
sustainable use of marine and coastal ecosystems, as well as decision VI/23 of the 2002
Conference of the Parties (COP 6) to the CBD on alien species that threaten ecosystems, habitats
or species, including guiding principles on invasive species,

NOTING FURTHER that the 1992 United Nations Conference on Environment and
Development (UNCED) requested the International Maritime Organization (the Organization) to
consider the adoption of appropriate rules on ballast water discharge,

MINDFUL of the precautionary approach set out in Principle 15 of the Rio Declaration on
Environment and Development and referred to in resolution MEPC.67(37), adopted by the
Organization’s Marine Environment Protection Committee on 15 September 1995,

ALSO MINDFUL that the 2002 World Summit on Sustainable Development, in
paragraph 34(b) of its Plan of Implementation, calls for action at all levels to accelerate the
development of measures to address invasive alien species in ballast water,

CONSCIOUS that the uncontrolled discharge of Ballast Water and Sediments from ships has
led to the transfer of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens, causing injury or damage to the
environment, human health, property and resources,

RECOGNIZING the importance placed on this issue by the Organization through Assembly
resolutions A.774(18) in 1993 and A.868(20) in 1997, adopted for the purpose of addressing the
transfer of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens,

RECOGNIZING FURTHER that several States have taken individual action with a view to
prevent, minimize and ultimately eliminate the risks of introduction of Harmful Aquatic
Organisms and Pathogens through ships entering their ports, and also that this issue, being of
worldwide concern, demands action based on globally applicable regulations together with
Guidelines for their effective implementation and uniform interpretation,

DESIRING to continue the development of safer and more effective Ballast Water Management
options that will result in continued prevention, minimization and ultimate elimination of the
transfer of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens,
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RESOLVED to prevent, minimize and ultimately eliminate the risks to the environment, human
health, property and resources arising from the transfer of Harmful Aquatic Organisms and
Pathogens through the control and management of ships’ Ballast Water and Sediments, as well as
to avoid unwanted side-effects from that control and to encourage developments in related
knowledge and technology,

CONSIDERING that these objectives may best be achieved by the conclusion of an
International Convention for the Control and Management of Ships’® Ballast Water and
Sediments,

HAVE AGREED as follows:

Article 1
Definitions

For the purpose of this Convention, unless expressly provided otherwise:

1 "Administration" means the Government of the State under whose authority the ship is
operating. With respect to a ship entitled to fly a flag of any State, the Administration is the
Government of that State. With respect to floating platforms engaged in exploration and
exploitation of the sea-bed and subsoil thereof adjacent to the coast over which the coastal State
exercises sovereign rights for the purposes of exploration and exploitation of its natural
resources, including Floating Storage Units (FSUs) and Floating Production Storage and
Offloading Units (FPSOs), the Administration is the Government of the coastal State concerned.

2 “Ballast Water” means water with its suspended matter taken on board a ship to control
trim, list, draught, stability or stresses of the ship.

3 “Ballast Water Management” means mechanical, physical, chemical, and biological
processes, either singularly or in combination, to remove, render harmless, or avoid the uptake or
discharge of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens within Ballast Water and Sediments.

4 “Certificate” means the International Ballast Water Management Certificate.
5 “Committee” means the Marine Environment Protection Committee of the Organization.
6 “Convention” means the International Convention for the Control and Management of

Ships’ Ballast Water and Sediments.

7 “Gross tonnage”™ means the gross tonnage calculated in accordance with the tonnage
measurement regulations contained in Annex I to the International Convention on Tonnage
Measurement of Ships, 1969 or any successor Convention.
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8 “Harmful Aquatic Organisms and Pathogens” means aquatic organisms or pathogens
which, if introduced into the sea, including estuaries, or into fresh water courses, may create
hazards to the environment, human health, property or resources, impair biological diversity or
interfere with other legitimate uses of such areas.

9 “Organization” means the International Maritime Organization.

10 “Secretary-General” means the Secretary-General of the Organization.

11 “Sediments” means matter settled out of Ballast Water within a ship.

12 “Ship” means a vessel of any type whatsoever operating in the aquatic environment and

includes submersibles, floating craft, floating platforms, FSUs and FPSOs.

Article 2
General Obligations

1 Parties undertake to give full and complete effect to the provisions of this Convention and
the Annex thereto in order to prevent, minimize and ultimately eliminate the transfer of Harmful
Agquatic Organisms and Pathogens through the control and management of ships’ Ballast Water
and Sediments.

2 The Annex forms an integral part of this Convention. Unless expressly provided
otherwise, a reference to this Convention constitutes at the same time a reference to the Annex.

3 Nothing in this Convention shall be interpreted as preventing a Party from taking,
individually or jointly with other Parties, more stringent measures with respect to the prevention,
reduction or elimination of the transfer of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens through
the control and management of ships’ Ballast Water and Sediments, consistent with international
law.

4 Parties shall endeavour to co-operate for the purpose of effective implementation,
compliance and enforcement of this Convention.

5 Parties undertake to encourage the continued development of Ballast Water Management
and standards to prevent, minimize and ultimately eliminate the transfer of Harmful Aquatic
Organisms and Pathogens through the control and management of ships’ Ballast Water and
Sediments.

6 Parties taking action pursuant to this Convention shall endeavour not to impair or damage
their environment, human health, property or resources, or those of other States.

7 Parties should ensure that Ballast Water Management practices used to comply with this
Convention do not cause greater harm than they prevent to their environment, human health,
property or resources, or those of other States.

8 Parties shall encourage ships entitled to fly their flag, and to which this Convention
applies, to avoid, as far as practicable, the uptake of Ballast Water with potentially Harmful
Aquatic Organisms and Pathogens, as well as Sediments that may contain such organisms,
including promoting the adequate implementation of recommendations developed by the
Organization.
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9 Parties shall endeavour to co-operate under the auspices of the Organization to address
threats and risks to sensitive, vulnerable or threatened marine ecosystems and biodiversity in
areas beyond the limits of national jurisdiction in relation to Ballast Water Management.

Article 3
Application

1 Except as expressly provided otherwise in this Convention, this Convention shall apply
to:

(a) ships entitled to fly the flag of a Party; and

(b) ships not entitled to fly the flag of a Party but which operate under the authority of
a Party.

2 This Convention shall not apply to:
(a) ships not designed or constructed to carry Ballast Water;

(b) ships of a Party which only operate in waters under the jurisdiction of that Party,
unless the Party determines that the discharge of Ballast Water from such ships
would impair or damage their environment, human health, property or resources,
or those of adjacent or other States;

(c) ships of a Party which only operate in waters under the jurisdiction of another
Party, subject to the authorization of the latter Party for such exclusion. No Party
shall grant such authorization if doing so would impair or damage their
environment, human health, property or resources, or those of adjacent or other
States. Any Party not granting such authorization shall notify the Administration
of the ship concerned that this Convention applies to such ship;

(d) ships which only operate in waters under the jurisdiction of one Party and on the
high seas, except for ships not granted an authorization pursuant to
sub-paragraph (¢), unless such Party determines that the discharge of Ballast
Water from such ships would impair or damage their environment, human health,
property or resources, or those of adjacent of other States;

(e) any warship, naval auxiliary or other ship owned or operated by a State and used,
for the time being, only on government non-commercial service. However, each
Party shall ensure, by the adoption of appropriate measures not impairing
operations or operational capabilities of such ships owned or operated by it, that
such ships act in a manner consistent, so far as is reasonable and practicable, with
this Convention; and

® permanent Ballast Water in sealed tanks on ships, that is not subject to discharge.
3 With respect to ships of non-Parties to this Convention, Parties shall apply the

requirements of this Convention as may be necessary to ensure that no more favourable treatment
is given to such ships.
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Article 4
Control of the Transfer of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens Through Ships’ Ballast
Water and Sediments

1 Each Party shall require that ships to which this Convention applies and which are
entitled to fly its flag or operating under its authority comply with the requirements set forth in
this Convention, including the applicable standards and requirements in the Annex, and shall take
effective measures to ensure that those ships comply with those requirements.

2 Each Party shall, with due regard to its particular conditions and capabilities, develop
national policies, strategies or programmes for Ballast Water Management in its ports and waters
under its jurisdiction that accord with, and promote the attainment of the objectives of this

Convention.
Article 5
Sediment Reception Facilities
1 Each Party undertakes to ensure that, in ports and terminals designated by that Party

where cleaning or repair of ballast tanks occurs, adequate facilities are provided for the reception
of Sediments, taking into account the Guidelines developed by the Organization. Such reception
facilities shall operate without causing undue delay to ships and shall provide for the safe
disposal of such Sediments that does not impair or damage their environment, human health,
property or resources or those of other States.

2 Each Party shall notify the Organization for transmission to the other Parties concerned of
all cases where the facilities provided under paragraph 1 are alleged to be inadequate.

Article 6
Scientific and Technical Research and Monitoring

1 Parties shall endeavour, individually or jointly, to:

(a) promote and facilitate scientific and technical research on Ballast Water
Management; and

(b) monitor the effects of Ballast Water Management in waters under their
jurisdiction.

Such research and monitoring should include observation, measurement, sampling, evaluation
and analysis of the effectiveness and adverse impacts of any technology or methodology as well
as any adverse impacts caused by such organisms and pathogens that have been identified to
have been transferred through ships” Ballast Water.

2 Each Party shall, to further the objectives of this Convention, promote the availability of
relevant information to other Parties who request it on:

(a) scientific and technology programmes and technical measures undertaken with
respect to Ballast Water Management; and

(b) the effectiveness of Ballast Water Management deduced from any monitoring and
assessment programimes.


http://www.peraturan.go.id

o1 2015, No.258

Article 7
Survey and certification

1 Each Party shall ensure that ships flying its flag or operating under its authority and
subject to survey and certification are so surveyed and certified in accordance with the
regulations in the Annex.

2 A Party implementing measures pursuant to Article 2.3 and Section C of the Annex shall
not require additional survey and certification of a ship of another Party, nor shall the
Administration of the ship be obligated to survey and certify additional measures imposed by
another Party. Verification of such additional measures shall be the responsibility of the Party
implementing such measures and shall not cause undue delay to the ship.

Article 8
Violations

1 Any violation of the requirements of this Convention shall be prohibited and sanctions
shall be established under the law of the Administration of the ship concerned, wherever the
violation occurs. If the Administration is informed of such a violation, it shall investigate the
matter and may request the reporting Party to furnish additional evidence of the alleged violation.
If the Administration is satisfied that sufficient evidence is available to enable proceedings to be
brought in respect of the alleged violation, it shall cause such proceedings to be taken as soon as
possible, in accordance with its law. The Administration shall promptly inform the Party that
reported the alleged violation, as well as the Organization, of any action taken. If the
Administration has not taken any action within 1 year after receiving the information, it shall so
inform the Party which reported the alleged violation.

2 Any violation of the requirements of this Convention within the jurisdiction of any Party
shall be prohibited and sanctions shall be established under the law of that Party. Whenever such
a violation occurs, that Party shall either:

(a) cause proceedings to be taken in accordance with its law; or

(b) furnish to the Administration of the ship such information and evidence as may be
in its possession that a violation has occurred.

3 The sanctions provided for by the laws of a Party pursuant to this Article shall be
adequate in severity to discourage violations of this Convention wherever they occur.

Article 9
Inspection of Ships

1 A ship to which this Convention applies may, in any port or offshore terminal of another
Party, be subject to inspection by officers duly authorized by that Party for the purpose of
determining whether the ship is in compliance with this Convention. Except as provided in
paragraph 2 of this Article, any such inspection is limited to:

(a) verifying that there is on board a valid Certificate, which, if valid, shall be
accepted; and

(b) inspection of the Ballast Water record book, and/or
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(c) a sampling of the ship’s Ballast Water, carried out in accordance with the
Guidelines to be developed by the Organization. However, the time required to
analyse the samples shall not be used as a basis for unduly delaying the operation,
movement or departure of the ship.

2 Where a ship does not carry a valid Certificate or there are clear grounds for believing
that:

(a) the condition of the ship or its equipment does not correspond substantially with
the particulars of the Certificate; or

(b) the master or the crew are not familiar with essential shipboard procedures
relating to Ballast Water Management, or have not implemented such procedures;

a detailed inspection may be carried out.
3 In the circumstances given in paragraph 2 of this Article, the Party carrying out the

inspection shall take such steps as will ensure that the ship shall not discharge Ballast Water until
it can do so without presenting a threat of harm to the environment, human health, property or

resources.
Article 10
Detection of Violations and Control of Ships
1 Parties shall co-operate in the detection of violations and the enforcement of the

provisions of this Convention.

2 If a ship is detected to have violated this Convention, the Party whose flag the ship is
entitled to fly, and/or the Party in whose port or offshore terminal the ship is operating, may, in
addition to any sanctions described in Article 8 or any action described in Article 9, take steps to
warn, detain, or exclude the ship. The Party in whose port or offshore terminal the ship is
operating, however, may grant such a ship permission to leave the port or offshore terminal for
the purpose of discharging Ballast Water or proceeding to the nearest appropriate repair yard or
reception facility available, provided doing so does not present a threat of harm to the
environment, human health, property or resources.

3 If the sampling described in Article 9.1(c) leads to a result, or supports information
received from another port or offshore terminal, indicating that the ship poses a threat to the
environment, human health, property or resources, the Party in whose waters the ship is operating
shall prohibit such ship from discharging Ballast Water until the threat is removed.

4 A Party may also inspect a ship when it enters the ports or offshore terminals under its
jurisdiction, if a request for an investigation is received from any Party, together with sufficient
evidence that a ship is operating or has operated in violation of a provision in this Convention.
The report of such investigation shall be sent to the Party requesting it and to the competent
authority of the Administration of the ship concerned so that appropriate action may be taken.
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Article 11
Notification of Control Actions

1 If an inspection conducted pursuant to Article 9 or 10 indicates a violation of this
Convention, the ship shall be notified. A report shall be forwarded to the Administration,
including any evidence of the violation.

2 In the event that any action is taken pursuant to Article 9.3, 10.2 or 10.3, the officer
carrying out such action shall forthwith inform, in writing, the Administration of the ship
concerned, or if this is not possible, the consul or diplomatic representative of the ship concerned,
of all the circumstances in which the action was deemed necessary. In addition, the recognized
organization responsible for the issue of certificates shall be notified.

3 The port State authority concerned shall, in addition to parties mentioned in paragraph 2,
notify the next port of call of all relevant information about the violation, if it is unable to take
action as specified in Article 9.3, 10.2 or 10.3 or if the ship has been allowed to proceed to the
next port of call.

Article 12
Undue Delay to Ships

1 All possible efforts shall be made to avoid a ship being unduly detained or delayed under
Article 7.2, 8, 9 or 10.

2 When a ship is unduly detained or delayed under Article 7.2, 8, 9 or 10, it shall be entitled
to compensation for any loss or damage suffered.

Article 13
Technical Assistance, Co-operation and Regional Co-operation

1 Parties undertake, directly or through the Organization and other international bodies, as
appropriate, in respect of the control and management of ships' Ballast Water and Sediments, to
provide support for those Parties which request technical assistance:

(a) to train personnel;
(b)  to ensure the availability of relevant technology, equipment and facilities;
() to initiate joint research and development programmes; and

(d) to undertake other action aimed at the effective implementation of this Convention
and of guidance developed by the Organization related thereto.

2 Parties undertake to co-operate actively, subject to their national laws, regulations and
policies, in the transfer of technology in respect of the control and management of ships' Ballast
Water and Sediments.

3 In order to further the objectives of this Convention, Parties with common interests to
protect the environment, human health, property and resources in a given geographical area, in
particular, those Parties bordering enclosed and semi-enclosed seas, shall endeavour, taking into
account characteristic regional features, to enhance regional co-operation, including through the
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conclusion of regional agreements consistent with this Convention. Parties shall seek to
co-operate with the Parties to regional agreements to develop harmonized procedures.

Article 14
Communication of information

1 Each Party shall report to the Organization and, where appropriate, make available to
other Parties the following information:

(a) any requirements and procedures relating to Ballast Water Management, including
its laws, regulations, and Guidelines for implementation of this Convention;

(b) the availability and location of any reception facilities for the environmentally
safe disposal of Ballast Water and Sediments; and

(©) any requirements for information from a ship which is unable to comply with the
provisions of this Convention for reasons specified in regulations A-3 and B-4 of
the Annex.

2 The Organization shall notify Parties of the receipt of any communications under the

present Article and circulate to all Parties any information communicated to it under
subparagraphs 1(b) and (c) of this Article.

Article 15
Dispute Settlement

Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this
Convention by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement,

resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means of their own choice.

Article 16
Relationship to International Law and Other Agreements

Nothing in this Convention shall prejudice the rights and obligations of any State under
customary international law as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea.

Article 17
Signature, Ratification, Acceptance, Approval and Accession

1 This Convention shall be open for signature by any State at the Headquarters of the
Organization from 1 June 2004 to 31 May 2005 and shall thereafter remain open for accession by
any State.

2 States may become Parties to the Convention by:

(a) signature not subject to ratification, acceptance, or approval; or

(b) signature subject to ratification, acceptance, or approval, followed by ratification,
acceptance or approval; or

(c) accession.
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3 Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an
instrument to that effect with the Secretary-General.

4 If a State comprises two or more territorial units in which different systems of law are
applicable in relation to matters dealt with in this Convention, it may at the time of signature,
ratification, acceptance, approval, or accession declare that this Convention shall extend to all its
territorial units or only to one or more of them and may modify this declaration by submitting
another declaration at any time.

5 Any such declaration shall be notified to the Depositary in writing and shall state
expressly the territorial unit or units to which this Convention applies.

Article 18
Entry into Force

1 This Convention shall enter into force twelve months after the date on which not less than
thirty States, the combined merchant fleets of which constitute not less than thirty-five percent of
the gross tonnage of the world’s merchant shipping, have either signed it without reservation as
to ratification, acceptance or approval, or have deposited the requisite instrument of ratification,
acceptance, approval or accession i accordance with Article 17.

2 For States which have deposited an instrument of ratification, acceptance, approval or
accession in respect of this Convention after the requirements for entry into force thereof have
been met, but prior to the date of entry into force, the ratification, acceptance, approval or
accession shall take effect on the date of entry into force of this Convention or three months after
the date of deposit of instrument, whichever is the later date.

3 Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the date
on which this Convention enters into force shall take effect three months after the date of deposit.

4 After the date on which an amendment to this Convention is deemed to have been
accepted under Article 19, any instrument of ratification, acceptance, approval or accession
deposited shall apply to this Convention as amended.

Article 19
Amendments
1 This Convention may be amended by either of the procedures specified in the following
paragraphs.
2 Amendments after consideration within the Organization:

(a) Any Party may propose an amendment to this Convention. A proposed
amendment shall be submitted to the Secretary-General, who shall then circulate it
to the Parties and Members of the Organization at least six months prior to its
consideration.

(b) An amendment proposed and circulated as above shall be referred to the
Committee for consideration.  Parties, whether or not Members of the
Organization, shall be entitled to participate in the proceedings of the Committee
for consideration and adoption of the amendment.
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®

(g)
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Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Parties present and
voting in the Committee, on condition that at least one-third of the Parties shall be
present at the time of voting.

Amendments adopted in accordance with subparagraph (c) shall be communicated
by the Secretary-General to the Parties for acceptance.

An amendment shall be deemed to have been accepted in the following
circumstances:

@

(i)

An amendment to an article of this Convention shall be deemed to have
been accepted on the date on which two-thirds of the Parties have notified
the Secretary-General of their acceptance of it.

An amendment to the Annex shall be deemed to have been accepted at the
end of twelve months after the date of adoption or such other date as
determined by the Committee. However, if by that date more than
one-third of the Parties notify the Secretary-General that they object to the
amendment, it shall be deemed not to have been accepted.

An amendment shall enter into force under the following conditions:

)

(i)

(i)

An amendment to an article of this Convention shall enter into force for
those Parties that have declared that they have accepted it six months after
the date on which it is deemed to have been accepted in accordance with

subparagraph (e)(i).

An amendment to the Annex shall enter into force with respect to all
Parties six months after the date on which it is deemed to have been
accepted, except for any Party that has:

(1) notified its objection to the amendment in accordance with
subparagraph (e)(i1) and that has not withdrawn such objection; or

(2) notified the Secretary-General, prior to the entry into force of such
amendment, that the amendment shall enter into force for it only
after a subsequent notification of its acceptance.

A Party that has notified an objection under subparagraph (f)(i1)(1) may
subsequently notify the Secretary-General that it accepts the amendment.
Such amendment shall enter into force for such Party six months after the
date of its notification of acceptance, or the date on which the amendment
enters into force, whichever is the later date.

If a Party that has made a notification referred to in subparagraph (£)(ii)(2)
notifies the Secretary-General of its acceptance with respect to an
amendment, such amendment shall enter into force for such Party six
months after the date of its notification of acceptance, or the date on which
the amendment enters into force, whichever is the later date.
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3 Amendment by a Conference:

(a) Upon the request of a Party concurred in by at least one-third of the Parties, the
Organization shall convene a Conference of Parties to consider amendments to
this Convention.

(b) An amendment adopted by such a Conference by a two-thirds majority of the
Parties present and voting shall be communicated by the Secretary-General to all
Parties for acceptance.

(c) Unless the Conference decides otherwise, the amendment shall be deemed to have
been accepted and shall enter into force in accordance with the procedures
specified in paragraphs 2(e) and (f) respectively.

4 Any Party that has declined to accept an amendment to the Annex shall be treated as a
non-Party only for the purpose of application of that amendment.

5 Any notification under this Article shall be made in writing to the Secretary-General.
6 The Secretary-General shall inform the Parties and Members of the Organization of’
(a) any amendment that enters into force and the date of its entry into force generally

and for each Party; and
(b) any notification made under this Article.

Article 20
Deminciation

1 This Convention may be denounced by any Party at any time after the expiry of two years
from the date on which this Convention enters into force for that Party.

2 Denunciation shall be effected by written notification to the Depositary, to take effect one
year after receipt or such longer period as may be specified in that notification.

Article 21
Depositary

1 This Convention shall be deposited with the Secretary-General, who shall transmit
certified copies of this Convention to all States which have signed this Convention or acceded
thereto.

2 In addition to the functions specified elsewhere in this Convention, the Secretary-General
shall:
(a) inform all States that have signed this Convention, or acceded thereto, of:
(1) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance,

approval or accession, together with the date thereof;,
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(11)  the date of entry into force of this Convention; and

(ii1)  the deposit of any instrument of denunciation from the Convention,
together with the date on which it was received and the date on which the
denunciation takes effect; and

(b) as soon as this Convention enters into force, transmit the text thercof to the
Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance

with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 22
Languages

This Convention is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French,
Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.

DONE AT LONDON this thirteenth day of February, two thousand and four.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised by their respective
Governments for that purpose, have signed this Convention.
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ANNEX
REGULATIONS FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS'
BALLAST WATER AND SEDIMENTS
SECTION A - GENERAL PROVISIONS

Regulation A-1
Definitions

For the purposes of this Annex:

1 “Anmversary date” means the day and the month of each year corresponding to the date
of expiry of the Certificate.

2 “Ballast Water Capacity” means the total volumetric capacity of any tanks, spaces or
compartments on a ship used for carrying, loading or discharging Ballast Water, including any
multi-use tank, space or compartment designed to allow carriage of Ballast Water.
3 “Company” means the owner of the ship or any other organization or person such as the
manager, or the bareboat charterer, who has assumed the responsibility for operation of the ship
from the owner of the ship and who on assuming such responsibility has agreed to take over all
the duties and responsibilities imposed by the International Safety Management Code'.
4 “Constructed” in respect of a ship means a stage of construction where:

1 the keel is laid; or

2 construction identifiable with the specific ship begins; or

3 assembly of the ship has commenced comprising at least 50 tonnes or 1 percent of
the estimated mass of all structural material, whichever is less; or

4 the ship undergoes a major conversion.
5 “Major conversion” means a conversion of a ship:
1 which changes its ballast water carrying capacity by 135 percent or greater, or

2 which changes the ship type, or

3 which, in the opinion of the Administration, is projected to prolong its life by ten
years or more, or

4 which results in modifications to its ballast water system other than component
replacement-in-kind. ~ Conversion of a ship to meet the provisions of
regulation D-1 shall not be deemed to constitute a major conversion for the
purpose of this Annex.

! Refer to the ISM Code adopted by the Organization by resolution A 741(18), as amended.
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6 “From the nearest land” means from the baseline from which the territorial sea of the
territory in question is established in accordance with international law except that, for the
purposes of the Convention, “from the nearest land” off the north-eastern coast of
Australia shall mean from a line drawn from a point on the coast of Australia in

latitude 11°00" S, longitude 142°08" E
to a point in latitude 10°35" S, longitude 141°55" E
thence to a point latitude 10°00" S, longitude 142°00" E
thence to a point latitude 9°10" S, longitude 143°52" E
thence to a point latitude 9°00" S, longitude 144°30" E
thence to a point latitude 10°41° S, longitude 145°00°
thence to a point latitude 13°00° S, longitude 145°00°
thence to a point latitude 15°00° S, longitude 146°00°
thence to a point latitude 17°30" S, longitude 147°00"
thence to a point latitude 21°00" S, longitude 152°55°
thence to a point latitude 24°30" S, longitude 154°00°
thence to a point on the coast of Australia

in latitude 24°42" S, longitude 153°15" E.

HEomm e m

7 “Active Substance™ means a substance or organism, including a virus or a fungus, that has
a general or specific action on or against Harmful Aquatic Organisms and Pathogens.

Regulation A-2
General Applicability

Except where expressly provided otherwise, the discharge of Ballast Water shall only be
conducted through Ballast Water Management in accordance with the provisions of this Annex.

Regulation A-3
Exeeptions

The requirements of regulation B-3, or any measures adopted by a Party pursuant to Article 2.3
and Section C, shall not apply to:

1 the uptake or discharge of Ballast Water and Sediments necessary for the purpose
of ensuring the safety of a ship in emergency situations or saving life at sea; or

2 the accidental discharge or ingress of Ballast Water and Sediments resulting from
damage to a ship or its equipment:

A provided that all reasonable precautions have been taken before and after
the occurrence of the damage or discovery of the damage or discharge for
the purpose of preventing or minimizing the discharge; and

2 unless the owner, Company or officer in charge wilfully or recklessly
caused damage; or

3 the uptake and discharge of Ballast Water and Sediments when being used for the
purpose of avoiding or minimizing pollution incidents from the ship; or
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4 the uptake and subsequent discharge on the high seas of the same Ballast Water
and Sediments; or
5 the discharge of Ballast Water and Sediments from a ship at the same location

where the whole of that Ballast Water and those Sediments originated and
provided that no mixing with unmanaged Ballast Water and Sediments from other
areas has occurred. If mixing has occurred, the Ballast Water taken from other
areas is subject to Ballast Water Management in accordance with this Annex.

Regulation A-4
Exemptions

1 A Party or Parties, in waters under their jurisdiction, may grant exemptions to any
requirements to apply regulations B-3 or C-1, in addition to those exemptions contained
elsewhere in this Convention, but only when they are:

A granted to a ship or ships on a voyage or voyages between specified ports or
locations; or to a ship which operates exclusively between specified ports or
locations;

2 effective for a period of no more than five vears subject to intermediate review,

3 granted to ships that do not mix Ballast Water or Sediments other than between

the ports or locations specified in paragraph 1.1; and

4 granted based on the Guidelines on risk assessment developed by the
Organization.
2 Exemptions granted pursuant to paragraph 1 shall not be effective until after

communication to the Organization and circulation of relevant information to the Parties.

3 Any exemptions granted under this regulation shall not impair or damage the
environment, human health, property or resources of adjacent or other States. Any State that the
Party determines may be adversely affected shall be consulted, with a view to resolving any
identified concerns.

4 Any exemptions granted under this regulation shall be recorded in the Ballast Water
record book.

Regulation A-5
FEquivalent compliance

Equivalent compliance with this Annex for pleasure craft used solely for recreation or
competition or craft used primarily for search and rescue, less than 50 metres in length overall,
and with a maximum Ballast Water capacity of § cubic metres, shall be determined by the
Administration, taking into account Guidelines developed by the Organization.
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SECTION B - MANAGEMENT AND CONTROL REQUIREMENTS FOR SHIPS

Regulation B-1
Ballast Water Management Plan

Each ship shall have on board and implement a Ballast Water Management plan. Such a
plan shall be approved by the Administration taking into account Guidelines developed by the
Organization. The Ballast Water Management plan shall be specific to each ship and shall at

least:

1 detail safety procedures for the ship and the crew associated with Ballast Water
Management as required by this Convention;

2 provide a detailed description of the actions to be taken to implement the Ballast
Water Management requirements and supplemental Ballast Water Management
practices as set forth in this Convention;

3 detail the procedures for the disposal of Sediments:

1 at sea; and
2 to shore;

4 include the procedures for coordinating shipboard Ballast Water Management that
involves discharge to the sea with the authorities of the State into whose waters
such discharge will take place;

5 designate the officer on board in charge of ensuring that the plan is properly
implemented;

6 contain the reporting requirements for ships provided for under this Convention;
and

7 be written in the working language of the ship. If the language used is not
English, French or Spanish, a translation into one of these languages shall be
included.

Regulation B-2
Ballast Water Record Book
1 Each ship shall have on board a Ballast Water record book that may be an electronic

record system, or that may be integrated into another record book or system and which shall at
least contain the information specified in Appendix II.

2 Ballast Water record book entries shall be maintained on board the ship for a minimum
period of two years after the last entry has been made and thereafter in the Company’s control for
a minimum period of three years.
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3 In the event of the discharge of Ballast Water pursuant to regulations A-3, A-4 or B-3.6
or in the event of other accidental or exceptional discharge of Ballast Water not otherwise
exempted by this Convention, an entry shall be made in the Ballast Water record book describing
the circumstances of, and the reason for, the discharge.

4 The Ballast Water record book shall be kept readily available for inspection at all
reasonable times and, in the case of an unmanned ship under tow, may be kept on the towing
ship.

5 Each operation concerning Ballast Water shall be fully recorded without delay in the
Ballast Water record book. Each entry shall be signed by the officer in charge of the operation
concerned and each completed page shall be signed by the master. The entries in the Ballast
Water record book shall be in a working language of the ship. If that language is not English,
French or Spanish the entries shall contain a translation into one of those languages. When
entries in an official national language of the State whose flag the ship is entitled to fly are also
used, these shall prevail in case of a dispute or discrepancy.

6 Officers duly authorized by a Party may inspect the Ballast Water record book on board
any ship to which this regulation applies while the ship is in its port or offshore terminal, and
may make a copy of any entry, and require the master to certify that the copy is a true copy. Any
copy so certified shall be admissible in any judicial proceeding as evidence of the facts stated in
the entry. The inspection of a Ballast Water record book and the taking of a certified copy shall
be performed as expeditiously as possible without causing the ship to be unduly delayed.

Regulation B-3
Ballast Water Management for Ships

1 A ship constructed before 2009:

1 with a Ballast Water Capacity of between 1,500 and 5,000 cubic metres, inclusive,
shall conduct Ballast Water Management that at least meets the standard described
in regulation D-1 or regulation D-2 until 2014, after which time it shall at least
meet the standard described in regulation D-2;

2 with a Ballast Water Capacity of less than 1,500 or greater than 5,000 cubic
metres shall conduct Ballast Water Management that at least meets the standard
described in regulation D-1 or regulation D-2 until 2016, after which time it shall
at least meet the standard described in regulation D-2.

2 A ship to which paragraph 1 applies shall comply with paragraph 1 not later than the first
intermediate or renewal survey, whichever occurs first, after the anniversary date of delivery of
the ship in the year of compliance with the standard applicable to the ship.

3 A ship constructed in or after 2009 with a Ballast Water Capacity of less than 5,000 cubic
metres shall conduct Ballast Water Management that at least meets the standard described in
regulation D-2.

4 A ship constructed in or after 2009, but before 2012, with a Ballast Water Capacity of
5,000 cubic metres or more shall conduct Ballast Water Management in accordance with
paragraph 1.2.
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5 A ship constructed in or after 2012 with a Ballast Water Capacity of 5000 cubic metres or
more shall conduct Ballast Water Management that at least meets the standard described in
regulation D-2.

6 The requirements of this regulation do not apply to ships that discharge Ballast Water to a
reception facility designed taking into account the Guidelines developed by the Organization for
such facilities.

7 Other methods of Ballast Water Management may also be accepted as alternatives to the
requirements described in paragraphs 1 to 5, provided that such methods ensure at least the same
level of protection to the environment, human health, property or resources, and are approved in
principle by the Committee.

Regulation B-4
Ballast Water Exchange

1 A ship conducting Ballast Water exchange to meet the standard in regulation D-1 shall:

A whenever possible, conduct such Ballast Water exchange at least 200 nautical
miles from the nearest land and in water at least 200 metres in depth, taking into
account the Guidelines developed by the Organization;

2 in cases where the ship is unable to conduct Ballast Water exchange in accordance
with paragraph 1.1, such Ballast Water exchange shall be conducted taking into
account the Guidelines described in paragraph 1.1 and as far from the nearest land
as possible, and in all cases at least 50 nautical miles from the nearest land and in
water at least 200 metres in depth.

2 In sea areas where the distance from the nearest land or the depth does not meet the
parameters described in paragraph 1.1 or 1.2, the port State may designate areas, in consultation
with adjacent or other States, as appropriate, where a ship may conduct Ballast Water exchange,
taking into account the Guidelines described in paragraph 1.1.

3 A ship shall not be required to deviate from its intended voyage, or delay the voyage, in
order to comply with any particular requirement of paragraph 1.

4 A ship conducting Ballast Water exchange shall not be required to comply with
paragraphs 1 or 2, as appropriate, if the master reasonably decides that such exchange would
threaten the safety or stability of the ship, its crew, or its passengers because of adverse weather,
ship design or stress, equipment failure, or any other extraordinary condition.

5 When a ship is required to conduct Ballast Water exchange and does not do so in
accordance with this regulation, the reasons shall be entered in the Ballast Water record book.

Regulation B-5
Sediment Management for Ships

1 All ships shall remove and dispose of Sediments from spaces designated to carry Ballast
Water in accordance with the provisions of the ship’s Ballast Water Management plan.
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2 Ships described in regulation B-3.3 to B-3.5 should, without compromising safety or
operational efficiency, be designed and constructed with a view to minimize the uptake and
undesirable entrapment of Sediments, facilitate removal of Sediments, and provide safe access to
allow for Sediment removal and sampling, taking into account Guidelines developed by the
Organization. Ships described in regulation B-3.1 should, to the extent practicable, comply with
this paragraph.

Regulation B-6
Duties of Officers and Crew

Officers and crew shall be familiar with their duties in the implementation of Ballast Water
Management particular to the ship on which they serve and shall, appropriate to their duties, be
familiar with the ship’s Ballast Water Management plan.

SECTION C — SPECIAL REQUIREMENTS IN CERTAIN AREAS

Regulation C-1
Additional Measures

1 If a Party, individually or jointly with other Parties, determines that measures in addition
to those in Section B are necessary to prevent, reduce, or eliminate the transfer of Harmful
Aquatic Organisms and Pathogens through ships’ Ballast Water and Sediments, such Party or
Parties may, consistent with international law, require ships to meet a specified standard or
requirement.

2 Prior to establishing standards or requirements under paragraph 1, a Party or Parties
should consult with adjacent or other States that may be affected by such standards or
requirements.

3 A Party or Parties intending to introduce additional measures in accordance with
paragraph 1 shall:

1 take into account the Guidelines developed by the Organization.
2 communicate their intention to establish additional measure(s) to the Organization

at least 6 months, except in emergency or epidemic situations, prior to the
projected date of implementation of the measure(s). Such communication shall

mnclude:
A the precise co-ordinates where additional measure(s) is/are applicable;
2 the need and reasoning for the application of the additional measure(s),

including, whenever possible, benefits;
3 a description of the additional measure(s); and

4 any arrangements that may be provided to facilitate ships’ compliance with
the additional measure(s).
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.3 to the extent required by customary international law as reflected in the United
Nations Convention on the Law of the Sea, as appropriate, obtain the approval of
the Organization.

4 A Party or Parties, in introducing such additional measures, shall endeavour to make
available all appropriate services, which may include but are not limited to notification to
mariners of areas, available and alternative routes or ports, as far as practicable, in order to ease
the burden on the ship.

5 Any additional measures adopted by a Party or Parties shall not compromise the safety
and security of the ship and in any circumstances not conflict with any other convention with
which the ship must comply.

6 A Party or Parties introducing additional measures may waive these measures for a period
of time or in specific circumstances as they deem fit.

Regulation C-2
Warnings Concerning Ballast Water Uptake in Certain Areas and Related Flag State Measures

1 A Party shall endeavour to notify mariners of areas under their jurisdiction where ships
should not uptake Ballast Water due to known conditions. The Party shall include in such
notices the precise coordinates of the area or areas, and, where possible, the location of any
alternative area or areas for the uptake of Ballast Water. Warnings may be issued for areas:

A known to contain outbreaks, infestations, or populations of Harmful Aquatic
Organisms and Pathogens (e.g., toxic algal blooms) which are likely to be of
relevance to Ballast Water uptake or discharge;

2 near sewage outfalls; or

3 where tidal flushing is poor or times during which a tidal stream is known to be
more turbid.

2 In addition to notifying mariners of areas in accordance with the provisions of
paragraph 1, a Party shall notify the Organization and any potentially affected coastal States of
any areas identified in paragraph 1 and the time period such warning is likely to be in effect. The
notice to the Organization and any potentially affected coastal States shall include the precise
coordinates of the area or areas, and, where possible, the location of any alternative area or areas
for the uptake of Ballast Water. The notice shall include advice to ships needing to uptake
Ballast Water in the area, describing arrangements made for alternative supplies. The Party shall
also notify mariners, the Organization, and any potentially affected coastal States when a given
warning is no longer applicable.

Regulation C-3
Communication of Information

The Organization shall make available, through any appropriate means, information
communicated to it under regulations C-1 and C-2.
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SECTION D - STANDARDS FOR BALLAST WATER MANAGEMENT

Regulation D-1
Ballast Water Exchange Standard

1 Ships performing Ballast Water exchange in accordance with this regulation shall do so
with an efficiency of at least 95 percent volumetric exchange of Ballast Water.

2 For ships exchanging Ballast Water by the pumping-through method, pumping through
three times the volume of each Ballast Water tank shall be considered to meet the standard
described in paragraph 1. Pumping through less than three times the volume may be accepted
provided the ship can demonstrate that at least 95 percent volumetric exchange is met.

Regulation D-2
Ballast Water Performance Standard

1 Ships conducting Ballast Water Management in accordance with this regulation shall
discharge less than 10 viable organisms per cubic metre greater than or equal to 50 micrometres
in minimum dimension and less than 10 viable organisms per millilitre less than 50 micrometres
in minimum dimension and greater than or equal to 10 micrometres in minimum dimension; and
discharge of the indicator microbes shall not exceed the specified concentrations described in
paragraph 2.

2 Indicator microbes, as a human health standard, shall include:

A Toxicogenic Vibrio cholerae (O1 and 0139) with less than 1 colony forming unit
(cfu) per 100 millilitres or less than 1 cfu per 1 gram (wet weight) zooplankton
samples ;

2 Escherichia coli less than 250 cfu per 100 millilitres;

3 Intestinal Enterococci less than 100 cfu per 100 milliliters.

Regulation D-3
Approval Requirements for Ballast Water Management Systems

1 Except as specified in paragraph 2, Ballast Water Management systems used to comply
with this Convention must be approved by the Administration taking into account Guidelines
developed by the Organization.

2 Ballast Water Management systems which make use of Active Substances or preparations
containing one or more Active Substances to comply with this Convention shall be approved by
the Organization, based on a Procedure developed by the Organization. This procedure shall
describe the approval and withdrawal of approval of Active Substances and their proposed
manner of application. At withdrawal of approval, the use of the relevant Active Substance or
Substances shall be prohibited within 1 year after the date of such withdrawal.

3 Ballast Water Management systems used to comply with this Convention must be safe in
terms of the ship, its equipment and the crew.
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Regulation D-4
Prototype Ballast Water Treatment Technologies

1 For any ship that, prior to the date that the standard in regulation D-2 would otherwise
become effective for it, participates in a programme approved by the Administration to test and
evaluate promising Ballast Water treatment technologies, the standard in regulation D-2 shall not
apply to that ship until five years from the date on which the ship would otherwise be required to
comply with such standard.

2 For any ship that, after the date on which the standard in regulation D-2 has become
effective for it, participates in a programme approved by the Administration, taking into account
Guidelines developed by the Organization, to test and evaluate promising Ballast Water
technologies with the potential to result in treatment technologies achieving a standard higher
than that in regulation D-2, the standard in regulation D-2 shall cease to apply to that ship for five
years from the date of installation of such technology.

3 In establishing and carrying out any programme to test and evaluate promising Ballast
Water technologies, Parties shall:

A take into account Guidelines developed by the Organization, and

2 allow participation only by the minimum number of ships necessary to effectively
test such technologies.

4 Throughout the test and evaluation period, the treatment system must be operated
consistently and as designed.

Regulation D-5
Review of Standards by the Organization

1 At a meeting of the Committee held no later than three years before the earliest effective
date of the standard set forth in regulation D-2, the Committee shall undertake a review which
includes a determination of whether appropriate technologies are available to achieve the
standard, an assessment of the criteria in paragraph 2, and an assessment of the socio-economic
effect(s) specifically in relation to the developmental needs of developing countries, particularly
small island developing States. The Committee shall also undertake periodic reviews, as
appropriate, to examine the applicable requirements for ships described in regulation B-3.1 as
well as any other aspect of Ballast Water Management addressed in this Annex, including any
Guidelines developed by the Organization.

2 Such reviews of appropriate technologies shall also take into account:
A safety considerations relating to the ship and the crew;
2 environmental acceptability, i.e., not causing more or greater environmental

impacts than they solve;
3 practicability, i.e., compatibility with ship design and operations;

4 cost effectiveness, 1.e., economics; and
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.5 biological effectiveness in terms of removing, or otherwise rendering not viable,
Harmful Aquatic Organisms and Pathogens in Ballast Water.

3 The Committee may form a group or groups to conduct the review(s) described in
paragraph 1. The Committee shall determine the composition, terms of reference and specific
issues to be addressed by any such group formed. Such groups may develop and recommend
proposals for amendment of this Annex for consideration by the Parties. Only Parties may
participate in the formulation of recommendations and amendment decisions taken by the
Committee.

4 If, based on the reviews described in this regulation, the Parties decide to adopt
amendments to this Annex, such amendments shall be adopted and enter into force in accordance
with the procedures contained in Article 19 of this Convention.

SECTION E - SURVEY AND CERTIFICATION REQUIREMENTS FOR BALLAST
WATER MANAGEMENT

Regulation E-1
Surveys

1 Ships of 400 gross tonnage and above to which this Convention applies, excluding
floating platforms, FSUs and FPSOs, shall be subject to surveys specified below:

1 An initial survey before the ship is put in service or before the Certificate required
under regulation E-2 or E-3 is issued for the first time. This survey shall verify
that the Ballast Water Management plan required by regulation B-1 and any
associated structure, equipment, systems, fitting, arrangements and material or
processes comply fully with the requirements of this Convention.

2 A renewal survey at intervals specified by the Administration, but not exceeding
five years, except where regulation E-5.2, E-5.5, E-5.6, or E-5.7 is applicable.
This survey shall verify that the Ballast Water Management plan required by
regulation B-1 and any associated structure, equipment, systems, fitting,
arrangements and material or processes comply fully with the applicable
requirements of this Convention.

3 An intermediate survey within three months before or after the second
Anniversary date or within three months before or after the third Anniversary date
of the Certificate, which shall take the place of one of the annual surveys specified
in paragraph 1.4. The intermediate surveys shall ensure that the equipment,
associated systems and processes for Ballast Water Management fully comply
with the applicable requirements of this Annex and are in good working order.
Such intermediate surveys shall be endorsed on the Certificate issued under
regulation E-2 or E-3.

4 An annual survey within three months before or afier each Anniversary date,
including a general inspection of the structure, any equipment, systems, fittings,
arrangements and material or processes associated with the Ballast Water
Management plan required by regulation B-1 to ensure that they have been
maintained in accordance with paragraph 9 and remain satisfactory for the service
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for which the ship is intended. Such annual surveys shall be endorsed on the
Certificate issued under regulation E-2 or E-3.

.5 An additional survey, either general or partial, according to the circumstances,
shall be made after a change, replacement, or significant repair of the structure,
equipment, systems, fittings, arrangements and material necessary to achieve full
compliance with this Convention. The survey shall be such as to ensure that any
such change, replacement, or significant repair has been effectively made, so that
the ship complies with the requirements of this Convention. Such surveys shall be
endorsed on the Certificate issued under regulation E-2 or E-3.

2 The Administration shall establish appropriate measures for ships that are not subject to
the provisions of paragraph 1 in order to ensure that the applicable provisions of this Convention
are complied with.

3 Surveys of ships for the purpose of enforcement of the provisions of this Convention shall
be carried out by officers of the Administration. The Administration may, however, entrust the
surveys either to surveyors nominated for the purpose or to organizations recognized by it.

4 An Administration nominating surveyors or recognizing organizations to conduct

surveys, as described in paragraph 3 shall, as a minimum, empower such nominated surveyors or
. . . )

recognized organizations” to:

A require a ship that they survey to comply with the provisions of this Convention;
and
2 carry out surveys and inspections if requested by the appropriate authorities of a

port State that is a Party.

5 The Administration shall notify the Organization of the specific responsibilities and
conditions of the authority delegated to the nominated surveyors or recognized organizations, for
circulation to Parties for the information of their officers.

6 When the Administration, a nominated surveyor, or a recognized organization determines
that the ship’s Ballast Water Management does not conform to the particulars of the Certificate
required under regulation E-2 or E-3 or is such that the ship is not fit to proceed to sea without
presenting a threat of harm to the environment, human health, property or resources, such
surveyor or organization shall immediately ensure that corrective action is taken to bring the ship
into compliance. A surveyor or organization shall be notified immediately, and it shall ensure
that the Certificate is not issued or is withdrawn as appropriate. If the ship is in the port of
another Party, the appropriate authorities of the port State shall be notified immediately. When
an officer of the Administration, a nominated surveyor, or a recognized organization has notified
the appropriate authorities of the port State, the Government of the port State concerned shall
give such officer, surveyor or organization any necessary assistance to carry out their obligations
under this regulation, including any action described in Article 9.

% Refer to the Guidelines adopted by the Organization by resolution A 739(18), as may be amended by the
Organization, and the specifications adopted by the Organization by resolution A.789(19), as may be amended by
the Organization.


http://www.peraturan.go.id

111 2015, No.258

7 Whenever an accident occurs to a ship or a defect is discovered which substantially
affects the ability of the ship to conduct Ballast Water Management in accordance with this
Convention, the owner, operator or other person in charge of the ship shall report at the earliest
opportunity to the Administration, the recognized organization or the nominated surveyor
responsible for issuing the relevant Certificate, who shall cause investigations to be initiated to
determine whether a survey as required by paragraph 1 is necessary. If the ship is in a port of
another Party, the owner, operator or other person in charge shall also report immediately to the
appropriate authorities of the port State and the nominated surveyor or recognized organization
shall ascertain that such report has been made.

8 In every case, the Administration concerned shall fully guarantee the completeness and
efficiency of the survey and shall undertake to ensure the necessary arrangements to satisfy this
obligation.

9 The condition of the ship and its equipment, systems and processes shall be maintained to
conform with the provisions of this Convention to ensure that the ship in all respects will remain
fit to proceed to sea without presenting a threat of harm to the environment, human health,
property or resources.

10 After any survey of the ship under paragraph 1 has been completed, no change shall be
made in the structure, any equipment, fittings, arrangements or material associated with the
Ballast Water Management plan required by regulation B-1 and covered by the survey without
the sanction of the Administration, except the direct replacement of such equipment or fittings.

Regulation E-2
Issuance or Endorsement of a Certificate

1 The Administration shall ensure that a ship to which regulation E-1 applies is issued a
Certificate after successful completion of a survey conducted in accordance with regulation E-1.
A Certificate issued under the authority of a Party shall be accepted by the other Parties and
regarded for all purposes covered by this Convention as having the same validity as a Certificate
issued by them.

2 Certificates shall be issued or endorsed either by the Administration or by any person or
organization duly authorized by it. In every case, the Administration assumes full responsibility
for the Certificate.

Regulation E-3
Issuance or Endorsement of a Certificate by Another Party

1 At the request of the Administration, another Party may cause a ship to be surveyed and,
if satisfied that the provisions of this Convention are complied with, shall issue or authorize the
issuance of a Certificate to the ship, and where appropriate, endorse or authorize the endorsement
of that Certificate on the ship, in accordance with this Annex.

2 A copy of the Certificate and a copy of the survey report shall be transmitted as soon as
possible to the requesting Administration.

3 A Certificate so issued shall contain a statement to the effect that it has been issued at the
request of the Administration and it shall have the same force and receive the same recognition as
a Certificate issued by the Administration.
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4 No Certificate shall be issued to a ship entitled to fly the flag of a State which is not a
Party.

Regulation E-4
Form of the Certificate

The Certificate shall be drawn up in the official language of the issuing Party, in the form set
forth in Appendix I. If the language used is neither English, French nor Spanish, the text shall
include a translation into one of these languages.

Regulation E-5
Duration and Validity of the Certificate

1 A Certificate shall be issued for a period specified by the Administration that shall not
exceed five years.

2 For renewal surveys:

A Notwithstanding the requirements of paragraph 1, when the renewal survey is
completed within three months before the expiry date of the existing Certificate,
the new Certificate shall be valid from the date of completion of the renewal
survey to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing
Certificate.

2 When the renewal survey is completed after the expiry date of the existing
Certificate, the new Certificate shall be valid from the date of completion of the
renewal survey to a date not exceeding five years from the date of expiry of the
existing Certificate.

3 When the renewal survey is completed more than three months before the expiry
date of the existing Certificate, the new Certificate shall be valid from the date of
completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date
of completion of the renewal survey.

3 If a Certificate is issued for a period of less than five years, the Administration may
extend the validity of the Certificate beyond the expiry date to the maximum period specified in
paragraph 1, provided that the surveys referred to in regulation E-1.1.3 applicable when a
Certificate is issued for a period of five vears are carried out as appropriate.

4 If a renewal survey has been completed and a new Certificate cannot be issued or placed
on board the ship before the expiry date of the existing Certificate, the person or organization
authorized by the Administration may endorse the existing Certificate and such a Certificate shall
be accepted as valid for a further period which shall not exceed five months from the expiry date.

5 If a ship at the time when the Certificate expires is not in a port in which it is to be
surveyed, the Administration may extend the period of validity of the Certificate, but this
extension shall be granted only for the purpose of allowing the ship to complete its voyage to the
port in which it is to be surveyed, and then only in cases where it appears proper and reasonable
to do so. No Certificate shall be extended for a period longer than three months, and a ship to
which such extension is granted shall not, on its arrival in the port in which it is to be surveyed,
be entitled by virtue of such extension to leave that port without having a new Certificate. When
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the renewal survey is completed, the new Certificate shall be valid to a date not exceeding five
years from the date of expiry of the existing Certificate before the extension was granted.

6 A Certificate issued to a ship engaged on short voyages which has not been extended
under the foregoing provisions of this regulation may be extended by the Administration for a
period of grace of up to one month from the date of expiry stated on it. When the renewal survey
is completed, the new Certificate shall be valid to a date not exceeding five years from the date of
expiry of the existing Certificate before the extension was granted.

7 In special circumstances, as determined by the Administration, a new Certificate need not
be dated from the date of expiry of the existing Certificate as required by paragraph 2.2, 5 or 6 of
this regulation. In these special circumstances, the new Certificate shall be valid to a date not
exceeding five years from the date of completion of the renewal survey.

8 If an annual survey is completed before the period specified in regulation E-1, then:
1 the Anniversary date shown on the Certificate shall be amended by endorsement

to a date which shall not be more than three months later than the date on which
the survey was completed;

2 the subsequent annual or intermediate survey required by regulation E-1 shall be
completed at the intervals prescribed by that regulation using the new Anniversary
date;

3 the expiry date may remain unchanged provided one or more annual surveys, as

appropriate, are carried out so that the maximum intervals between the surveys
prescribed by regulation E-1 are not exceeded.

9 A Certificate issued under regulation E-2 or E-3 shall cease to be valid in any of the
following cases:

A if the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material necessary
to comply fully with this Convention is changed, replaced or significantly repaired
and the Certificate is not endorsed in accordance with this Annex;

2 upon transfer of the ship to the flag of another State. A new Certificate shall only
be issued when the Party issuing the new Certificate is fully satisfied that the ship
is in compliance with the requirements of regulation E-1. In the case of a transfer
between Parties, if requested within three months after the transfer has taken
place, the Party whose flag the ship was formerly entitled to fly shall, as soon as
possible, transmit to the Administration copies of the Certificates carried by the
ship before the transfer and, if available, copies of the relevant survey reports;

3 if the relevant surveys are not completed within the periods specified under
regulation E-1.1; or

4 if the Certificate is not endorsed in accordance with regulation E-1.1.
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APPENDIX I
FORM OF INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE
INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE

Issued under the provisions of the International Convention for the Control and Management of
Ships” Ballast Water and Sediments (hereinafter referred to as "the Convention") under the
authority of the Government of

(full designation of the competent person or
organization authorized under the provisions
of the Convention)

Particulars of ship’

Name of ship

Distinctive number or letters

Port of registry

Gross Tonnage

IMO number®

Date of Construction

Ballast Water Capacity (in cubic metres)

Details of Ballast Water Management Method(s) Used

Method of Ballast Water Management used

Date installed (if applicable)

Name of manufacturer (if applicable)

Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes.
IMO Ship Identification Number Scheme adopted by the Organization by resolution A.600(15).
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The prinzipal Rallast Water Management methedis ) emploved an this ship seare:

O in aceordance with regulation 13-1
O in aecordanes with regulation 13-2

1S L2t 1 T T U T
O the ship is subjecl W reoulation 14

THIS 15 TOCEICTTFY

[ That the ship has leen sirveyed in accordance with repulation F-1 of the Annex 1o the
Comveentlion; and

2 That. the swrvey shonws thar Rallast Water Manaperment on the ship complies with the
Annex Lo lhe Convenlion,

This certificate is valid until ............... ... ... subject to surveys in accordance with
regulation E-1 of the Annex to the Convention.

Completion date of the survey on which this certificate 1s based: dd/mm/yyyy
1T | A RO UTPPRPRN

(Place of issue of certificate)

(Date of issue) Signature of authorized official issuing the certificate)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
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ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEY(S)

THIS IS TO CERTIFY that at a survey required by regulation E-1 of the Annex to the
Convention the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention:

Annual survey: Signed

Annual survey: Signed

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

* Delete as appropriate.
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ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY
IN ACCORDANCE WITH REGULATION E-5.8.3

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/intermediate” survey in accordance with

regulation E-5.8.3 of the Annex to the Convention, the ship was found to comply with the
relevant provisions of the Convention:

Signed ...coviiiiie,
(Signature of authorized official)

(Seal or stamp of the authorily, as appropriate)

ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID
FOR LESS THAN 5 YEARS WHERE REGULATION E-5.3 APPLIES

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in
accordance with regulation E-35.3 of the Annex to the Convention, be accepted as valid

Signed ..o
(Signature of authorized official)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAIL SURVEY HAS BEEN
COMPLETED AND REGULATION E-5.4 APPLIES

The ship complies with the relevant provisions of the Convention and this Certificate shall, in
accordance with regulation E-5.4 of the Annex to the Convention, be accepted as valid until

Signed ...
(Signature of authorized official)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

* Delete as appropriate
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ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL
REACHING THE PORT OF SURVEY OR FOR A PERIOD OF GRACE
WHERE REGULATION E-5.5 OR E-5.6 APPLIES

This Certificate shall, in accordance with regulation E-5.5 or E-5.6" of the Annex to the
Convention, be accepted as valid until

Signed ...cooooeviiiiiinis
(Signature of authorized official)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
ENDORSEMENT FOR ADVANCEMENT OF ANNIVERSARY DATE
WHERE REGULATION E-5.8 APPLIES

In accordance with regulation E-5.8 of the Annex to the Convention the new Anniversary date is

Signed ...coooeviiiiiiiniee
(Signature of authorized official)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

In accordance with regulation E-5.8 of the Annex to the Convention the new Anniversary date is

Signed ...coooeviiiiiiiniee
(Signature of duly authorized official)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

* Delete as appropriate
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APPENDIX II
FORM OF BALLAST WATER RECORD BOOK

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND
MANAGEMENT OF SHIPS’ BALLAST WATER AND SEDIMENTS

Period From: .......... To: ..........
Name of Ship ..o

IMO NUMDEE .o e e e

Tutal Ballast Waler cupacily (imeokic mwelres) oo
The ship iz prowvided with o Ballast Watet Munugemen| plan O

Thag raum af ship indicaring hallast tanks:

1 Intreduction
In accordanee with regulation B-2 ol the Annex e the Tnernational Convention Tor the Contrel

and Manmgzement ol Ships” Ballast Waler and Sediments, a record is e be hepl ol cach Ballast
Water operatien. Thig inchules discharnes at sea and to receprion tacilities

2 Gallast Water and Gallast W ater Management

“Rallast Warer™ means woter with itz suspended matter taken on boand a shipetoo conteal trim, st
draught, stability, or stresses of a ship. Management of Ballast Water shall be in accordance with
an approved Ballast Water Management plan and taking into account Guidelines® developed by
the Organization.

3 Entries in the Ballast Water Record Book
Entries in the Ballast Water record book shall be made on each of the following occasions:

3.1 When Ballast Water is taken on board:

1 Date, time and location of port or facility of uptake (port or lat/long), depth if
outside port

?  Refer to the Guidelines for the control and management of ships’ ballast water to minimize the transfer of harmful
aquatic organisms and pathogens adopted by the Organization by resolution A .868(20).
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3.2

33

3.4

3.5

2

3

-120-

Estimated volume of uptake in cubic metres

Signature of the officer in charge of the operation.

Whenever Ballast Water is circulated or treated for Ballast Water Management purposes:

A

2

4

Date and time of operation
Estimated volume circulated or treated (in cubic metres)
Whether conducted in accordance with the Ballast Water Management plan

Signature of the officer in charge of the operation

When Ballast Water is discharged into the sea:

A

2

4

Date, time and location of port or facility of discharge (port or lat/long)

Estimated volume discharged in cubic metres plus remaining volume in cubic
metres

Whether approved Ballast Water Management plan had been implemented prior to
discharge

Signature of the officer in charge of the operation.

When Ballast Water is discharged to a reception facility:

A

2

.6

Date, time, and location of uptake

Date, time, and location of discharge

Port or facility

Estimated volume discharged or taken up, in cubic metres

Whether approved Ballast Water Management plan had been implemented prior to
discharge

Signature of officer in charge of the operation

Accidental or other exceptional uptake or discharges of Ballast Water:

A

2

Date and time of occurrence
Port or position of the ship at time of occurrence
Estimated volume of Ballast Water discharged

Circumstances of uptake, discharge, escape or loss, the reason therefore and
general remarks.
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.5 Whether approved Ballast Water Management plan had been implemented prior to

discharge
.6 Signature of officer in charge of the operation
3.6 Additional operational procedure and general remarks

4 Volume of Ballast Water
The volume of Ballast Water on board should be estimated in cubic metres. The Ballast Water

record book contains many references to estimated volume of Ballast Water. It is recognized that
the accuracy of estimating volumes of ballast is left to interpretation.

RECORD OF BALLAST WATER OPERATIONS

SAMPLE BALLAST WATER RECORD BOOK PAGE
Name of Ship: ...

Distinctive number or letters ......o.ooiiiiiiiiiiiii s

Date Item Record of operations/signature of officers in charge
(number)

Signature of master ...
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RESOLUTIONS ADOPTED BY THE CONFERENCE

RESOLUTION 1

FUTURE WORK BY THE ORGANIZATION PERTAINING TO THE
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF

SHIPS® BALLAST WATER AND SEDIMENTS

THE CONFERENCE,

HAVING ADOPTED the International Convention for the Control and Management of
Ships” Ballast Water and Sediments (Convention),

NOTING that Articles 5 and 9 and regulations A-4, A-3, B-1, B-3, B-4, B-5, C-1, D-3
and D-4 of the Annex to the Convention refer to guidelines or procedures to be developed by the
Organization for the specific purposes identified therein,

RECOGNIZING the need for the development of these Guidelines in order to ensure
global and uniform application of the relevant requirements of the Convention,

INVITES the Organization to develop as a matter of urgency:

1

2

10

Guidelines for sediment reception facilities under Article 5 and regulation B-35;
Guidelines for sampling of ballast water under Article 9,

Guidelines on ballast water management equivalent compliance for pleasure and
search and rescue craft under regulation A-5;

Ballast water management plan guidelines under regulation B-1;

Guidelines for ballast water reception facilities under regulation B-3;

Guidelines for ballast water exchange under regulation B-4;

Guidelines for additional measures under regulation C-1 and for risk assessment
under regulation A-4;

Guidelines for approval of ballast water management systems under
regulation D-3.1;

Procedure for approval of active substances under regulation D-3.2; and

Guidelines for prototype Dballast water treatment technologies under
regulation D-4,

and adopt them, as soon as practicable, and in any case before the entry into force of the
Convention with a view to facilitating global and uniform implementation of the Convention.
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RESOLUTION 2

THE USE OF DECISION MAKING TOOLS WHEN REVIEWING
THE STANDARDS PURSUANT TO REGULATION D-5

THE CONFERENCE,

HAVING ADOPTED the International Convention for the Control and Management of
Ships” Ballast Water and Sediments (Convention),

NOTING that regulation D-5 of the Convention requires that, at a meeting of the Marine
Environment Protection Committee held no later than three years before the earliest effective
date of the standard set forth in regulation D-2, the Committee shall undertake a review which
includes a determination of whether appropriate technologies are available to achieve the
standard, an assessment of the criteria in paragraph 2 of regulation D-3, and an assessment of the
socio-economic effect(s) specifically i relation to the developmental needs of developing
countries, particularly small island developing States,

RECOGNIZING the walue of decision-making tools when preparing complex
assessments,

RECOMMENDS the Organization to apply suitable decision-making tools when
conducting the review of standards in accordance with regulation D-5 of the Convention; and

INVITES the Member States to advise the Organization on any relevant, robust
decision-making tools to assist it in the conduct of such review.
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RESOLUTION 3

PROMOTION OF TECHNICAL CO-OPERATION AND ASSISTANCE

THE CONFERENCE,

HAVING ADOPTED the International Convention for the Control and Management of
Ships” Ballast Water and Sediments (Convention),

BEING AWARE that Parties to the Convention will be called upon to give full and
complete effect to its provisions, in order to prevent, minimize and ultimately eliminate the
transfer of harmful aquatic organisms and pathogens through the control and management of
ships” ballast water and sediments,

NOTING that the Convention provides in Articles 13.1 and 13.2 for Parties, inter alia, to
provide support for those Parties that request technical assistance in respect of the control and
management of ships’ ballast water and sediments,

RECOGNIZING the valuable technical co-operation activities undertaken in partnership
with developing countries on ballast water management issues under the GEF/UNDP/IMO
Global Ballast Water Management Programme (GloBallast) since 2000,

BEING CONVINCED that the promotion of technical co-operation will expedite the
acceptance, uniform interpretation and enforcement of the Convention by States,

NOTING WITH APPRECIATION that, through the adoption of resolution A.901(21),
the Assembly of the International Maritime Organization (IMO):

(a) affirmed that IMO’s work in developing global maritime standards and in
providing technical co-operation for their effective implementation and
enforcement can and does contribute to sustainable development; and

(b) decided that IMO’s mission statement, in relation to technical co-operation in the
2000s, is to help developing countries improve their ability to comply with
international rules and standards relating to maritime safety and the prevention
and control of marine pollution, giving priority to technical assistance
programmes that focus on human resource development, particularly through
training, and institutional capacity building;

1 REQUESTS Member States, in co-operation with IMO, other interested States and
international bodies, competent international or regional organizations, and industry programmes,
to promote and provide directly, or through IMO, support to States that request technical
assistance for:

(a) the assessment of the implications of ratifying, accepting, approving, or acceding
to, as well as implementing and enforcing the Convention;

(b) the development of national legislation and institutional arrangements to give
effect to the Convention;
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(c) the training of scientific and technical personnel for research, monitoring and
enforcement (e.g., ballast water risk assessments, invasive marine species surveys,
monitoring and early waming systems, ballast water sampling and analysis),
including as appropriate the supply of necessary equipment and facilities, with a
view to strengthening national capabilities;

(d) exchange of information and technical co-operation relating to minimization of
risks to the environment and human health from transfer of harmful aquatic
organisms and pathogens through the control and management of ships’ ballast
water and sediments;

(e) research and development of improved ballast water management and treatment
methods; and

il establishment of special requirements in certain areas in accordance with
Section C of the regulations of the Convention;

2 REQUESTS FURTHER international development agencies and organizations to
support, including through the provision of necessary resources, technical co-operation
programmes in the field of ballast water control and management, consistent with the
Convention,

3 INVITES the Technical Co-operation Committee of IMO to continue providing for
capacity-building activities on the control and management of ships’ ballast water and sediments,
within the Organization's Integrated Technical Co-operation Programme, in order to support the
effective implementation and enforcement of the Convention by developing countries; and

4 URGES all States to initiate action in connection with the abovementioned technical
co-operation measures without awaiting the entry into force of the Convention.
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RESOLUTION 4

REVIEW OF THE ANNEX TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE
CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS’ BALLAST WATER AND SEDIMENTS

THE CONFERENCE,

HAVING ADOPTED the International Convention for the Control and Management of
Ships” Ballast Water and Sediments (Convention),

RECOGNIZING that review of the Annex to the Convention, and in particular but not
restricted to regulations A-4, A-5, B-1, B-3, B-4, C-1, D-1, D-2, D-3 and D-5, may have to be
considered prior to entry into force of the Convention, for instance, because of perceived
impediments to entry into force or to address the standards set forth in regulation D-2 of the
Annex to the Convention,

RECOMMENDS that the Marine Environment Protection Committee review the
regulations of the Annex to the Convention as it considers appropriate, but not later than three
years before the earliest effective date of the standards set forth in regulation D-2 of the Annex to
the Convention, i.e., 2006.
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CONVENTION INTERNATIONALE DE 2004 POUR LE CONTROLE
ET LA GESTION DES EAUX DE BALLAST ET
SEDIMENTS DES NAVIRES

LES PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,

RAPPELANT l'article 196 1) de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer,
qui dispose notamment que "les Etats prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir,
réduire et maitriser la pollution du milieu marin résultant de l'utilisation de techniques dans le
cadre de leur juridiction ou sous leur contréle, ou l'introduction intentionnelle ou accidentelle en
une partie du milieu marin d'espéces étrangéres ou nouvelles pouvant y provoquer des
changements considérables et nuisibles",

NOTANT les objectifs de la Convention de 1992 sur la diversité biologique et le fait que le
transfert et I'mtroduction d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogeénes par les eaux
de ballast des navires menacent la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,
ainsi que la décision IV/5 concemant la conservation et l'utilisation durable des écosystémes
marins et cétiers, adoptée en 1998 par la Conférence des Parties a la Convention sur la diversité
biologique (COP 4), de méme que la décision VI/23 concernant les espéces exotiques qui
menacent des écosystémes, des habitats oudes especes, v compris les principes directeurs relatifs
aux especes envahissantes, adoptée en 2002 par la Conférence des Parties a la Convention sur la
diversité biologique (COP 6),

NOTANT AUSSI que la Conférence de 1992 des Nations Unies sur l'environnement et le
développement (CNUED) avait prié I'Organisation maritime internationale ("1'Organisation™)
d'envisager d'adopter des régles appropriées concernant le rejet des eaux de ballast,

AYANT A L'ESPRIT l'approche de précaution énoncée au Principe 15 de 1a Déclaration de Rio
sur l'environnement et le développement et mentionnée dans la résolution MEPC.67(37), adoptée
le 15 septembre 1995 par le Comité de la protection du milieu marin de 1'Organisation,

AYANT A L'ESPRIT EGALEMENT que le Sommet mondial de 2002 pour le développement
durable a demandé, au paragraphe 34 b) de son Plan d'application, des actions a tous les niveaux
pour accélérer la mise au point de mesures visant a trouver une solution au probléme des espéces
allogénes envahissantes rejetées dans l'eau de ballast,

CONSCIENTES que le rejet incontr6lé d'eaux de ballast et de sédiments par les navires a
entrainé le transfert d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogénes qui portent atteinte
ou nuisent a I'environnement, a la santé humaine, aux biens et aux ressources;

RECONNAISSANT l'importance que 'Organisation a donnée a cette question en adoptant les
résolutions de I'Assemblée A.774(18) en 1993 et A.868(2(0) en 1997 afin de traiter du transfert
d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogénes,

RECONNAISSANT EN OUTRE que plusieurs Etats ont agi individuellement afin de prévenir,
réduire au minimum et, en dernier ressort, éliminer les risques d'introduction d'organismes
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aquatiques nuisibles et d'agents pathogénes par les navires entrant dans leurs ports, et
reconnaissant aussi que cette question, qui présente un intérét mondial, nécessite la prise de
mesures fondées sur des régles applicables a 1'échelle mondiale et des directives pour
l'application efficace et linterprétation uniforme de ces régles,

DESIREUSES de voir se poursuivre la mise au point d'options de gestion des eaux de ballast
plus silres et plus efficaces qui permettront de prévenir, de réduire au minimum et, en demier
ressort, d'éliminer le transfert d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogénes,

RESOLUES a prévenir, réduire au minimum et, en dernier ressort, éliminer les risques pour
l'environnement, la santé humaine, les biens et les ressources dus au transfert d'organismes
aquatiques nuisibles et d'agents pathogénes, grice au contrdle et a la gestion des eaux de ballast
et sédiments des navires, tout en évitant les effets secondaires indésirables qu'un tel contréle
pourrait avoir, et a encourager I'évolution des connaissances et technologies conne xes,

CONSIDERANT que le meilleur moyen d‘atteindre ces objectifs est de conclure une Convention
internationale pour le contrdle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires,

SONT CONVENUES de ce qui suit :

Article 1
Deéfinitions

Aux fins de la présente Convention, sauf disposition expresse contraire :

1 " Administration" désigne le gouvernement de I'Etat sous l'autorité duquel le navire est
exploité. Dans le cas d'un navire autorisé a battre le pavillon d'un Ftat, I'Administration est le
gouvernement de cet Etat. Dans le cas des plates-formes flottantes affectées a l'exploration et a
l'exploitation des fonds marins et de leur sous-sol adjacents aux cotes sur lesquelles I'Etat ctier
exerce des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation de ses ressources
naturelles, y compris les unités flottantes de stockage (FSU) et les unités flottantes de production,
de stockage et de déchargement (FPSO), 'Administration est le gouvernement de I'Etat cdtier
intéressé.

2 "Eaux de ballast" désigne les eaux et les matiéres en suspension prises a bord d'un navire
pour contrdler l'assiette, la gite, le tirant d'eau, la stabilité ou les contraintes.

3 "Gestion des eaux de ballast" désigne les processus mécanique, physique, chimique et
biologique utilisés, isolément ou parallélement, pour éliminer ou rendre inoffensifs les
organismes aquatiques nuisibles et les agents pathogénes présents dans les eaux de ballast et
sédiments, ou a empécher qu'ils soient admis dans ces eaux et sédiments ou rejetés avec ces eaux
et sédiments.

4 "Certificat" désigne le Certificat international de gestion des eaux de ballast.

5 "Comité" désigne le Comité de la protection du milieu marin de I'Organisation.
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6 "Convention” désigne la Convention internationale pour le contrdle et la gestion des eaux
de ballast ¢t sédiments des navires.
7 "Jauge brute" désigne la jauge brute calculée conformément aux régles sur le jaugeage

des navires énoncées a 1Annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des
navires, ou dans toute convention qui lui succéderait.

8 "Organismes aquatiques nuisibles et agents pathogénes" désigne les organismes
aquatiques et les agents pathogénes qui, s'ils sont introduits dans la mer, les estuaires ou les cours
d'eau, peuvent mettre en danger l'environnement, la santé humaine, les biens ou les ressources,
porter atteinte a la diversité biologique ou géner toute autre utilisation 1égitime de ces milieux.

9 "Organisation” désigne I'Organisation maritime internationale.
10 "Secrétaire général” désigne le Secrétaire général de 1'Organisation.
11 "Sédiments" désigne les matiéres provenant de l'eau de ballast qui se sont déposées a

l'intérieur d'un navire.

12 "Navire" désigne un batiment de quelque type que ce soit exploité en milieu aquatique et
englobe les engins submersibles, les engins flottants, les plates-formes flottantes, les FSU et les
FPSO.

Article 2
Obligations générales

1 Les Parties s'engagent a donner pleinement effet aux dispositions de la présente
Convention et de son Annexe afin de prévenir, de réduire au minimum et, en demier ressort,
d'éliminer le transfert d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogénes grice au contrdle
et a la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.

2 L'Annexe fait partie intégrante de la présente Convention. Sauf disposition expresse

contraire, toute référence 4 la présente Convention constitue en méme temps une référence a son
Annexe.

3 Aucune disposition de la présente Convention ne doit étre interprétée comme empéchant
une Partie de prendre, individuellement ou conjointement avec d'autres Parties, des mesures plus
rigoureuses destinées a prévenir, réduire ou éliminer le transfert d'organismes aquatiques
nuisibles et d'agents pathogénes grace au contrdle et 4 la gestion des eaux de ballast et sédiments
des navires, en conformité avec le droit international.

4 Les Parties s'efforcent de coopérer afin de garantir la mise en oeuvre, lobservation et la
mise en application effectives de la présente Convention.

5 Les Parties s'engagent a favoriser Tamélioration continue de la gestion des eaux de ballast
et des normes visant a prévenir, réduire au minimum et, en dernier ressort, éliminer le transfert
d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogénes grice au conirdle et a la gestion des
caux de ballast et sédiments des navires.
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6 Lorsqu'elles agissent en application de la présente Convention, les Parties s'efforcent de
ne pas porter atteinte ni nuire a leur environnement, a la santé humaine, aux biens ou aux
ressources, ou a ceux d'autres Etats.

7 Les Parties devraient veiller a ce que les pratiques de gestion des eaux de ballast utilisées
pour satisfaire a la présente Convention n'entrainent pas plus de dommages qu'elles n'en
préviennent pour leur environnement, la santé humaine, les biens ou les ressources, ou ceux
d'autres Etats.

8 Les Parties encouragent les navires qui sont autorisés a battre leur pavillon et auxquels
s'applique la présente Convention a éviter, dans la mesure ou cela est possible dans la pratique,
de prendre des eaux de ballast contenant des organismes aquatiques potentiellement nuisibles et
des agents pathogénes, ainsi que des sédiments pouvant contenir de tels organismes, notamment
en favorisant la mise en oeuvre satisfaisante des recommandations élaborées par IOrganisation.

9 Dans le contexte de la gestion des eaux de ballast, les Parties s'efforcent de coopérer, sous
les auspices de I'Organisation, pour faire face aux menaces et aux risques qui pésent sur les
écosystemes marins sensibks, vulnérables ou en danger et sur la diversité biologique, dans des
zones situées awrdela des limites de la juridiction nationale.

Article 3
Champ d'application
1 Sauf disposition expresse contraire de la présente Convention, celle-ci s'applique :
a) aux navires qui sont autorisés a battre le pavillon d'une Partie; et
b) aux navires qui ne sont pas autorisés a battre le pavillon d'une Partie mais qui sont

exploités sous l'autorité d'une Partie.

2 La présente Convention ne s'applique pas :
a) aux navires qui ne sont pas congus ou construits pour transporter des eaux de
ballast;
b) aux navires d'une Partie qui sont exploités uniquement dans les eaux relevant de la

juridiction de cette Partie, 4 moins que celle-ci ne décide que le rejet deaux de
ballast par de tels navires porterait atteinte ou nuirait a son environnement, a la
santé humaine, aux biens ou aux ressources, ou a ceux d'Ftats adjacents ou
d'autres Ftats;

c) aux navires d'une Partie qui sont exploités uniquement dans les eaux relevant de la
juridiction d'une autre Partie, a condition que cette exclusion soit autorisée par la
seconde Partie. Une Partie ne doit en aucun cas accorder une telle autorisation si
cela risque de porter atteinte ou nuire a son environnement, a la santé humaine,
aux biens ou aux ressources, ou a ceux d'Etats adjacents ou d'autres Etats. Toute
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Partie qui refuse daccorder une telle autorisation doit notifier a2 l1Administration
du navire intéressé que la présente Convention s'applique au navire en question;

d) aux mvires qui sont exploités uniquement dans les eaux relevant de la juridiction
d'une Partie et en haute mer, a I'exception de ceux auxquels une autorisation visée
a l'alinéa c) ci-dessus n'a pas été accordée, a moins que cette Partie ne décide que
le rejet d'eaux de ballast par de tels navires porterait atteinte ou nuirait a son
environnement, a la santé humaine, aux biens ou aux ressources, ou a ceux d'Etats
adjacents ou d'autres Etats;

e) aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires
appartenant 2 un Etat ou exploités par lui et utilisés exclusivement, a I'époque
considérée, pour un service public non commercial. Cependant, chaque Partie
s'assure, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les
opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lw appartenant ou
exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une maniére compatible avec la présente
Convention, pour autant que cela soit raisonnable et possible dans la pratique ; et

) aux eaux de ballast permanentes dans des citernes scellées a bord des navires, qui
ne font pas l'objet d'un rejet.

3 Dans le cas des navires d'Etats non Parties 4 la présente Convention, les Parties
appliquent les prescriptions de la présente Convention dans la mesure nécessaire pour que ces
navires ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable.

Article 4
Mesures de contréle du itransfert d'organismes aquatiques nuisibles et
d'agents pathogeénes par les eaux de ballast et sédiments des navires

1 Chaque Partie exige que les navires auxquels la présente Convention sapplique, et qui
sont autorisés a battre son pavillon ou sont exploités sous son autorité, respectent les
prescriptions de la présente Convention, vy compris les normes et prescriptions applicables de
I'Annexe, et prend des mesures effectives pour veiller &4 ce que ces navires satisfassent a ces
prescriptions.

2 Compte dliment tenu de ses conditions particuliéres et de ses moyens, chaque Partie
¢labore des politiques, stratégies ou programmes nationaux pour la gstion des eaux de ballast
dans ses ports et les eaux relevant de sa juridiction, qui concordent avec les objectifs de la
présente Convention et en favorisent la réalisation.

Article 5
Installations de réception des sédiments

1 Chaque Partie s'engage a assurer la mise en place d'installations de réception adéquates
des sédiments dans les ports et dans les terminaux quelle a désignés et ou ont lieu le nettoyage ou
les réparations des citernes a ballast, compte tenu des directives élaborées par I'Organisation. Elle
veille a ce que ces installations de réception soient exploitées sans imposer de retard indu aux
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navires et permettent d'évacuer en toute sécurité les sédiments sans porter atteinte ni nuire a son
environnement, a la santé humaine, aux biens ou aux ressources, ou a ceux d'autres Etats.

2 Chaque Partie notifie a IOrganisation, pour communication aux autres Parties intéressées,
tous les cas ou il est allégué que les installations visées au paragraphe 1 sont inadéquates.

Article 6
Recherche scientifique et technigue et surveillance

1 Les Parties s'efforcent, individuellement ou collectivement, de :

a) promouvoir et faciliter 1a recherche scientifique et technique en matiére de gestion
des eaux de ballast; et

b) surveiller les effets de la gestion des eaux de ballast dans les eaux relevant de leur
juridiction.

Ces activités de recherche et de surveillance devraient consister a observer, mesurer,
échantillonner, évaluer et analyser I'efficacité et les impacts défavorables de toute technologie ou
méthode ainsi que les impacts défavorables causés par les organismes et agents pathogenes qui
ont été identifiés comme ayant été transférés par les eaux de ballast des navires.

2 Pour promouvoir les objectifs de la présente Convention, chaque Partie facilite I'acces des
autres Parties qui en font la demande aux renseignements pertinents sur :

a) les mesures techniques et les programmes scientifiques et technologiques entrepris
dans le domaine de la gestion des eaux de ballast; et

b) l'efficacité de la gestion des eaux de ballast, telle qu'observée lors des programmes
de surveillance et d'évaluation.

Article 7
Visites et délivrance des certificats

1 Chaque Partie veille a ce que les navires autorisés a battre son pavillon ou exploités sous
son autorité, qui sont soumis aux dispositions en matiére de visites et de délivrance des
certificats, fassent I'objet de visites et que des certificats leur soient délivrés conformément aux
régles de I'Annexe.

2 Une Partie qui introduit des mesures en application de larticle 2.3 ou de la section C de
I'Annexe ne doit pas exiger une visite et un certificat supplémentaires dans le cas d'un navire
d'une autre Partie, et I' Administration dont reléve ce navire riest pas tenu de le soumettre a une
visite et de certifier qu'il satisfait aux mesures supplémentaires imposées par une autre Partie. La
Partie qui applique de telles mesures supplémentaires est responsable du contréle de leur
application qui ne doit pas causer de retard indu au navire.
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Article 8
Infractions

1 Toute infraction aux prescriptions de la présente Convention est interdite et sanctionnée
par la législation de I'Administration dont reléve le navire en cause, ot qu'elle soit commise. Si
I' Administration est informée d'une telle infraction, elle effectue une enquéte et peut demander a
la Partie qui I'a informée de lui fournir des preuves supplémentaires de linfraction alléguée. Si
I' Administration est convaincue qu'il existe des preuves suffisantes pour permettre d'engager des
poursuites au titre de linfraction alléguée, elle fait en sorte que ces poursuites soient engagées le
plus tot possible conformément a sa législation. L' Administration informe rapidement la Partie
qui a signalé linfraction alléguée, ainsi que ['Organisation, des mesures prises. Si
' Administration n'a pris aucune mesure dans un délai de un an a compter de la réception des
renseignements, elle en informe la Partie qui a signalé l'infraction alléguée.

2 Toute infraction aux prescriptions de la présente Convention commise dans la juridiction
d'une Partie est interdite et sanctionnée par la 1égislation de cette Partie. Chaque fois qu'une telle
infraction se produit, la Partie doit :

a) faire en sorte que des poursuites soient engagées conformément a sa législation;
ou
b) fournir a 1'Administration dont reléve le navire en cause les informations et les

preuves qu'elle pourrait détenir attestant quiil y a eu infraction.

3 Les sanctions prévues par la 1égislation d'une Partie en application du présent article
doivent étre, par leur rigueur, de nature a décourager les infractions a la présente Convention ou
qu'elles soient commises.

Article 9
Inspection des navires

1 Un navire auquel s'applique la présente Convention peut, dans tout port ou terminal au
large d'une autre Partie, &tre inspecté par des agents diment autorisés par cette Partie, aux fins de
déterminer s'il satisfait a la présente Convention. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2
du présent article, une inspection de ce type se limite a :

a) vérifier que le navire a a bord un certificat valable qui, dans ce cas, doit étre
accepté; et

b) inspecter le registre des eaux de ballast; et/ou

c) prélever des échantillons de l'eau de ballast du navire conformément aux
directives élaborées par 1'Organisation. Toutefois, le délai requis pour analyser ces
échantillons ne doit pas étre invoqué pour retarder indiment l'exploitation, le
mouvement ou le départ du navire.
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2 Si le navire n'est pas muni d'un certificat valable ou s'il existe de bonnes raisons de penser
que :
a) I'état du navire ou de son équipement ne correspond pas en substance aux

indications du certificat; ou que

b) le capitaine ou l'équipage n'est pas familiarisé avec les procédures de bord
essentielles concernant la gestion des eaux de ballast ou ne les a pas appliquées,

une inspection approfondie peut étre effectuée.

3 Dans les cas prévus au paragraphe 2 du présent article, la Partie qui effectue l'inspection
prend les mesures nécessaires pour empécher le navire de rejeter de leau de ballast jusqu'a ce
qu'il puisse le faire sans présenter de menace pour l'environnement, la santé humaine, les biens
ou les ressources.

Article 10
Recherche des infractions ef contrdle des navires

1 Les Parties cooperent a la recherche des infractions et & la mise en application des
dispositions de la présente Convention.

2 S'il est constaté qu'un navire a enfreint la présente Convention, la Partie dont le navire est
autorisé a battre le pavillon et/ou la Partie dont un port ou terminal au large est utilisé par le
navire peuvent, en plus des sanctions visées a l'article 8 ou des mesures visées a l'article 9,
prendre des dispositions pour mettre en garde le navire, le retenir ou ne pas ladmettre dans leurs
ports. La Partie dont un port ou terminal au large est utilisé par le navire peut toutefois donner a
un tel navire l'autorisation de quitter ce port ou terminal au large pour rejeter I'eau de ballast ou
pour se rendre a l'installation de réception ou au chantier de réparation approprié le plus proche
disponible, a condition que cela ne présente pas de menace pour l'environnement, la santé
humaine, les biens ou les ressources.

3 Si les résultats de I'échantillonnage visé a l'article 9.1 ¢) indiquent que le navire présente
une menace pour I'environnement, la santé humaine, les biens ou les ressources ou confirment les
renseignements regus d'un autre port ou terminal au large, la Partie dans les eaux de laquelle le
navire est exploité interdit 4 ce navire de rejeter l'eau de ballast tant que la menace n'a pas été
¢limingée.

4 Une Partie peut aussi inspecter un navire qui entre dans un port ou un terminal au large
relevant de sa juridiction si une autre Partie lui demande de procéder a une enquéte en fournissant
des preuves suffisantes attestant que le navire est exploité ou a été exploité en violation d'une
disposition de la présente Convention. Le rapport de cette enquéte est adressé a la Partie qui la
demandée, ainsi qu'a l'autorité compétente de ' Administration dont reléve le navire en cause, afin
que des mesures appropriées puissent &tre prises.
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Article 11
Notification des mesures de contrdle

1 S'il ressort d'une inspection effectuée en application de l'article 9 ou 10 qu'une infraction 4
la présente Convention a été commise, le navire doit en &tre informé. Un rapport doit &tre adressé
a ' Administration, y compris toute preuve de linfraction.

2 Si des mesures sont prises en application de l'article 9.3, 10.2 ou 10.3, le fonctionnaire qui
prend les mesures informe immédiatement, par écrit, 'Administration dont reléve le navire en
cause ou, si cela n'est pas possible, le consul ou le représentant diplomatique dont dépend le
navire en cause, de toutes les circonstances qui ont fait que ces mesures ont été jugées
nécessaires. L'organisme reconnu qui est responsable de la délivrance des certificats doit
également en &tre informé.

3 L'autorité concernée de I'Ftat du port informe, outre les Parties mentionnées au
paragraphe 2, le port d'escale suivant de tous les éléments pertinents concernant l'infraction, si
elle ne peut pas prendre les mesures spécifiées a l'article 9.3, 10.2 ou 10.3 ou si1 le navire a été
autorisé a se rendre au port d'escale suivant.

Article 12
Retard causé indiiment aux navires

1 Il convient déviter, dans toute la mesure du possible, qu'un navire soit indiiment retenu
ou retardé par suite de I'application de Tarticle 7.2, 8, 9 ou 10.

2 Un navire qui a été indiment retenu ou retardé par suite de l'application de l'article 7.2, §,
9 ou 10 a droit a réparation pour tout préjudice ou dommage subi.

Article 13
Assistance et coopération techniques et coopération régionale

1 Les Parties s'engagent, directement ou par l'intermédiaire de I'Organisation et d'autres
organismes internationaux, le cas échéant, a fournir, au titre du contrdle et de la gestion des eaux
de ballast et sédiments des navires, un appui aux Parties qui demandent une assistance technique
pour :

a) former du personnel,

b) assurer la disponibilité de technologies, de matériel et d'installations appropriés;

c) mettre en train des programmes communs de recherche-développement; et

d) prendre d'autres mesures pour la mise en oeuvre effective de la présente

Convention et des directives vy relatives élaborées par 'Organisation.
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2 Les Parties s'engagent a coopérer activement, sous réserve de leurs 1€ gislation,
réglementation et politique nationales, au transfert de technologie en matiére de contrdle et de
gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.

3 Afin de promouvoir les objectifs de la présente Convention, les Parties ayant un intérét
commun a protéger I'environnement, la santé humaine, les biens et les ressources d'une région
géographique donnée et, en particulier, les Parties riveraines de mers fermées ou semi- fermées,
s'efforcent, compte tenu des caractéristiques régionales, de renforcer la coopération régionale,
notamment en concluant des accords régionaux compatibles avec la présente Convention. Les
Parties s'efforcent de coopérer avec les Parties a des accords régionaux en vue d'¢laborer des
procédures harmonisées.

Article 14
Communication de renseignements

1 Chaque Partie fournit a I'Organisation et, selon qu'il convient, communique a d'autres
Parties les renseignements suivants :

a) toutes prescriptions et procédures relatives a la gestion des eaux de ballast,
notamment ses lois, réglements et directives pour l'application de la présente
Convention,

b) la disponibilité et I'emplacement des installations de réception pour 1'évacuation

des eaux de ballast et des sédiments sans danger pour I'environnement; et

c) toutes prescriptions concernant les renseignements requis des navires qui ne
peuvent pas satisfaire aux dispositions de la présente Convention pour les raisons
spécifides aux régles A-3 et B-4 de I'Annexe.

2 ['Organisation informe les Parties de toute communication regue en vertu du présent
article et diffuse a toutes les Parties les renseignements qui lui ont été communiqués en vertu des
alinéas 1 b) et ¢) du présent article.

Article 15
Reglement des différends

Les Parties reglent tout différend survenant entre elles quant a l'interprétation ou l'application de
la présente Convention par voie de négociation, d'enquéte, de médiation, de conciliation,
d'arbitrage, de réglement judiciaire, de recours a des organismes ou accords régionaux, ou par
d'autres moyens pacifiques de leur choix.
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Article 16
Rapport avec le droit international et d'autres accords

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits et obligations qu'a tout
Etat en wvertu du droit intemational coutumier, tel que défini dans la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer.

Article 17
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1 La présente Convention est ouverte a la signature de tout Etat, au Siége de 'Organisation,
du ler juin 2004 au 31 mai 2003 et reste ensuite ouverte a I'adhésion.

2 Les Etats peuvent devenir Parties a la Convention par :
a) signature sans réserve quant a la ratification, I'acceptation ou l'approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de

ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
c) adhésion.

3 La ratification, l'acceptation, 1'approbation ou l'adhésion s'effectue par le dépdt d'un
instrument a cet effet auprés du Secrétaire général.

4 Si un FEtat comporte deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des régimes
juridiques différents sont applicables pour ce qui est des questions traitées dans la présente
Convention, il peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de
'approbation ou de 1'adhésion, déclarer que la présente Convention s'applique a 1'ensemble de ses
unités territoriales ou seulement a une ou plusicurs dentre elles et il peut modifier cette
déclaration en présentant une autre déclaration a tout moment.

5 Toute déclaration de ce type est notifiée par écrit au dépositaire et mentionne
expressément l'unité ou les unités territoriales auxquelles s'applique la présente Convention.

Article 18
Entrée en vigueur

1 La présente Convention entre en vigueur douze mois aprés la date a laquelle au moins
trente Ftats, dont les flottes marchandes représentent au total au moins trente-cing pour cent du
tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, ont soit signé la Convention sans
réserve quant a la ratification, lacceptation ou lapprobation, soit déposé linstrument requis de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément a larticle 17.

2 Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation
de la présente Convention ou d'adhésion a celle-ci aprés que les conditions régissant son entrée

en vigueur ont été remplies mais avant son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation,
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I'approbation ou I'adhésion prend effet a la date de l'entrée en vigueur de b présente Convention,
ou trois mois apres la date du dépét de l'instrument si cette derniére date est postérieure.

3 Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé aprés la
date d'entrée en vigueur de la présente Convention prend effet trois mois aprés la date du dépét
de I'instrument.

4 Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé aprés la
date a laquelle un amendement a la présente Convention est réputé avoir été accepté en vertude
l'article 19 s'applique a la présente Convention telle que modifiée.

Article 19
Amendements
1 La présente Convention peut &tre modifiée selon l'une des procédures définies dans les
paragraphes ctapres.
2 Amendements aprés examen au sein de 1'Organisation :
a) Toute Partie peut proposer un amendement a la présente Convention.

'amendement proposé est soumis au Secrétaire général qui le diffuse aux Parties
et aux Membres de I'Organisation six mois au moins avant son examen.

b) Un amendement proposé et diffusé de la maniére prévue crdessus est renvoyé au
Comité pour examen. Les Parties, qu'elles soient ou non Membres de
I'Organisation, sont autorisées a participer aux délibérations du Comité aux fins de
I'examen et de l'adoption de l'amendement.

) Les amendements sont adoptés a la majorité des deux tiers des Parties présentes et
votantes au sein du Comité, a condition qu'un tiers au moins des Parties soient
présentes au moment du vote.

d) Les amendements adoptés conformément a l'alinéa ¢) sont communiqués par le
Secrétaire général aux Parties pour acceptation.

e) Un amendement est réputé avoir été accepté dans les cas suivants :

1) Un amendement a un article de la présente Convention est réputé avoir été
accepté a la date a laquelle deux tiers des Parties ont notifié leur
acceptation au Secrétaire général.

ii) Un amendement a une Annexe est réputé avoir été accepté a l'expiration
d'une période de douze mois aprés la date de son adoption ou toute autre
date fixée par le Comité. Toutefois, si a cette date plus d'un tiers des
Parties ont notifié au Secrétaire général qu'elles élévent une objection
contre cet amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté.
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) Un amendement entre en vigueur dans les conditions suivantes :
1) Un amendement a un article de la présente Convention entre en vigueur a

I'égard des Parties qui ont déclaré l'avoir accepté six mois aprés la date a
laquelle il est réputé avoir été accepté conformément a l'alinéa e) i).

i) Un amendement a ' Annexe entre en vigueur a 1'égard de toutes les Parties
six mois aprés la date a laquelle il est réputé avoir été accepté, a
'exception de toute Partie qui a :

1) notifié son objection a I'amendement conformément a l'alinéa e) ii)
et n'a pas retiré cette objection; ou

2) notifié au Secrétaire général, avant l'entrée en vigueur de cet
amendement, que celui-ci entrera en vigueur a son égard
uniquement apres notification ultérieure de son acceptation.

o) 1) Une Partie qui a notifié une objection en vertu de l'alinéa f) 11) 1) peut par
la suite notifier au Secrétaire général qu'elle accepte 'amendement. Cet
amendement entre en vigueur pour cette Partie six mois apres la date de la
notification de son acceptation, ou la date dentrée en vigueur de
I'amendement, si cette dermére date est postérieure.

i1) Si une Partie qui a adressé une notification visée a l'alinéa f) ii) 2) notifie
au Secrétaire général quelle accepte un amendement, cet amendement
entre en vigueur a l'égard de cette Partie six mois aprés la date de la
notification de son acceptation, ou la date dentrée en vigueur de
I'amendement, si cette derniére date est postérieure.

Amendement par une conférence :

a) A la demande d'une Partie, appuyée par un tiers au moins des Parties,
I'Organisation convoque une conférence des Parties pour examiner des
amendements a la présente Convention.

b) Un amendement adopté par cette conférence a la majorité des deux tiers des
Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général a toutes les
Parties pour acceptation.

c) A moins que la Conférence n'en décide autrement, I'amendement est réputé avoir
été accepté et entre en vigueur conformément aux procédures définies aux

alinéas 2 e) et f) respectivement.

Toute Partie qui n'a pas accepté un amendement a 1'Annexe est considérée comme non

Partie aux seules fins de l'application de cet amendement.

5

Toute notification en vertu du présent article est adressée par écrit au Secrétaire général.
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6 Le Secrétaire général informe les Parties et les Membres de 1'Organisation :
a) de tout amendement qui entre en vigueur et de la date de son entrée en vigueur en

général et a 1'égard de chaque Partie; et

b) de toute notification faite en vertu du présent article.
Article 20
Dénonciation
1 La présente Convention peut étre dénoncée par l'une quelconque des Parties a tout

moment aprés l'expiration d'une période de deux ans a compter de la date a laquelle elle entre en
vigueur a I'égard de cette Partie.

2 La dénonciation s'effectue au moyen d'une notification écrite adressée au dépositaire et
prend effet un an aprés la date a laquelle le dépositaire en a regu notification ou a l'expiration de
tout autre délai plus long spécifié dans la notification.

Article 21
Dépositaire

1 La présente Convention est déposée auprés du Secrétaire général, qui en adresse des
copies certifiées conformes a tous les Etats qui l'ont signée ou qui y ont adhéré.

2 Outre les fonctions spécifiées dans d'autres dispositions de la présente Convention, le
Secrétaire général :

a) informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré :

1) de toute nouvelle signature ou de tout dépdt d'un nouvel instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur
date;

i1) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention; et

iii) du dépdt de tout instrument de dénonciation de 1a Convention, ainsi que de
la date a laquelle il a été regu et de la date a laquelle la dénonciation prend
effet; et

b) dés lentrée en vigueur de la présente Convention, en transmet le texte au

Secrétariat de I'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de
sa publication conformément a I'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
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Article 22
Langues

La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe,
chinoise, espagnole, frangaise et russe, chaque texte faisant également foi.

FAIT A LONDRES, ce treize février deux mille quatre.

EN FOI DE QUOIL, les soussignés, diment autorisés a cet effet par leurs gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention.
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ANNEXE

REGLES POUR LE CONTROLE ET LA GESTION DES
EAUX DE BALLAST ET SEDIMENTS DES NAVIRES

SECTION A — DISPOSITIONS GENERALES

Régle A1
Définitions

Aux fins de la présente Annexe :

1 "Date anniversaire” désigne le jour et le mois de chaque année correspondant a la date
d'expiration du Certificat.

2 "Capacité en eaux de ballast” désigne la capacité volumétrique totale des citernes, espaces
ou compartiments utilisés a bord d'un navire pour transporter, charger ou décharger des eaux de
ballast, y compris les citernes, espaces ou compartiments polyvalents congus pour permetire le
transport d'eaux de ballast.

3 "Compagnie" désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle
que larmateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la
responsabilité de lexploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, sacquitte des
taches et des obligations imposées par le Code international de gestion de la séeurité!.

4 "Construit", s'agissant d'un navire, désigne le stade auquel :
A la quille est posée; ou
2 une construction identifiable au navire particulier commence; ou
3 le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 bnnes

ou 1 pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de construction, si cette
derniére valeur est inférieure; ou

4 le navire subit une transformation importante.
5 "Transformation importante” désigne une transformation :
A qui modifie la capacité en eaux de ballast d'un navire de 15 % ou plus; ou
2 qui change le type du navire; ou
3 qui vise, de l'avis de 'Administration, a prolonger la vie d'un navire de 10 ans ou
plus; ou

! Il convient de se reporter au Code ISM que 1’Organisation a adopté par la résolution A.741(18), telle que

modifiée.
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4 qui entraine des modifications du systéme d'eaux de ballast d'un navire autres que
le remplacement des éléments. La transformation dun navire pour répondre aux
dispositions de la régle D1 ne doit pas étre considérée comme constituant une
transformation importante aux fins de la présente Annexe.

6 "A partir de la terre la plus proche" signifie a partir de la ligne de base qui sert a
déterminer la mer territoriale du territoire en question conformément au droit international;
toutefois, aux fins de la Convention, l'expression "a partir de la terre la plus proche” de la cote
nord-est de I'Australie signifie a partir d'une ligne reliant le point de latitude 11°00'S et de
longitude 142°08'E sur la cdte australienne et le point de latitude 10°35'S et de longitude
141°55'E, puis les points suivants :

latitude 10°00'S et longitude 142°00'E
latitude 9°10'S et longitude 143°52'E
latitude 9°00'S et longitude 144°30'E
latitude 10°41'S et longitude 143°00'E
latitude 13°00'S et longitude 145°00'E
latitude 15°00'S et longitude 146°00'E
latitude 17°30'S et longitude 147°00'E
latitude 21°00'S et longitude 152°55'E
latitude 24°30'S et longitude 154°00'E
et enfin le point de latitude 24°42'S

et de longitude 153°15'E sur la cote australienne.

7 "Substance active" désigne une substance ou un organisme, y compris un Vvirus ou un
champignon, qui agit de maniére générale ou spécifique sur ou contre des organismes aquatiques
nuisibles et des agents pathogénes.

Régle A-2
Applicabilité générale

Sauf disposition expresse contraire, le rejet des eaux de ballast ne doit &tre effectué quau moyen
de la gestion des eaux de ballast conformément aux dispositions de la présente Annexe.

Régle A-3
Exceptions

Les prescriptions de la régle B-3, ou les mesures éventuellement adoptées par une Partie
conformément aux dispositions de larticle 2.3 ou de la section C, ne s'appliquent pas :

1 a la prise ou au rejet d'eaux de ballast et de sédiments nécessaire pour garantir la
sécurité d'un navire dans des situations d'urgence ou la sauvegarde de la vie
humaine en mer; ou

2 au rejet accidentel ou a l'entrée d'eaux de ballast et de sédiments résultant d'une
avarie survenue au navire ou a son &quipement :
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1 a condition que toutes les précautions raisonnables aient &té prises avant et
apres la survenance de l'avarie ou la découverte de I'avarie ou du rejet pour
empécher ou réduire au minimum ce rejet; et

2 a moins que l'avarie ne soit due a un acte délibéré ou téméraire du
propriétaire, de la compagnie ou de I'officier ayant la charge du navire;

a la prise et au rejet d'eaux de ballast et de sédiments lorsque ces opérations ont
pour but d'éviter ou de réduire au minimum un événement de pollution par le
navire; ou

a la prise et au rejet ultérieur en haute mer des mémes eaux de ballast et sédiments
ou;,

au rejet d'eaux de ballast et de sédiments par un navire, sur le lieu méme d'origine
de la totalité des eaux de ballast et sédiments et a condition qu'il n'y ait pas de
mélange avec des eaux de ballast non gérées et des sédiments provenant d'autres
zones. Si un mélange sest produit, les eaux de ballast provenant dautres zones
sont soumises a la gestion des eaux de ballast conformément a la présente Annexe.

Reégle A4
Exemptions

1 Outre les exemptions prévues dans d'autres dispositions de la présente Convention, Une
Partie ou des Parties peuvent, dans les eaux relevant de leur juridiction, accorder des dispenses de
toute obligation d'appliquer la régle B-3 ou C-1, mais uniquement lorsque ces dispenses sont :

A accordées a un ou plusieurs navires effectuant une ou plusieurs traversées entre
des ports ou lieux spécifiés; ou a un navire exploité exclusivement entre des ports
ou licux spécifiés;

2 valables pour une période ne dépassant pas cing ans, sous réserve dun examen
dans ['intervalle;

3 accordées a des navires qui ne mélangent pas d'eaux de ballast et de sédiments
autres que ceux provenant des ports ou lieux spécifiés au paragraphe 1.1; et

4 accordées conformément aux directives sur I'évaluation des risques élaborées par
'Organisation.

2 Les dispenses accordées en application du paragraphe 1 ne doivent pas prendre effet

avant d'avoir é&té communiquées a 'Organisation et avant que les renseignements pertinents aient
été diffusés aux Parties.

3 Aucune dispense accordée en vertu de la présente régle ne doit porter atteinte ou nuire a
I'environnement, a la santé humaine, aux biens ou aux ressources d'Etats adjacents ou d'autres
Ftats. Si la Partie établit qu'une dispense peut causer un préjudice a un Etat, celui-ci doit étre
consulté dans le but de résoudre tout probléme identifié.
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4 Toute dispense accordée en vertu de la présente régle doit &tre consignée dans le registre
des caux de ballast.

Régle A-S

Respect de conditions équivalentes

Le respect de conditions équivalentes a celles de la présente Annexe pour les engins de plaisance
utilisés exclusivement & des fins récréatives ou sportives ou les engins utilisés essentiellement
aux fins de la recherche et du sauvetage, d'une longueur hors tout inférieure a 50 métres et d'une
capacité maximale en eaux de ballast de 8 métres cubes, est établi par ' Administration compte
tenu des directives élaborées par IOrganisation.

SECTION B - PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE GESTION ET DE CONTROLE
APPLICABLES AUX NAVIRES

Reégle B-1
Plan de gestion des eaux de ballast

Chaque navire doit avoir a bord et mettre en oeuvre un plan de gestion des eaux de ballast. Ce
plan doit étre approuvé par 1'Administration compte tenu des directives élaborées par
I'Organisation. Le plan de gestion des eaux de ballast doit étre spécifique a chaque navire et doit
au moins :

1 décrire en détail les procédures de sécurité que le navire et I'équipage doivent
suivre pour la gestion des eaux de ballast conformément a la présente Convention;

2 fournir une description détaillée des mesures 4 prendre pour metire en oeuvre les
prescriptions relatives a la gestion des eaux de ballast et les pratiques
complémentaires de gestion des eaux de ballast qui sont énoncées dans la présente

Convention;
3 décrire en détail les procédures d'évacuation des sédiments :
1 en mer,; et
2 aterre;
4 décrire les procédures de coordination de la gestion des eaux de ballast a bord qui

impliquent le rejet en mer, avec les autorités de 1'Etat dans les eaux duquel ce rejet
sera effectué;

5 désigner I'officier de bord chargé d'assurer la mise en oeuvre correcte du plan;

.6 contenir les prescriptions en matiére de notification applicables aux navires en
vertu de la présente Convention; et
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7 étre rédigé dans la langue de travail du navire. Si la langue utilisée n'est ni
'anglais, ni l'espagnol, ni le frangais, le plan doit comprendre une traduction dans
I'une de ces langues.

Régle B-2
Registre des eaux de ballast

1 Chaque navire doit avoir a bord un registre des eaux de ballast qui peut &tre sur support
¢électronique ou faire partie d'un autre registre ou systéme d'enregistrement et qui doit contenir au
moins les renseignements spécifiés a I'appendice 1L

2 Les mentions portées sur le registre des eaux de ballast doivent &tre conservées a bord
pendant une période minimale de deux ams a compter de la derniére inscription, puis sous le
controle de la compagnie pendant une période minimale de trois ans.

3 En cas de rejet d'eaux de ballast effectué en conformité avec la régle A-3, A-4 ou B-3.6,
ou en cas d'autre rejet accidentel ou exceptionnel qui ne fait pas l'objet des exemptions prévues
par la présente Convention, les circonstances et les motifs du rejet doivent étre indiqués dans le
registre des eaux de ballast.

4 Le registre des eaux de ballast doit étre conservé de maniére a étre aisément accessible
aux fins d'inspection a tout moment raisonnable et, dans le cas d'un navire remorqué sans
équipage, peut se trouver a bord du navire remorqueur.

5 Chacune des opérations concernant la gestion des eaux de ballast doit étre intégralement
et deés que possible consignée dans le registre des eaux de ballast. Chaque mention doit &tre
signée par l'officier responsable de l'opération en question et chaque page, lorsqu'elle est
terminée, doit étre signée par le capitaine. Les mentions doivent étre consignées dans une langue
de travail du navire. Si cette langue n'est ni 'anglais, ni 1'espagnol, ni le frangais, ces mentions
doivent comporter une traduction dans l'une de ces langues. En cas de différend ou de
divergence, les mentions écrites dans une langue officielle de I'Etat dont le navire est autorisé a
battre le pavillon font foi.

6 Les agents diment autorisés par une Partie peuvent inspecter le registre des eaux de
ballast a bord de tout navire auquel s'applique la présente regle pendant qu'il se trouve dans un de
ses ports ou terminaux au large. Ils peuvent en extraire des copies et en exiger la certification par
le capitaine. Toute copie ainsi certifiée est, en cas de poursuites, admissible en justice comme
preuve des faits relatés dans lk registre. L'inspection du registre des eaux de ballast et
I'établissement de copies certifiées doivent étre effectués de la fagon la plus prompte possible et
sans que le navire ne soit indment retardé.
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Régle B-3
Gestion des eaux de ballast par les navires
1 Un navire construit avant 2009 :
A qui a une capacité en eaux de ballast comprise entre 1 500 et 5 000 métres cubes

inclus, doit procéder a la gestion des eaux de ballast de fagon a satisfaire au moins
a la norme décrite a la régle D1 ou a la régle D-2 jusquen 2014, date aprés
laquelle il doit satisfaire au moins a la norme décrite a la régle D-2;

2 qui a une capacité en eaux de ballast inférieure a 1 300 ou supéricure a
5 000 métres cubes doit procéder a la gestion des eaux de ballast de fagon a
satisfaire au moins a la norme décrite a la régle 1 ou a la régle D-2 jusquen
2016, date aprés laquelle il doit satisfaire au moins a la norme décrite a la
régle D-2.

2 Un navire auquel s'applique le paragraphe 1 doit satisfaire a ses dispositions au plus tard a
la date de la premiére visite intermédiaire ou de renouvellement, selon celle qui intervient en
premier, aprés la date anniversaire de la livraison du navire I'année ou la norme applicable au
navire doit étre respectée.

3 Un navire construit en 2009 ou aprés cette date qui a une capacité en eaux de ballast
inférieure a 5 000 meétres cubes doit procéder a la gestion des eaux de ballast de fagon a satisfaire
au moins a la norme décrite a la régle D-2.

4 Un navire construit en 2009 ou aprés cette date, mais avant 2012, qui a une capacité en
eaux de ballast égale ou supérieure a 5 000 métres cubes doit procéder a la gestion des eaux de
ballast conformément au paragraphe 1.2.

5 Un navire construit en 2012 ou aprés cette date qui a une capacité en eaux de ballast égale
ou supéricure a 5000 méatres cubes doit procéder a la gestion des eaux de ballast de fagon a
satisfaire au moins a la norme décrite 4 la régle D-2.

6 Les prescriptions de la présente régle ne s'appliquent pas aux navires qui rejettent des
caux de ballast dans une installation de réception congue compte tenu des directives élaborées par
'Organisation pour de telles installations.

7 D'autres méthodes de gestion des eaux de ballast peuvent également étre acceptées en
remplacement des prescriptions énoncées aux paragraphes 1 a 5, sous réserve quelles assurent au
moins le méme degré de protection de lenvironnement, de la santé humaine, des biens ou des
ressources, et quelles soient approuvées en principe par le Comité.
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Régle B—4
Renouvellement des eaux de ballast

1 Un navire qui procede au renouvellement des eaux de ballast pour satisfaire 4 la norme de
larégle D.1 doit :

1 autant que possible, effectuer le renouvellement des eaux de ballast a 200 milles
maring au moins de la terre la plus proche et par 200 métres de fond au moins,
compte tenu des directives élaborées par I'Organisation;

2 lorsque le navire n'est pas en mesure de procéder au renouvellement des eaux de
ballast conformément au paragraphe 1.1, ce renouvellement du ballast doit &tre
effectué compte tenu des directives visées au paragraphe 1.1 et aussi loin que
possible de la terre la plus proche et, dans tous les cas, a une distance d'au moins
50 milles marins de la terre la plus proche et par 200 métres de fond au moins.

2 Dans les zones maritimes ou la distance de la terre la plus proche ou la profondeur ne
répond pas aux paramétres visés au paragraphe 1.1 ou 1.2, I'Etat du port peut désigner, en
consultation avec les Etats adjacents ou d'autres Ftats, selon qu'il convient, des zones ot un
navire peut procéder au renouvellement des eaux de ballast compte tenu des directives visées au
paragraphe 1.1.

3 Un navire n'est pas tenu de s'écarter de la route prévue ou de retarder son voyage pour
satisfaire a une prescription particuliére du paragraphe 1.

4 Un navire qui procéde au renouvellement des eaux de ballast n'est pas tenu de satisfaire
aux dispositions du paragraphe 1 ou 2, selon le cas, si le capitaine décide raisonnablement qu'une
telle opération compromettrait la stabilité ou la sécurité du navire, de son équipage ou de ses
passagers du fait de conditions météorologiques défavorables, de la conception du navire ou des
efforts auxquels il est soumis, d'une défaillance de I'équipement ou de toute autre circonstance
exceptionnelle.

5 Lorsqu'un navire est tenu de procéder au renouvellement des eaux de ballast et ne le fait

pas conformément a la présente régle, les raisons doivent &tre consignées sur le registre des eaux
de ballast.

Régle B-5
Gestion des sédiments par les navires

1 Tous les navires doivent éliminer et évacuer les sédiments des espaces destinés aux eaux
de ballast conformément aux dispositions du plan de gestion des eaux de ballast du navire.

2 Les navires visés a la régle B3.3 a B3.5 devraient, sans que cela porte atteinte a la
sécurité ou a l'efficacité de l'exploitation, &tre congus et construits de maniére a réduire au
minimum la prise et la rétention indésirable de sédiments, a faciliter 'élimination des sédiments
et a permettre un acces sans danger pour procéder a I'élimination et I'échantillonnage des
sédiments, compte tenu des directives élaborées par 1'Organisation. Les navires visés a la
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régle B-3.1 devraient, dans la mesure ou cela est possible dans la pratique, satisfaire aux
dispositions du présent paragraphe.

Régle B-6
Tdches des officiers et des membres d'équipage

Les officiers et les membres d'équipage doivent &tre familiarisés avec les tiches afférentes a la
gestion des eaux de ballast spécifique au navire a bord duquel ils servent et doivent, en fonction
des taches qui leur sont assignées, étre familiarisés avec le plan de gestion des eaux de ballast du
navire.

SECTION C - PRESCRIPTIONS SPECIALES DANS CERTAINES ZONES

Regle C-1
Mesures supplémentaires

1 Si une Partie, individuellement ou de concert avec d'autres Parties, décide que des
mesures supplémentaires a celles de la section B sont nécessaires pour prévenir, réduire ou
éliminer le transfert d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogénes par les eaux de
ballast et sédiments des navires, cette ou ces Parties peuvent, conformément au droit
international, exiger que les navires satisfassent a une norme ou prescription spécifiée.

2 Avant d'établir des normes ou prescriptions conformément au paragraphe 1, la ou les
Parties devraient consulter les Etats adjacents ou d'autres Etats susceptibles d'étre affectés par de

telles normes ou prescriptions.

3 La ou les Parties qui ont l'intention d'introduire des mesures supplémentaires
conformément au paragraphe 1 de la présente régle doivent :

1 tenir compte des directives élaborées par 'Organisation;
2 informer 1'Organisation de leur intention d'établir des mesures supplémentaires au
moins 6 mois avant la date prévue de mise en ocuvre desdites mesures, sauf en cas

d'urgence ou d'épidémie. La notification doit indiquer :

A les coordonnées géographiques exactes des lieux ol ces mesures
supplémentaires s'appliquent;

2 la nécessité et la justification de I'application des mesures supplémentaires,
y compris, si possible, les avantages de ces mesures;

3 une description des mesures supplémentaires; et

4 tout arrangement éventuellement prévu pour faciliter le respect par les
navires des mesures supplémentaires;
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3 dans la mesure requise par le droit international coutumier, tel que défini dans la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, obtenir l'approbation de
'Organisation.

4 La ou les Parties qui introduisent de telles mesures supplémentaires doivent s'efforcer de

procurer, autant que possible, tous les services appropriés, lesquels peuvent comprendre, sans
toutefois s'y limiter, des avis aux navigateurs concernant les zones, les autres itinéraires ou ports
possibles, pour alléger la charge imposée au navire.

5 Les mesures supplémentaires adoptées par une ou plusieurs Parties ne doivent pas
compromettre la sécurité et la siireté du navire et ne doivent en aucun cas étre en conflit avec
toute autre convention a laquelle le navire serait soumis.

6 La ou les Parties qui introduisent des mesures supplémentaires peuvent renoncer a les
appliquer temporairement ou dans des circonstances particuliéres si elles le jugent approprié.

Reégle C-2
Avis concernant la prise d'eaux de ballast dans certaines zones et
mesures connexes que doivent prendre les Etats du pavillon

1 Une Partie doit s'efforcer de diffuser des avis aux navigateurs concernant les zones
relevant de leur juridiction dans lesquelles les navires ne devraient pas prendre d'eaux de ballast
en raison de conditions connues. La Partie doit préciser dans ces avis les coordonnées
géographiques exactes de la ou des zones susvisées et, si possible, I'emplacement d'une ou de
plusieurs autres zones convenant & la prise d'eaux de ballast. Des avis peuvent étre diffusés

concernant :
A les zones ot l'on sait qu'existent des éclosions, infestations ou populations
El
d'organismes aquatiques nuisibles ou d'agents pathogénes (par exemple,
proliférations d'algues toxiques) susceptibles d'avoir une incidence sur la prise ou
le rejet d'eaux de ballast;
2 les zones proches de points de rejet des eaux usées; ou
3 les zones ou l'action de chasse des marées est insuffisante, ou encore les périodes
pendant lesquelles on sait qu'un courant de marée cause une turbidité accrue.
2 Outre les avis diffusés aux navigateurs conformément aux dispositions du paragraphe 1,

une Partie doit notifier 4 I'Organisation et aux Etats cdtiers qui pourraient étre affectés toute zone
identifiée conformément au paragraphe 1, ainsi que la période durant laquelle l'avis restera
probablement valable. La notification adressée a 'Organisation et aux Etats cotiers qui pourraient
&tre affectés doit spécifier les coordonnées géographiques exactes de la zone ou des zones
susmentionnées et, si possible, indiquer 'emplacement d'une ou plusieurs autres zones convenant
a la prise d'eaux de ballast. L'avis doit indiquer aux navires qui ont besoin de prendre des eaux de
ballast dans la zone les autres dispositions prévues a cet égard. La Partie doit également informer
les gens de mer, I'Organisation et les Ftats ctiers qui pourraient étre affectés lorsqu'un avis
donné n'est plus applicable.
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Régle C-3
Communication de renseignements

L'Organisation doit diffuser, par tout moyen approprié, les renseignements qui lui sont
communiqués en vertu des régles C-1 et C-2.

SECTION D - NORMES APPLICABLES A LA GESTION DES EAUX DE BALLAST

Régle D-1
Norme de renouvellement des eaux de ballast

1 Les navires qui procédent au renouvellement des eaux de ballast conformément a la
présente régle doivent obtenir un renouvellement volumétrique effectif d'au moins 95 pour cent
des eaux de ballast.

2 Dans le cas des navires qui procédent au renouvellement des eaux de ballast par
pompage, le renouvellement par pompage de trois fois le volume de chaque citerne a ballast doit
étre corsidéré comme satisfaisant a la norme décrite au paragraphe 1. Le pompage de moins de
trois fois le wvolume peut étre accepté a condition que le navire puisse prouver qu'un
renouvellement volumétrique de 95 pour cent est obtenu.

Régle D-2
Norme de gualité des eaux de ballast

1 Les navires qui procédent a la gestion des eaux de ballast conformément a la présente
régle doivent rejeter moins de 10 organismes viables par métre cube d'une taille minimale égale
ou supérieure a 50 microns et moins de 10 organismes viables par millilitre d'une taille minimale
inférieure a 50 microns et d'une taille minimale égale ou supéricure a 10 microns; en outre, le
rejet des agents microbiens indicateurs ne doit pas dépasser les concentrations spécifiées au
paragraphe 2.

2 A titre de norme pour la santé humaine, les agents microbiens indicateurs comprennent
les agents suivants :

A Vibrio cholerae toxigéne (O1 et O139), moins de 1 unité formant colonie (ufc) par
100 millilitres ou moins de 1 ufc pour 1 gramme (masse humide) d'échantillons de
zooplancton;

2 Escherichia coli, moins de 250 ufc par 100 millilitres;

3 entérocoque intestinal, moins de 100 ufc par 100 millilitres.
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Régle D-3
Prescriptions relatives a l'approbation des systéemes de gestion des eaux de ballast

1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les systémes de gestion des eaux de ballast
utilisés pour satisfaire 4 la Convention doivent &tre approuvés par 1'Administration compte tenu
des directives élaborées par I'Organisation.

2 Les systémes de gestion des eaux de ballast qui utilisent des substances actives ou des
préparations contenant une ou plusieurs substances actives pour satisfaire a la présente
Convention doivent &tre approuvés par I'Organisation, sur la base d'une procédure élaborée par
I'Organisation. Cette procédure doit décrire I'approbation et l'annulation de l'approbation des
substances actives et la maniére dont il est proposé de les appliquer. A compter du retrait de
I'approbation, l'utilisation de la ou des substances actives concernées doit &tre interdite dans
I'année qui suit ce retrait.

3 Les systémes de gestion des eaux de ballast utilisés pour satisfaire a la Convention
doivent étre sans danger pour le navire, son armement et I'équipage.

Régle D-4
Prototypes de technologies de traitement des eaux de ballast

1 Si, avant la date a laquelle la norme de la régle D-2 lui serait normalement applicable, un
navire participe a un programme approuvé par I'Administration pour mettre a l'essai et évaluer
une technologie prometteuse de traitement des eaux de ballast, la norme de la régle D-2 ne
s'applique pas a ce navire avant un délai de cinq ans a compter de la date a laquelle il serait
normalement tenu de la respecter.

2 Si, aprés la date a laquelle la norme de la régle 32 lui devient applicable, un navire
participe a un programme approuvé par ' Administration compte tenu des directives élaborées par
'Organisation, pour mettre 4 l'essai et évaluer une technologie prometteuse en matiére d'eaux de
ballast qui pourrait déboucher sur une technologie de traitement permettant de satisfaire a une
norme supérieure a celle de la régle D2, 1a norme de la régle D-2 ne lui est plus applicable cing
ans apres la date a laquelle il est équipé de cette technologie.

3 Lorsqu'elles établissent et exécutent un programme quelconque de mise a l'essai et
d'évaluation de technologies prometteuses de traitement des eaux de ballast, les Parties doivent :

1 tenir compte des directives élaborées par I'Organisation, et

2 ne faire participer que le minimum de navires nécessaire pour mettre efficacement
a l'essai ces technologies.

4 Pendant toute la période d'essai et d'évaluation, le systéme de traitement doit &tre exploité
réguliérement et de la fagon prévue.
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Régle D-5
Examen des normes par ['Organisation

1 Lors d'une réunion du Comité qui a lieu au plus tard trois ans avant la date la plus proche
a laquelle la norme de la régle D-2 prendra effet, le Comité entreprend un examen pour
déterminer s'il existe des technologies permettant de satisfaire a ladite norme, évaluer les critéres
énoncés au paragraphe 2 et analyser les effets socio-économiques compte tenu en particulier des
besoins des pays en développement, et notamment ceux des petits Ftats insulaires en
développement. Le Comité doit également entreprendre des examens périodiques, selon les
besoins, des prescriptions applicables aux navires visés a la régle B 3.1 ainsi que de tout autre
aspect de la gestion des eaux de ballast traité dans la présente Annexe, vy compris les directives
élaborées par I'Organisation.

2 Les examens en question des technologies appropriées doivent également tenir compte :

A des considérations liées a la sécurité du navire et de I'équipage;

2 de leur acceptabilité sur le plan écologique, cest-a-dire qu'elles ne doivent pas
avoir davantage d'impacts sur l'environnement que ceux qu'elles permettent
d'éviter;

3 de leur aspect pratique, c'est-a-dire leur compatibilité avec la conception et

l'exploitation du navire;
4 de leur rapport cotit-efficacité, c'est-a-dire leur caractére économique; et

S de leur efficacité sur le plan biologique au sens ou elles permettent d'éliminer ou
de rendre non viables les organismes aquatiques nuisibles et les agents pathogénes
présents dans les eaux de ballast.

3 Le Comité peut constituer un ou plusieurs groupes chargés de procéder a I'examen ou aux
examens visés au paragraphe 1. Le Comité arréte la composition et le mandat de tels groupes,
ainsi que les questions précises qui leurs sont confiées. Ces groupes peuvent élaborer et
recommander des propositions d'amendement a la présente Annexe pour examen par les Parties.
Seules les Parties peuvent participer a la formulation de recommandations et aux décisions prises
par le Comité a I'égard des amendements.

4 Si, sur la base des examens visés dans la présente régle, les Parties décident d'adopter des
amendements a la présente Annexe, ces amendements sont adoptés et entrent en vigueur
conformément aux procédures prévues a l'article 19 de la présente Convention.
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SECTION E - PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE VISITES ET DE DELIVRANCE
DES CERTIFICATS AUX FINS DE LA GESTION DES EAUX DE BALLAST

Régle E-1
Visites

1 Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure a 400 auxquels s'applique la
Convention, a l'exception des plates- formes flottantes, des FSU et des FPSO, doivent &tre soumis
aux visites spécifiées crapres :

A

Une visite initiale avant la mise en service du navire ou avant que le certificat
prescrit en vertu de la régle F-2 ou E-3 ne lui soit délivré pour la premiére fois.
Cette visite doit permettre de vérifier que le plan de gestion des eaux de ballast
prescrit par la régle B-1 et la structure, l'équipement, les systémes, les
installations, les aménagements et les matériaux ou procédés associés satisfont
pleinement aux prescriptions de la présente Convention.

Une visite de renouvellement effectuée aux intervalles spécifiés par
I' Administration, mais n'excédant pas cinq ans, sous réserve des dispositions de la
régle E-5.2, 5.5, E-5.6 ou E5.7. Cette visite doit permetire de vérifier que le
plan de gestion des eaux de ballast prescrit par la régle B-1 et la structure,
I'équipement, les systémes, les installations, les aménagements et les matériaux ou
procédés associés satisfont pleinement aux prescriptions applicables de la présente
Convention.

Une visite intermédiaire effectuée dans un délai de trois mois avant ou aprés la
deuxiéme date anniversaire du certificat, ou dans un délai de trois mois avant ou
aprés la troisiéme date anniversaire du certificat qui remplace l'une des visites
annuelles prévues au paragraphe 1.4. La visite intermédiaire doit permettre de
s'assurer que I'équipement et les systémes et procédés associés de gestion des eaux
de ballast satisfont pleinement aux prescriptions applicables de la présente Annexe
et sont en bon é&tat de fonctionnement. Ces visites intermédiaires doivent é&tre
portées sur le certificat délivré en vertu de la régle F-2 ou E-3.

Une visite annuelle effectuée dans un délai de trois mois avant ou apres chaque
date anniversaire, qui comprend une inspection générale de la structure, de
I'équipement, des systémes, des installations, des aménagements et des matériaux
ou procédés associés au plan de gestion des eaux de ballast prescrit par la
régle B-1, afin de s'assurer qu'ils ont été maintenus dans les conditions prévues au
paragraphe 9 et restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné.
Ces visites annuelles doivent étre portées sur le certificat délivré en vertu de la
régle E-2 ou E-3.

Une visite supplémentaire, générale ou particlle selon le cas, qui doit &tre
effectuée a la suite d'un changement, d'un remplacement ou d'une réparation
importante de la structure, de 1'équipement, des systémes, des installations, des
aménagements et des matériaux, nécessaire pour assurer la pleine conformité avec
la présente Convention. Cette visite doit permettre de s'assurer que tout
changement, remplacement ou toute réparation importante a été réellement
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effectuée de telle sorte que le navire satisfait aux prescriptions de la présente

Convention. Ces visites doivent &tre portées sur le certificat délivré en vertu de la
régle E-2 ou E-3.

2 Dans le cas des navires qui ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1,
I' Administration détermine les mesures & prendre pour s'assurer que les dispositions applicables
de la présente Convention sont respectées.

3 Les visites de navires aux fins de l'application des dispositions de la présente Convention
doivent étre effectuces par des agents de ' Administration. I.' Administration peut toutefois confier
les visites soit a des inspecteurs désignés a cet effet, soit a des organismes reconnus par elle.

4 Toute Administration qui désigne des inspecteurs ou des organismes reconnus pour
effectuer les visites prévues au paragraphe 3 doit au moins habiliter ces inspecteurs ou
organismes reconnus” a :

A exiger qu'un navire soumis a une visite satisfasse aux dispositions de la présente
Convention; et

2 effectuer des visites et des inspections a la requéte des autorités compétentes d'un
Etat du port qui est Partie.

5 L’ Administration doit notifier a I'Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux
inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de leur habilitation afin qu'elle
les diffuse aux Parties pour l'information de lews agents.

6 Lorsque 1'Administration, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que
la gestion des eaux de ballast du navire ne correspond pas aux indications du certificat preserit en
vertu de la régle E2 ou E3 ou est telle que le navire n'est pas apte a prendre la mer sans
présenter de menace pour l'environnement, la santé humaine, les biens ou les ressources, cet
inspecteur ou organisme doit veiller immédiatement a ce que des mesures correctives soient
prises pour rendre le navire conforme. Un inspecteur ou organisme doit &tre informé
immédiatement et faire en sorte que le certificat ne soit pas délivré ou soit retiré, selon le cas. Si
le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, les autorités compétentes de I'Etat du port
doivent &tre informées immédiatement. Lorsqu'un agent de I'Administration, un inspecteur
désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de I'Etat du port, le
gouvernement de 1'Etat du port intéressé doit fournir a l'agent, 4 l'inspecteur ou a l'organisme en
question toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu
de la présente régle, et notamment de prendre les mesures décrites a l'article 9.

7 Lorsqu'un accident survenu a un navire ou un défaut constaté a bord compromet
fondamentalement 1'aptitude du navire a procéder a la gestion des eaux de ballast conformément
a la présente Convention, le propriétaire, l'exploitant ou toute autre personne ayant la charge du
navire doit faire rapport dés que possible a I'Administration, a l'organisme reconnu ou a
I'inspecteur désigné chargé de délivrer le certificat pertinent, lequel doit faire entreprendre une

enquéte afin de déterminer s'il est nécessaire de procéder a une visite conformément au

Se reporter aux Directives que [’Organisation a adoptées par la résolution A.739(18), telles qu’elles
pourraient étre modifiées par I’Orgamisation et aux spécifications que 1’Organisation a aloptées par la
résolution A.789(19), telles qu”elles pourraient étre modifiées par I’Orgamisation.
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paragraphe 1. Si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, le propriétaire, 1'exploitant ou
toute autre personne ayant la charge du navire doit également faire rapport immédiatement aux
autorités compétentes de 1'Etat du port et I'inspecteur désigné ou l'organisme reconnu doit
s'assurer qu'un tel rapport a bien été fait.

8 Dans tous les cas, I'Administration intéressée se porte pleinement garante de l'exécution
compléte et de I'efficacité de la visite et s'engage a prendre les mesures nécessaires pour satisfaire
a cette obligation

9 [’état du navire et de son équipement, de ses systémes et de ses procédés doit étre
maintenu conformément aux dispositions de la présente Convention de maniére que le navire
demeure 4 tous égards apte a prendre la mer sans présenter de menace pour I'environmement, la
santé humaine, les biens ou les ressources.

10 Aprés l'une quelconque des visites prévues au paragraphe 1, aucun changement autre
qu'un simple remplacement du matériel et des installations ne doit &tre apporté a la structure, a
I'équipement, aux installations, aux aménagements ou aux matériaux associés au plan de gestion
des eaux de ballast prescrit par la régle B-1 et ayant fait I'objet de la visite, sauf autorisation de
I' Administration.

Régle E-2
Deélivrance d'un certificat ou apposition d'un visa

1 L'Administration doit veiller a ce qu'un certificat soit délivré 4 un navire auquel s'applique
la régle E1, aprés lachévement satisfaisant dune visite effectuée conformément a ladite régle.
Un certificat délivré sous l'autorité d'une Partie a la présente Convention doit étre accepté par les
autres Parties et considéré, a toutes les fins visées par la présente Convention, comme ayant la
méme validité qu'un certificat délivré par elles.

2 Les certificats doivent &tre délivrés ou visés soit par I'Administration, soit par tout agent
ou organisme diment autorisé par elle. Dans tous les cas, "Administration assume l'enti¢re
responsabilité du certificat.

Régle E-3
Délivrance d'un certificat ou apposition d'un visa par une autre Partie

1 Une autre Partie peut, a la requéte de I'Administration, faire visiter un navire et, si elle
estime quiil satisfait aux dispositions de la présente Convention, elle lui délivre un certificat ou en
autorise la délivrance et, le cas échéant, appose un visa ou autorise lapposition d'un visa sur le
certificat dont est muni le navire, conformément a la présente Annexe.

2 Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent &tre adressées dés que
possible a I'Administration qui a fait la requéte.
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3 Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration établissant qu'il a été délivré a la
requéte de 1'Administration; il a la méme valeur et doit étre accepté dans les mémes conditions
qu'un certificat délivré par I' Administration

4 Il ne doit pas &tre délivré de certificat 4 un navire qui est autorisé a battre le pavillon d'un
Etat qui n'est pas Partie.

Régle E-4
Modeéle du certificat

Le certificat doit &tre établi dans la langue officielle de la Partie qui le délivre, selon le modele
qui figure a l'appendice I Si la langue utilisée n'est ni 1'anglais, ni l'espagnol, ni le frangais, le
texte doit comprendre une traduction dans l'une de ces langues.

Régle E-5
Durée et validité du certificat

1 Le certificat doit étre délivré pour une durée spécifiée par 1'Administration, qui ne doit
pas dépasser cinq ans.

2 Pour les visites de renouvellement :

1 Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1, lorsque la visite de renouvellement
est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du certificat
existant, le nouveau certificat est valable a compter de la date d'achévement de la
visite de renouvellement jusqu'a une date qui n'est pas postérieure de plus de cing
ans a la date d'expiration du certificat existant.

2 Lorsque la visite de renouvellement est achevée aprés la date d'expiration du
certificat existant, le nouveau certificat est valable a compter de la date
d'achévement de la visite de renouvellement jusqu'a une date qui n'est pas
postérieure de plus de cing ans a la date d'expiration du certificat existant.

3 Lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date
d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable a compter de la
date d'achévement de la visite de renouvellement jusqu'a une date qui n'est pas
postéricure de plus de cing ans a la date d'achévement de la visite de
renouvellement.

3 Si un certificat est délivré pour une durée inférieure a cinq ans, 'Administration peut
proroger la validité dudit certificat awdela de la date d'expiration jusqu'a concurrence de la
période maximale prévue au paragraphe 1, a condition que les visites spécifiées a la
régle E-1.1.3, qui doivent avoir lieu lorsqu'un certificat est délivré pour cing ans, soient
effectuées selon que de besoin.
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4 Si, aprés une visite de renouvellement, un nouveau certificat ne peut pas étre délivré ou
remis au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la personne ou l'organisme
autorisé par I' Administration peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit &tre
accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne peut pas dépasser cinq mois a compter
de la date d'expiration.

5 Si, a la date d'expiration du certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il
doit subir une visite, I'Administration peut proroger la validité de ce certificat. Toutefois, une
telle prorogation ne doit étre accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le
port dans lequel il doit &tre visité et ce, uniquement dans le cas ou cette mesure semble opportune
et raisonnable. Aucun certificat ne doit étre ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois
et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette
prorogation, aprés son arrivée dans le port dans lequel il doit &tre visité, d'en repartir sans avoir
obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau
certificat est valable pour une période n'excédant pas cinq ans a compter de la date d'expiration
du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.

6 Un certificat délivré a un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé
conformément aux dispositions précédentes de la présente reégle, peut &tre prorogé par
I' Administration pour une période de grace ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration
indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat
est valable pour une période n'excédant pas cing ans a compter de la date d'expiration du
certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.

7 Dans certains cas particuliers, tels quarrétés par 1'Administration, il n'est pas nécessaire
que la validité du nouveau certificat commence a la date d'expiration du certificat existant
conformément aux prescriptions du paragraphe 2.2, 5 ou 6 de la présente régle. Dans ces cas
particuliers, le nouveau certificat est valable pour une période n'excédant pas cing ans a compter
de la date d'achévement de la visite de renouvellement.

8 Lorsqu'une visite annuelle est effectuée dans un délai inférieur a celui qui est spécifié a la
régle E-1 :
1 la date anniversaire figurant sur le certificat est remplacée au moyen d'un visa par

une date qui ne doit pas étre postérieure de plus de trois mois a la date a laquelle la
visite a été achevée;

2 la visite annuelle ou intermédiaire suivante prescrite a la régle E-1 doit étre
achevée aux intervalles stipulés par cette régle, calculés a partir de la nouvelle
date anniversaire;

3 la date d'expiration peut demeurer inchangée a condition qu'une ou plusieurs
visites annuelles, selon le cas, soient effectuées de telle sorte que les intervalles
maximaux entre visites prescrits par la régle E-1 ne soient pas dépassés.
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9 Un certificat délivré en vertu de la régle E-2 ou E-3 cesse d'étre valable dans l'un
quelconque des cas suivants :
1 si la structure, ¥quipement, les systémes, les installations, les aménagements et

les matériaux nécessaires pour satisfaire pleinement a la présente Convention ont
fait I'objet d'un changement, d'un remplacement ou d'une réparation importante et
si un visa n'a pas ¢té apposé sur le certificat conformément 4 la présente Annexe;

2 si un navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit
étre délivré que si la Partie délivrant le nouveau certificat a la certitude que le
navire satisfait aux prescriptions de la régle E-1. Dans le cas d'un transfert de
pavillon entre Parties, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois a
compter du transfert, la Partie dont le navire était autorisé précédemment a battre
le pavillon adresse dés que possible a I'Administration des copies du certificat
dont le navire était muni avant le transfert, ainsi que des copies des mapports de
visite, le cas échéant;

3 si les visites pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés a la
régle E-1.1; ou

4 si le visa prévu a la régle E-1.1 n'a pas été apposé sur le certificat.
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APPENDICE 1

MODELE DE CERTIFICAT INTERNATIONAL DE GESTION DES
EAUX DE BALLAST

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE GESTION DES EAUX DE BALLAST

Délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale pour le contrdle et la gestion
des eaux de ballast et sédiments des navires (ctaprés dénommée "la Convention") sous l'autorité
du Gouvernement

(Titre officiel complet de la personne compétente ou
de l'organisme autorisé en vertu des
dispositions de la Convention )

L 1
Caractéristiques di navire

Nom du navire

Numéro ou lettres distinctifs

Port d'1mmatriculation ..........ooii it

Jauge Drule ..o e

Numéro OMP

Date de construction

Capacité en eaux de ballast (en meétres cubes)
Renseignements sur la(les) méthode(s) utilisée(s) pour procéder a la gestion des eaux de ballast
Meéthode utilisée pour procéder a la gestion des eaux de ballast............coooooi i,
Date d'mstallation ('] ¥ @ et ..o oooer e e e
Nom du fabricant (s'il y alieu)... ...

Les caractéristiques du navire peuvent aussi étre présentées horizontalement dans des cases.

Systéme de numéros OMI d'identification des navires que [|'Organisation a adopté par la
résolution A 600(15).
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La(les) principale(s) méthode(s) utilisée(s) pour procéder a la gestion des eaux de ballast 4 bord
du présent navire est(sont) :

O conforme(s) a la regle D-1

O conforme(s) a la regle D-2
QI T = o =T T o T

O le navire est soumis a la régle D-4
IL EST CERTIFIE :
1 que le navire a été visité conformément a la régle F-1 de ' Annexe de la Convention; et
2 qu'a la suite cette visite, il a été constaté que la gestion des eaux de ballast a bord du
navire satisfaisait aux dispositions de I Annexe de la Convention.
Le présent certificat est valable jusqu'au ...l sous réserve des visites
prévues a larégle F-1 de I'Annexe de la Convention.
Date d'achévement de la visite sur la base de laquelle le présent certificat est délivré :

jour/mois/année

DIBIIVIE A oo et et e eeeas
(Lieu de délivrance du certificat)

(Date de délivrance) (Signature de l'agent autorisé qui délivre le
certificat)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
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ATTESTATION DE VISITE(S) ANNUELLE(S) ET INTERMEDIAIRE(S)

IL EST CERTIFIE que, lors d'une visite prescrite par la régle E-1 de I'Annexe de la Convention,
il a été constaté que le navire satisfaisait aux dispositions pertinentes de la Convention.

Visite annuelle : S &

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle/intermédiaire” : BN &

{Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle/intermédiaire® : SIENE 1

Visite annuelle : S &

{Cachet ou tampon, selon le cas, de l'antorité)

Rayer les mentions mutiles.
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VISITE ANNUELLE/INTERMEDIAIRE EFFECTUEE
CONFORMEMENT A LA REGLE E5.8.3

I est certifié que, lors d'une visite annue lle/intermédiaire” effectuée conformément 2 la
régle E-5.8.3 de I'Annexe de la Convention, il a &té constaté que le navire satisfaisait aux

dispositions pertinentes de la Convention.

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

VISA DE PROROGATION DU CERTIFICAT S'IL EST VALABLE POUR UNE DUREE
INFERIEURE A 5 ANS, EN CAS D'APPLICATION DE LA REGLE E5.3

Le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la Convention et le présent certificat,
conformément a la régle E-5.3 de 1'Annexe de la Convention, est accepté comme valable

JUSQU'AT co e

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

VISA APPOSE APRES ACHEVEMENT DE LA VISITE DE RENOUVELLEMENT, EN
CAS D'APPLICATION DE LA REGLE E-5.4

Le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la Convention et le présent certificat,
conformément a la régle E-5.4 de I'Annexe de la Convention, est accepté comme valable

JUSQU'AT ..

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Rayer les mentions mutiles.
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VISA DE PROROGATION DE LA VALIDITE DU CERTIFICAT JUSQU'A CE QUE LE
NAVIRE ARRIVE DANS LE PORT DE VISITE OU POUR UNE PERIODE DE GRACE,
EN CAS D'APPLICATION DE LA REGLE E-5.5 OU E-5.6

Le présent certificat, conformément a la régle E-5.5 ou E5.6" de ' Annexe de la Convention, est

accepté comme valable jusqu'au .................. ...

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

VISA POUR L'AVANCEMENT DE LA DATE ANNIVERSAIRE, EN CAS
D'APPLICATION DE LA REGLE E-5.8

Conformément a la régle I£35.8 de I'Annexe de la Convention, la nouvelle date anniversaire est

fixéeau ................

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'antorité)

Conformément a la régle E5.8 de I'Annexe de la Convention, la nouvelle date anniversaire est

fixéeau................

{Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Rayer les mentions mutiles.
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APPENDICE II

MODELE DE REGISTRE DES EAUX DE BALLAST

CONVENTION INTERNATIONALE POUR LE CONTROLE ET LA GESTION
DES EAUX DE BALLAST ET SEDIMENTS DES NAVIRES

Période allant du : ............. AU e
NOM QU NAVITE ...eeivi it eb e e en e
NUMEro OMI ... e e e
JAUZE DIULE ..o
PaVIILON ©.vii it e e
Capacité totale en eaux de ballast (en métres cubes)...........cccooovviiineienns

Le navire est muni d'un plan de gestion des eaux de ballast O

Schéma du navire indiquant les citernes a ballast :

1 Introduction

Conformément a la régle B2 de I'Annexe de la Convention internationale pour le contrdle et la
gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, il doit étre tenu un registre dans lequel est
consignée chaque opération concernant les eaux de ballast, y compris les rejets effectués en mer
et dans des installations de réception.

2 Eaux de ballast et gestion des eaux de ballast

L'expression "eaux de ballast" désigne les eaux et les matiéres en suspension chargées a bord
d'un navire pour contrdler l'assiette, la gite, le tirant d'eau, la stabilité ou les contraintes. La
gestion des eaux de ballast doit étre conforme a un plan approuvé de gestion des eaux de ballast
et tenir compte des Directives® élaborées par I0rganisation).

3 Mentions portées sur le registre des eaux de ballast

Des mentions doivent étre portées sur le registre des eaux de ballast a chacune des occasions
suivantes :

31 Lorsque le navire prend de I'eau de ballast :

A Date, heure et lieu, port ou installation, de la prise de ballast (port ou
latitude/longitude), profondeur si en dehors du port

Il convient de se reporter aux Directives relatives au contrdle et 4 la gestion des eaux de ballast des navires
en vue de réduire au mmimum le transfert d’organismes aquatiques nuisibles et d’agents pathogénes que
I’Organisation a adoptées par la résolution A.868(20).
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2 Estimation du volume de ballast pris a bord, en métres cubes
3 Signature de I'officier chargé de l'opération

3.2 Chaque fois que de l'eau de ballast est mise en circulation ou traitée aux fins de la gestion
des caux de ballast :

1 Date et heure de lopération

2 Estimation duvolume mis en circulation ou traité (en métres cubes)

3 L'opération at-elle été menée conformément au plan de gestion des eaux de
ballast ?

4 Signature de l'officier chargé de lopération
33 Lorsque l'eau de ballast est rejetée a la mer :
A Date, heure et lieu, port ou installation, du rejet (port ou latitude/longitude)

2 Estimation du volume de ballast rejeté, en métres cubes, et du volume restant, en
meétres cubes

3 Le plan approuvé de gestion des eaux de ballast a-t-il été mis en oeuvre avant le
rejet 7

4 Signature de l'officier chargé de I'opération
3.4  Lorsque de I'eau de ballast est rejetée dans une installation de réception :
1 Date, heure et lieu de la prise de ballast

2 Date, heure et lieu du rejet de ballast

3 Port ou installation

4 Estimation du volume de ballast rejeté ou pris en métres cubes

5 Le plan approuvé de gestion des eaux de ballast a-t-il été mis en oeuvre avant le
rejet ?

.6 Signature de I'officier chargé de l'opération
3.5 Rejet accidentel ou autre prise ou rejet exceptionnel d'eau de ballast
A Date et heure a laquelle le rejet ou la prise de ballast s'est produit

2 Port ou position du navire au moment du rejet ou de la prise de ballast
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3 Estimation du volume de ballast rejeté
4 Circonstances de la prise, du rejet, de la fuite ou de la perte de ballast, cause et
observations générales
5 Le plan approuvé de gestion des eaux de ballast a-t-il été mis en oeuvre avant le

rejet ?
6 Signature de 'officier chargé de l'opération
3.6 Procédures d'exploitation supplémentaires et observations générales
4 Volume d'eaun de ballast
Le volume d'eau de ballast a bord du navire devrait étre estimé en métres cubes. Le registre des

eaux de ballast se référe a maintes reprises a lestimation du volume d'eau de ballast. 11 est
reconnu que la précision avec laquelle les volumes sont estimés est sujette a interprétation.

REGISTRE DES OPERATIONS CONCERNANT LES FAUX DE BALLAST
EXEMPLE DE PAGE DU REGISTRE DES EAUX DE BALLAST
NOIM AU DAVITE & oo et

Numeéro ou lettres distinctifs ..o

Date Rubrique | Opération/signature de l'officier responsable
(numéro)

Signature du capitaine : ...
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DOCUMENT JOINT

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA CONFERENCE

RESOLUTION 1

TRAVAUX FUTURS DE L'ORGANISATION CONCERNANT LA CONVENTION
INTERNATIONALE POUR LE CONTROLE ET LA GESTION
DES EAUX DE BALLAST ET SEDIMENTS DES NAVIRES

LA CONFERENCE,

AYANT ADOPTE la Convention internationale pour le contréle et la gestion des eaux de
ballast et sédiments des navires (ctaprés dénommeée "la Convention"),

NOTANT que les articles 5 et 9 et les régles A-4, A-5, B-1, B3, B-4, B5, C-1, D3 et
D-4 de I'Annexe de la Convention renvoient aux directives ou procédures qui doivent étre
élaborées par 1'Organisation et qui doivent porter sur des questions spécifiques indiquées dans ces
articles et régles,

RECONNAISSANT qu'il est nécessaire d'élaborer les directives en question afin de
garantir l'application uniforme a I'échelle mondiale des prescriptions pertinentes de la
Convention,

INVITE 1'Organisation a élaborer de toute urgence :

1 des directives pour les installations de réception des sédiments en vertu de
l'article 5 et de la régle B-5;

2 des directives pour I'échantillonnage des eaux de ballast en vertu de l'article 9;
3 des directives sur le respect de conditions équivalentes pour la gestion des eaux de

ballast a l'intention des bateaux de plaisance et des engins de recherche et de
sauvetage en vertu de larégle A-35;

4 des directives sur le plan de gestion des eaux de ballast en vertu de la régle B-1;

5 des directives pour les installations de réception des eaux de ballast en vertu de la
régle B-3;

6 des directives pour le renouvellement des eaux de ballast en vertu de la régle B-4;

T des directives concernant les mesures supplémentaires prises en vertu de la

régle C-1 et I'évaluation des risques en vertu de la régle A-4;
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.8 des directives pour l'approbation des systémes de gestion des caux de ballast en
vertu de larégle D-3.1;
.9 procédure d'approbation des substances actives en vertu de la régle D-3.2; et

10 des directives concernant les prototypes de technologies de traitement des eaux de
ballast en vertu de la régle D-4,

et a les adopter le plus t6t possible et, en tout cas, avant I'entrée en vigueur de la Convention afin
de faciliter I'application uniforme a I'échelle mondiale de la présente Convention.
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RESOLUTION 2

UTILISATION D'OUTILS DECISIONNELS POUR L'EXAMEN DES NORMES
EN APPLICATION DE LA REGLE D-5

LA CONFERENCE,

AYANT ADOPTE la Convention internationale pour le contréle et la gestion des eaux de
ballast et sédiments des navires (ci-aprés dénommée "la Convention "),

NOTANT que la régle D-5 de la Convention exige que lors d'une réunion qu'il tiendra au
plus tard trois ans avant la date la plus proche a laquelle 1a norme de la régle D-2 prendra effet, le
Comité entreprenne un examen visant a déterminer s'il existe des technologies permettant de
satisfaire a ladite norme, a évaluer les critéres énoncés au paragraphe 2 de la régle D-5 et a
analyser les effets socio-économiques eu égard, en particulier, aux besoins des pays en
développement et notamment des petits Etats insulaires en développement,

RECONNAISSANT que des outils décisionnels sont utiles pour procéder a des
évaluations complexes,

RECOMMANDE que I'Organisation utilise des outils décisionnels appropriés pour
procéder a I'examen des normes conformément a la régle D-5 de la Convention; et

INVITE les Etats Membres a fournir des avis a 'Organisation sur les outils décisionnels
utiles et fiables qui pourraient I'aider a procéder a cet examen.
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RESOLUTION 3

PROMOTION DE LA COOPERATION ET DE L'ASSISTANCE TECHNIQUES

LA CONFERENCE,

AYANT ADOPTE la Convention internationale pour le controle et la gestion des eaux de
ballast et sédiments des navires (ctaprés dénommée "la Convention™),

CONSCIENTE du fait que les Parties a la Convention seront appelées a donner
pleinement et entiérement effet a ses dispositions de maniére a prévenir, réduire au minimum et
finalement, éliminer le transfert d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogenes au
moyen du contrdle et de la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires,

NOTANT qu'en vertu des articles 13.1 et 13.2 de la Convention, les Parties sont tenues
notamment de fournir un appui aux Parties qui demandent une assistance technique pour &
controle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires,

RECONNAISSANT la valeur des activités de coopération technique menées dans le
cadre d'un partenariat avec les pays en développement sur les questions relatives a la gestion des
eaux de ballast en vertu du Programme mondial FEM/PNUD/OMI sur la gestion des eaux de
ballast (Programme GloBallast) depuis 2000,

CONVAINCUE que la promotion de la coopération technique permettra d'accélérer
'acceptation, I'interprétation uniforme et I'application de la Convention par les Etats,

NOTANT AVEC SATISFACTION que, par l'adoption de la résolution A.901(21),
' Assemblée de I'Organisation maritime internationale (OMI) :

a) a affirmé que les travaux de I'OMI visant a élaborer des normes maritimes
mondiales et a fournir une coopération technique en vue de garantir leur mise en
ceuvre et leur application efficaces peuvent contribuer et contribuent véritablement
au développement durable; et

b) a décidé que la mission de I'OMI, en ce qui concerne la coopération technique
dans les années 2000, doit &tre d'aider les pays en développement a renforcer leur
capacité a satisfaire aux régles et normes internationales relatives a la sécurité
maritime ainsi qu'a la prévention de la pollution des mers et a la lutte contre
celle-ci, en donnant la priorité aux programmes d'assistance technique axés sur la
mise en valeur des ressources humaines, en particulier par le biais de la formation,
et le renforcement des capacités institutionnelles,
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1. PRIE les Ftats Membres, en coopération avee I'OMI, d'autres Etats et organismes
internationaux intéressés, les organisations intemationales ou régionales compétentes et les
programmes de l'industrie, d'encourager et de fournir directement, ou par l'intermédiaire de
'OML, un appui aux Etats qui sollicitent une assistance technique pour :

a) évaluer les incidences de la ratification, I'acceptation, l'approbation de la
Convention ou de l'adhésion & celle-ci, ainsi que de sa mise en ceuvre et de son
application;

b) mettre au point la législation nationale et les modalités institutionnelles pour

donner effet a la Convention;

c) former le personnel scientifique et technique a la recherche, la surveillance et la
mise en application (par exemple, évaluation des risques liés aux eaux de ballast,
études sur les espéces marines envahissantes, surveillance et systémes d'alerte
rapide, échantillonnage et analyse des eaux de ballast), y compris, le cas échéant,
fournir le matériel et les installations nécessaires en vue de renforcer les capacités
nationales;

d) échanger des renseignements et des services de coopération technique en vue de
réduire au minimum les risques pour I'environnement et la santé humaine dus au
transfert d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogénes, au moyen du
contréle et de la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires;

e) encourager la recherche-développement sur les méthodes améliorées de gestion et
de traitement des eaux de ballast; et

) établir des prescriptions spéciales dans certaines zones conformément a la
section C des regles de la Convention;

2. PRIE EN OUTRE les agences et organismes internationaux d'aide au développement
d'apporter leur appui, notamment en fournissant les ressources nécessaires, aux programmes de
coopération technique dans le domaine du contrle et de la gestion des eaux de ballast d'une
maniére qui soit compatible avec les dispositions de la Convention;

3. INVITE le Comité de la coopération technique de I'OMI a continuer a prévoir des
activités pour le renforcement des capacités en matiére de contrle et de gestion des eaux de
ballast et sédiments des navires, dans le cadre du Programme intégré de coopération technique de
'Organisation, afin d'appuyer la mise en oeuvre et l'application effectives de la Convention par
les pays en développement; et

4. PRIE INSTAMMENT tous les Etats d'entreprendre une action répondant aux mesures de
coopération technique susmentionnées sans attendre l'entrée en vigueur de la Convention.
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RESOLUTION 4

EXAMEN DE L'ANNEXE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LE
CONTROLE ET LA GESTION DES EAUX DE BALLAST
ET SEDIMENTS DES NAVIRES

LA CONFERENCE,

AYANT ADOPTE la Convention internationale pour le controle et la gestion des eaux de
ballast et sédiments des navires (la Convention),

RECONNAISSANT qu'il faudra peut-étre envisager de revoir I'Annexe de la Convention
et en particulier, sans toutefois s'y limiter, les régles A-4, A-5, B-1, B-3, B-4, C-1, D-1, D-2, D-3
et D-5, avant l'entrée en vigueur de la Convention, par exemple si des obstacles semblent
entraver cette entrée en vigueur ou afin de passer en revue les normes décrites dans la régle D-2
de ' Annexe de la Convention,

RECOMMANDE que le Comité de la protection du milieu marin examine les régles de
I'Annexe de la Convention lorsqu'il le jugera nécessaire, mais au plus tard trois ans avant la date
la plus proche a laquelle les normes décrites dans la régle D2 de I'Annexe de la Convention
prendront effet, a savoir 2006.
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MEXKIYHAPOJHAA KOOHBEHNIHA O KOHTPOJIE CYJOBbBIX
BAJVIACTHBIX BOJI H OCAJIKOB H YIIPABJIEHUH HUMH 2004 I'OJA

CTOPOHBI HACTOSIIEII KOHBEHIIHH,

CCBLJAYCDH na nyakr 1 crater 196 Kousenumu Oprannzanun O0beauneHHelx Hamui no
Mopckomy mpaBy (IOHKJIOC) 1982 ropa, koTopblii HpeaycMaTpHBAaeT, 4TO "TOCyAapcTBa
IPHHAMAIOT BCE Mepbl, HeoOXoHUMBIC [UIs MPeJOTBPAMICHHS, COKPAIISHHSI U COXPAHCHHS MO
KOHTPOJIEM 3arpsI3HEHHA MOPCKOH cpe/ibl B pe3yJIbTaTe TAKOTO UCIIOJIE30BAHHS TEXHOJIOTHH IT0/] HX
OpPHUCAHKITUCH HAM KOHTpoJIeM MHOO TaKoro IpeJHaMepeHHOTO HITH CIydalfHOTO BBECHHS BHAOR
OPTaHH3MOB, YY:K/IbIX HIIM HOBBIX U KaKOH-IMOO KOHKPeTHOH 4aCTH MOPCKOH cpesibl, KOTOpbIS
MOIYT BbI3BAaTh B HEH 3HAUMTE/IbHbIE U BPE/IHbIE H3MEHEHUS",

OTMEYAA nenu Konpeniuu o duoioraueckom pasnoobpazuu (KEP) 1992 roya v tot dhakr, uto
TepeHoC W BREJGHHE PBpEJHBIX BOJMHBIX W TATOTEHHBIX OPTaHHIMOB TOCPEICTBOM CYJ/IOBBIX
Ga/UTaCTHBIX BOJT YTPOXKAKT COXpPaHCHHIO W YCTOHUHBOMY HCTOJIB30BAHHIO OHOJOTHUSCKOTO
pazHoOOpasms, a Takke oTmedas penrenne 1V/5 Kondepennun Cropon KEP 1998 roga (KC-4),
Kacarolieecss COXpaHSHHUs U YETOMIHBOTO HCIIOIB20BAHHA MOPCKHX M IPHOPEIKHBIX HKOCHCTEM, H,
kpome Toro, pemenne VI/23 Koudepenmuu Cropon KEP 2002 roga (KC-6) o uy:kepoHBIX BHAAX,
KOTOpEIC VIPOMKAIOT SKOCHCTeMAaM, MecTaM OOHTaHMA HIH BHAAM, BKITOUAS PYKOBOJAIIHNS
IIPHHIHANEI OTHOCHTEJIFHO HHBABHBHBIX BHIOB,

OTMEYAA TAJIEE, ato Kondepenuusa Opraamuzammu O0beauHeHHBIX Hanuii o okpyxaromei
cpene u pazpuruio (FOHCE/) 1992 rona npeosxuia MexayHapoTHOH MOPCKO#H OpraHH3aluH
(Opranuzalus) paccMOTPETh BOMPOC 0 MPHHATHH HAJISKANTHX TIpaRul cOpoca OaIacTHRIX BOJ,

YUHUTBIBAA npuaian NOpUHATHS Mep TpPeJOCTOPOKHOCTH, W3NoxkeHHBIH B IlpmHmume 15
Puo-ne-Kanetipokolt qekmapalliin o OKpY>KalOIMeH cpe/ie v pA3BHTHIO U YIIOMSIHYTHIH B Pe30THOIHA
MEPC.67(37), unpurarodl KomuTeToM 10 samMre MoOpcko#  cpeapl  OpraHuzanyif
15 cenrsidopst 1995 ropa,

TAKKE YUHUTBIBAS, uto BeeMupHBIA caMMHUT 1o ycrouuBomy pazputuio 2002 ropa B
nyukte 34 b) csoero Iliana BEITIONHEHUS] PSIICHHH MPU3BIBACT K JSHCTBHSIM HA BCEX YPOBHSIX C
MeNbE VCKOPHTE paspaboTKy Mep Mo PellleHHIo NpoOIeMEl HHBA3HH TyHKEePOTHBIX OPTAHH3IMOB,
BHEJIPAIOIHXCS B OAJUTACTHYIO BOJTY,

CO3HABAZ4, 9ro HeKOHTPOJIHPYEMEIH cOpoc ¢ Ccy0oB OaIacTHBIX BOJ H OCAJKOB TIPHBOIHT K
[IRPEHOCY BPeAHBIX BOJHEIX H IIATOT¢HHBIX OPIaHHURMOB, [IPHUHH Bpe)l WIH yInepd oKpyKarolme
cpede, 3I0POBLIO YeIOBeKA, HMYIISCTRY H pecypeaM,

IMPHU3HABAA BaxHOCTE, KOTOPYE OpranusaIiis IpUIaeT 3TOMY BOTIPOCY MOCPSTCTBOM MPHHATH
pesomtoruii AccambGrien — A.774(18) B 1993 rogy u A.868(20) B 1997 roxy — misi pelneHHS
poOIeMEI TIepeHoca BPe/THBIX BOJIHBIX H MATOTeHHBIX OPTaHHU3MOB,

IMPU3OABAA NAJIEE, uro HeKOTOpELE TOCYAPCTRA IPeANPHHAMAIOT 0JHOCTOPOHHHE ACHCTBHA
C TIeJIbIO TIpeJOTBPAIEHH, CBeJIeHHS K MHHAMYMY W OKOHYaTeJILHOTO YCTpaHSHHUS OMACHOCTH
BBeJICHHsSI BPEJIHBIX BOJHBIX M MATOTCHHBIX OPTAHH3MOB MOCPEJCTROM CYJOB, 3aXOJANIMX B HX
MOPTHI, a TakKe TO, UTO HTOT BoTpoc, OyAyuH BeemupHo# mpodiemoil, TpeOyeT AcHCTBHMH,
OCHOBAHHBIX Ha TI00aIRHO TPUMEHHMBIX TIPABHIIaX BMECTe ¢ PYKOBOJACTBOM T10 HX 3 ek THRHOMY
OCVIIRCTRIICHUIO H @IHHOOOPA3HOMY TOJIKOBAHUID,
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KEJAS npopomxurs paspaborky Oosiee GezonacHbix W 9((peKTHBHBIX BAPHAHTOB YIIPABJICHUS
GanMACTHEIMH BOJIAMH, KOTOPBIS TPHBEIYT K TOCTOSHHOMY TPETOTBPAIICHHIO, CBEACHHIO K
MHHAMYMY H OKOHUATEILHOH THKRHIALIHH [ISPSHOCA BPSIHBIX BOJHBIX M TATOTSHHBIX OPraHH2MOB,

IMOJIHBIE PEINTAMOCTH npeoTBpaTUTh, CBECTA K MHHUMYMY W OKOHYATEJIbHO YCTPAHUTD
OTIACHOCTH U OKPYIKAIOMIeH cpe/pl, 3/TOPOBhA YeJIOBEKA, MMYIIECTBA H PECYPCOB, CBA3AHHYIO C
TIePeHOCOM BpeJHBIX BOJHBIX H TATOTEHHLIX OPTAHH3MOB, MOCPEACTBOM KOHTPOJS CYTOBBIX
$a/UTACTHEIX BOA H 0CAJKOB H VIIPABJICHHS HMH, a TakKe M30SKATE HEXKeIATS/ILHOTO TT0GOTHOTO
BO3JCHCTBU DTOIO KOHTPOJLL U MOOIPATE pazpaboTKH B COOTBETCTBYROMMX 00NACTAX HAYKH H
TEXHOJIOTHH,

CUHUTAS, uro HaWAYIMIHM 00pa3oM 3TH TEJH MOTYT ObITh JOCTHIHYTHI MyTeM 3aKITIOUCHHUS
MeskIyHApOTHOM KOHBEHIIMH O KOHTPOJIe CYTOBBIX GalJacTHBIX BOJ M OCAJIKOB H YTIpaBJieHHH
HMH,

COTJIACILITHCH o HIKecTe YOS M:

Crarbsa 1
Onpedenenus

Ecau cnenransHo He mpeTyCMOTpeHO HHOE, I 1eseit HacTosmel Kornsenym:

1 "AnMHEHHCTpaNHA" 03HAUAST NPABHTEIBCTEO IOCYAAPCTRA, IO YIIOJMHOMOUYHEO KOTOPOIo
SKCIUTYATHPYETCS CYAHO. B OTHONISHHH CY/THA, HMEIOIETO TIPABO TUIABAThH 1o (PJIaroM KaKoTo-
mubo rocyAapeTBa, AJMHHHCTpAIHSH SBJIgeTCA MPABUTETLCTBO STOT0 TocyAapeTBa. B oTHONIEHHH
MJIaBYYMX TUIATPOPM, 3aHATHIX Pa3Re/IKOH U paspaloTKOH MOBEPXHOCTH H He/IP IPUMBIKAIONMIESTO K
Gepery MOPCKOro JHA, Ha/l KOTOPBIMH HPUOPEKHOE IOCYIapCTRO OCYILSCTRIICT CYBSPEHHBIR IIpaBa
B [eJIAX pasBejIKd M pa3paboTKH WX TPUPOJHBIX PECYPCOB, BKIJIFOYAS TIJIaBydHe YCTAHOBKH JJis
XpaHeHHS M TUIABYTHE YCTAHOBKH JUISI IPOU3BOJICTRBA, XPAHSHHS W BhITPY3KH, AJMUHHCTpAITHCH
SIBIISCTCA MIPABHTEILCTRO COOTRETCTRYIOMETO MPHUOPEIKHOTO rOCYIApCTRA.

2 "BamacTabie BOJIBI" 03HAYAST BOY CO B3BENICHHBIM B HEH BEIECTBOM, IPUHAITYIO HA 6OpT
Cy/THA JIJIsl KOHTpoJs quddepenTa, KpeHa, ocaJki, OCTOWIMBOCTH HIIW HATIPSDKCHUH CY/THA.

3 "YupaeneHue GAUIACTHBIME BOJJaMHU" 03HAUACT MEXAHWUSCKHE, (DH3HIESCKUE, XUMHUSCKHE
OHOJIOTHIECKHUE MPOLISCChI, MO OTASIBHOCTH HIH B COUSTAHHH, UL yAaJeHHUS, 00e3Bpe:KUBAHUA
BpEIHBIX BOJIHBIX H IIATOT€HHBIX OPrAHU3MOB B 0aJUIACTHBIX BOJIAX H OCAIKAX WIH T H30CIKaAHUS
WX TipEeMa Wil cOpoca.

4 "CeunierenberBo" 03HavaeT MeKyHApOTHOE CBACTEIBCTRO 00 YIPABICHHN OATTACTHRIMHA
BOJAMH.

5 "KomuteT" ornavaeT KoMHTET [0 3aIlUTe MOPCKOH cpepl OpraHH3anuy.

6 "Koupennus" oznadaeT MekyHAPOIHY IO KOHBEHITHIO O KOHTPOJIE CYTOBBIX OaJIACTHBIX

BOJ U OCAAKOB H YIIPaBJICHHHW HMH.

7 "Banopasg BMSCTHMOCTE" 03HATART BAJIOBYE) BMECTHMOCTE, PACCUNTAHHYIO B COOTBETCTBHH ©
TpaBUIaMu oOMepa cy10B, cofepxkamumuca B lpunoxenun [ k MexxayHapoiHOH KOHBEHITHH 10
obmepy cyaos 1969 roga nim B 000l 3aMeHSIONISH e KOHBSHITHH.
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8 "Bpenntie BogHbIc W MAaTOTSHHBIC OpraHW3MBI" O3HAYAST BOJHBIE HIH MMATOTCHHBLIS
OpPTaHU3MBI, KOTOpBIe, OYJIYUH BHECEHBI B MOpe, BKIIOUAS SCTYApHH, WIH B TPSCHOBOIHBIC
BOJIOTOKH, MOTYT CO3J]aBATE OIIACHOCTH 1T OKPYIKAIOIIeH cpedbl, 2I0pOBhs HeJIOBEKA, HMYIIIeCTBA
HJIH PecypCcoB, yXyAIaTh OHOIOTHYSCKOE pPazHooOpazue WM MPEISTCTBOBAThL JIPYTHM
TpaBOMEPHBLIM BHIAM HUCTIONL30BAHHS TAKHX paHOHOB.

9 "Oprarnrzaima” ozHavaeT MekIyHApOJHYIO MOPCKYK) OpTaHH3aLHED.

10 "I'eHepasibHbIN cekpeTaph” o3HaudaeT I'eHepaibHOTO cekpeTapst OpraHuzayu.

11 "Ocagku" o3HayYaeT BEIECTBO, BbINABINES W3 GaJUIACTHBIX BOJ BHYTPH CyIHA.

12 "CyHo" 03HAYAeT HKCILTYATHPYEMOE B BOJIHOM Cpejie CY/IHO JIIoDOTO THIIA M BKIIOYACST

TMOOBOJHBIC Cyda, TNIABYIHE CPEACTRA, INTaByIHe HJ'IaT(l)OpMLI, TUTAaBYyYUE YCTAaHOBKH I XpaHCHH,
a TaKoKe IJNIABYYHC YCTAHOBKH JJIA IIPOU3ZBOACTEBA, XPaHCHHA H BEITPY3KH.

Cratba 2
Obryue obazamenscmea

1 CTOpOHLI O6HSyIOTC$[ TTOJTHOCTBRIO OCYIMECTBIIATE MOJIOKEHHA HaCTOﬂH_[eI\/'I KOHBGHHI/II/I Hu
HpI/IJ'IO)KeHI/IH K HeH ¢ LOEJIbKY HPEAOTBpalleHHA, CBEACHHUI K MHHHMYMY H OKOHYATEILHOHN
JIMKBHJAIIHHA TIepeHOoca BpESJHbIX BOJAHLIX H IATOT€HHLIX OPraHU3MOB ITOCPEJCTBOM KOHTPOJIA
CYNOBEIX OaIIacTHRIX BOA U OCAJIKOB H YIIpaBJICHHA HMH.

2 [puinoskeHHE COCTARIIART HEOTHEMIISMYIO 4acTh HacToAme i Konpenuy., Eeny creluantHo
He TIpeTyCMOTPEHO HHOE, CChIIIKa HA HACTOANTY IO KOHBEeHITHIO 03HAYAET OJTHOBPEMEHHO CChLTKY Ha
[Ipunoxenue.

3 Huurto B HaCTOH]lIefI KOHBGHHHH HE AOJDKHO HCTOJIKOBBIBATBCA KaK IIPCIATCTBYIOHICS
CTOpOHe MPUHHUMATE HHUBHU/AYAJTbHO WK COBMECTHO € JIPYTUMH CTOpOHaMH Boree CTPOT'HE MEPDI,
HaIrpaBJICHHBIC HA IIPEAOTBPAINSHHAS, COKpAIICHUE HIIH JIMKBAJAITHIO MIEPEHOCA BPEAHBIX BOJAHBIX A
TMATOTCHHBIX OpPTaHHU3MOB IMOCPEACTBOM KOHTPOJIA CYTOBEIX OamIacTHRIX BOO H OCAJKOB H
YIIpaBJICHUS HMH, B COOTBCTCTBHH ¢ MCIKAYHAPOIHBIM IIPABOM.

4 CTOpOHBI CTPEMSITCS COTPYIHUYATH B 111X 2 (DeKTHBHOT O OCYNIESC TRIICHHMS, COOIFOICHU A U
olecTieueHUS BEITTONMHSHUS HacTosmeH KoHBeHITHH.

5 CropoHsl 0OA3VIOTCS  TOOMIPATH TMOCTOSHHOS VCOBSPHNICHCTEOBAHHME — YIIPABICHHS
a/UTacTHEIMH BOJJAMH W CTAaHJApTOB ISl TIPeJIOTBPANICHHS, CBEJCHHS K MHHHMYyMY H
OKOHYATEIILHOH JIUKBHTAIHH ITePeHOCa BPEHBIX BO/THBIX H TIATOTeHHBIX OPTAHHU3MOB IOCPEICTBOM
KOHTPOJIs CYTOBBIX GallJTACTHBIX BOJT M OCAJIKOB M YIIPABJICHHS] HMH.

6 Croponsl, TpeANpHUHAMAIONIHE JCHCTBHS B COOTBSTCTBHH ¢ Hactodamed KomBenmmel,
CTpeMsATCs He YXYAMATE OKPYKAIMYIO CPeTy, 3MOPOBhe UeIOBeKa, UMYIIECTBO HITH PECYPChl —
CBOM WJIH JIPYTHX TOCYTApPCTB — WITH He IPHYHHSATH UM viepda.

7 CropoHam cieyeT obecneunBaTh, YTOOL METO/bI YIIPABIEHHS OATACTHHIMH BOJIAMH,
HCTIOJNB3yeMble JUIA coOMIoeHHsl HacTosimied KOHBEHIMH, He MPHUHHSIIA Bpela B CTONCHH,
GéapIe, TeM Bpel, KOTOPHIH OHM MPEJOTEPAINAIOT B OTHONICHHH OKPYIKATOMIEH Cpe/Thl, 30pOBhA
YeIOBeKa, UMYIIECTRA WITH PECYPCOR — CRBOUX HITH JIPYTHX TOCYIAPCTE.
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8 CTOpOHBI TIOOTIPSIOT Cy/Aa, KOTOPHIe HMCIOT MPABO MJIaBaTh MO/ HX (haraMu U K KOTOPhIM
mpUMeHseTeA HacToAas KoHBeHIH, H30eraTh, HACKOIBKO 3TO MPAKTHISCKH BOAMOIKHO, TIPHEMA
Ga/UIACTHEIX BOJ ¢ [IOTGHLIUAIIEHO BPSAHBIMH BOJHEIMH U [ATOI'CHHEIMU OPIAHHRMAMU, 4 TAIOKS
OCATKOB, KOTOPbIe MOTYT COJep:KaTh TAKHe OpTaHW3MEI, BKIIIOWAs COJISHCTBHE HAJUIeKAIeMy
OCYTIECTRICHUIO peKOMeHIAINH, pazpaboTaHHRIX OpTraHu3aliei.

9 B xoHTeKkeTe ynpapieHHS GalaacTHRIMHU BoJaMH CTOPOHBI CTPEMSITCH COTPYTHAYATE TIO
orHoH OpTaHu3alie B YCTPAHEHHH YTPO3 W OTIACHOCTEH IS YA3BUMBIX WIIH HAXOIANMTHXCS TIOJ
YIPO30#¥ MOPCKHX AKOCHCTEM H 1151 OHOJIOTHYECKOT0 PazHooOpazus B paHOHAX, HAXO/ISIIHXCS 3a
TpeieIaMHi HAlIHOHAILHOH FOPHCIHKITHH.

CrarTba 3
Hpumenenue
1 Ecin B Hacrosimied KoHBEHIMH CIIEIIHANIBHO He IIPeJyCMOTPEHO HHOe, HacTosIas
KonBeHnus IpuMeHsIeTCs:
a) K cy/aM, KOTopble HMEIOT Mpako MMapaTh noj ¢uarom CTopoHEL H
b) K Cy/laM, KOTOpbI¢ He HMCIT LIpapa IUIABATE 1of ¢uiarom CTOPOHEL, HO KOTOPbIS

BKCIULYATHPYROTCS 110 YIOJIHOMOYHIO CTOPOHBIL.

2 Hactosamasa KonpeHITHA HE IPUMEHSACTCSA:

a) K CydaM, KOTOpBIC HC CIHPOCKTHPOBAHBI HIIH HE TMOCTPOCHBI JJIA TICPCBO3KH
OaJUIaCTHBIX BOI.

b) K cyaaM CTOpOHBL, KOTOPBIE SKCIIYaTHPYEOTC TOJIBKO B BOJAX, HAXOAAIMXCS 110
OpUCAUKITHEH 3Toi CTopoHbI, ecTd CTopoHA He peIluT, uTo cOpoc OallTacTHRIX BOJ
C TAKHX CYJIOB YXYIITAT OKPYKAFOMYIO CPEY, 3A0POBbE US/IOBeKa, AMYIISCTBO HITH
PECYPCHL — CBOM MUK [IPUIIRTAOLIMK WIH APYIUX [OCYIAPCTE — TUG0 IPHUHHHUT UM

yiepb;

c) K eyaaM CTOpOHBI, KOTOpPbIE 3KCILIYATHPYFOTCA TOIBKO B BOJIAX, HAXOISTIUXCS 10T
opUcAuKITHel apyro# CTopoHBI, ecau moclemuasas CTopoHa paspelnaeT Takoe
HeroueHue. Hukakas CTopoHa He MPeA0CTARIAST TAKOTO paspellieHUs, ¢CITH 3TO
VXYALNIHT OKPYKAIOMYIO CPelIy, 3O0POBbe UeJIOBSKA, HMYIISCTRO HIIH PecypChl —
CBOM WM [PWICTANOIIMUX WIH JIPYTHX [OCYAapeTe — JM00 MPHUMHUT UM yiieps.
Jwbass CropoHa, He NPeJOCTAB/BIIOMIAS TAKOIO PpazpellecHHs, YBEJOMILICT
ANMHAHHCTPAIAIO COOTBETCTBYIOIIETO Cy/IHA O TOM, 4TO HacTosimas KonpeHnus
TPAMESHSIETCA K 3TOMY CYIHY;

d) K CyJaMm, KOTOpEIC SKCIUTYATHPYIOTCS TOMBKO B BOJaX, HAXOJAMIMXCS TOJ
OpUcAuKITHeH oHOH CTOPOHBI, H B OTKPRITOM MOpe, 3a HCKJIHOUCHHEM CYJOB,
KOTOPLIM He TPEAOCTARJICHO pazpellieHHe B COOTBSTCTRBHH ¢ TIONMYHKTOM <), CJTH
sra CTOpoHA He pemMT, uTo ¢Opo¢ Ga/UIACTHEIX BOI ¢ TAKHUX CYJOB YXYJILIMT
OKPYKAIOLIVIO CP&Ly, 3J0POBbe YRIIOBEKA, HMYLISCTBO HIIH PeCYPChl — CBOH WU
IPHISTAIOIAX WIH APYTHX TOCYIAPCTB — IHCO MPHIMHAT HM yImeps,

e) K BOCHHBIM KOpaGﬂHM, BOCHHO-BCIIOMOTATEJILHBIM CyVaaM HJIH JApYTHM CydaM,
TIpHHAUICKAITAM TOCYAApCTBY HJIA 3KCITYAaTHPYSEMBIM HM H HCTIOJIB3YCMBIM B
JaHHOC BPEMA TOJIBKO OTI1 HpaBHTeJ'[BCTBeHHOfI HeKOMMepquKOﬁ CJ'IY)KGBI. OnHako
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kasaast CToOpoHa My TeM NPUHSATHS COOTBETCTBYIOIMX MEP, HE HAHOCSIIUX yiepba
SKCILTYATAITHA HITH SKCTDTYaTAIIHOHHBIM BO3MOIKHOCTSIM TAKUX Kopadiel U cy/oB,
MIPUHAIISKAINHX SH HITH SKCILUTY aTAPYEMBIX €10, 00eCIIeUnBaeT, YTOOBI STH Kopadiu
W CyJa JeHCTBOBAJIH, HACKOJBKO 3TO 1eJIecO0Dpa3HO U NMPAKTHYSCKH BO3ZMOKHO,
TaKuM 00pa3oM, KOTOPBEIH COBMECTHM ¢ HacTosimel Kousenrueit, u

) K HaXOJAIAMCS B 3aKPHITHIX TAHKAX Ha CyMaxX TOCTOAHHBIM GallTaCTHBIM BOJaM,
KOTOPBIE He [OJIeKAT cOpocy.

3 B oTHOIIEHHH cy/I0B rocyAapcTs, He sBistromuxcst CtopoHaMu Hactosmed KoHBeHIHH,
Cropoubl npuMeHsitior TpeboBaHusi Hactosied KoHBeHIMH M0 Mepe HeOOXOMMMOCTH JUIs
obecreueHusI TOTO, YTOOR TAKAM CY/aM He TPeoCTaBISIICS Ooliee SIarOTpHATHBIH PEIKAM.

Crarea 4
Mepvt KOHMPORA 30 NEPEHOCOM EPEOHLIX SOOHLIX U NATHOSEHHUIX OPEAHUIMOE
ROCPeOCEOM CYOOELIX DANIACHHBIX 8060 1t OCAOKOE

1 Kaxmag Cropona TpebyeT, aTo0bI ¢y/1a, K KOTOPEIM MMPHMEHAeTCA HacToamast KonpeHtms u
KOTOpEIe UMSIOT Iparo IUIABATE IMOJ e (paroM HIIH SKCIUTYATHPYIOTCH IO @@ VIIOMHOMOUHEQ,
OTBeYAIIH TP<OOBAHKAM, HAIOAKCHHBIM B HACTOAMRH KoHBeHIIMMY, BIIIIOYAS [IPHMEHHMBLE CTAHAAPTEI
¥ TpeGoranms, coepxanuecs B [Iprinoxkenun, U mpuHUMaeT 3G deKTHBHBIC MEpPBI 71 00ecrieucHHUS
TOr0, UTOOBI TAKHE CY/Ia OTBEUAITH STHM TpeOOBaAHHUAM.

2 Kaxxgas Cropona, ¢ HaJIe:KaOliM YYETOM CBOHMX OCOOBIX VCIIOBHH H BO3MOKHOCTEH,
pazpabaTbIBaeT HAIHOHAJLHBIE MOJMTHKY, CTPATErHH WJIH NPOrpaMMbl B OOJACTH YIPAaBJIeHHS
aIACTHBIMH BOJIAMH B CBOMX MOPTAaX H BOJAX, HAXOJSIIUXCS TI0]] €€ IOPUCTUKITUEH, KOTOPbhIS
COOTBETCTBYIOT HesiaM HacTosAmed KoHEeHIIMK H clocoOCTRYIOT UX JOCTHKCHHIO.

Cratna S
Ilpuennsie coopyocenus ona 0caoKos

1 Kaxnas CropoHa 00s3yeTcs 00eCieUnTh, YTOOR B IOPTAX M HA TepMUHAJIAX, HA3HAYCHHBIX
atoli CTopoHOH, TA¢ NpPOH3BOAATCH OUHMCTKA MIHM pPeMOHT OaJTaCTHBIX TAHKOB, HMETHCH
JTOCTAaTOYHbIE COOPYIKEHHS /Ui NpHeMa OcCaJKOB, NpHUHHMAas B0 BHHMaHHe PyKoBOJCTBO,
pazpaboTtanHoe Opranuzariedi. Takue MpAeMHBIE COOPYKEHHS JIOJLKHBI DKCTUTYATHPOBATHEA, He
BBI3bIBAsI HCOOOCHOBAHHBIX 3a/IepKeK CY/IOR, H JOJLKHBI o0ecTiedrRaTh Ge30macHoe yaalleHHe TAKHX
0CATKOR, KOTOpOe He MpUauHseT yinepda okpy:xKaromel cpeme, 3IopoBbio UeI0BSKa, HMYIISCTBY
HIIH pecypcaM — CBOUM HITH IPYTHX TOCYAapcTR.

2 Kaxpas CropoHa yBejomisteT OpraHusamuio UL Hepelaud APYTHM 3aHHTePeCOBAHHbIM
CropoHaM 0 Beex ciydasix, KoIja I[peJlojlaraeTcs, 4ro COOPY)KeHHUs, INIPeJyCMOTPEHHbIE B
IIyHKTE 1, SIBISIFOTCS HEOCTATOUHBIMH.

Cratpa 6
Hayuno-mexnudeckue uccredosanis it MOHUMOPUHE

1 CTOpOHLI CTpeMATCH HHJHBHY AJILHO HIIKH COBMECTHO!

a) Moo pAThL HAaYy"YHO-TCXHHYICCKHC HCCIICJOBAaHHA B obactH YIpaBJICHHAA
OaJITaC THREIMH BOJaMH U COﬂeﬁCTBOBaTL OTHM HCCJICAOBaHHIM, H
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b) OCYIISCTRBIISITH MOHHTOPHHT TOCIESJICTBHM yIpaBlicHUs] 0aJUTACTHLIMH BOAMH B
BOJIaX, HAXOISIITHAXCS TIO/T HX FOPHCTHKITHCH.

Takue vccleIOBaHKs © MOHUTOPHHT JOJDKHBI BKJIIOYATH HAOIIOCHHE, HiMepeHue, oTOop 1pod,
OTICHKY W aHamu3 >(QQeKTHBHOCTH W OTPHIATEILHOTO BO3JICHCTBHS JIOOOH TEXHONOTHH HWIH
METOOIOTHH, a TAKKE TFOO0TO OTPHIATSILHOTO BO3ICHC TBHS, OKA3BIBASMOTO TAKUMH OPTaHH3MaMHA
H NATOTEHAMH, KOTOPHIE, KAK YCTAHOBJICHO, ObUIH [IEPEHECSHEI TOCPE/ICTBOM CYAOBLIX OaJIACTHBIX
BOJI.

2 C menplo criocoOCTBOBATE JOCTIDKCHUIO Mesieit Hactosmeid Konsenmun kaxaas CropoHa
COJICHCTBYE T IPEIOCTABICHHIO COOTBETCTBYIONICH HHpopMarin Apyrum CTopoHaM, 110 HX Mpochie,
OTHOCSIIEHCS K:

a) HaAyIHbBIM U TCXHHYCCKHM TIpOoTpaMMaM, a TaKKE TEXHHUCCKUM MEpaM B obmacTH
VIIpaBJICHHA OaJIACTHEIMH BOOJaMH, H

b) 5t PeKTHBHOCTH yIIpABIeHHA OaJJIACTHBIMHU BOJIAMH, YCTAHOBIICHHOH B pe3yvilbTaTe
BBITIOJIHEHHUS JTFOOBIX TIPOTPaMM MOHHTOPHHTA W OTIEHOK.

Crarea 7
OceidemenbCemeosaniie it 66i0aud CeUOEMENLCNG

1 Kaxxgasi Cropona obecmeunpacT, 4roObl Cyjaa, IUIABAIOMIHE Mojd ee QuiaroM HIH
AKCILITYATHPYIOIHECS 110 €€ YIIOJIHOMOUYHIO, KOTOPbIE TO/JIENKAT OCBH/IE TEJILCTBOBAHHIM H KOTOPBIM
JIOJKHBI BBIJIABATHCS CBH/IR TS/ILCTRA, TIPOXO/THIIH OCBH/ISTEILCTBOBAHHSI H TOTYYAIIH CBH/ICTEILCTRA
B COOTESTCTBHH C MPABHJIAMH, COAepKAMMUMEC B I[punoxennn.

2 CropoHa, OCYIIECTBJSIIONIASI Mepbl B COOTBeTCTBMH CO cTaThed 2.3 W pazgenom C
[Mpunoxenns, He TpeGyeT JOMOIHUTEIHHOTO OCBHICTCIBCTROBAHNA CyaHA Jipyrod CTOpOHBI H
BRIIAMH ©MY CBHJCTSJIBCTRA, a AJMHHHCTpallds cydHa He o0d3aHa TMOABepraTh ero
OCBHETEIILCTBOBAHHIO H IO JTBEPKAATE, YTO OHO OTBEYAET JOIIOJHHTEIEHBIM MEpPaM, BBEISHHBIM
apyroii Croponod. KoHTponp 3a BLITIOJIHEHHEM TaKHX JIOMOJHHTENLHBIX MEp SBISISTCS
003aHHOCTEI0 CTOPOHBI, OCYIMECTRIAIONIECH 3TH MEPLI, H HE JOJKSH BLI3BIBaTH HeoOOCHOBAHHOH
3aIePIKKH CYTHA.

Cratba 8
Hapyuienua

1 JlroGoe Hapyienue TpeGoBanuil HacTosel KoHBEHITMM 3anpenaeTcs, H CAHKITHH 32 TAKOE
HapylIeHHE YCTAHABIMBAIOTCS COTITACHO 3aKOHOAATEILCTRY AIMHHHCTPAITH COOTBETCTBYIOMIETO
Cy/Ha, HE3aBHCHMO OT TOTO, T/l COBESPIICHO TaKoe HapymieHue. Eciu ANMHHHCTPALAS MOy THT
uHDOPMAITHIO O TAKOM HapYIIeHHWH, OHA paccieqyeT MAaHHBIH BOTIPOC M MOKeT oOpaTHTRCSH ¢
mpockboii kK cooOmmenieli CTopoHe TPeJOCTaBHTH JOTOIHHTEIRHBEIE —JoKasaTelbeTBa
MpeAnoIaraeMoro HapymeHud. Ecoim AnMHHHCTpalda yOeAuTes B HATMUIHH JIOCTATOYHBIX
JTIOKA3aTeIhcTB, TIO3BOJISTIONIUX BO3OYIUTH TIpeciieIOBAHHE B OTHOINISHHH IIpe/IoiaraeMoro
HapyIleHHs, OHA JJaeT pacIopiKeHne 0 BO30YKISHHH TAKOTO Mpeciie/I0BaHnsA Kak MOXKHO CKopee B
COOTBETCTBHH CO CBOMM 3aKOHOAATEIhCTBOM. AJMHHHCTpaNUsA Oe2 poMe JTe HUs HHDOPMHAPYET 0
MPHHITHEIX Mepax CTopoHY, COOONIMBIIYIO O TIPE/INIOJIATacMOM HAPYIICHHH, a Tak:ke OpTaHH3aIHIo.
Ecmu AgMuHucTpanusa He TIPHHSAMTA HHKAKHX Mep B TeHeHHWE OJHOTO roja Tocie MOMydeHHS
wHbopMaIyi, oHa UHpopMHpyeT 06 3ToM CTOpoHY, KoTopad coollHIa O TpeanoiaracMoM
HapyIIeHUH.
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2 JioGoe mapymnienue TpeboBanuii HacTosimed KoHBeHIMH, coBepIeHHOE B Ipejeiiax
HOPHUCTUKITHH Jr000# CTOpOHEI, 3ampelnacTes, U CAHKITHH 3a TaKoe HapynieHHe YCTaHABITHBAIOTCA
COIJIACHO RAKOHOAATSNBCTBY »ToH CTopoHBL. B cilyuae cOBepLIGHHS TAKOIO HAPYLISHHS 3Ta

Cropona:
a) JaeT pacTiopsikeHHe o BO30OYKICHUH TpEC/ieIOBAaHUS B COOTBETCTBHH CO CBOMM
3aKOHOAATE/ILCTBOM; HIIH
b) HaTpaBiIgeT AJMHHHCTPAIIHHA COOTBETCTBYIOMETO CY/HA TAaKyl0 WH()OPMAIHIO U
TakHe JoKazaTeldhcTBa B MOJATBepKIeHHE (hakTa HAPYIIEeHHs], KAKHMH OHA MOXKeT
pacrosarath.
3 CaHKIuH, TpeAyCMOTPEHHBIE 3aK0HO,1aTeTbcTBOM CTOPOHBI B COOTBETCTBHH C HACTOSIIEH

CTaTLeﬁ, JOJLKHBI OLITE JOCTATOYHO CYPOBLIMH I HPSAYIIPEHICHH HapymeHHﬁ HaCTOfIH_Ieﬁ
KOHBQHHI/II/I, HE3ABHCHUMO OT MECTa HX COBEPIICHAA.

Cratbn 9
Ilposepra cydos

1 CynHO, K KOTOpPOMY MpHMeHAeTcA HacTosimas KoHBeHIHWs, B JF00OM TOPTY WM Ha
yAameHHOM oT Oepera TepMmuHale Jpyroi#t CTopoHbI MoOKeT OBITH TOABEPTHYTO MpOBEpKe
JOJDKHOCTHEIMM JIMIAMH, HAJUISHKALIUM 00pazoM YIIOJIHOMOYSHHBIMHU 3T0H CTOpOHOH, ¢ TeM 4TOGE!
YCTAHOBHUTD, OTBEYACT JIM CYIHO HacTosAmeH KoHBeHIMH, 32 UCKIIFOUEHHM [IpeyCMOTPEHHOLO B
MYHKTe 2 HACTOsIMeH cTaThh, Modast Takasd NPoBepKa OrpaHAYHBASTCS:

a) YCTAHOBJICHHCM TOI'O, YTO Ha CyHHE HMCCTCH ,Z[eﬁCTBHTeHBHOG CBI’I,Z[GTG.HBCTBO,
KOTOpOE, €CJIM OHO SIBJIACTCA Z[eﬁCTBHTeHBHLIM, MOJLKHO IPUHAMATLCH, H

b) npoBepkoit JypHalia onepanuii ¢ GaJIACTHLIMH BOIAMH;, H/HIIHA

c) o16opoM TIpol CYMOBBIX OaJTACTHBIX BOJI, TPOM3BOJHUMBIM B COOTBETCTBHH C
PYKOBOJICTROM, paspaboTanHeIM OpraHuzaiieii. OnHako pems, TpeSyemoe s
aHAJM3A [IP0o6, He JOJDKHO HCIOIB30BATHCH KaK OCHOBAHHE JULA HeoOOCHOBAHHON
3a/IEPIKKH SKCIUTYATAITHH, TepeABHKEHHS HITH OTXO/a CY/THA.

2 B cliydac, ¢CJId Ha CYJHE HEeT ﬂeﬁCTBHTeﬂLHOFO CBI/II[eTe.HI)CTBa HJIIH HMCHOTCH SIBHBIC
OCHOBAHHSI ITOJIATaTh, UYTO!

a) COCTOAHHC <CydHa HIIH <CIo 060py£[0BaHI/IH B 3HAUHTCIIBHOM CTEIeHH HE
COOTBETCTBYET COACPKAIUMCS B CBI/IL[ETEIH)CTBE CBEIACHHIM, HIIH

b) KalmuTaH WIH WIeHbl DKHNAKAa He 3HAIOT OCHOBHBIX CY/IOBBIX TPOLEIYD,
OTHOCSNIUXCS K YOPABISHHIO OAJITIACTHRIMH BOJAMH, WM HE BHITIOTHAIOT TAKHe
TIPONEAYPHI,

MOKeT OBITh MmpoBe/jcHa TaTeJibHasd IMpoBepKa.

3 B ofcToaTenbeTBaX, IPHBE/ICHHBIX B MYHKTE 2 HAcTOSMIeH cTaThH, CTOpOHA, BRIMOTHSFOMTAS
MPOBEPKY, MPHHAMAST MEpPhI, 00eCTIe UHBAIONIHE, UTOORI CY/THO He cOpachIBaTo GalTacTHEIS BOIBI J10
TeX TOp, TIOKAa OHO He CMOIKET C/IelaTh 3TO, He COo3aBast yIpo3bl OKpYIKaroIIeH cpe/ie, 310pOBEI0
YeJI0BeKa, HMYIIECTBY HITH pecypcam.
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Craten 10
QGHapyoiceHe HapYeHut it KORRPORb Cy006

1 CropoHbl COTPYIHHYAIOT B OOHADY)KEHMH HAPYIIEHHH M ODeCIeUeHHH BbITIOJHSHHS
nonoxeHu HacTosme KoHBeHITHHA.

2 Ecin oGHapy:KeHO, YTO CYAHO HAPYILKIO HACTOANY 0 KoHpeHIME0, CTopoHa, 1o ¢uiarom
KOTOPOH CyJTHO WMeeT MpaBo TUaBaTh, WHIH CTOpoHa, B MOPTY WIM vV YJajleHHOTo 0T Gepera
TepMHHANA KOTOPOH CY/THO DKCIITYaTHPYETCS, B TOTIOMHEHHE K CAHKITHAM, OMTHCAHHBIM B CTaThe 8,
HJIM JTEOOBRIM JeHCTRUAM, ONHCAHHEIM B CTAThe 9, MOXKST IIPHHATE MEPH A4 IpeAyIpeKIcHHU,
3a/IepKAHAA CY/IHA WIIH HEJIOIYIIEHHA €r0 3aX04a B ¢BOH OpTel. OnHako CTOpoHa, B IOPTY HIH Y
yAalieHHOTo oT Gepera TepMHHANA KOTOPOH CYJIHO SKCIUTYATHPYETCH, MOXKeT pa3pelliuTh STOMY
CYJIHY TMOKHHYTh TIOPT WIIH YJAJeHHBIH OT Oepera TepMHHAN /s cOpoca OaUIACTHLIX BOJT HIH
ciefoBaHUS K OmmKalimel moaxo et cyiopeMonTHOH Bepdr WM UMEIOMEMYES TIPHEMHOMY
COOPY3KEHHIO, TIPH YCIOBHH UTO 3TO HE CO3TAET YTPO3bI OKPYIKAIONEH Cpe/ie, 3/I0POBBIO EIOBEKA,
HMYINECTBY HIIH pecypcam.

3 Ecnu o16op nipo6, onmrcanHerii B cTaThe 9.1 ¢), IPHBOUT K KAKOMY-JHO0 PeyIbTaTy HITH
[OATEEPKAaeT HHOOPMALHIO, IOy YeHHYE H3 IPYTOI0 [IOPTA WIIH ¢ JPpYIOro YIAICHHOIO oT Oepera
TepPMHHAILA, KOTOPBIE YKA3BIBAIOT, YTO CYAHO LPeACTABILIST YIPO3Y OKpYIKatoWel ¢pede, 310pOBbIo
YelloBeKa, UMYIMSCTRY WIH pecypcam, CTOopoHa, B BOJAX KOTOpOH SKCILTyaTHPYeTCS CY/IHO,
sanpernaeT TAKOMY CYIHY ¢OpachipaTh OaTacTHRIE BOJIBI 10 YCTPAHSHHUS YTPORHL

4 CropoHa MOJKET TaKKe IMOJABEPTHYTH IPOBEPKE CY/THO, KOT/Ia OHO 3aX0/UT B MOPTHI HIIH HA
yJaJieHHble OT Oepera TepMHHAIIbI, HAXO/ISMNHECS [TOJ] €€ IOPUCIHKIHEH, el oT 1000#H CTOpoHbI
MOCTYHAET IPOCcKda O pacclie/IOBAHHHN BMECTE C JIOCTATOYHLIMH JIOKA3aTeJILCTBAMH TOTO, 9TO CYHO
SKCILTYaTHPYETCS WM DKCITYATHPORAIIOCH B HApYHICHHE KAKOTO-THOO TOI0XKEHHS HACTOAIMCH
Konrenmuu. Jlokmaa o TakoMm pacciefoBaHHH HarpaBigeTcs CTopoHe, oT KOTOpOoH MoCTymuia
npockba 00 ATOM, U KOMIIETEHTHOMY OpPrany AJIMHHHCTPAI[MH COOTBETCTBYIOIIETO CY/IHA, C TeM
YTOOBI MOTITH OBITH MPHHSITHI HAJUICIKATITHE MEPHI.

Cratna 11
Yeeoomnenue o mepax xonmpons

1 Ecnu mpomepka, BRITIONHSHHAs B COOTBETCTBHH co cTaThed 9 wim 10, ykaspiBaeT Ha
HapyieHue HacTosmel KonseH1HH, 06 5TOM YBETOMIISISTCST CYAHO. AJIMHHHACTPAITHH HATIPABIISSTCS
JTIOKIIAJT, BKITIOUAS JIIOOBIE JIOKA3aTeIBCTBA HAp YIS HHS.

2 B ciyuae, ecniu B cooTBeTeTRHM co ctaThelt 9.3, 10.2 umu 10.3 npuHAMaroTcsa Kakue-JIu60
Mephbl, JOJGKHOCTHOS IHIO, BBIMOJHSIONEE 3TH Mephl, HHPOPMHPYET B TMHChMeHHOH (opne
AJZIMHHHCTPAIHIO COOTBETCTBYIONETO CYJHA WIIH, €CIHM 3TO He TPEJICTABISIETCH BO3IMOXKHBIM,
KOHCYIIa WJIH JTATUIOMAaTHISCKOTO TPeJCTaBUTEN A, HMCIONHX OTHOIISHHE K COOTRETCTRYIOISMY
cyIHY, 000 BCeX 0OCTOATENLCTRAX, B KOTOPBIX 3TH MepPhl CUHTATUCE HeoOxoMUMBIMH. Kpome Toro,
YBSJOMIIACTCS MPH3HAHHAS OpTaHH3aIlHA, OTRETCTRCHHAA 3a BRIIATY CBHCTSILCTR.

3 Hapnesxkamuii opraH rocyjiapcTsa MmopTa, MOMHUMO CTOPOH, YIOMSHYTHIX B MYHKTe 2,
nepejiaeT BCKO COOTEETCTBYIONTY O HH(OPMAITHIO 0 HAPYIISHHUH CIIeTYFOIeMY TIOPTY 3aX0/1a, eCIH
OH He MOYKET IPUHSITH Mepbl, yeTaHOBIeHHbIe B cTarhbe 9.3, 10.2 wim 10.3, unm ecnu cyuy ObLIo
pazpemieHo MpocieoBaTh B CASYIOMUH MopT 23axoa.
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Cratea 12
HeobocrHosannbie 3a0eposcKy cyodos

1 [Ipu npumenenuu crathu 7.2, 8, 9 unu 10 npuHUMAaloTCs! Bce BO3MOKHBIE MEPBHI JIJISL TOTO,
4T00OkI H30eKATHE He0OOCHOBAHHOTO 3a/iep:KaHH4 CyY/IHA HITH He0GOCHORAHHOH OTCPOUKH €TI0 OTX0/IA.

2 Cyano, koTopoe OBUI0 HEOOOCHOBAHHO 3a7CpiKAHO HIH OTX0J KOTOporo OBLI
HeoBOCHOBAHHO OTCPOYSH HA OCHOBAHWM CTAThH 7.2, 8, 9 wiu 10, uMeeT mpapo Ha Bo3MeNleHHE
TMOOBIX TIOHECEHHBIX B CBSI2H C 3THM YOBITKOB WITH yiepOa.

Cratea 13
Texnuueckas noMoOUb, COMPYOHUUECHBO 1 PESHORARL HOE COMPYOHUUECBO

1 CTopoHb! 063yI0TCS HelToCpe/ICTBEHHO WIH Yepe3 OpraHHRalHIo H IPpYTHe MeXKTyHAPOTHEIS
OpTaHbI, B 3aBHCHMOCTH OT CJIy9as, B OTHOICHHH KOHTPOJIS CYI0BBIX OATACTHBIX BO/I H OCA/KOB H
YIPABJICHUA HMH OKA3bIBaTh IIOAACPKKY TeM CTopoHaM, KOTOpBIE 3alIPAlIMBAIOT TEXHHUECKYHO

IIOMOIIL, B:
a) MOJIFOTOBKE MEPCOHAA;
b) obecreUeHHH JTOCTYTNA K COOTBETCTBYIOMSH TEXHOJIOTHH, OOOPYIOBAHHUIO H
CpeJICTBAM;
c) BBITIOJHEHHH COBMECTHBIX MIPOTPAMM HUCCIIEOBAHUH H pa3padoTok;, H
d) MIPHHSITHH JIPYTHX Mep, HANPARJIEHHbIX Ha ek THBHOE OCYIIeCTRIEHHE HACTO SIIek
KomuBeHIMH W OTHOCSIIHUXCS K HEH PYKOBOISNIMX YKazaHWH, pazpaboTaHHBIX
Opra"uzaiueti.
2 CropoHbl 00SBYIOTC AKTHBHO COTPYIHHYATH, ¢ YISTOM CBOHMX HAMMOHAIBHBIX 3aKOHOB,

HIpaByJI v IMOJIMTHKH, B IIepeJalde TCXHOJIOTHH B OTHOMICHUH KOHTPOJIA CYTOBLIX OalTacTHLIX BOOAH
OCAJIKOB H YIIpABJICHUA HMH.

3 Jlost coqteficTBIs Toc THIKeHHTO Tienel HacTosmel Konpennmuu CTopoHs!, HMefoInue obIue
HWHTepechl B 3al[UTe OKPYKAOMeH cpe/bl, 3TOPOBhS JelloBeKa, HMYIIeCTBA H PeCypCcoB B TaHHOM
reorpaduueckoM paiione, B yacTHOCTH CTOPOHBI, PAaCTIOJIOKEHHbIE HAa MOOEPEIKbE 3AMKHY ThIX M
IIOJIY3AMKHYTEIX MOpCH, CTpeMATCH, IpHUHHMAasg BO BHHMAHHE XapaKTepHBIC PErHOHAIBHBIC
OCOOEHHOCTH, PACIIHUPSITE PETHOHAIBEHOS COTPYJHHUSCTBO, B TOM YHCIE ITYTEM RaKTFOUCHHSA
PETHOHANBHBIX COTJIAIICHUH, COOTBETCTBYIOMMUX HacTosAmed KonpeHuun. CTOpOoHBI CTpeMATCA
COTPYAHHYATH CO CTOPOHAMH PETHOHAJIBHBIX COTJIAIIeHHH B pa3paboTKe COTTACOBAHHBIX POTETY .

Cratpa 14
Hanpasnenne ungopmayun

1 Kaxmag Cropona HampapigeT OpraHuzalliH H, eCITH 5T0 HeOGXOAUMO, TIPeTOCTARIIET
apyraM CTopoHaM cIeayIOMy 0 HHDOPMAITHIO:

a) m00bie TpeGOBAHMS W TIPOLEAYPHI, OTHOCAIIHECS K YIPABJICHHIY OAIUIACTHBHIMHA
BOAAMH, BEJIIOYAs CBOH 3aKOHBI, [PABHIIA H PYKOBOACTBA IO OCYINECTBIICHHIO
HacTosmeH Konpenmuy,
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b) CBCACHH O HAJIHYHH H MCCTOHAXOXKICHHH JIFOOBIX TIPHEMHBIX COOpy}KeHI/Iﬁ T
SKOMOTHUECKH Oe30TacHoTo YAaJICHHA OamTACTHRIX BOJO H 0CagKoOB, H

c) a100k1e TpeSoBaHHS OTHOCHTEILHO MOMydeHH HHQOPMAITUH OT Cy/THA, KOTOpOe He
MOMKST COOTBETCTBORATH TOJIOKCHHUAM HacToAmeH KoHBeHIMH mo MpHIHHAM,
VCTAHOBJICHHEIM B Iipaewnax A-3 u B-4 Ilpuanoxenus.

2 Opranuzanyst yeegoMmisieT CTOpPOHBI © IOJNYYSHMH JIIOOBIX COOOLICHHH COIVIACHO
HacTosIel cTaThe U pacchbutaeT BceM CTopoHaM Jro0yio HHpopMaImio, cooOIeHHY 10 i coTIacHo
noanmyHkTam 1 b) 1 ¢) HacTosIel cTaThu.

Cratpa 15
Ypecynuposanite cnopoe

CTOpOoHBI ypeTyIHPYIOT JIFOORIS BORHHUKINTHE MEXKTY HUIMH CTIOPHI O THOCHTEITRHO TOIKOBAHHUS HITH
IIpUMEHEeHH: HacToAlmed KoHBeHIMH IIyTeM IeperoBOpOB, pacCJCOBAHHH, IOCPEIHUYECTBA,
MIpUMHpPEHHUs, apOuTpaka, yperyIupoBaHus B cyeGHOM Topsifike, oGpaleHus K perHOHATBHBIM
VUpeKASHHAM HIIH JOTOBOPEHHOCTAM JTHGO JIPYTHMHA MHPHBIMH CPEJICTBAMH T10 CBOEMY BHIGODY.

Crarea 16
C6s13b ¢ MEACOVHAPOTHBIM APAGOM 1 OPY2UMU COZRAMEHUAMU

Huuro B HacTosme#t KonreHITHHE He HaHOCHT yINepOa papam U 00M3aHHOCTSIM JTF000T0 TOCYIApCTRa
COIJIACHO OOBIMHOMY MKAYHAPOIHOMY IIpaBy, Kak oTpaxkeHo B KoHBeHmmu OpraHH3aIHu
OGbeaunennbix Hanyii mo MopckoMy IpaBy.

Crarea 17
Hoonucanue, pamugurayus, npuHIMUe, VINEEPICOSHUE U HPUCOCOUHEHIE

1 Hacrosiimast KoHBeHIHSI OTKPBITA JJIs1 O/IITHCAHUS JIFOOBIM TOCYAAPCTRBOM B IITA0-KBAPTHPE
Opranmzanuu ¢ 1 wrors 2004 roga mo 31 mag 2005 roga u MocKie 3TOrO OCTaeTCs OTKPLITOH 1
TIpHCOSAUHEHHS JIFOGOTO TOCYIapCTRA.

2 IlN'ocymapeTea MoTyT ¢TaTh CTopoHaMu KOHBSHIIMH TVTEM:

a) IIOJIIHCAHHA Oe3 OI'OBOPKH OTHOCHTCJIBHO paTI/I(bI/IKa].[HH, IIPHHATHA  HIIA
VYTBEPAKACHUA, UITH

b) TOMMCAHHA € OTOBOPKOH OTHOCHTENBHO paTHHKAIHHA, TPHHATHA HIH
VTBEPXKIACHUSA C IOC/Ie Y oI H paTH(hHKALMRH, IPHHEATHSM WK YTBSPKICHUSM, WIK

¢) [IPHCOEJUHEHUSI.

3 PaTH(bI/IKa]_[I/IH, NPpHHATHE, YTBEPAJICHHE WITH ITPHCOSUHEHHE OCYIECTRIBIIOTCH ITY TEM CAavun
Ha XpaHCcHHC COOTBETCTBYOMICTO JOKYMEHTA reHepa.HLHOMy CeKpeTapro.

4 B clIydae, €CJIH TroCyAapCTBO BRIIIOYACT ABS WA HECKOJBKO TSPPHUTOPHAJIBHBIX STUHHAII, B
KOTOPEIX IPHMEHAIOTCS pasJIMIHBIC NIPABOBBIE CUCTEMBI B OTHOIMICHHWH BOIIPOCOB, OTHOCSIUXCH K
HaCTOFIIJ_Ieﬁ KOHBGHHI/II/I, OHO MOXKET IMPpH MOANNHCAaHNH, paTI/Iq)I/IKa]_[I/II/I, TIPAHATAHA, YTBEPIKICHHAH HITH
MIPHCOCTUHEHHH CACJIaTh 3aABJICHHS O TOM, UTO HACTOAIIaA KOHBCHHI/IH PpactpoCTpaHACTCA Ha BCS
€I0 TePPHUTOPHAJIBHBIC CJHHHUIEI HJIIH TOJIBKO Ha OJHY HJIH HEKOTOPBIC U3 HUX, U MOXKET B 060
BpeMs BHOCHUTE H3MEHEHHS B DTO 3asABJICHHE ITYTEM NPEJCTABJICHHA JIPYTOT0 3asBJICHHAA.
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5 O m000M TAKOM 3aSIBJICHHH YBeJOMIISIeTCsl B muchbMeHHOH dopme Jlenosutapui, u B HeM
MPSAMO VKasBIBAOTCA TEPPHTOPHATHHBIC CIHHHIA WIH SAWHHITEL, K KOTOPHIM MpHUMSHSETCA
Hacroswaa Koneennus.

Cratpa 18
Bemynnenue 6 cuny

1 Hacrosmias KoHBeHIHS BCTymaeT B CHIJIy depe3 JBEHA/ANATh MecsIeB TOcie JaThl, Ha
KOTOPYIO HE MeHee TPH/IIATH TOCYJapcTs, 001ast BaJIOBasi BMECTHMOCTH TOPTOBBIX CY/IOB KOTOPBIX
COCTABJISICT HE MCHES TPHALATH IIATH IIPOICHTOB BATOBOM BMECTHMOCTH CYIOB MHPOBOTO TOPTOBOTO
¢mora, mubo mopmmcanu ee Oe? OTOBOPKH OTHOCHTENLHO PATH(QHUKANHH, TPUHSTHI HIH
YTBEPIKIASHHSL, THOO C/1aTH HeOOXO0IUMBbIH JIOKYMEHT O pATH(HKAIAH, TPHHATHH, YTBEPIK/ICHHUH HITH
TIPHCOC/IMHEHHH B COOTBETCTBUH €O cTaTheil 17.

2 JUIi TocydapeTB, COABIMHX Ha XpaHCHHE JOKYMEHT O paTH(QHKAIUH, IpHHSATHH,
YTBEePIKISHHH HacTosAmeH KoHBe HITHHN HIIH O IPHCOSTHHSHHH K HeH [10CIIe BBIIIOIHEHHI YCII0BUH,
HeoOXOAMMBIX JUIA ¢¢ BCTVIUICHHMA B CHIIY, HO JIO JaTbl BCTYIUICHHA B CHILY, paTH(hHKALHA,
IpHHSITHE, YTBepikJAeHHe WIH NpHCoeHHEeHHe NpHOOpeTaloT CHIy B JaTy BCTYIUISHHS B CHIY
HacTosm el KoHBeHIINHA HITH Yepes TPH MecsIla NOcIe AaThl Ca9H Ha XpaHSHHE COOTBETCTBYIOMETO
JOKYMEHTA, B 3aBHCHMOCTH OT TOT0, KaKasd AaTa HACTYIIHT O3/IHEE.

3 Jro6oli MoKyMeHT 0 paTH(PHKAIAH, IPHHITHAH, YTBep K/ISHHHA HITH IPHCOeTMHEHUH, C/TAHHBIH
Ha XpaHeHHe TocJIe JaThl BETYIUIEHHS B CHIY HacTosme KonpeHI[um, mpuodpeTaeT CHITY Yepes TpH
MecsIa oclie ATl ¢Aa4H Ha XpaHeHHE COOTBETCTBYIOMEro JOKYMEHTA.

4 JTro60oit MOKyMeHT 0 paTH()UKAITHH, IPHHATHH, YTBePKICHHH WITH PHCOSTHHESHUH, CTAHHBIH
Ha XpaHEHHE TI0Cie JaThl, B KOTOPYIO NONpaBKa K HacTosmel KoHBeHITNN cUATaeTCsA IPHHSITOH
B COOTBETCTBHH CO cTaTheH 19, oTHOCHTCA K HacTosmel KoHBeHIIHHM ¢ BHeCEHHOH B Hee

MOMPaBKOH.
Crarena 19
Tionpasxu
1 B nactoantyio KoHBeHITHIO MOTYT OBIThH BHECCHBI TIOTIPABKH B COOTBETCTBHM C OJTHOH M3

MPOTIETYP, P TYCMOTPSHHBIX B HHMKECTS TYIOTHX MYHKTAX.
2 [Tomparkn mocie paceMoTpeHHA B OpraHu3zaliliu;

a) JroGast CropoHa MONKET NpPSAJIOKHTH HONpaBKy K Hacroamiedi KoHBeHIuu.
Ilpepnaraemas nonpaeka NpelcTaRiBieTed I'eHepallbHOMY CeKpPEeTAPIO, KOTOpPBLH
pacceLiaeT ¢ CTopoHaM U wieHaM OpraHHzallid He MeHee YeM 34 IeCTh MeCALeB
JIO0 ee pAcCMOTpeHHSL.

b) IlpepnoskenHast W pasoclaHHAsT TakuM oOpa3oM ToNpaBKa MepejaeTcsl Ha
pacemorpenHe Komurera. CTOpOHBI, He3aBUCHMO OT TOT0, SIBIBIFOTCS OHH WISHAMH
OpraHusallid HJIH HeT, HMEOT IIpapo yUacTBoBaTh B paboTe KomuteTa mo
PAcCMOTPCHHIO H 0J0OPEHHIO MOMIPABKH.

c) Ilonpapxu ojgoGpArrcas GONBIMUHCTBOM B JABe TpeTH Tojocor  CTopod,
IPHCYTCTBYIOIIUX H rojlocylomux B KoMmuteTe, NpH YCJIOBHH 4YTO BO BpeMs
TOJIOCOBAHEA IPUCYTCTBYET 110 MeHbLIEH Mepe 0aHa TpeTh CTOPOH.
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d) Ionpapku, ojo0peHHBIC B COOTBETCTBHH ¢ HOANMYHKTOM C), HApaBJISIOTCA
I'enepanpHEIM cekpeTapem CTopoHAM /ITA MPHHATHIL

e) [lompapka cauTaeTes IPHHATOH B CIETYIONHX CITyYasx:
1) [Tompaeka k cTaThe HacTOAMICH KOHBEHITHH CUHTASTCA PUHATOH B 1Ty, Ha
KOTOPYI JIBe TpeTH CTOPOH VEBEIOMHIM ['¢HepallbHOIO ceKperaps o e
TIPHHSATHH.
i) Ilonpaexka k [IpunokeHHIO CUHTASTCS IPUHATOH 110 MCTRUSHHH IBSHAILATH

MeCAIleB MOCe JaThl OJ00OpeHHSI WM TakoW JPYyroil maThl, KOTOPYIO
onpeaesmut KomuteT. OfHako eciu K >10# fnare Goltee ook tpeti CTOPOH
yBenOMAT ['eHepambHOTO CeKpeTapsi O CBOMX BO3PAKCHHAIX TMPOTHR
TOMPaBKH, OHA CTHTACTCS He TIPWHITOMH.

) [lompapka BeTymaeT B CHITY TIPH COGITIOIEHHH CIITYFOIAX VCIOBHM:

1) ITompaeka k cTaThe HacTosMIeH KoHBeHITHH BeTymaeT B clly 1A CTopoH,
3AABHBINUX O €@ [IPHHATHH, Yepes WeCTh MECALCE II0CIe JATEL, B KOTOPYH)
OHA CUHUTACTCS IIPHHATOH B COOTBETCTBHH ¢ HOAIYHKTOM €) 1).

ii) Ilonpaexa k [IpanokeHHIO BCTyNaeT B CHILy ULA BeeX CTOPOH Yepes MecTh
MeCALEB [OCNIe JaThL, B KOTOPYIO OHA CUHTASTCA IPHHATOH, 32 HCKJIFOUCHHEM
m06o#t CTOpOHEI, KOTOPAd:

1) YBSJIOMHIIA O CROSM BOZPAKCHHH TPOTHE TIOTIPABKHA B COOTBETCTBUH
¢ MOAMYHKTOM €) 1i) B He 0To3Baja TaKoe BO3paKeHHS, HITH

2) JI0 BCTYILIEHHS B CHJIY TaKOM MONPaBKH yBeoMuIIa ['eHepaibHOro
cekperaps © TOM, UTO MOTPaBKa BCTYMHT JUISl HEE B CHIY TOJIBKO
[OCTIe JOIIOMHHTS/IBHOTO YBEIOMISGHHA O &8 IPHHATHH.

g) 1) CropoHa, KoTopas YBeJOMHJIA O BO3PAsKEHHH COTIIACHO MOANyHKTY f) i1) 1),
BIIOCJIC/ICTBHH MOKET YBEZOMHUTS [ 'eHepaIbHOTO ceKpeTapsi 0 TOM, 4TO OHa
IIPHHHUMAET HOIPaBKy. Takasd IOIpaBKa BCTYIAET B CHILY UL 3T0H CTOpOHE]
4yepes MeCTh MeCALEB 10CJIe JaThl YBEJOMJICHHS O €€ NIPHHATHH HIIH JAThI
BCTYIUICHHS IONIPABKH B CHILY, B 3ABHCHMOCTH OT TOT'O, Kakas JaTa HACTYIIUT
Io3/1Hee.

i) Ecnmu  CropoHa, koTopasd cJenana YBEJOMICHHS, VYIOMIHYTOE B
noamyHkTe f)ii) 2), yBeqoMutr 'eHepadbHOrO ceKpeTapsl O MPHHATHH 10
IIOIIPABKH, TAKAL [OIPABKA BCTYIIAST B CHILY U1 3T0H CTOPOHEL Uepe? LIeCTE
MeCHLeB II0CJIe AAThl YBESIOMICHHS O ¢ IPHHATHH HJIH JaThl BCTYILUICHHSA
TIOTIPABKH B CHIIY, B 3ABHCHMOCTH OT TOTO, KaKas JlaTa HACTYIHUT O3 THee.

3 [Tonpaska nmyTeM cozbiBa KondepeHnuu:
a) [Io npocsbe CropoHbl, MOASPKAHHOW HE MeHee 4YeM OJHOH TpeThio CTOpoH,

Opranuzanust co3piBaeT Kondepenmmo CTopoH 17151 pacCMOTPEHHSI MOMPABOK K
HacToAmel KonpeHum.
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b) IMonpaska, ojo0penuast Takoit Koudepenimeli GOJBIIMHCTBOM B JIBE TPeTH
TMPHCYTCTBYIOMAX U TONOCYIOMHX CTOPOH, HaTpapaeTesa [ eHepaTbHBIM CeKpeTapeM
BceM CTopoHaM [UIA €€ IPHHAATHL

) Ecnu Kondepentius He mpUMeT WHOTO PEIISHUS, OMIPARKA CUMTACTCA IPHHITOH U
BCTYMAST B CHIY B COOTBETCTBUH C TIPOIEYpaMH, YKasaHHBIMH B MyHKTax 2 ¢) u f)
COOTBETCTBEHHO.

4 CropoHa, oTkazaBmasicsi NpUHSTE nonpabky K Ilpuiioxennto, He cuuraercss CTOpOHOH

TONBKO IS HeJICH IIPHMCHSHHA 3TOH IIOIIpaBKH.

5 JIioboe YBSJOMJICHHE, C/IcJIaHHOS Ha OCHOBAHHH HaCTOH]J.IefI CTaTbH, HAIIPpABJIACTCA B
ITHCBMCHHOM BHAC reHepaJ'[LHOMy CeKpeTapro.

0 ['eHepanbHeril cekpetaps nHGopMupYeT CTOPOHBI M WicHOB OpraHr3alim:

a) 0 J11000H TonpaBKe, KOTOpasi BCTYNAST B CHILY, W O JIaTe e BCTYIUICHHS B CHIIY B
oM U 1A KakaoH CTopoHsl;, |

b) 0 J1000M YBeJOMIICHHH, CASNAHHOM HA OCHOBAHHH HACTOSIMISH CTATHH.
Cratea 20
Henoncayua
1 Hacrosmas Konsenrms MoikeT OBITH eHOHCHpOBaHa oo CTopoHok B r00oe BpeMs Mo

HCTCUCHHH ABYX JIET € AJAThl BCTYIICHHUA HacTosAmeH KoHBeHITHE B CHJIY JJB1 3TOH CTOpOHBI.

2 l[eHOHC&L[HS[ OCYIIECTBIBIETCSA TYTEM  HalIpaBJICHHS I[GHOBI/ITapI/IIO IMHChbMEHHOTI'O
YBSAOMIICHHAA K BCTYTIACT B CHITY YEPE3 IO MOCIIC MOJTYICHUA YBEAOMIICHAA O IECHOHCAITHH HJIH T10
HCTeUeHHH JTI060Tr0 G0JIBIIEro CpoKa, KOTOprI\r’I MOKeT ObITh YEKa3aH B 3TOM YBCJOMJICHHH.

Cratesn 21
Henozumaputii

1 Hactosmias Koupeniust cpaeTcst Ha xXpaHeHHe ['eHepallbHOMY CeKpeTaplo, KOTOPbIH
HaIpapJIAeT 3aBepeHHbIe KOMHHA HAacTosm e KoHBeHITMH BceM TocyapeTBaM, KOTOPHIE MO/IITHCAITH
HacTosM Y10 KOHBEHITHIO HITH MPHCOSIHHHIINCH K HEH.

2 B nomomHeHWe K (yHKIHAM, YCTAaHOBJICHHBIM [fe-THOO B HacTodAmed KoHBeHUHH,
I'enepalbHBIi cekpeTaps:

a) HHPOPMHpYET BCe ToCYJapcTBa, MOJIMHCABNIHE HACTOANIYF KOHBEHITHIO HWITH
TIPHCOSAMHUBINHECS K HEH, O:

1) KaXXJoM HOBOM TIIOAIMACAHWHA HIH CJabuce Ha XpaHCHHE JOKYMCHTa O
paTI/I(l)I/IKaL[I/IH, I[IPHHATHH, YVIBCPHACHHAHN WIH IIPHCOCIHHCHHH C YKA3aHHCM

HX JaThI,

1) JlaTe BCTYIUISHUsI HacTosimeH KoHBeHITMY B cHily; B
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1) clade Ha XpaHeHwe J000ro JOKYMEHTAa O JICHOHCAIIMH HACTOSINEH
KoHeeHIHH ¢ yKazaHHeM JAThl €ro TONYUCHHS H AaThl BCTYTUICHHS
JeHOHCAIIMH B CHIIY; H

b) KaKk TONMBKO HacTosmiash KOHBEHITMS BCTYNHT B CHIY, HAMpaBHT €€ TEKCT
Cexpertapuary Oprammamun  OOGbequHeHHbIx Harmu#t qas  permcTpandd  w
onyOJIMKOBaHHUS B COOTBeTCTBHHM co cTatheii 102 VYcerapa Opra"uzaiun
O6beuHeHHBIX Harui.

Cratpa 22
Azviry

HacTtosamas KoHBeHITHS cOCTaBICHA B OHOM TIO/UTHHHOM SK3CMIUIAPE Ha a.Hl"J'IHﬁCKOM, apa.GCKOM,

HCITAHCKOM, KHTaﬁCKOM, PYCCKOM H (l)paH].[y?)CKOM SBBIKAX, IIPHYCM BCC TCKCTHI ABJIAKOTCS PABHO
AYTCHTHIHBIMH.

COBEPHIEHO B JIOH/IOHE tpunanmaroro geppais ABe THICSIIH TeTBEPTOTO IO/,

B YAOCTOBEPEHHE UEI'O HuKenoQmucaBniuecs, JOJDKHLIM 00pa3oM YIOJIHOMOYEHHBIE Ha
TO CBOMMH COOTBETCTBYIOMHMH MPAaBATEILCTBAMHE, IMOMACAITH HACTOSIY0 KoHBeHITHIO.
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IMPUJIOXEHHE

HHPABHJIA KOHTPOJIA CYTOBDBIX BAJIVIACTHBIX BO/J
H OCAJKOB H YIIPABJIENHA HMI

PAZITEJT A — OBHIHE MOJJTOXKEHI

IIpaBuio A-1
Onpedenenis
Jia neneli gactoamero llpanoxeHus:
1 "E:xxeromHas gata" o3HauaeT JIGHb M MECHI] KAKIOTO TojJa, COOTBETCTBYIOMHE JaTe

HCTCUCHKWI CpOKa neiicTerua CBHACTCIBCTRA.

2 "O6beM OaiacTHRIX BOA" 0O3HAUaeT oONIYE OOBEMHYIO BMECTHMOCTH JIFOOBIX TAHKOB,
MOMEIEHUH HIIM OTCEKOB CY/THA, HCITO/Ib3YSMBIX JUIS IEPEBO3KH, IpHeMa Witk cOpoca GauTacTHRIX
RO/, BKMIOYAS MF000M TaHK, TTOMEIeHHE HITH 0TCeK YHHBEPCATREHOTO HCTOMB30BAHHU, B KOTOPHIX
JOIYCKAeTCs epeBO3Ka OaJIACTHBIX BOJ.

3 "Kommanus" oznauaet cOOCTBEHHMKA CY/THA MITH JIFOOYI0 JIPYTY O OPTaHU3AIMIO WITH JTHITO,
TaKoe KaK YMPARJAIONME WM dpaxToBaTesib mo GepboyT-dapTepy, KOTOphie TIPUHATH Ha ceds
OTBOTCTBEHHOCTE 24 SKCIUIVATALIMK CYJIHA OT COOCTBCHHUKA CYJHA M KOTOpBIe LPH 3TOM
COIJIACHJIHCE [IPHHATH Ha cedd Bee oOSM3aHHOCTH H BCHO OTBRTCTBCHHOCTb, BO3ZJIAIASMbBIS
Me3K/Ty HAPOTHEIM KOJCKCOM T10 YIIPABJICHHIO GeB0MaCHOCTHIO .

4 "llocTpoeHHOR" B OTHOIICHAH CYAHA O3ZHAUYACT CTAJIMIO IOCTPONKH, HA KOTOPOH:
A 3aTOMKEH KITh, WITH
2 HAUATO CTPOUTENILCTRO, KOTOPOE MOXKHO OTOXKISCTBHTE C OTIpe/IeJIeHHBIM CYTHOM,
WITH
3 HauaTa cOopka 5TOTO CyJIHA, TIpHUEM MAacca HCIMOIB30BaHHOTO MAaTepHala

COCTARILART [10 MeHBIICH Mepe 50 TOHH HIIM OJUH IIPOLCHT PACUSTHOH MAcChl BCeX
KOPILYCHBIX KOHCTPYKUMI, CMOTPSL 110 TOMY, 4TO MEHBII®; HIIH

4 CYIHO [IOJBEPracTCs 3HAUUTEILHOMY LepeoCopy L10BAHHIO.
3 "3HaunTebHOE TIepeobopyaoBaHKe" 03HAUALT Mepeolopy/I0BAHHE CY/IHA!
A KOTOpOe M3MeHsAeT 00heM OallTACTHRIX BOI Ha 15 mpoTieHTOB Witk OoJee; WITH
2 KOTOpOe M3MEHACT THII CY/IHA; HIA
3 I[eJIh KOTOPOTo, TI0 MHEHHIO AJIMAHHCTPAITHAH, 3aKIF0TASTCS B IPOUIEHHH CPOKA ero

C.]'[y)KﬁI)I Ha ACCATH JIET HUIH 60.]'[66', HIIA

! Oy MKYE, mpuEATE# OpraHmzamnueit pesomornreit A 741(18), ¢ momparkaMi.
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4 KOTOpO€ TIPpHBOJHT K MO,Z[I/I(l)I/IKaHI/IH €ro CHCTeMBI OaIIACTHBIX BOI, HHOH 4eM
3aMCHa KOMIIOHCHTOB. HepeoﬁopyﬂOBaHHe CyHA OJIA COOTBETCTBHA MTOJIOKCHHAAM
IIpaBuJia D-1 He cumTaeTCs 3HAUHTCIBHBIM HepeOGOpyHOBaHI’IeM JJIA ueneﬁ
HaCTOMIIETO HpPIJ'[O)KeHHﬂ.

§ Bripaxenne "ot Onmuzxaiimero Gepera” o3HavaeT OT HCXOTHOM JJMHHHA, OT KOTOPOH, COTTIACHO
MEXAYHAPOAHOMY IIPABY, OTCUHMTEIBAFOTCA TEPPUTOPHANIBHBIE BOJIBI COOTBETCTBYEOLIECH TePPHTOPHH,
32 HCKITIOUEHHEM TOT0, UTo JiTs rejielt KonpeHIuH Bhipaskenue "ot Omskaiiniero Gepera” y ceepo-
BOCTOTHOTO ToDepekbs ABCTpAIHH ClleyeT HOHUMATh KaK OT JHHHH, IPOBE/IeHHOH OT TOUKH Ha
moGepeikbe ABCTPAIHU

¢ koopauHatamu 11°00" roox. mupoTel 1 142708 BOCT. AOATOTHI
K Touke 10°33" 103k, mmpoThl ¥ 141955 BOCT. TONTOTHI,
3aTeM K Touke 10°00' rosk. muapoThl 1 142°00' BocT. AOATOTHI,
3aTeM k Touke 9910 roxx. mupoTel B 143°52' BoCT. JONTOTEI,
3areM K Touke 9700 roxk. mupoTsl ¥ 144°30' pocT. JOATOTHI,
3aTeM K Touke 10°41' rosk. mrupoTe 1 145°00' BocT. AONTOTHI,
3aTeM K Touke 13°00' rok. muapoTel H 145°00' BocT. AOMTOTEI,
3aTeM K Touke 15°00' roxk. mupoTel u 146°00' BOCT. AOITOTEL,
3aTeM K Touke 17°30' rook. mupotel 1 147°00' BOCT. AOITOTEI,
3areM K Touke 21700 rok. mupoThl U 152°55" BOCT. JOJTOTHI,
3aTeM K Touke 24°30' pok. mupoTel ¥ 154°00' BocT. MOATOTH
U JlaJiee - K TOUKe Ha mobepekbe ABCTpallui

¢ Koop/IHHATaMH 24°42' 103k IApoTHL U 153°15' BOCT. JONTOTHL

7 "AKTHBHOE BelIeCTBO" 0O3HAYAST BEIIECTBO MJIM OPTAHW3M, BKIIOYAS BUPYC MIM I'PHOOK,
KOTOpPEIC OKa3bIBAKOT obINee WIH cTeIAdHIecKoe NeHCTRHE HA BpeHbIC BOJHBIC H MATOTCHHBIS
OpTaHH3MBL.

IIpaBuno A-2
Obwyee npumenenie

Ecnu enmenuansHO He TpeAycMOTpeHO HMHOe, ¢Opoc OalIacTHBIX BOM OCYMISCTBIASTCH TOIBKO
[IOCPEACTBOM YIPABICHHA Oa/IaCTHBIMH BOJAMH B COOTBETCTBHH ¢ IIOJIOKEHHAMH HACTOSIILTO
[Ipunoxenwus.

IIpaBuio A-3
Hewxnwovenus

TpeGosanust mpapuiia B-3 wimm m106k1e Mephl, pHHSTEIE CTOPOHOM B COOTBESTCTBHH CO cTaThel 2.3
H pasaesnoM C, He NpUMeHSIOTC:

1 K IIpHEMY HJIH C6pOCy BaJITACTHBIX BOO H OCaJKOB, H606XOL[I/IMLIM B IeJBIX
obecmedenna 6e30MaCHOCTH cy/lHa B '-Ipe?;BbI'—IaﬁHbIX CHTyallHAX WA CIHACCHHA
JeJI0BSUSCKOH JKH3HH Ha MOpE, HIITH

2 K apapuitHoMy cOpocy WIH MOCTYTIIICHHTO GallIacTHRIX BOJ U OCAJTKOB B pe3yiIhTaTe
LIOBPKICHHS CYJHA HIM €T0 000py10BaHHS:
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1 NpH VCIOBHH, YTO [0 M TIOCHE CJYYHBIIETOCH TOBPSIKIACHUSI HIH
oOHApYIKEeHHA MOBpPEKACHHUS TGO cOpoca OBIJIA MPHHATHEI BCE PasyMHBIS
MepHl IPSIOCTOPOIKHOCTH C LGB0 NpeJOTBPAINCHHSI WM CBEICHHA K
MHHEMYMY TaKoro copoca; u

2 3a HCKIIIOYECHHEM  CJIydyaeB, Korja COGCTBBHHHK, KOMIIAaHHA HJIH
OTBCTCTBECHHOC JIMIIO KOMaHIHOTO <CoCTaBa YMBINMUJICHHO HWIH 110
HEOCTOPOKHOCTH HIPHUHHWIH ITOBPCKACHUE, WIH

KI1IpHEMY H C6p00y OaTIACTHBIX BOJI K OCaJKOB, KOI'Ja 5TH OIIEpallHH HCIIOJIB3YIOTCA
¢ IeJIbIO H30eKaHHA HIIH CBe/IeHHd K MHHHMYMY HHIHJCHTOB, CBA3AHHLIX C
3arpsA3HEHHAEM C CyaHa, HIIH

K TIpHEeMY H MOCIeAYIoNeMy ¢Opocy B OTKPRITOM MOpe Tex ke OalUTacTHBIX BOJ U
0CATKOB;, WIH

K cOpocy OaJUTaCTHBIX BOJI H OCAJKOB C CYJ/IHA B TOM 3Ke MecTe, B KOTOpOM ObLIH
MIPHHATHI Bce ATH OAJUTACTHBIE BOJIBI U OCAIKH, ¥ TIPH YCIOBHH, YTO HE MIPOU3OTII0
CMEITUBAHHE C HeYTIPABIISIeMbIMH OAJUTACTHBIMH BOJIAMH H OCAIKAMM, TIPHHSITHIMH B
JOpyTHX pafioHax. Ecu cMelHBaHHe MPOHROIII0, GalslacTHRIC BOJBI, IPHHATHIS B
JpyTHX paloHax, IIOONCIKAT VIPABJICHHIO B COOTBETCTBHH ¢ HACTOAIUM
IIpunoxxeHuem.

Ipasuno A-4
Hsvannia

1 CropoHa wm CTOpOHEI B BOJAX, HAXOMAMIMXCS IO KX OPHCAHKIMSH, MOTYT IIPeJoCTABHTE
H3BATHA W3 JHOOBIX TpeOoBaHUH NMpUMeHTH npaBuio B-3 umn C-1 B qoNONHEHHE K H3BSITHSIM,
coJiepKaIUMCs T/ie-Tub0 B HacTosmeld KoHBeHITHH, HO JIMINB TOT/IA, KOT/1a OHH:

A MPeJAOCTABJIAIOTCS. CYAHY HJIM CyjlaM, BHITOJHSIONIUM pelc WM peichbl MexTy
KOHKPETHBIMH TIOpTaMHM HWIH MeCTaMH, WIH CYIHY, KOTOpOe 3KCITyaTHpyeTes
HCKITFOUHTEITFHO MEKTY KOHKPSTHEIMH TTOPTAMH HITH MECTaMH;

2 JeHCTBYIOT B TedeHHMe He OoJiee IDITH JIeT LPH  YCIOBHH IIPOBEACHHSA
MPOMEIKYTOUHOTO 0030pa;

3 MPeJOCTABIIAIOTCS CYJIaM, KOTOPbIe He CMITHBAIOT OAJITACTHBIE BOJIBI HJTH OCAJTKH B
palioHax, HHBIX YeM MeX/y MOPTAMH HJIA MECTaMH, yKa3aHHBEIMH B iyHKTe 1.1; U

4 TPeJOCTABJIAIOTCS B COOTBETCTBHH ¢ PYKOBOJCTBOM TI0 OIGHKE pHCKA,
pazpaGoTanabiM OpraHuzanuei.

2 [IpenocTapieHABIE B COOTBETCTBHHE C MyHKTOM | H2bsTHS OyAyT AeHCTROBATH TIOCHE TOTO,
Kak oHHW OymyT HampaBiieHsl Opranmzanuu B CTopoHaM OyAeT paszociiaHa COOTBETCTBYIOMIAA
HHQOPMATTHA.

3 JIrobkIe peocTaBICHHBIE B COOTBSTCTBHH ¢ HACTOSIIHM MPABHIOM H3BATHA HE JOJKHBI

YXyAOIATE OKPYKAKIOYIO SPEIy, 2H0POBER URIORSKA, HMYILSCTRO HIH PeCYPCHI IPHUIRTAROMIHX WIH
JIPYTHX FOCYJIAPCTB M He JIOJLKHBI IPHYHHSTE UM vieps. C mobhiM rocyTapcTROM, Ha KOTOpOe, Kak
ycTaHaeimpaeT CropoHa, MoKeT OBITh OKa3aHO OTpHIATEThHOS BO3JIEHCTBHE, TMPOBOISTCS
KOHCYIIBTAIHHA ¢ TIETBI0 pa3pelleHus JIFOOIX BhISBICHHBIX MPOOIeM.
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00bIe  MPEOCTABIICHHBIE B COOTBeTCTBHM C  HACTOMIAM  TPABWIOM  H3BITHA
4 Jwob
peracTpupyioTes B XKypHane onepanu#i ¢ SaTaCTHEIMHA BOJAMH.

IIpaBumo A-5
IJKeusanenmHoe coomsememsie

DKBHBAJICHTHOS COOTBETCTBHE HACTOSINEMY [IpHIOKSHHIO MPOTYIOTHBIX CYJIOB, HCTIOTh3YEMbIX
HCKJTFOTHTEIBHO JITIA OTABIXA HIIH COPSBHOBAHHA, HITH €Y TOB, HOTIONB3YeMBIX IJIABHEIM 00pazoM /i
[IOMCKA W CHACAHMA, JUIMHOHN MeHee 50 MeTpoR M ¢ MAKCHMAIBHBIM 00LeMOM OaJUIACTHEIX BOJL,
COCTABJISTFOIITAM 8 MeTPHYSCKHX TOHH, YCTAHABIMBASTCA AJIMUHHACTpAITASH, TPUHAMAS BO BHUMaHHe
PykoBonctBo, pazpabotannoe OpraHu3aimci.

PASJAEJI B — TPEBOBAHHWA JUIA CYHOB, IIPEALAB/IAEMBIE K YIIPAB/JIEHHWIO
A KOOTPOJIIO

IIpaenio B-1
ITnan ynpasienus OAnacHHbIMY 6 00AMU

Ha xask;moM cy/THe HMeSTCS H BRITTOTHISTCS TITAaH YITPAaBIeHHS GAILTACTHRIMH BoTaMH. Takol
maH ogo0psieTcss AnMUHACTpanueH ¢ yueToM PykoBocTea, paspaboranHoro Opranusanuei. 1lnan
YIpaBJIeHUs GA/lIIACTHBIMHU BOJAMH J0JLKSH ObITh KOHKPETHBIM JULL KAM/I0I0 ¢Y/IHA H I10 MeHbIICH
Mepe:

1 o/ IpoOHO M3NAraTh MIPOIEAYPbI E30MACHOCTH JIJISI CY/THA U HKHIIAKA, OTHOCSIIHECS
K yTpaBieHHA0 OaIac THEIMH BOJAMH B COOTBETCTBHH C TPeOOBAHHSIMH HACTOSICH
Konpenmumn;

2 COJIepIKATh MOAPOOHOE OMUCAHNE ASHCTBHH, KOTOPEIS JOJLKHBI IPSANPHHAMATBCS

JUIsl  BRINOJHEHHsT TpeOOBaHWM K  yHpaBicHHIO OaJIacTHEIMH BOJaMH |
JIOTIOTHHTENLHOH TPAaKTHKH YTIPaBJICHHUS OCANTACTHRIMH BOJIAMH, H3IOKCHHOH B
HacTodAmeH KoHBeHIHH,

3 o IpoOHO HATAraTh MPOTIETYpPhI YIaJeHH 0Ca/TKOB!
1 B MOpE€; H
2 Ha Oeper;
4 COIepIKATD MPOLEIYPHl 110 KOOPAHHALIMK VIIpaBIeHH: (GaJUIacTHBIMH BOJAMH HA

CY/IHE, CBI3AHHOTO CO cGPOCOM B MOpE, € BIACTSIMH IOCY/IAPCTBA, B BOIAX KOTOPOro
OyeT pou3BeeH Tako# cOpoc;

5 HazHa4daTh Ha CYJHE JIMIO KOMAHJHOTI'O ¢cOCTaBd, OTBETCTBEHHOE 3a obeclieTenne
HaJJICKaICTo BRIMTOJIHCHHAA ILJIaHa;

6 coJicpaaThb IPpUMCHHUMEIC K CY1aM Tpe60BaHI/I$[ OTHOCHTCIILHO Mepe/Javan COOﬁH.IeHHﬁ,
IIPEAYCMOTPCHHEIX COIVIACHO HaCTOﬂH.Ieﬁ KOHBGHHHH; H

7 COCTABJIATLCA HA pa60qu SI3BIKE CYOHA. Ecim HCIIOJIB3YCMBIM A3BIKOM HE ABJIAIOTCH
aHFHHﬁCKHﬁ, HCIIAHCKHH HITH Q)paHHYBCKHI‘/‘I, BEJIIOYACTCA IICPCBO, HA OAHH M3 DTHX
SA3BIKOB.
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IIpagumo B-2
JKypHan onepayuti ¢ BArAaCIHBIMU 600aMU

1 Ha kasxom cynne nMeetcs JKypHan onepanuii ¢ GajulacTHIMH BOJAMH, KOTOPhIH MOKET
OBITH CHCTEMOM HICKTPOHHOM PErHCTPAITHH HITH SIBJIITHCA YACTREO JIPYTOTO JKypHaIa TG0 CHCTeMBI
H KOTOpHIH COASPIKAT TI0 MeHBIIeH Mepe HHpOpMAITHIO, YKa3aHHYIO B qo0asneHHH IL

2 3armmucu B KypHane omepanuii ¢ OalacTHRIMH BOJAMH XPaHATCS Ha CY/JHE B TeUSHHS
MHHHAMATIBHOTO TMEPHO/IA ABYX JET MOC/IE BHECSHHS B HETO TOCTeTHEH 3aTHCH, a TIOCJIE 3TOTO — 0/
KOHTpOJIeM KOMIIAHHH B TeUSHHE MEHHUMAJIBHOTO IIEPHOJA TPEX JIET.

3 B ciryuae cBpoca GaislacTHBIX BOJ B COOTBETCTBHH ¢ npaBuioM A-3, A-4 unu B-3.6 nubo
B cIIydae ApyToTo aRapHHHOTO HITH HCKITFOUHTETRHOTO cOpoca GaLTacTHRIX B, HE TIOATAJAI0NIEeTo
[IOJ M3BATHA, UpeaycMoTpeHHble KoHpeHuued, B JKypHal onepaunuii ¢ CaulacTHEIMH BOJAMH
BHOCHUTCSI 3aITHCh, YKA3bIBAIOMAsI OOCTOSTELCTBA H IPHIHAHY cOpoca.

4 Kypnan omepanmii ¢ SauTacTHEIMH BOJIAMH XpaHHUTCS Ha OOpTy Cy/JHa B MecTe,
JIRTKOJOCTYITHOM JIJIS TIPOBSPKH B JTHO00E pasyMHOS BpeMsl, & B OTHOIMESHHH OYKCHPYEMOTO Cy/THA
0e3 DKHMMaKa MOKET XPAHUTLCS Ha OYKCHPYIOIEM CY/THE.

5 Kaxmas omepaiimd, Kacatomasicsd OaJUTacTHRIX BOJ, MOTHOCTRI0 O3 TIpOMeTCHHS
perucTpupyeted B AypHane onepalimii ¢ GaTacTHEIMH Bofamu. Kaxmiad 3anuch MOMMHCHIBASTES
JIULOM KOMAHJHOIO ¢OCTABA, OTBOTCTBCHHBIM 34 COOTBCTCTBYIONIVIO ONCPALMI0, M KaKAad
3aroJIHeHHAS CTPAHHUIIA TTO/ITUCHIBASTCS KAMUTaHOM. 3anicH B XKypHalie onepanyi ¢ GayutacTHRIMHA
BOJIAaMH TIPOM3BOATCA Ha pabotueM A3biKe CyTHA. ECH 3THM S3BIKOM He SIRIISIOTCA aHTJIHHCKHH,
HCTaHCKHH HITH GpaHITyzckuH, 3alHCH coJeps:KaT MepeBo] Ha OIHH U3 3THX A3BIKOB. LM Tacke
HCIIONIBAYIOTCA 3alCH Ha OHLHMAIBHOM HALIMOHAILHOM SA3bIKE [OCY1APCTRA, 101 )JIaloM KOTOPOIo
CYJTHO UMeeT TPaBo MJIaBaTh, TO B CIIyUae cIopa HIIH pasHOUTEHHUS MPEIOUTSHHE OT/IAeTCd STHM
3AIMKCAM.

6 JlomKkHOCTHBIE JTHIA, Ha/JIexKANTAM 00pa3oM yolHoMoYeHHBIe CTOPOHOM, MOTYT IPOBEPHUTH
Aypran oneparmii ¢ 6aJUTACTHRIMHU BOJAAMH Ha JIFOGOM Cy/THE, K KOTOPOMY MPHMEHSIETCS] HACTOSIIee
MIPABHIIO, KOT/Ia 3TO CY/THO HAXOJUTCA B ee TIOPTY WITH Y YAaJeHHOTo 0T Gepera TepMHHANA, H MOTYT
CHATH KOTHK ¢ JIF000H 3allHCH, a TaK:Ke TOTpeGoBaTh, UTOOK KaMHTaH 3aBepHI TONTHHHOCTE 3TOH
konuu. JloOas 3apepeHHAd TaKMM o0pazoM KOIMHA IpHHHMASTCH B JI000M  cyleCHOM
pa3tHpaTelIbCTRS B KAUSCTBR JOKA3ATEIIbCTBA (haKTOB, HII0MKCHHBIX B 3allHcH. [Iposepka JypHaia
oTIepanyii ¢ GAJDTACTHLIMHE BOJTAMH H CHSITHE 3aBePEHHOH KOIIMH BBIMTOJHAROTCS KaK MOKHO ObICTpee,
9T0OBI HE BBI3BATH HEOOOCHOBAHHOMN OTCPOUYKH OTXO/1a CY/IHA.

IIpaensio B-3
Vnpasnenue cyoospimu GARAGCIHBIMU 600AMIL
1 CynHo, moctpoeHHoe 1o 2009 roga:
1 ¢ o6pemMoM BamumacTHRIX BOJ] 0T 1500 70 5000 kyOudecknx MeTpOB BKJIFOUHTEIHHO

OCYIIECTRIISET YIIpaBlieHHe GallIaCTHBIMH BOTAMH, KOTOPOE OTBEUaeT M0 MeHbINel
Mepe CTaHJIapTy, olucaHHoMy B ripasuiie D-1 winu D-2, 1o 2014 roja, a nocie 31oro
OHO OTBEHAET MO MEHBIEH Mepe CTaHAapTy, OMMACAHHOMY B Tipapuie 1-2;
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2 ¢ obbemom Oammactupix Boj Menee 1500 mnu Gonee 5000 kyOuueckux MeTpoB
OCYIISCTRIIAST YTIpaBIeHHE GalTACTHRIMH BOTaMH, KOTOPOE OTBeUaeT Mo MeHBINeH
Mepe cTaHJapTy, OIIHCaHHOMY B npaemrie D-1 wim D-2, no 2016 roga, a mocine 3Toro
OHO OTBeUACT M0 MEHBIICH Mepe CTaH/IapTy, OMMHCAHHOMY B TipaBuie D-2.

2 CynHO, K KOTOpOMY MPHMEHASTCH MYHKT 1, TOJBKHO 0TBeUATh MYHKTY 1 He Mo3aHee dem
IIpH [ePBOM [POMEKYTOUHOM OCBHJCTRIBCTBOBAHMHM WIH  OCBHUACTSIILCTBOBAHHUH A
BO30OHOBIICHHS] CBHJIETEIILCTBA, B 3aBHCHMOCTH OT TOTO, YTO TIPOMCXOJMT paHbllle, TOCTe
TOIOBIIHHBI IOCTABKH CY/IHA B TOJI COOTBETCTBHS CTAHAPTY, IPHMEHHMOMY K CYJIHY.

3 Cyano, noctpoennoe B 2009 rogy uin no3inee, ¢ o6beMoM GaiacTHRIX BoJ MeHee 5000
KyOHUECKUX METPOB OCYINECTBISNET YOpapJieHHe GaUIacTHBIMH BOJIJAMH, KOTOpOE OTBEYAET MO
MEHBINEH Mepe CTaHAapTy, ONIMCaHHOMY B ripapuie D-2.

4 Cyano, moctpoernoe B 2009 roxy wiu nmozguee, Ho go 2012 roga, ¢ o6beMoM OalTacTHEIX
Boji 5000 kyGuuecKHUX MeTpOB HJIH 0oJiee OCYHIECTBIISIET yIpaBiieHHe GaUTaCTHLIMH BOJAMH B
COOTBETCTBHHU ¢ TyHKTOM 1.2.

5 Cyano, noctpoerHoe B 2012 roxy wnm mozgHee, ¢ oObemMoM GamnacTHeX Boj 5000
KyOH4ecKuxX MeTpoB WM Oojlee OCYINECTB/ET YIIpaBieHHe OalUIACTHBIMH BOJAMH, KOTOPOE
OTBEYAeT 110 MEHBIIIEH Mepe CTAHIAPTY, OUCAHHOMY B nipasuie D-2.

6 TpeGopaHHA HACTOANIRTO MPABMIIA HE [PHMCHAKOTCH K CyIaM, KOTOphIe ¢OpachIBANOT
Ga/utacTHEIE BOJIBI B IPHEMHOE COOPYIKEeHHE, CIIPOSKTUPOBAHHOE C YUeTOM PYKOBO/ICTRA 11O TAKHM
COOpYIKeHHUsM, pazpaboTaHHoro Opranusamnuei.

7 B kadecTee ambTepHaTHR TpeGoBaHHMAM, OMHCAHHBIM B TyHKTax 1-5, MOTYT Takke
MIPHHAMATBCA JAPYTHE METO/IbI YIIPaBIeHHs $aINIACTHEIMH BOJAMH, IPH YCIIOBHH UTO TaKHE METO/ThI
00eCTISUHBAIOT MO MSHBITEH Mepe TaKoH jKe YPOBeHb 3alllUThl OKPYIKAIONICH CPe/bl, 37J0POBhA
YeIOBeKa, UMYIECTRA H PecypCoB M 000peHsl B npuHIiHIe KoMuTeTOM.

IIpaBwio B-4
Samena bannacmuuix 600

1 CynHo, Ipor3BO/sMIee 3aMeHy SaJITaCTHRIX BOJT IJIS BRITIOJTHSHHS CTAH/1apTa, YKA3aHHOTO B
npasuie D-1:

A HACKOTBKO HTO BO3MOXKHO, MPOH3BOJHT TaKyid 3aMeHy OallacTHRIX BOJ Ha
PACCTOSIHMH M0 MeHbIIeH mepe 200 MOopcKMX MWL OT Oimskaimero Oepera U B
MecTax ¢ riyOHHO# BoAEl TI0 MeHbINeH Mepe 200 MeTpoB, IPHHAMAS BO BHUMAaHHE
PykoBojictBo, pazpabotantoe Oprannzaiuei;

2 B CJIyUagx, Korja CyJHO HE MOKeT TPOH3BOJHTH 3aMEHY OallTacTHRIX BOJ B
COOTBOTCTBHH ¢ NMyHKTOM 1.1, Takas 3ameHa OaJLTaCTHBIX BOJI MPOM3BOJAUTCA ©
ydgeToM PykoBoncTea, VKazaHHOTO B NOyHKTe 1.1, B HacTOIpko daleko OT
Guxaiiiero Gepera, HACKOJILKO 3TO BOZMOXKHO, H BO BCEX CJIVUAAX HA PACCTOAHUU
o MeHbIe# Mepe 50 Mopckux MHIIL 0T OiHsKkaknero Gepera v B MecTax ¢ riyOHHOH
BOABI IO MeHbIMeH Mepe 200 MeTpoB.
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2 B Mopcknx palioHax, B KOTOPBIX paccToAHHe oT Ommkaifmero Oepera Wid riyOWHa He
OTBEUAIOT MapaMeTpaM, OTMCAHHLIM B MyHKTe 1.1 win 1.2, TocyaapcTBO MOpTa MOKST HA3HATHTE
PalioHBL, 110 KOHCYJIBTALMH ¢ IIPHIISTAFOIIHMHE WIM IPYTHMHU [OCYIAPCTBAMH, B BABHCHMOCTH OT
0OCTOATENILCTB, B KOTOPBIX CYJIHO MOKET TPOH3BOAMTH 3aMeHY OallIaCTHBIX BOJ| C YUeTOM
PyxoponcTBa, ykazanHoro B myHKTe 1.1.

3 Ot cyaHa He TpeOyeTed OTKIIOHATBCS OT CBOETO IPEIoJIaracMoro peica HIIH OTKIaibIBaTh
pedic I BRIMONHEHUS TI000T0 KOHKpPEeTHOTO TpeOoBaHHUs MyHKTA 1.

4 Or cygHa, TPOM3BOMSAMEIO 3aMeHy OalUIacTHRIX Bojd, He Tpedyercss cobOmoaeHHe
MYHKTA 1 WM 2, B 3aBHCHMOCTH OT OOCTOSITEIBCTB, €CIH KAIIUTAH Pa3yMHO peIiaeT, YTO TakKas
zaMeHa Oy/leT yrpoxarh 6e20MacHOCTH WM OCTOMYHUBOCTH CY/IHA, De30HACHOCTH ero HKUIAKA HITH
MACCAKHUPOR BCJEJCTBHE HeOIAroNpHATHBIX METEOPOJIOIHUYSCKHX YC/IOBHH, KOHCTPYKIHH HITH
HATIPSDKEHUH CY/THA, 0TKa3a 000PYI0BaHHs HITH JTI000TO JIPYTOro HCKITIOTHTENIEHOTO YCIOBHSL

5 Koraa ot cyqHa TpeSyeTcs NPOH3BECTH 3aMeHY OAJUIACTHBIX BOJI, HO BTa OTNepaiiusd He
BBIMMOJTHACTCS UM B COOTBETCTBHH ¢ HACTOSIITAM NPAaBHIOM, IPUYHHBI JIOJGKHBI OBITH BHSCCHBI B
Kypuan omeparuii ¢ SanmacTHEIMH BOJAMH.

IIpaumoe B-3
Vnpasnenue cydossimu ocadkamiy

1 Ha pcex Cyaax U3BJICKAKOTCA H YIAJAKOTCA OCAAKH U3 HOMemeHHﬁ, MpeaAHasHAYCHHBIX JJIA
IICPCBO3KH 0aJIIaCTHBIX BOJ, B COOTBCTCTBHH C IIOJIOCKCHHMAMH CYHOBOIO ILIaHA YIIpaBJICHHA
6aJU1aC THRIMH BOJaMH.

2 Cyna, ykazaHHBIe B IYHKTaX 3—5 npaswia B-3, nomkusL, 623 ymepGa 11 6e30MacHOCTH WIH
DKCIUIYATALHOHHOM »(heKTHBHOCTH, NPOSKTUPOBATHCA M CTPOHTLEA TAKHM OOpazoM, 4ToObl
CBOJTHTH K MHHHMYMY TIPHEM H HeKeJIaTebHBIN 3aXBaT 0CaaKOB, 00JeryaTh yiajJeHue 0caIKOB H
obecTieunBaTh 0E30MACHBIH JOCTYI ¢ TeJIbI0 YAaleHHS OCaJKOB M 0TGOpa MX MpoG ¢ yueToM
PykoBonctsa, pazpabotannoro Opramnzanuei. Cyna, ykazanabie B npapuie B-3.1, HACKOMBKO 5TO
[IPAKTHYECKH BO3MOXKHO, JOJLKHBL COOTBETCTBOBATE HACTOSIIEMY IIYHKTY.

IIpaBwio B-6
Oba3aHHOCIL ALY KOMAHOHOZ0 COCMABA I UREHOE IKUNANCA

Jluna KoMaHZHOIO ¢€OCTaBa H WICHBI B3KHIAXKa JOKHBI 2HATh CBOH 00A3aHHOCTH TIO
OCYHICCTBIICHUIO YIIpABJICHHA OaIacTHLIMH BOJAMH, KOHKPCTHBIC JJIA CYJHA, Ha KOTOPOM OHH
CJIYKaT, H B COOTBCTCTBHH CO CBOHMH 00s3aHHOCTIMH JOJIZKHDBI OLITh O3HAKOMJIEHBI C CYAOBBIM
TJTAaHOM YIIPaBJICHHA OaJIIac THLEIMH BOJaMH.

PA3JIEJI C — CHEIHAJIBHBIE TPEBOBAHHIS B OIIPEJIEJIEHHEBIX PAHOHAX

IIpasumo C-1
Hononnumenvruvie mepul

1 Ecim Cropona, MHAMBHAYAIBHO HIIH COBMECTHO ¢ JIpYTHMH CTOPOHAMH, OTIPE/IE/IseT, UTO
Mephl, B JIOMOTHSHHE K TeM, KOTOphIe yKazaHEI B pasfiene B, HeoOXoquME! JITIS MPeTIoTBpaIeHUS,
COKpalleHHA WIH JIHKBHIATHH [IePEHOCA BPEIHBIX BOAHBIX H ITATOI€HHBIX OPTAHH3MOB IIOCPEICTBOM
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CyJI0BBIX OaJUTacTHBIX BOA W ocaakoB, Takue Ctopona miau CTopoHBI MOTYT TpeboBath, B
COOTBETCTBHH ¢ MEKTVHAPOTHBIM TIPABOM, YTOOBI CY/Ia OTBSUATH VETAHOBICHHOMY CTaHAAPTY HITH
TpeGORAHHUIO.

2 Jlo yeTaHOBJIeHHS CTaHAAPTOB HIH TpeboBaHmil cormacHo myHKTY 1 Ctopona wiu CTopoHbl
JIOIDKHBI TPOKOHCYIBTHPOBATHCA ¢ MPHICTAIONAMH HITH APYTHMH TOCYTIApCTBAMH, KOTOPBIS MOTYT
OBITEH 3ATPOHYTEL TAKUMH CTAHJAPTAME HIIH TPeGOBAHUAMM.

3 Cropona nim CTopoHbI, HAMEPEBAIOIHECS BEOTHTE TOTIOJTHATENILHBIE MepPhI B COOTEETCTBHH
¢ IIvHKTOM 1:

A MIPHHAMAIOT BO BHEMaHHe PyKkoBoJicTRO, paspaborantoe Oprannzaiueii;

2 coobmatoT OpraHU2alHE O CBOSM HAMEPCGHHH BBECTH JOMOTHHTEIBHYIO(BIC)
Mepy(BI) O MEHBUICH Mepe 2a 0 MECHALCR, 2a HCKIIOUCHHEM YpesBEIYaHHEIX
CHTYAIlHH WM SIHJEeMHH, 0 IJIAHHPYEMOH JaThl OCYIIECTBICHHS Mepbl(Mep).
Takoe coolIeHHe BKIIOTALT:

1 TOYHEIE KOOpAHHATELI paHoHA, B KOTOPOM IIPHMEHSETCA (IIPHMEHSIOTCST) Mepa
(MepbI);
2 HeoOX0AUMOCTE H 000CHOBAHHS IPUMEHEHHS JOMOIHHTEILHON(BIX) MepE

(Mep) ¢ yKazaHHeM, 110 BOZMOIKHOCTH, TIPSHMYIICCTE;
3 OTIHCAHHE JOTIOIHHUTEILHOH(BIX) MephI(Mep); U

4 JIIOOBIC  MEpOIPUATHA, KOTOPBEIE MOIYT OBITH ILPeJAYCMOTPEHBL JULA
obnerueHust COGNIONCHHS CYyIaMH JOMOIHATEIbHON(BIX) MEPBI(MeED );

3 JoSHBaroTCs 0J00peHHs co cTOpOoHBI OpTaHH3AIHH B CTCIeHH, TpeGyeMol 0GRITHBIM
MEKIYHApPOJHBIM IpaBOM, Kak oTpaxkeHo B KonpeHnunm Opranmsanum
ObbeuaeHHbIX Harwii 1o MopckoMy TipaBy.

4 HpH BBCAICHUH TaKHX JONOJIHATSIIBHBIX MEP CTOpOHa. HJIH CTOpOHbI CTPCMATTCH 00ecTIeYHThL
BCC HaIJICKaIlllHS C.J'[y)KGI)I, KOTOPBIC MOTYT BKIHOYAaTh, HC OIpaHUYHBAACE 3THM, YBEIOMJICHHC
MOPAKOB O paﬁOHaX, HMCIOIIHXCA U aJIbTCPHATHBHBIX MapHIpyTax HIJIH IIOPTAX, HACKOJIBKO 35TO
HIpaKTHYECKH BO3MOKHO, ¢ TEM UTOOBI YMEHBIITHUTSL JICHKAIYIO Ha CYJHE HATPDY3KY.

5 JroObie nomonHUTENbHBIE Mepbl, NpHHsThe CropoHo# Wiu CTOPOHAMH, HE I0JDKHBI
CHWKaTh Oe30TacHOCThL W OXpaHy CyJHa H HU MpPH KaKUX OoOCTOATeNILCTBAX He JOIKHBI
MPOTHBOPUHTE JTF000MH pyTof KOHBSHITHH, KOTOpOi# JOIKHO COOTBETCTBOBATE CY/THO.

6 Cropona wii CTOpoHBI, BROTSIIIHE JOTIOIHUTEBHBIE MEPhI, MOTYT OTJIOJKHTEH OTH Mephl Ha
OTpe/IeJIeHHBIH TepHOJ] BPEMEHH HMIH B OCOOBIX OOCTOSITENILCTBAX, KAKHE OHH COYTYT
MOIXO/ A HMH.


http://www.peraturan.go.id

2015, No.258 196-

IIpasunoe C-2
Hpeoynpesicoenusa o npueme BANNACIHHBIX 600 6 ONPedeneHHbIX PAiOHAxX
U OMHOCSMHECS K IMOMY Mepbl 20cyoapemsa gaza

1 CTOpOHa CTPECMHUTCA YBCAOMILATH MOpeHHaBaTeﬂeﬁ (8} paﬁOHaX, HaxoJAIMKUXCA 1104 €C
IOpHCZ[HK].[Heﬁ, B KOTOPLIX Cyda HE HOJDKHBI IIpHHHMAThH OaJacTHbIE BOAbL BEHAY H3BCCTHBIX
yCJ’IOBHfI. CTOpOHa BKJIIOYAET B TAKWE YRS TOMJIICHU TOUYHBIC KOOPTHHATHI paﬁOHa HITH paﬁOHOB H,
€CJIH 5TO BO3ZMOXKHO, CBEACHHA O PACTIOIIOKEHHHA JIF000TO AJIBTEPHATHBHOTO paﬁOHa HJIH paﬁOHOB
JUIA IpHeMa OamIacTHRIX BOI. HpeﬂynpemeHHﬂ MOTYT HalIpaBJIATECS B OTHOIMCHHUH paﬁOHOBZ

A B KOTOPHIX, KaK W3BECTHO, OTMEUAIOTCS HAISCTBHS, WHBA3HH WJIH MOTYJISIHA
BpSHBIX BOMHBIX H MATOTSHHBIX OPTaHU3MOR (HampuMep, TOKCHIHOS "TBeTeHH:"
BOJIBI), KOTOPHIE MOTYT UMETh OTHOTIIEHHE K TIpHeMY HIH cOpocy GallacTHRIX BOJT,

2 KOTOPBIC paclOJIOMKEHBI pAJJOM C MECTaMH BBIITYCKA CTOYHBIX BOA; HJIK

3 B KOTOPBIX IIPHJHBHO-OTIIMBHBIC ITOTOKH SBJIAKOTCA ¢Ia0bLIMH HJIH B KOTOPBIX
HpHJ'IHBHO-OTJ'[HBHOﬁ IIOTOK SABJISIETCS Golee MYTHBIM B TCUCHHE H3BCCTHBIX
TIEpHUOJ0OB BpEeMEHH.

2 [ToMuMo yBeIOMICHHST MoOpelljiagaTeNicl o palioHaX B COOTBETCTBHH ¢ MOJOKSHHIMH
myHkTa 1, CTopoHa yRemoMiTaeT OpraHr3almie 1 NpuOpeKHbIe TOCYIapCTRa, KOTOphIe MOTYT OLITH
3aTPOHYTHI, O JIFOORIX paHoHaX, YKa3aHHBIX B yHKTe 1, ¥ 0 IepHo/Ie BpeMeHH, B TeUeHHe KOTOPOTO
MOTYT JIGHCTBOBAThH TAaKHe MPEIYIPEKICHAA. Y BeloMIeHHe Mg OpraHusaid U NpAOpeKHBIX
TOCYJIAPCTR, KOTOPhIE MOTYT ObITH 3aTPOHYTHI, BKITOUAST TOUHBIE KOOPIWHATH palioHa HITH paHoHOB
H, €CJTH 3TO BORMOJKHO, CBSIICHHS O PACIIONIOMKSHUH JTEF0O0T0 albTepHATHBHOTO palioHA HIH paiioHoB
JUI [IpHeMa OaJUIACTHBIX BOJA.  YBEIOMICHHE BIUIIOYAeT HH(OPMALHIO I CYIOB, KOTOPBIM
HeoOxo/uM TIpHeM GalUTacTHBIX BOJI B paiioHe, 00 allbTepHATHBHBIX Mepax B 5TOM OTHOIICHHH.
CTropoHa TakKe YBeIOMITAeT MopeTuiapaTe e, OpraHH3amiio 1 mo0ke TOTSHITHATEHO 3aTPOHYThHIS
[IPHOPEKHLIE [OCYJAPCTRA O TOM, KOIJa [PeIYIPEKICHHR Coliee He IIPUMCHACTCH.

IIpasume C-3
Hanpasnenue ungopmayuu

OpraHuzanua mpeAoCTARIACT ¢ TOMOTIBIO HA/UISKAIIMX CPe/ICTE HHGOpMATTHIO, HaTpaBJIeHHY IO e
cornacHo npasmiaMm C-1 u C-2.

PASAEJID — CTAHJAAPTLI YIIPABJIEHHWA BALIACTHBIMHA BOJAMH

IIpaBuio D-1
Cmanoapm 3amensl 6ainacmHbix 600

1 Cyna, nIpoH3ROIANIHE 3aMeHy OaNTACTHRIX BOJT B COOTBETCTBHH ¢ HACTOAIIMUM TIPABHIOM,
BBIMOJHAIOT 3TO ¢ 3hPeKTHRHOCTHIO 3aMeHBI OaJTIACTHBIX BOJI, COCTABIIAIONISH MO MeHBIEH Mepe
935 mponeHTOR 1Mo 00beMy.

2 I[J'[S[ CYA0B, MNPOH3BO/HNHX 3aMCcHY OaJIIaCTHERIX BOJA METOJOM IIPpOKaAvYKH, IIpOKavKa
TPEXKpPaTHOT O obneMa KaKJA0ro TaHKa BOJAHOTO OajimacTa CUHTAETCS OTBGIIaIOH_[eﬁ cTapaapry,
YEKazaHHOMY B ITYHKTC 1. HpOKa‘IKa MCHEIIC TPCXKPATHOTO o0beMa MOKeT NIpHHHMAaThCH, SCIIH
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CYJTHO MOKET MPOJICMOHCTPHPORATE, UTO MPOU3BOAMAA 3aMcHA COCTARJIACT MO0 MEHBINEH Mepe
95 mponeHTOR 1Mo 00beMy.

IIpaBumoe D-2
Cmandapm Kauecmea 6aARaciiHblx 600

1 CyJia, ocyIMecTRISIONIHE YIIPARICHHS OATACTHEIME BOTaAMH B COOTBETCTBHH C HACTOSIITAM
mpaBHIoM, cOpackiBatoT MeHee 10 JKH3HECTIOCOOHBIX OpPTAHHZMOB Ha OJHH KyOWUecKHH MeTp,
MHHHMAJIBHEIH pazMep KOTOPIX paseH 50 MukpomMeTpam uik Gosiee, 1 MeHee 10 KU3HeCTIOCOOHBIX
OpPTaHH3MOR Ha OJTHH MHU/LTHIUTD, MUHAMAIBEHBIH pazMep KOTOPBIX MeHee 50 MHKpOMETPOB H
papeH 10 muKpoMeTpaM WK Golee; MPpH HToM ¢cOpPOC HHAUKATOPHBIX MHUKpPOOOB He TIPEBIMAcT
VCTAHORJICHHEIX KOHIRHTPAIIHH, OMHCAHHEIX B IIVHKTE 2.

2 HupukaTopHbIe MEKPOOHI, KaK CTAHIAPT 3/J0POBbA YeJIOBEKa, BKITFOYAIOT!
1 TOKCHKOTeHHEIH BUOpHoH xoJiepsl (O1 1 O139) ¢ MeHee gem 1 koJoHHeoOpasyrome i

equHANEH (koe) Ha 100 MuumAnnTpoB HiIA MeHee 1 kKoe Ha 1 rpaMM (CBIpOro Beca)
00pa3IoB 300TUIAHKTOHA,

2 KHMESUHYIO MaouKy — MeHee 250 koe Ha 100 MHTUTHIATPOB,
3 KHIeYHbI& SHTEPOKOKKH — MeHee 100 koe Ha 100 MUILIHIUTPOB.
IIpasunoe D-3

Tpebosanus Kk 0OCOpeHIo CHCINEM VAPAGAEHUS DAIACHHBIMIL 600aMU

1 3a HCKITIOYe HHEM YCTAHOBIICHHOTO B TIVHKTE 2, CHCTeMBI YIIpaBieHH Gajuiac THRIMH BOJTAMH,
HCTIOB3YEeMbIe JJIs COOTBETCTRHS HacTosteH KOHBEHITHH, TOJBKHBI 0/100psIThCst AJIMUHHCTDAIAEH
¢ yueTtoMm PykoBoncTsa, pazpabotannoro Opraumnsanie.

2 CureTeMbl vIpaBiIeHHs OaUIACTHBIMH BOJAMM, B KOTOPBIX HCIOJB3YHOTCH AKTHBHBIS
BeNIeCTBA WK NpeniapaThl, CoJiepKallie 0HO WK OoJlee aAKTHRHBIX BENIeCTB, [IJTs COOTBSTCTBHSA
Hactoane#t KoupeHinu, ogobpatotess OpraHuzaiineli Ha OCHORE TpOIAYphl, paspaboTaHHOH
Opranuzanueil. Dra IpoLeaypa A0J/DKHA OLIHCHIBATE 0J0OPEHHES AKTHEHBIX BEILECTE M OTMEHY
TAaKOIo 0400peHHs, a TAKKE [IpelaraeMbli criocol UX NpUMeHeHKs. B ¢ilygae 0TMeHBL 0J00pe A
HCTIOJB30BaHUE COOTBETCTRBYIONIEro aKTHBHOTO BeIeCTBAa WIIH BelIeCTB 3alpelaeTcs B TeueHHe
OJTHOTO T0J1a TIOCHe JaThl TAKOH OTMEHEI.

3 CrcTeMbl YIpaBJICHHUA OanIacTHBIMH BOJaMH, ACTIONB3YCMBIC IJIA COOTBETCTBHA HACTOSMICH
KOHBeHHHI/I, AOJIZKHBI OBITH GS30NACHLIMH ¢ TOYKH 3pCeHUA CyJHa, €ro 060py)]0BaHPIH H SKHIIaXKa.

Hpaswio D-4
Ipomomun mexHono2uli 0bpabomKY GANRACHHBIX 600

1 Eemu cyiHo, 1o aThl, B KOTOPYEO YKA3aHHLIH B npawuiie D-2 cTanaapT Havuas Obl IS HETO
JeficTROBaTh, yJacTByeT B 0J0OpeHHOH AMMHHHCTpanHeH INporpaMMe HCHLITAHHS H OIEHKH
MepCIIeKTHBHEIX TeXHOJIOTHH 00paGoTKH 0aUTACTHBIX BO/T, TO CTAHAAPT, YKA3aHHEIH B parHie D-2,
He TIpUMeHsIeTCS B TeUeHHE MSTH JIST ¢ aThl, B KOTOPYIO CY/THO AOMIKHO OLUTO OBbI OTBEUATH TAKOMY
CTAHJAPTY.
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2 Ecnu cyamo, mocrie AaTel, B KOTOPYIO YKa3aHHLIH B Tipapwiie D-2 cTaHapT Hadam JJIsl Hero
JIeHCTBOBATH, VIACTBYET B 0JJ00peHHON ATMHHHCTpATIHEH, ¢ yiueToM PykoBo/IcTRa, pazpaboTaHHOTO
OpraHuzanueli, nporpaMmMe HCHBITAHHS H OLUGHKH LEPCICKTHBHEIX TexHOJIOTHH oGpaCoTku
$alUTaCTHBIX BO/, KOTOPBIC MOTYT MIPHBECTH K MOSIBJIRHHIO TEXHOIOTHI 00pabOTKH, TO3BOISIFONTHX
JOCTHYL GoJiee BHICOKOTO CTaHIapTa, UeM TOT, KOTOphIH yKazaH B mpapwie D-2, To cTaHIapT,
yKazaHHBIH B mpapuie 1D)-2, He TpHMeHASTCA B TeUSHHE TATH JIeT ¢ MATHI YCTAHORKH TaKoi
TEXHOJIOTHH.

3 [IpH cocTaBIeHHH H BHITIOTHEHHH JTFOO0H TPOTPaMMbI HCTILITAHHS H OTIEHKH NMEPCIEKTHRHBIX
TeXHOJIOTHH 06paboTkn SawmacTHEIX Bog CTOPOHEI:

A MIPHHAMAFOT BO BHEMaHHe PyKkoBoJicTRO, paspaborantoe Oprannzaiueii; u

2 JOMYCKAKT YIaCTHE JIMIITh MHHAMAJIBHOTO KOJTAYCCTBA CYI0B, HGO6XO,Z[HMOF0 JJIA
3(1)(1)6KTI/IBHOFO HCILITAHHS TAKHX TCXHOIOTHIA.

4 B Teucnue Hnepnojaa UClbITAHWA H OIICHKH CHTTeMAa 06pa.60TKPI JOJGKHA SKCILIY AaTHpOBaThC A
TTOCIICAOBATENILHO U B COOTBETCTBHH € MIPOCKTOM.

Hpaswioe D-5
Obzop cmandapmos Opeanuzayueti

1 Ha zacenannu Komurera, mporoiumMoM He O3 HEE YeM 3a TPH T'O/1a JJ0 caMOH paHHeH JAaTsl,
B KOTOPYIO HAUMHACT JeHCTBOBATE CTAHIAPT, YCTAHOBJICHHLIH B nipaenie D-2, KoMuTeT npoBoauT
0030p ¢ HENbI0 YCTAHOBHTH, UMEIOTCH JIA HAJUICIKAIHE TEXHOJIOTHH, MO3BOJIAIONIHE JOCTHYDL
CTAHJAPTA, W OI[EHHTh KPUTEPHH, VKazaHHBIE B MYHKTe 2, a TaKKe COIUAILHO-3KOHOMHYECKHE
MOCIEACTRHSI, 0COOEHHO B OTHOMIEHHH NOTpeGHOCTEH PA3BUBAIOIUXCS CTPAH, B YACTHOCTH MAJIbIX
OCTPOBHBIX Pa3BHBAIONIHUXCS TOCYJAPCTR, B pa3BUTHH. KOMHUTET TakiKe NPOBOIUT IISPHOTHISCKHE
0030phI, eCNIH HTO HEOOXOJUMO, ISl H3YUeHHS IPHUMEHHUMBIX TpeOOBaHHIl K CyJaM, YKa3aHHLIM B
mpaune B-3.1, a Takke moforo [pyroro acmekTa YIpaplieHWs OaIacTHRIMH BOJAMH,
paccMaTpuBaeMoro B Hacrosimem [Ipuiiosxkenuu, BrIoUast Ji06oe PyKoBoJICTBO, pazpaboTaHHoe

Opranmuzamuei.
2 [Ipu Takux oG30pax HA/UICIKAITHX TeXHOJIOTHHA TAKKE YIUTHIBAIOTCS:
1 coobpaikeHust 6e30MACHOCTH, OTHOCSIHAECS K CY/THY H OKHITAKY,
2 SKOJOTHYECKAS TIPHEMIIEMOCTh, T.e. UTOOLI TeXHOJIOTHH He OKA3BIBAIH OONBINETo

SKOJOTHYCCKOIO BOBﬂeﬁCTBHH, HEM TO, KOTOpOC OHH YCTPaHAIOT,

3 MPaKTHIHOCTh, T.¢. COBMECTHMOCTh ¢ KOHCTPYKIIHEH W 3KCIUTYaTalliel cy/IHa;
4 2 heKTHBHOCTH 10 3aTpaTaM, T.e. IKOHOMHUUHOCTE; H
5 OHonoruueckad >(QekKTHBHOCTE ¢ TOUKH R2peHHA VIAJICHHS WIH JIHMINCHHA
AKTHEHOCTH MHBIM 00pazoM BPeJHBIX H IATOICHHEIX OPTaHU?MOB B GaJUIACTHBIX
BOJIaxX.
3 KomuteT MoeT o0pazoRBIBAThL TPYNNY MM TPYNONLI IS TipoBejgeHHA o6z0pa(oB),

yKazaHHOTO(BIX) B TyHKTE 1. KoMHTeT onpeAensaeT cocTaB, KpyT BeICHUS H KOHKPETHRIS BOTIPOCHI,
KOTOpBIC JIODKHBI paccMaTpHBaThes J0O0H obpazoBaHHON TakuMm obpazoM Tpymmoi. Takue
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TPYTIIHI MOTYT pazpaldaThIBaTh U PEKOMEHIOBATH NPE/UTOMKCHHAS O BHECCHHH TOTIPABOK B HACTOSIICS
[Mpunoxenue A pacemoTperns CtopoHamu. B paspaboTke pexoMeHTAIME H IPHHATHH pelleHHH
KomurteroM 0 BHSCEHHH IOIPABOK MOI'YT VUACTBOBATE TOJLKO CTOPOHEL

4 Ecnu Ha ocHoBaHH# 0030p0OB, YKa2aHHBIX B HACTOSIIEM Mpapuiie, CTOPOHBI peliaT IPHHSITE
TIOMPABKH K HacTosmeMy lIpHIoKeHHI0, TakWe TOTPaBKH OJ0OpAIOTCS W BCTYMAIOT B CHIY B
COOTBETCTBHH C MPOIEYPAMH, COJAPHKAIMAMHUCA B cTaThe 19 HacTosimel Konpennum.

PAJIEIE — TPEBOBAHHA K OCBHIETEJBCTBOBAHHNIK)D M BLIJTAUE
CBHJIETEJILCTB B OTHOIIEHNH YIIPABJIEHHUA BAJLTACTHBIMHA

BOJAMH
IIpaBwio E-1
Oceucemenscmeosaniis
1 Cyna pasoBo#i BMecTHMOcThI0 400 m Gomee, K KOTOPHIM TPHMEHSETCS HACTOSIIAs

KOHBGHHH?I, 3a HACKITIOUCHHEM IUIaBYYHX HJ'Ia.T(I)OpM, TTaBy4YHX YCTAHOBOK IIA XpPaHCHHA H
IJIABYYHX YCTAHOBOK UIA IIPOH3BOACTBA, XPAHCHHA H BBIIPY3KH, IIOAJICIKAT YKasaHHbIM HHKC
OCBHOCTEIILCTBOBAHHSIM:

A TMepBOHATATLHOMY OCBHIETEIRCTRORAHHIO TIepe]] BBOJOM CYAHA B DKCIUTYATAITHIO
WIH nepel lepBuuHoH Bblaauell CeujerenberBa, TpefyeMoro  CorjlacHo
npaswiy E-2 unmu  E-3. DTO OCBW/IETEILCTBOBAHKME HPOBOJHTCS, YTOOBI

VIOCTOBSPHTHLCS, YTO ITUIAH VIpaBiIeHHA OaUIACTHRIMH BOJaMH, TpeOyeMbli
mpaBuioM B-1, a Takike KOHCTpyKIIHA, oOopvAoBaHHWE, CHCTEMBI, VCTpoicTBa,
IPHUCIIOCOOICHHA U MATS PHAIIBL HITH IIPOIISCCH TOTHOCTRIO OTESUAROT IPHMEHHMEBIM
TpeCoBaHKAM HacTosAeH KoHBeHIIMY;

2 OCBH/ICTEILCTBOBAHHIO /NI BO3OOHOBIICHHST CBH/ICTENILCTBA Uepe3 MPOMEKYTKH
BpeMEHH, VCTAHOBJICHHEIC AJMHUHHCTPALUCH, HO HE [IPSBLIMIAKIINS [LATH JICT, 2a
HCKJIFOUeHHEM CIIY4aeB, KOTAa NpHMeHsieTcs Npasuno E-5.2, E-5.5, E-5.6 wm
E-5.7 nacrosimero llpuiosmxenus. 3T0 OCBHAETEILCTBOBAHHE POBOUTCH, YTOOBI
YJAOCTOBEPHUTBLCS, €TO TIJIaH VOpaBlieHWsi OalUTACTHBIMH BOJaMH, TpeOyeMbIit
mpasmiioM B-1, a Takike KOHCTPYKIHS, o0OpyJoBaHHe, CHCTEMbI, YCTPOMCTBa,
IPHCIIOCOOISHAS H MATS PHAITLI HIIH ITPOTIECCH MTOTHOCTRIO OTBEYAKOT IPHMEHHMBIM
TpeGoBaHHAM HacTosAmeH KoHpeHITHY;

3 MPOMEIKYTOUHOMY OCBHJISTEILCTBOBAHMIO B ITPE/IeJiaX TPEX MECATICR JI0 HITH MOCIIS
BTOpOH €KETOIHOM JIaThl WM B TIpeJesIaX TPeX MECSIeB J0 WM MOcie TpeThel
eerogHoH Jatel CBHJISTENBCTBA, KOTOPOe NIPOBOJUTCA BMECTO OLHOIO M2
©IKETOJHBIX OCBHACTRIbCTBOBAHKHE, VKasaHHbIX B IyHKTe 1.4. llpomesxyrounbie
OCBHJICTEILCTBOBAHMS TIPOBOJIATCS, YTOOBI YJIOCTOBEPUTHCSA, UTO 000pyI0BaHNAE,
CBA3aHHBIE C HHM CHCTeMbI W MPOIECChl YIIpaplIeHHS OaJLIACTHRIMH BOJAMH
MOSHOCTRIO OTBEYAFOT TIPUMEHHMBIM TpeOoBaHHAM HacToAmero lIpuiroskeHus u
HaxXoJATCS B XopolieM paboueM COCTOAHHH. 3allUCH O TAKUX TIPOMSKYTOUYHBIX
OCBHJCTRIILCTBOBAHUAX NpoHzeoAsaTcd B CBUNIRTENLCTEE, BBIJAHHOM COIIACHO
npasuiry E-2 wnm E-3;

4 €XKETO/THOMY OCBH/IETEIBCTBOBAHHIO B TIpeJieNiax TpeX MecsmeB 0 HJIM Tocie
KaKJIOH €3Kero/THOM JJaThl, BKIIFO4Yasi 0O YI0 IPOBePKY KOHCTPYKITHH, 000pYI0BaHHS,
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CHCTEM, YCTPOUCTR, NPHCTIOCOOIIEHHH U MATCPHAIIOB HIIH POIECCOR, CBSI3AHHBIX C
TJIAHOM YIIpaBJieHnuss OaNNMacTHRIMHA BOJAMH, TpeOyeMbIM TipaBuioM B-1, aToOb1
YAOCTOBEPHTHLCS, UTO OHH COACPIKATCS B COOTBETCTBHH € IYHKTOM 9 H IPOIOJIKAIOT
YAOBJISTBOPSTH YCIIOBHSIM DKCIUTYATAI[HH, JUUIS KOTOPBIX CY/JAHO TpeAHAZHAYCHO.
3anmMcu O TAKHX ©KETOJHBIX  OCBH/ICTCNLCTBOBAHHSAX  MPOM3BOASTCA B
CBHOCTETRCTRBE, BRITAHHOM COTJIACHO TIpaBmTy [-2 win E-3;

3 JOTOTHUTEIEHOMY  OOmEeMY HJIM YacTHIHOMY OCBHACTEIILCTBOBAHHIO, B
3aBHCHMOCTH OT OOCTOATENLCTB, KOTOPOE MPOBOAUTCA MOCIIe H3MEHEHHS, 3aMeHbI
HIIH CYIECTBEHHOTO PEMOHTA KOHCTPYKIMH, 0OOPY/I0BaHHS, CHCTEM, YCTPOHCTR,
MPHUCIIOCOOICHHI M MaTepHAIOB, HEOOXOJAUMBIX JUIsi OOeCreUeHrsl MOJHOro
COOTBeTCTBHA HacTosmeH KornpeHtnn. OCcBHICTENLCTEOBAHAE TIPOBOTATCS, YTOOBI
YAOCTOBEPHTHCSL, UTO JTIOObIE TAKHE H3MEHEHHE, 3aMeHA HITH CYIIECTBEHHBIH peMOHT
BBITIOJHEHBI KAYECTBEHHO, TaK YTO CY/HO OTBe4aeT TPpeOOBAHHSIM HACTOSIICH
Koupenun. 3amucu 0 TAKUX OCBHACTEILCTBOBAHHWSX MPOMZBOIATCA B
CBHACTCIRCTRR, BBIAAHHOM COTIACHO IIpaBHiIy L-2 win E-3.

2 AL[MI/IHHCT‘paL[HH MPUHHAMACT HaJJICIKAIIUE MEPBI [T oBecTieYeHHs BBIOIHE HHS HA CyJax,; K
KOTOPEIM HE IIPHMCEHAROTCA TTOJIOMKEHHAA ITYHKTa 1, TeX MOJIOKCHHH KOHBCHHI/II/I, KOTOPBIC K HUM
IIPHMCHHMEBL.

3 OCBHIETEILCTBOBAHHS CY/I0B C [1€J1b10 00ecIeueHHs! BbITIOJTHEHHS TI0JI0KeHHH HacTosI el
KoHBeHITHH OCYIIECTRISIFOTCS TOKHOCTHRLIMH JUMAMHA AIMUHACTpaiAd. OmHaKo AMUHHCTPAITAT
MOKST TIOPYUHTH TIPOBSJACHHE OCBHICTSNILCTBOBAHUH Ha3HATCHHBIM 1A 3TOH IeJIH HHCIIEKTOpaM
HITH TIPU3HAHHBIM €10 OPTaHU3aITHSIM.

4 A,Z[MI/IHI/ICTpaI_II/Iﬂ, Ha3Ha4YaroIasas WHCICKTOPOB HWJIH NpH3HAKOMasx opraHu3alun It
TIPOBSICHUA OCBHHGTGHBCTBOB&HHﬁ, YKa3aHHBIX B ITYHKTES 3, VYIIOJTHOMOTHBACT TAKHX HA3HAYCHHBIX
HHCIICKTOPOE HJIH 1IPDH3HAHHBIC OplraHH3alliHd , KAK MHUHHMYM!

1 TpeGOBaTE, YTOOLI CYTHO, KOTOPOS OHHU OCBH/IETENILCTBYIOT, OTBETATIO TTOI0MKS HHSIM
HacToAmeH KoHpeHITHH, H

2 [IPOBOJUTE OCBHACTOILCTBOBAHHS U IIPOBSPKU 10 NPOchb0e COOTBRTCTBYIOLIHX
BJacTel rocyaapcTBa nopra, Koropoe spisietest CTopoHol HacTosi el KoHBeHITHY.

5 AI[MI/IHHCTpa]_IHﬂ YBESHOMIISIET OpFaHI/I?)aL[HIO O KOHKPETHBIX 00sA3aHHOCTAX H YCIIOBHUAX
HOHHOMOqHﬁ, TIPpEAOCTABJICHHBIX HAZHAUTCHHBIM MHCTICKTOpaM WIH MIPU3HAHHBIM OpTaHU3aAlluAM, UL
PacChIIIKHA CTOpOHaM C ICJIBKO IrIH(l)OpMIrIpOBaHI/Iﬂ HX JOJLKHOCTHBIX JIHII.

6 Ecnmm  AAMWHMCTpanMs, Ha3zHAYeHHLIH WHCTIEKTOP WA TIpH3HAHHAs OpTaHHU3aIlus
YCTAHABIIMBAIOT, UTO VIPaBJIeHHe CYJIOBHIMU OAUTACTHBIMH BOJIAMH HE COOTBETCTBYeT JaHHBIM
CeHJIeTeIIbCTBA, TpeOyeMoro coracHo npapwity E-2 wim E-3, wiiu TakoBo, 9TO Cy/THO He IPHTOTHO
JUIsI BEIXO/IA B MOPE, HE TIPE/ICTABIISAS IpE3MEPHOH YTPO3bl OKPYIKAIONIEH Cpe/e, 3/I0POBBIO USIIOBEKa,
HMYIIECTBY HIH pecypcam, TO TakHe WHCISKTOp WM OpTaHH3aIus HeMeIeHHO obecleunBaoT
[IPHHATHE Mep 10 YCTPAHSHHIO HEJOCTATKOB, ¢ TeM YTOOBI IPHBECTH CYAHO B COOTBOTCTBHE ¢
TpeGoBaHusIMH. HHCTIEKTOP WK OpraHA3aliAg HeMe JIeHHO YBeIOMIIIOTCS U 00eCTie YHBAIOT, YTOORI

* Cm Pyxopogctro, prHATOe Oprannsanyeli pesomormeii A 739(18), ¢ ONPaBKaMH, KOTOPbIE MOTYT GHITH BHECEHEL
Oprammzarmetl, u crierudukaiim, TpuasTee Opradnzammeis pesomormeit A 789(19), ¢ monparkamMi, KOTOPBIE MOTYT
OBITH BHECEHBI OpraHu3alinei.
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CBI/I)]GTGI[LCTBO HE BBIJJABAJIOCH WJIH U3BIMAJIOCh, B 3ABHCHMOCTH OT CJTyHasl. Ecnun CYAHO HAXOOHUTCA
B IMOPTY L[pyl'OfI CTOpOHbI, T0 06 »TOM HEMEUICHHO YBSAOMITAKOTCA HAJICHKAIUE BJIACTH
rocyapcrea 1opra. Ecau JOJLKHOCTHOC JIHILO A,Z[MHHHCTpaHHH, HAa3HAUCHHBIH HHCIICKTOp HJIHA
IIpH3HaAHHAA OpTaHHU3AIH YBSJOMHWIIN HAJISIKANTHAS BJIACTH IOoCyJapcTBa nopra, To IIpaBUTEJIBCTBO
COOTBETCTBYIOIIETO rocyAapcTBa MOPTa OKA3LIBACT TAKOMY JOJDKHOCTHOMY JIMITY, HHCTICKTOPY WA
OpTraHH3allHH .]'[I-OGyI-O HeO6X0):[HMyIO IIOMOINb B BHIIMOJHCHHH HX 06a3aHHOCTeH COTIacHO
HACTOACMY IIpABHITY, BKIIHOYASL JE00BIE HeﬁCTBPIﬂ, OIIMCAHHBIC B CTAThE 9.

7 Besknii pas, Korja ¢ CyIHOM TIPOMCXOJUT apapHsl HJH Ha HeM OOHapy:KHBaeTos
HCHCIIPARHOCTE, KOTOpas CYIISCTBRHHEIM 00pazoM BIMART HA CHOCOOHOCTE CVJIHA OCYIIEGCTRILATE
ylpasieHue OaJUIACTHBIMU BOJAMH B COOTBeTCTBMM ¢ HacTosmeldl Konpenuuell, coGeTBeHHUK,
oTIepaTop WM JIPYroe JHIO, OTBETCTBEHHOE 32 CY/THO, TIPH MEPBOH e BO3MOKHOCTH coobmaeT 00
STOM OTBETCTBEHHBIM 3a BhIIATY COOTBETCTBYIONMETO CBHACTENECTRA ATTMAHHCTPAITHH, IPU3HAHHOH
OpTaHH3AIMH WIH Ha3HAUYSHHOMY HHCTISKTOPY, KOTOpPhIS IOPYIAIOT MPORSCTH 00cIeI0BaHNe, YTOOR
OTIPeJIeIIMTE, SBIARTCH JTH HeOOXOIMMEIM OCEHACTENIECTBOBAHNS, TpeOyeMoe myHKToM 1. LEcom
CyTHO HAXOTUTCA B IOPTY ApyTo#l CTOpOHBL, TO COGCTBEHHHK, OMepaTop WIH JIPYTOe OTBe TCTBeHHO®
JUIO TaKKe HeMeMIeHHO coolIimaeT o0 BTOM HajJIeKalluM BJIACTAM TOCYJApcTBa MOpTa, a
HasHauCHHBIH HHCTIGKTOP HTH IPH3HAHHAS OpTaHH3AIHA TOJDKHR YOS THTHCA, UTO TaKOe co0DIeHIS
CICNAHO.

8 B Kax@ /oM CJIydae 3auHTepeCOBaHHA A,E[MI/IHI/ICTpaI_[I/ISI TIOJTHOCTHIO TapaHTHPYET IMOJTHOTY A
THIATSIIBPHOCTE OCBHACTCIILCTBOBAHHA H obecneunBaeT MPpHHATHE H606X0,Z[I/IM])IX MEp A
BBIMOJIHEHHS DTOT0 00s3aTe/ILCTRA.

9 CocTosiHHe Cy/HA U ero 0o00pyT0BaHAA, CHCTEM H MPOIECCOR JOJKHO TOJIePKUBATHCS B
COOTBETCTBHH C TOIOKCHHUSIMH HacTodATIeH KOHBEHITHH C TeJIbI0 00CCIeUHTh, YTOORI CYTHO
0CTaBaTIOCh BO BCEX OTHOMEHHAX MOATOTORISHHBIM K BBIXOTY B MOpPe, He PeICTARIAL Upe3MepHON
YIpo3bl OKpYIKatolie# cpejie, 3/TOPOBBIO YETOBEKA, HMYIIECTBY MIIH pecypcam.

10 [Tocne 3amepiieHHss JOOOTO OCBHJISTEILCTBOBAHHS CYAHA corjlacHO MyHKTY 1 Gez
paspelIeHNI AIMHHHACTPAIMH HE TOIYCKae TG IPOH3BOIUTE HHKAKHAX HAMCHOHHH B KOHCTPYKIIHH,
o0OpYIOBAHHH, YCTPOHCTBAX, NPHCHOCOOICHHSAX HIIH MATePHANIAX, CBSA3AHHBIX ¢ IUIAHOM
yOpaeieHuss OallaCTHBIMH — BoJamu, TpeOyembiM TipaBHiiom B-1, H  oxBaveHHBIX
OCBHJICTeITHLCTBOBAHHEM, 32 HCKITFOUCHHSM TIPAMO# 3aMEHBI TAKUX 00OpYIOBAHHA HIH YCTPOHCTE.

IIpaBwio E-2
Butoaua unu noomsepowcoenie Cendemenbemea

1 AJIMAHHCTpaUUs 00CIRUHBART, YTOOEL CYIHY, K KOTOpOMY HpUMeHseTes npaemwio E-1,
BblIaBAIOCh CBHICTENLCTRO L0 YVEIIGITHOIO 3aBePLICHHS OCBUISTS/ILCTBOBAHHSL, IPOBEICHHOTO
B COOTBeTCTBHH ¢ mpaBmiiom E-1. CBHJeTeIbCTBO, BBIJJAHHOS MO YIOJIHOMOYHIO KaKoH-ITHOO
CropoHbl, mpuHAMaeTes ApyrumMu CTOpOHAMH W paccMaTpHBASTSS JUISI BeeX IesIeH, OXBauSHHBIX
Konpennue, kak HMerolmee Takyio ke CHIY, UT0 U CBHASTENILCTRO, BRITAHHOS HMH.

2 CBHIeTeNbCTRA BRIIAKOTCA HITH HOATBEPIKIAIOTCA THOO AJMHHHACTpAIHSH, THGO0 TH00BIM
JIAIOM WJIH OpTraHM3alHei, HAISKAIAM 00pa3oM €10 YIOJIHOMOYSHHBIMHA. B KaxmoMm ciydae
AJIMUHUCTDAITHS IPHHHMAET Ha ceDsl OIHYI0 OTBETCTBEHHOCTH 32 CBH/IETEIhCTRO.
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IIpagumo E-3
Buioaua uni noomeepocoenue Ceudemenncmea opyeoi CmopoHot

1 [To mpockbe AnMuHHCTpaIun fApyras CTopoHa MOMKET NIPHHATH K OCBH/ICTRNILCTROBAHHIO
CYIHO H, YAOCTOBSPHUBINHCEH, 9TC HA CY/IHE BLITIONHAIOTCS TONOKEeHHA HacToAmeH KonpeHnw,
BEIJACT WM [opyuaeT BbLAATE c¢yiHY CBHAETOIIBCTBO, a4 TAKKS, €CIH 5T0 HeOOXOIHUMO,
MIOATBEPKAAeT HWIH IOPYYaeT NOATBEPAUTE 3T0 CBHIETEIBCTBO IS CYAHA B COOTBETCTBHH €
HactosimuM [punoxeHnem.

2 Konmus CBI/IZ[GTGJ'[LCTBEI H KOITHS akTa o0 OCBHACTCIIbCTBOBAHHH LIEPEAAOTC B BO3ZMOMKHO
KOpOTKI/Iﬁ CPOK A,Z[MHHI/ICT[I)&HHI/I, 1o HpOCB6e KOTOpOﬁ OCYHISCTBIIACTCA OCBHASTEICTBOBAHHE.

3 Bripannoe takum o6pazom CBHACTEIBCTBO COACPIKHUT 3AMUCH O TOM, YTO OHO BBIAAHO MO
mpochbe AJMUHHMCTPAIMHA H UMeeT TaKyl K€ CHIY M ToJydaeT Takoe ke TpH3HaHWe, Kak H
CBHJIETENBCTRO, BbIJITAHHOE AJIMHUHHCTPAIIHEH.

4 CBH/eTeNIHCTBO HE BBITASTCS CYAHY, KOTOpOoe HMeeT MpaBo IUlaBaTh Mo ¢Iarom
rocyaapcTsa, He sipiisironierocst CtopoHoi HacTosimeld KonBeHIHA.

IIpaeumoe E-4
Dopma Ceudemenscmsa

CBI/I,[[GTB.TILCTBO COCTABJIICTCI Ha OQ)HHHaﬂLHOM SI3BIKE BLIL[aIOH_Ieﬁ cro CTOpOHbI Imo cbopMe,
HpI’IBe,Z[eHHOI\;I B ):[OGaBJ'IeHPIIrI 1. Eciu HCHOHBSyeMBIﬁ A3BIK HC ABJIACTCA aHI‘J'[HﬁCKHM, HCITaHCKHUM
HIH Cl)paH]_l'y:’)CKHM, TO TEKCT OOJDKEH COACPKATh IIEpEeBO/] Ha OJJHH W3 3THUX S3BIKOB.

IIpaBumo E-S
Cpox Oeticmeusa u deficmeumennHocms Ceudemenbcmea

1 CBHACTCNECTBO  BBIASTCA HA CpPOK, VCTAHOBJICHHBIM AJMHHHCTpallHeW, HO He
TIPEBBIMIATONIWH MATH JIET.

2 B oTHOImeHHHA OCBHHQTGHLCTBOBaHHﬁ AJIL BO300OHOBIEHHS CBHACTCIIBCTRA:

1 HecmoTpa wa TpeOoBanmsi mTyHKTa 1, KOT/Ia OCBHICTCJIBCTBOBAHHE JUIS
BO30OHOBJICHHUS CBHACTENILCTBA 3aKOHUYCHO B IpeJeliaX TPeX MECHIeR IO MAThI
HCTEeUCHHS CPOKa ASHCTBH CyMecTBYIOMETo CBHACTEIBCTRA, HOBOS CBHISTRIILETBO
JeHCTBHTENLHO ¢ NaThl OKOHYAHHS OCBHACSTSILCTBOBAHHA IS BO3OOHOBISHHS
CBHJICTENILCTBA JI0 JaThl, HE TPEBBINIAIONICH TSITH JIET ¢ JIaThl MCTEUSHHSI CPOKA
JeHCTBHSA cyniecTRy1omero CBHISTENLCTRA.

2 Korz[a OCBHACTCJIBCTBOBAHHES OJIA BO306HOBIEHHSA CBHACTCIIBCTBA 3aKOHUCHO ITOCIIC
daTbl HCTCHUCHHA CpPOKa HeﬁCTBHH CYHWECTEYIOLICIO CBH,Z[GTGJIBCTB&, HOBOC
CBI/IL[QTGIH)CTBO Z[eﬁCTBHTe.HLHO C JaTbl OKOHHYaHH:A OCBHACTCILCTBOBAHHA IJIA
BO30OHOBICHHSA CBHACTCJIBCTBA OO AdaThl, HE HpeBbI].HaIOH.[eI\;I IDITH JIET C AaTbl
HCTCUCHUS CPOKa ﬂeﬁCTBHH CYMECTBYIOIIETO CBI/I,[[GT@JILCTBZI.

3 Korpa oceueTenscTEOBAHEE TS BO300OHOBICHHS CEBHICTCIILCTBA 3aKOHYCHO Gonee
UeM 3a TpH MeCiAla OO0 OaTel HCTCUCHHA CpoKa neHcTBHA CYOICCTEYIOIICT O
CBHI[QTGJIBCTB&, Hopoe CBHICTE/IBCTBO ACHCTBHTEIIBHO ¢ [aThl OKOHYAHHSA
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OCBHACTCIBCTBOBAHHA  JJISL BO300OHOBIIEHHS CBHICTCIIBCTBA A0 JdaTbl, HE
HpeBLI]_HaIOH_Ieﬁ IIATH JET <€ JaTbl OKOHYAaHHA OCBHIACTCJIBCTBOBAHHA JJIA
BO300HOBICHHS CBHACTCIILCTBA.

3 Ecmm CBI/LE[GTC.HLCTBO BBITACTCSH HA CPOK MEHEC TIATH JIET, AZ[MI/IHI/ICTpaI_[I/ISI MOJKET MIPOUIUTH
CpOK ,Z[eﬁCTBHﬂ CBH,Z[GTGHLCTB& ¢ JaThl HCTCUCHUA CpOoKa ,Z[eﬁCTBHﬂ J0 MaKCAMAaJIBHOTO CpPOKa,
YCTAaHOBJICHHOI'O B IIYHKTC 1, IIpH  YCJIIOBHH qTro I[IPOBCACHBL COOTBCTCTEYOLIHE
OCBH/CTEJILCTBOBAHUA, YIIOMAHYTEIE B IIPAaBHIIC E-ll?), MpUMEHACMBIE, KOTa CBI/IL[CTS.HI:CTBO
BLIZIAeTCS Ha OATHISTHHH CPOK.

4 Ecnn ocBHAS TeILCTBOBAHHE 11 BO3OOHOBISHHS CBHASTEILCTBA OBIIO 3aKOHYSHO, 2 HOBOE
CBUIeTENBCTBO HE MO3KET OBITH BBIIAHO WIIM TIEPEJIaHO HA CYHO [0 JaThl HCTEUSHHS] CPOKA
JleHcTBUsL cymecTeytomero CBHSTENLCTBA, TO JIHIIO WM OpTaHW3allMsl, YIIOJHOMOYEHHBIS
AJMUHHUCTpAITHEH, MOTYT MOATBEP/IHTD CYMIeCTBYIOMEee CBHACTENLCTRO, H Takoe CBHICTEILCTRBO
JTOJDKHO TIPH3HABATHCS TSHCTBHTSIBHBIM Ha JATBHSHINTHE CPOK, KOTOPBIH He JIOJKSH TIPeBBINIATh
MSTH MECSITIER € JITATHl HCTEUEHHUSI CPOKa eT0 JIeHCTBHSIL

5 EcliH B MOMEHT HCTCUCHHSA CpOoKa ):[eﬁCTBHH CBH,Z[GTGJ'ILCTBEI. CYAHO HEC HAXOJHUTCA B TIOPTY, B
KOTOpOM OHO JOJIZKHO OBITH OCBHACTCI/ILCTBOBAHO, AL[MHHHCTpa]_IPIﬂ MOKCT IPOLJIHTE CPOK
L[CI‘/‘ICTBI/IH CBI/IL[eTe.HLCTBa, HO TaKOC HPOIAJICHHEC IIPCAOCTABIHCTCH TOJIBKO 4JI1 TOIO, 9TOObI JaTb
BOBMOJKHOCTh CYAHY 3aKOHYHTH CBOM peI‘fIc B IIOpPTY, B KOTOPOM OHO JOJIZKHO OLITh
OCBHACTCIBCTEOBAHO, U TOJIBKO B TEX CITVUIAAX, KOTAa TAaKOC IMPOJICHHS OKAKETCA HeOGXOZ[I/IMI)IM H
].[eJ'[eCOO6paBHBIM. Huxkakoe CBHZ[GTGJIBCTBO HE JOJGKHO IIpOAJICBATHCA Ha CPOK, HpeBbIHlaIO]lIHfI
TpH Mecdlla, U CY/THO, KOTOPOMY TMpEeJOCTABIIACTCA TaAKOE€ IPOJICHHUE, 110 HpI/I6LITHH B IIOPT, B
KOTOPOM OHO JOJDKHO OLITh OCBHASTEIIBCTBOBAHO, HE UMEET IIpaBa B CHIIY TaKOIo IIPOIJISHHA
IMOKHHYTH 3TOT IIOPT Oe3 HOBOTO CBI/IL[@TG.HLCTBEL Kor,ua 3aKOHYCHO OCBHACTCIBCTBOBAHHUES IJISA
BO30OHOBIEHHS CBHACTCIIECTBA, HOBOC CBH,Z[GTQJ'IBCTBO ,Z[eﬁCTBHTeJ'[BHO J0 JaThl, HS HpeB])I]_HaI-OH_[eI‘;I
IITA JIET € JaThl HCTSUYSHUA CPOKaA Z[eﬁCTBHH CYIECTBYIOIIETO CBH,[[ETG.HBCTB&, yCTaHOBJ'[eHHOfI pa (o)
IIpEAOCTABJICHAS IIPOAJICHUAS.

6 CBHOCTRILCTEO, BRIJAHHOS CYAHY, COBPIIAIOIISMY KOPOTKHe peiichl, koTopoe HS OBLIO
[IPOAJICHO B COOTBSTCTEHH € BBIIIEYIIOMSHY ThIMH HOJI0KSHUAMH HACTOSILET O IIPABIIIA, MOKET ObITh
MPOITIeHo AJIMHHUCTPATTHEH Ha JIBTOTHBIN CPOK JI0 OJTHOTO MeCHIIa C JIAThl UCTeUeHHS YKa3aHHOTO B
HeM cpoka AeficTeud. Korma sakoHUeHO 0CBHIE TS/TLCTBOBAHHS JUTA BO20OHOBIICHHS CBHISTETHCTRA,
HOBO? CBHACTEIBCTBO JNCHCTEBUTRIILHO JI0 AAaThl, HE [IPEBLINAIONCH [HATH J1eT ¢ JAThl HCTCUCHUSA
CpoKa ARHCTBHS CYLICCTBYIOMEI 0 CBUASTEIBETRA, YCTAHOBICHHOH 10 IPEAOCTABIICHUS [IPOICHUSL.

7 B 0coGrix ciayuasx, onpe/ieleHHBIX AJIMUHHCTpanue#, HoBoe CBHISTEIBCTRO MOKET He
BBIJTAaBAThEH C JIATHI UCTEUSHHS CpOKa JeHCTBHSA cyIecTryromero CBU/IeTeNbCTBA, Kak TpeOyeTed
MYHKTAMH 2.2, 5 Win 6 HACTOAIEeTO TpaBmaa. B 3THX ocoOwixX ciaydasx HoBoe CBHACTEIRCTBO
JeHCTBUTEIIBLHO 10 JAThl, HE NPEBBIMIALOIICH IIITH JIeT ¢ AAThl OKOHYAHHA OCBHSTE/ILCTBOBAHMS L1
BO200HOEBJICHHS CBUCTILCTRA.

8 Ecnu exerojiHoe OCBH/ISTENHCTBOBAHHE 3aKOHYEHO /[0 CpOKa, YCTAHOBIEHHOTO B
npasuie E-1, To:

1 CIKETOaHAaA JaTa, YKa3aHHasA B CBI/II[GTSJ'IBCTBG, H3MCHACTCA BHCCCHHCM 3aITHCH Ha
daTy, KoTopad JOJDKHa OBITH HE [IO3JHEEC TPeX MECALCE 110CJIC AaThl, HA KOTOPYIO
ObLI0 3aKOHICHO OCBHACTC/ILCTBOBAHHKC,,
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TIOCIIC Y FOIMUAE €KETOAHOE WIH IIPOMEIKYTOTHOE OCBHACTEIILCTBOBaAHHU A, Tpe6yeMLIe
TIpaBAJIOM E- 1, JOJIZKHBI OBITH 3aKOHYSHBI B OEpHOALI, TPEATIUCAHHBIC 3THM
I[IpaBHJIOM, HCIIOJIB3Y HOBYH CIKCIOAHYH JaTy,

JaTa UHCTCUCHHS CpOKa JCHCTBHS MOMKET OCTABATLC Gen I/ISMGHGHI/Iﬁ, TIIpH YCIIOBHUHA
7O OJHO HIH Gotee CIKCTOTHBIX OCBHL[GTBJ'IBCTBOB&HI’II\;I, B 3aBHCHMOCTH OT CJIy4ad,
IIPOBOJATCA TaK, 9T00BI He OBLIH HIPEBBINICHBI MAKCHMAJIBHBIC IICPHOABI MCXIY
OCBHJCTEIILCTRBOBAHUAMH, TPEATTUCAHHBIMHE ITPABUAIIOM E-1.

9 CBHIeTeNBCTRO, BEIJAHHOS coracHO mpapuwny E-2 wnm E-3, Tepser cuny B moboM u3
CIRAYIOLIUX CIIYYaeB!

eCJIM KOHCTPYKIHA, 00Opy/OBaHHE, CHCTEeMbI, YCTPOHCTBA, TPHCTIOCOOICHHA U
MaTepHalibl, HeoOXoAUMBIC [T 00SCTIeUeHH TIOJIHOTO COOTBETCTBHS HacTosmeH
KonpeHIHH, MAMEHMIOTCH, RaAMOHAIOTCS MIH MOABEPraloTes CYIISCTBEHHOMY
peMoHTY, a CBH/ETeNIbCTBO He TOJTBEPIKAaeTCS B COOTBETCTBUH ¢ HACTOANIHM
IIpumnoxennem,

IpH nepedade cyaHa nod duiar jgpyroro rocypaperea. Hopoe CBHIRTENBCTBO
BBLIAE€TCA TOJNBKO Torza, korjga CTopoHa, BelIalomast HOBoe CBUIeTeIbCTBO,
TIOTHOCTRIO yOeXK/IeHa, UTo CyJTHO OTBedaeT TpeSopanuaM npapuia E-1. B ciyuae
mepeaTl cyaHa MekTy CTopoHaMH, eCIH B TCUSHHS TPeX MECAICR Moce Takoi
nepeaaun Oyaet cenad zanpoc, CTopoHa, o ¢uiaroM KOTopoi ¢yIHO paHee HMeJIo
MpaBo IDIABaTh, B BO3MOJKHO KOPOTKHH CpPOK mHepemaeT AJMHHHCTPAIMH KOITHH
CBHJIETENILCTR, HMEBITUXCS HA CY/THE IO ero Tepeait, H KOTIHH COOTBeTCTBYIONTHX
aKTOB 00 OCBHICTSIBCTBOBAHHH, €CJIH OHH UMEFOTCH,

€CJIH COOTBETCTBYIONHE OCBH/IETEILCTROBAHKS HE 3aKOHYEHBI B CPOKH, YKA3aHHBIE B
npapuie E-1.1; wim

ecu CBHOCTENBCTEO He MNOATBEPIKACHO B COOTBETCTEHH C IIPABHTIOM E-1.1.
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JOBABJIEHHE I

POPMA MEXKAYHAPOIHOI'C CBHAETEJIDLCTBA Ob VIIPABJIEHHH
BAJUVIACTHBIMH BOJAMHI

MEXK/IYHAPOJTHOE CBIJIETEJBCTBO OB YIIPABJIEHUN
BAJUVIACTHBIMH BOJTAMHI

Beij1aH0 Ha OCHOBAHHH TOJOKeHHH Mek Ty Hapo THOH KOHBEHITHH 0 KOHTPOJIE CYTOBBIX 0alTacTHBIX
BOJ W OCAJKOB W YyIpaBJcHHH HMH (fJajee mMmeHyemol "Koupenuma') mo ymoaHOMOUHIO
MPaBHTEJILCTRA

(}’lOJIHOe HAUMEHOGAHUE KOMREMEHINHOCO U A Wil
OpearHizayiil, YROMTHOMOUEHHBIX 6 COOMGEMCHIGHY
C NONAONCEHUAMU KOHE?QHL[MH)

Ceederus o cyaHe]

HasBAHHE CYITHA ..ottt e e et e e e ee e emee e eneee e e eeee
OTTHIUTSIBHBIH HOMEP HITH TTOBBIBHOM CHIHAT 1. evieieie e e e e e et seee et e eneeeseeeeeeeeeee
L 0] ol 0 T<) 7 (o 286475 PSR
BaJlOBAA BMECTHMOCTD ..eveeeeeieeeeeeee ettt eeee e e eeeee e e et et ee e e e e eeae e e e e e e eaeeesee e ee
Homep FIMO? oo
s B (0T i 010 71 - PR

O0beM 0AIUTACTHBIX BO (B KYOHTECKHX METPAX) .eeervereaerineeisreeeseesaenersneseeeeasneeaneensns

Ceedenus 06 ucnons3yemom (blx) memode(ax) ynpagnenus OanIacmHbIMU 6G00MU
HenonpayeMplit MeTOT YIIPARISHUS CANTACTHBIMH BOJAMH ..oovevtiitrereeiecreeneee st ereeneenneeneenne
JlaTa YCTAHOBKH (CITH HPHMEHIMO) .iveireiutieateieatueaesaaeeesaeeeesseeea seeensseenasneeessneeenn

Hazpanue 3aB0/1a-U3TOTOBHTENS (SCITH MPHUMEHMMO) ....uvvteeiieutiieeeeeseurreeeessseneeianenens

! TIo BEopy, cBefleHNS O CYIHE MOTYT GHITH TIOMEITIEHE B TAGITHITY.
? CrcTeMa OTIO3HABATEILHEIX HOMEPOB ¢y o MO, mpumsTas pesomonii A.600(15).


http://www.peraturan.go.id

2015, No.258 206-

OcHOBHOM(bIe) METO(bI) YIIPABICHHS DAJTACTHLIMH BO/IAMH, HCIIOJIb3YeMbIH(bIe) HA CY/IHE:

O B COOTBETCTBHH ¢ IIpapuioM D-1
O B COOTBETCTBHH C TIpaBuiioM D-2

0017 o210 1 2 ST
O CYJHO MMoAnaAaeT 1o AeHcTBHe npasuna D-4

HACTOAIIUM Y AOCTOBEPALETCA, UTO:
1 CYJTHO OCBH/IETEIILCTBOBAHO B COOTBETCTBHH ¢ TipaBmiioM E-1 Ilpunoxenns k Konpennnm; u

2 OCBHACTEJIBCTBOBAHHECM YCTAHOBJICHO, UYTO VIIPABJIICHHC OamaCTHREIMH BOJAMH Ha CYIOHE
COOTBETCTBYET HpI/I.]'IO}KeHHIO k Konpenmun.

HacTosmee ¢CBUAETEIBCTBO AEHCTBHTETBHO J0 .vivvvviieeeeeeeee i ceeeeeeeas MIPH YCIOBHH TPOBEACHHS
OCBH/ISTCIILCTBOBAHHI B COOTBSTCTBHH ¢ NpapuiioM E-1 Ilpunoxernua k KoHBeHIHH.

Jlara zaBepmienus OCBHISTEILCTBOBAHHS, Ha KOTOPOM OCHOBAHO HACTOMINEE CBHAETENLCTRO:
JICHB/MECALYTOT

BB T aTI0 o e
Mecmo sutoaun ceudemenbemeadl

(lama evidau) (TTodnucs YRORHOMOUEHHO20 DOLICHOCINHOZ0 U,
EBI0ABILEZO CEUOENETLCNEO)

(Heuams wnu wmamn opeanuzayiit)
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TOATBEPXKJIEHHE OCBUJIETEJILC TBOBAHU ()

HACTOMAIMUM YJOCTOBEPSETCA, uto 0cBHNCTEILCTBOBAHUEM, TPeOYEMBIM B COOTBETCTBHH ©
mpasuiom E-1 punoskenns k KoHBEHIIMH, YCTAHOBIIGHO, YTO CYAHO OTBEYAET COOTBETCTRYIONMTHM
momnoxeHuAM KoHBEeHITHH:

ExxeroiHoe OCBUIETS/ILCTBOBAHUE! TTOAIHCAHO oveieiii it e

(Ioonucw Haonescamum obpazom
VAORHOMOYEHHOEO CORNCHOCIHOZO0 Y Q)

{(THeuams wau wmamn NOTHOMOUHOU OPeaHUsaYlL)

®

Esxeronnoe/lIpomeskyTouHoe TToAMUCAHO ...
OCBH/IETEILCTBOBAHHE! ([Toomuce naoneswcauum obpasom

VHOTHOMOUEHHO20 CONHCHOCINHOZO TUYA)

MECTO o

JIATA o

(Ilevams wau wmamn NOTHOMOYROU OPSAHU3AYUL)

.

Esxeroanoe/TIpoMekyTouHOS TTOMIMHCAHO .o oot
OCBHASTEILCTEOBAHHE! ([{oomiuce Haonescaiyum oHPaZOM

VHOTHOMOUEHHO20 OONICHOCTIHOZ0 THYA)

MECTO i e e

JIATA oo

(Iewams wau wmamn NOTHOMOUHON OPZaHUzayuL)

EzxeronHoe ocBHACTENRCTBOBAHHE! (0% 1112 1 (o T O RT
([{oomiuce Haonescaiyum oHPaZOM
VHOTHOMOUEHHO20 OONAICHOCHIHOZ0 Tl

(TTewams uny wimamn NOTHOMOUHOI Opeanuzayu)

«
HemyxHoe 3aUe pKHy TE.
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EXETOTHOE/TIPOMEARXKYTOUYHOE OCBHJIETEJILCTBOBAHHUE
B COOTBETCTBHH C ITYHKTOM 8.3 IIPABHJIA E-5

HACTOSIITUM Y TOCTOBEPAETCSL, uto npu G}KGFOL[HOM/HI)OMG}KYDOIIHOM* OCBH/ISTEIILCTBOBAHHU
B COOTBETCTBHH ¢ TyHKTOM 8.3 npapuna E-5 Ipunoxkenna k KoHBeHIIMH yCTAHOBICHO, UTO CYIHO
OTRBeTaeT COOTBSTCTRYIOIIAM TONOAKEHHAM KOHBEHITHH:

TToanucano

(Tlewams win wmamn ROTHOMOUYHO OP2aHU3ayuL)

INOATBEPKJIEHHE ITPO/UVIEHHUSA CBIJIETEJLCTBA, EC/IH CPOK
EI'O JEHCTBUSI MEHEE 5 JIET, B C.IVUAE IPHMEHEHHA
IIYHKTA 3 IIPABILIA E-5

CyaHO OTBeUaeT COOTBSTCTBYIOIIMM TIONOXKEHUAM KOHBEHIMH, U HacTosmee CBHASTENLCTEO B
COOTBETCTBHH ¢ IyHKTOM 3 nipasmiia E-5 1puioskenna k KoHBeHIIHH IPH3HACTCA A HCTBATEIBHBIM

Ilogmucano

(Ileuams uau wmamn NOTHOMOURON Op2aHUZaYUL)

HOATBEPKJIEHHE B CJIVUAE TPOBEJAEHUA OCBUAETEJIBCTBOBAHIA
A BO3OBHOBJIEHUA CBHAETEJIBCTBA H ITIPUMEHEHHA
IIVHKTA 4 IIPABILIA E-3

CyJIHO OTBe4aeT COOTBETCTBYIOIMM IoJloxkeHUsAM KoHBeHNUH, W HacTosmee CBHACTENLCTRBO B
COOTBETCTBHH ¢ NyHKTOM 4 nipasuia E-5 Ilpunokenns k KoHBeHIIHH IpHA3HAeTCS IeHCTBATEIBHBIM

Ilogmucano

{(THeuams wau wmamn NOTHOMOUHOU OPeaHUsaYlL)

«
HemyxHoe 3aUe pKHy TE.
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MOJTBEPKJIEHHE POIJIEHUA CPOKA JTEHCTBUS CBUJIETEJIBCTBA
JIO TIPUBBITHS B IOPT OCBUAETEJIBCTBOBAHHUS HIH HA JIBI OTHBIN
CPOK B CJIVUAE IITPHMEHEHHA IIYHKRTA 5 IJIH 6 IIPABHJIA E-3

"
Hactosimee CBHAETEILCTBO B COOTBETCTBHH ¢ NMYHKTOM 5 WiM 6 mnpasuia E-5 Ilpuiioxenus: k
KonpeHIIMH TIpH3HASTCS ACHCTBUTEIBHBIM IO ..cviveerireeeevenereeerieeenes

TIOMITHCAHO ...

(Ilevwams wnu wmamn NOTHOMOYROU OPSAHURAYUL)

HOJATBEPKJIEHUE HEPEHOCA EKEI'O/HOI JATHI B CJIVUAE
IMPHMEHEHHS ITYHKTA 8 IIPABHJIA E-5

B cooTBeTcTBUE ¢ nyHKTOM 8 npauna E-5 [IpunoxeHns k KoHBeHIIMH HOBOH e3kero/IHOH AaTOH
SIBIIIETCSL v

(TTewams wny wWmamMn NOTHOMOUHONE Opeanu3ayuL)

B cooTBeTcTBUE ¢ nyHKTOM 8 npauna E-5 [IpunoxeHns k KoHBeHIIMH HOBOH e3kero/IHOH AaTOH
SIBIIETCS e

(Iewams wan wmamn NOTHOMOUHOU OP2aHU3ayL)

«
HemyxHoe 3aUe pKHy TE.
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JOBABJIEHHE 11
®OPMA KYPHAJIA OIIEPAIIHIT C BAJLUTACTHBIMH BOJJAMI

MEXKAYHAPOJHAA KOOHBEHIIHA O KOHTPOJIE CYOBDBIX
BAJITTACTHBIX BOJT H OCAJIKOB 1 YIIPABJIEHUH TMH

3 ETe 0 12 (v 4 - P
Homep IEMO oo e

BaloBast BMECTHMOCTE .....ouoiiieiee e e e et e e e e e

OBmuit 06beM GALTACTHBIX BOJT (B KYOHUECKHX METPAX) «overeeenieeriennns
Ha cygne uMeeTed IIaH YIpaBIeHHS GAaTIACTHLIMH BOJAMH O

Cxema CYyJAHAa ¢ YKasaHHueM OaIACTHRIX TAHKOB:

1 Bienenne

B cooteercTeun ¢ mpasuioM B-2 Ilpumoxenusa xk MexmyHapoIHONH KOHBCHITHH O KOHTPOTS
CYIOBBIX OaUIACTHBIX BOJ H OCA4JKOB H YIPABICHHUH UMM JOJIKHA PErHCTPHPOBATHC KAias
oTiepaIysi ¢ SaJIIIacTHEIMH BOIaMH. K aToMy OTHOCSTESSI cOPOCKHI B MOPS B B IPHSMHBIC COOPYIKEHHSL

2 BaumacTibie BOALI H YIIpaBJicHHe Oa/LIACTHEIMH BOJaMH

"BaiacTHbie Bo/Ibl" O3HAYAET BO/TY CO B3BEIIEHHBLIM B Hell BeleCTBOM, PHUHSTYIO Ha GOPT Cy/THA
JUTSI KOHTpoJra iuddepenTa, KpeHa, 0CaIKH, OCTOMIHBOCTH WIIH HANIPSKCHAH Cy/THA. YTIpaB/IeHHS
0a/UTaCTHEIMH BOJIAMH JIOJDKHO OCYITIECTBJIATECS B COOTBETCTBHH € OJ0OpPSHHBIM IUTaHOM
YIPABIICHHS GA/UIACTHRIMH BOJAMH H ¢ YURTOM PYKOBOJICTRA’, paspaoTanHoro OpraHu3anuei.

3 3anucu B KypHane onepainii ¢ GaLIac THLIMM BOJaMU

3amucu B XypHaie onepaiuit ¢ SalJIACTHBIMU BOJAMH HPOH3BOSTCS B KAXKIOM H3 CJe/TyIONIHX
CITyIAeR:

3.1 [Tpu npreme GasutacTHOM BOJIbI Ha DOPT Cy/IHA:

A JlaTa, BpeMs U MeCTOIOJIOKESHHE TOPTA MIIH COOPYIKEHHS, T71e IPHHAT SasuiacT (HopT
WJIH THP./TONT.), TTy0HHa, €CITH oTlepallis MPOH3BOIUTC 32 Tipe/ielaMu mopTa

? Cm. PyKOROJICTRO Mo KOHTPAIO BOASHOTO GATTIACTA CYI0R H YTIPARTEHHEO 1M JUIA CRe/TIeHIS K MHHHMYMY TlepeHaca
BPETHEIX BOTHBIX M TIATOTEHHBIX OPTAaHI3MOB, TpuHAToe OpraHmarniei pesomormett A 868(20).
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2 IpeATIoIaraeMblii 00heM MPHHATOrO dajacTa B KyOUISeCKHX MeTpax
3 TTO/IMHCE JHTIa KOMAaH/THOTO COCTaRa, OTBETCTBEHHOTO 3a OTepPallfio

3.2  Koraa GajlacTHBIE BOJIBI HHPKYJIHPYIOTCH HIIH 00paGaThlBAOTCA U eIl yIIpaB/IcHUs
Ga/UTacTHEIMH BOJTAMH:

1 JlaTa M BpeMs Ollepaluu

2 mpermoIaraeMelii 00beM ITHPKYIIHpYeMOoro Wikl oOpabaTeiBaeMoro OauiacTta (B
KyOHYeCKHX MeTpax)

3 BBITIOJIHSIETCA JIM OlIepalisi B COOTBETCTBHH C IUIAHOM YIIPaB/IeHMs OaJUIacTHBIMH
BOJIAMH
4 HOAMMCH JIHITA KOMAHTHOTO COCTABA, OTBETCTESHHOTO 32 ONMSPallHIo
33 IIpu cOpoce GamacTHBIX BOJI B MOpe:
1 Jata, BpeMs H MCTOIOJIOKSHHS HOPTa HWIH COOPYKSHH, I¢ TIPOUCKOANT cOpoc

(TOPT WK IMHP./AOMT.)

2 mpeAmmoaraeMeiii 00beM cOpoleHHoTo SaulacTa B KyOMUYSCKHX MeTpaxX TUTHOC
ocTaromuicsa odbeM B KyOHTSeCKHX MeTpax

3 BBIIIOJIHAJICS JIH 1O CGpOCEI 0I[06peHHLIﬁ TJIaH yIpaBJIeHH A OaJuTacTHLEIMH BOJaAMH
4 TIOAIHACH JIHITa KOMaHTHOTO COCTaRa, OTBETCTECHHOTO 3a OIICpaIiuio

3.4  Ilpu cBpoce SamacTHBIX BOJ] B IPHEMHOE COOPYIKeHHe!

1 JaTa, BpeMa H MeCTo IpHeMa OasuiacTa

2 JaTa, BpeMd ¥ MecTo cOpoca Oaacrta

3 TTOPT HIIH COOPYIKeHHE

4 IpeArtoaraeMelii 00beM COPOIICHHOIO WM HPHHATOrO OallacTa B KyOMUYSCKHX
MeTpax

5 BBITIOJIHSIICS JIH 1o ¢cOpoca oo0peHHbIN TUIAH YIPABJIeHHS OATUTACTHBIMA BOJAMH

.6 IIOJIIHCE JIMIA KOMAHJIHOIO COCTaBa, OTBETCTBEHHOTO 3a OIICPALIHIO

35 ABapHHHbIH HIH HHOH HCKITIOYUTENBHBIH IpHeM WiIH cOpoc 0aJUTACTHBIX BOJI:
A JlaTa U BpeMsi TIPOUCIIIECTBHS
2 IOPT HIH MECTOIIONOKSHHES CYIHA BO BpeMs IpOHCIISCTBHA

3 Ipe/moaraeMblid 00beM COpOIIeHHBIX GaITACTHBIX BOJ
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.0

00CTOATEIRLCTBA npruemMa, CGI)OCEI., YTCUKH MWK MOTEPH, HX TIpHYHHA H 06].[[1/[6
3aMCUaHHA

BBIIIOJIHAJICS JIH 1O C6p0C21 0I[06peHHLIﬁ TJIaH yHpaBJICHHA OaJIacTHREIMH BOOJaMH

-212-

TIOAIMHACH JIHITa KOMaHTHOTO COCTapa, OTBETCTECHHOTO 3a OIICPaIiuio

3.6 I[OHOIIHI/ITC.]'H)HB_H SKCIUTyaTallHOHHAsA Hpoueaypa i 06]]_[1/16 3aMCcHYaHHuA

4 O0BeM 0ALIACTHBIX BOJT

O6beM GalTacTHBIX BOJ Ha CYAHC JOJIKEH pPacCHHTLIBATLCH B Ky6HIIeCKI/IX MeTpax.
onepauﬂﬁ ¢ Da/IacTHBEIMH BOJaMH COJCPKHT MHOI'0 CCBUIOK Ha HpeﬂnonaraeMmﬁ o0BeM
OamIacTHRIX BOI. HpI/ISHaeTCSI, UTO TOYHOCTE pacydeTa 00LeMOB OaTIacTa 3aBHCHT OT TOJIKOBATHSL.

OBPA3EI] CTPAHHUIIEI XKYPHAJIA OITEPAIIMH C BAJITACTHBEIMH BOJIAMH

PETHCTPAITUSI OHEPAIINI C BAJLUTACTHBIMH BOJJAMHA

3 BTy 0 12 (v 1= TP

OTNHYUTENLHBIH HOMEP HIIH MO3BIBHOM CHIHAIL ...vveviieiiieeeessiieeieeeseeeeeen e

Jlara

IIyHKT
(HOMED)

PerucTparus omepanuii/mo/{Hch OTRETCTBEHHBIX JTHIT
KOMAHHOT'O COCTaBa

[ToAmHCh KAIIHTAHA .........coovieiieiieie e,
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NHNPH/IOKEHHE
PE3OJIIOITHH, MPUHATHIE KOHGEPEHITHE
PE30JIIOIINA 1

BYAYIIAS PABGOTA OPTAHH3AIINA, OTHOCSIIASICS K MEK/TYHAPO{HOU
KOHBEHITHH O KOHTPOJIE C¥/JOBBIX BAJITACTHBIX BOJT I OCAJTKOB
H YIIPABJIEHHH HMH

KOH®EPEHITHSL,

[TPUHSIB MesxayHapoIHy10 KOHBSHITHIO O KOHTPOJC CYIOBEIX GAJUTACTHBIX BOJ M OCATKOB K
yIIpaBJieHHH UMH (KoHBeHIIH:A),

OTMEYASL uto B cTrarbsix 5 U 9 u npasuiiax A-4, A-5, B-1, B-3, B-4, B-5,C-1,D-3u D-4
[Tpunoskenust kK KOHBEHIIMH YIIOMHHAIOTES PYKOBOJICTBA HIIH MPOIIEIYPhl, KOTOPBIE JOJMHbBI ObITh
paspaboTanbl Opranu2andeH 1715 KOHKPETHRIX YIOMSIHY THIX B HHX IIelieH,

[TPU3HABAS nHeoOxomuMocTh pa3paboTKH STHX PYKOBOJCTE ¢ ILRIBID OOSCTICUHTH
[00AIBHOS H ¢AUHO00PAZHOE IPHMEHSHHE COOTBETCTRYIOMMX TpebopaHuid KoHBeHITUH,

[TPEJIJIATAET Opranusanuu B cpoYHOM MOpsAKe pazpaboTaTh:

A PykoBo/IcTBO TIO TIPHEMHBIM COOPYIKEHHMSM JUUISI OCAJIKOB COTJIACHO CTaThe 5 H
mpasuamy B-3;

2 PvkoroseTRO 0 0TGOpY Tpob GayIacTHRIX BOJT COTIIACHO CTaThe &,

3 PykoBoZcTBO 10 SKBHBAJIGHTHOMY <COOTBETCTBURO VIIPABIGHHI OalUIacTHBIMH
BO/IAaMH  JUIST TIPOTYJIOYHBIX W TIOMCKOBO-CTIacaTeldbHBIX CY/IOB  COTJIACHO
npaBuiy A-3;

4 PyKkoBOICTREO OTHOCHUTENILHO TITAaHA YIPABICHUS OATACTHRIMU BOJAMH COTIIACHO
mpasuary B-1;

5 PykoBOZCTEO 110 HPHEMHBIM COOPYMCHHAM [1 OA/IACTHBIX BOJ COIIACHO
npaBay B-3;

.6 PykoBojicTBO 110 3aMeHe DAJLIACTHBIX BOJI COTJIACHO TpaBuiy B-4;

7 PykoroyicTBO 110 JAONOJHHTEILHBIM MepaM coryiacHo mpapmiay C-1 u mo onenke

pHCKa coTJacHo mpaeuny A-4;

8 PykorosieTRO N0 0M0OpeHHI0 CHETEM YIIPARJICHHA 0ANITaCTHEIMH BOJAMH COTIIACHO
mpasuamy D-3.1;

9 [porenypy onodpeHna aKTHEHBIX BEMIECTE COTIAcHO Tipapuay D-3.2; u

10 PyKkoBOICTEO OTHOCHTRIIHEHO TIPOTOTHIIA TEXHOJOTHIH JITs 00paboTKH OaacTHRIX
BOJ COTJIACHO Npapmwiry D-4,

W IIPHHATE UX KaK MOJKHO CKOpPEC U B J060M cayyvac J0 BCTYIUICHUA B CHITY Koupeniuu ¢ 1enpio
00JIeTUHTD II00ATbHOE H eZ[HHOOGpaBHOQ OCYIIECTBIICHHUE KonpeHImn.
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PE3OJIIOITHA 2

HCHOJIL30BAHHE MEXAHU3MOB IIPHHATHS PEIIEHA
IIPH OB30OPE CTAHJAPTOB COIVIACHO IIPABILLY D-5

KOH®EPEHIIHNA,

[TPUHSB Mesiy HapoIHy10 KOHBEHITHIO 0 KOHTPOJIE CYTOBBIX GAJUTACTHBIX BOJI H 0CAJIKOB H
yrpasieHnn nvu (KorpeHH:A),

OTMEUYAA, uto B npaeuie D-5 KonseHmun tpeGyeTcs, uToObl HA 3acejaHid KoMuTeTa o
3aMATe MOPCKOM Cpefibl, MPOBOJIMMOM He TO3Hee YeM 3a TPH rojia JIo caMoil paHHe# JaThl, B
KOTOPYIO HAaUHHACT JACHCTBOBATE CTAHAPT, YCTAHORICHHBIH B TipaBmie D-2, KoMHATET IpoROTHI
0020p ¢ HeNBI0 YCTAHOBHTE, HMOIOTCA JIM HAJJICIKAIIHS TeXHOJIOTHH, IOZBOJLIIONIHE TOCTHYEL
CTAHJAPTA, W OLCHHUTL KPHTCPHH, VKazaHHbIe B IIVHKTe 2 npasuia D-4, a Taloke cOLHAIBHO-
SKOHOMHYECKHE MOCIEACTBHA, 0COOSHHO B OTHOEHHH NOTpeOHOCTeH pa3BUBAIONIUXCA CTPAH, B
YacTHOCTH MaJIbIX OCTPOBHBIX PA3BHBAIOIMUXCA TOCYAApPCTR, B pA3BUTHH,

[IPU3HABAS BaxkHOe 3HAYeHHEe MEXAHWUAMOB IPHHATHA pPEIIeHHH IIPH MOATOTOBKE
CJIOJKHBIX OTEHOK,

PEKOMEHJIYET Opranuzarnun mpUMeHATh TOXOMANHE MEXaHU3MbI TIPHHATHS pelleHUH
TIpH MPOBECHUH 0030pa CTAHAAPTOB B COOTBETCTBHU ¢ npaswiom D-35 Koueeniun, u

MMPEAJIATAET rocynapcrBam-wicHam uHpopMuposats Opranuzamuio o Jo0bIX
OTHOCHIHXCA K 3TOMY HATSKHBIX MEXaHH3Max MPHHATHA peleHrH I oKkasaHus i MOMOINH B
[IPOBRICHUH TAKOTo 0030pa.
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PE3OJIIOITHA 3

COJEUCTBHE TEXHHIYECKOMY COTPYJIHHUECTBY H IIOMOIIIH

KOH®EPEHITHS,

[TPUHSIB MesxayHapoIHy10 KOHBSHITHIO O KOHTPOJC CYIOBEIX GAJUTACTHBIX BOJ M OCATKOB K
yhnpasieHdH UMHU (KoHBeHIHUs ),

CO3HABASL ato Croponnt KoneeHInH OyIyT NPH3BAHEI TOJTHOCTBHEO OCYNECTRIATH &¢
[IOJIOKCHHA ¢ LRJIBEO [IPSIOTBPALLCHUSA, CBCISHHA K MUHUMYMY H OKOHUATCJIBHOH JIMKBHJALIMHA
MepeHoca BpeJHbIX BOJIHBIX W TNATOTEHHBIX OpPTaHM3MOB TIOCPEJCTBOM KOHTPOJS CYJOBBIX
GalUTacTHEIX BOJT M OCAJIKOB ¥ YIIPaBJICHUS HMH,

OTMEYAS, uro B cTaTtesx 13.1 1 13.2 KoHBeHIHA NIpeyCMATPHBART, 4TO CTOPOHBL, CPeIH
MIPOYLTO, OKA3BIBAKOT OIePKKY TeM CTopoHaM, KOTOphIe 00palaroTes 3a TEXHHUECKOH MOMOIIbIO
B OTHOINIEHHH KOHTPOJA CY/IOBLIX OAJUTACTHBIX BOJ M OCAJKOB H YIIPABJICHUS HMH,

[TPU3HABAS 1eHHOCTE MeponpHATHH B OOJACTH TeXHHYECKOTO COTPYIHHUSCTERA,
mpoBouMbIX ¢ 2000 roj1a B mapTHePCTBE C pa3BHBAIOIAMHCA CTPAHAMH, TI0 BOIIPOCAM YTIPABJICHUAS
fanacTHbIMU BoJamMu B pamkax [ noGanpHol nporpammel IO/ TTPOOH/MMO no yrpaplieHHIO
SannactaeIMHU BojamMu (I moGannact),

BYJAYUH YLEXHAEHA, 4to codeHcTBHE TeXHHYSCKOMY COTPYAHHYSCTBY YCKOPHT
MIPHHATHE, eIMHO00pazHOe TOJKOBaHMe U ofecredeHne BhITOJTHEHHS K OHBEHITHH TOCYJapCTRAMH,

OTMEYAS C IIPU3HATEJILHOCTLIO, uro mocpencTBOM MPHHATHS PeOJIIOLHHA
A.901(21) Accambrniest MesxyHapo/HOH Mopcko# opranu3zaruu (MMO):

a) noATBepania, uto pabota MO no paspaboTke rioGaibHBIX MOPCKHX CTAHIAapPTOR H
o0eCTIeUeHHI0  TEeXHHYECKOTO  COTpYAHHYeCTBA A WX  »hQeKTHBHOTO
OCYIIECTRJIeHHs] B o0ecrieueHHs BRIMMOJHEHHA MOYKeT BHECTH H BHOCHT BKJIAJI B
YCTOWIHBOE Pa3BHTHE, H

b) TMOCTAHOBHIA, UTO TMporpammuoe 3ageineHne HMO B wacTh, xacaromeics
TeXHHYECKOTO COTPYIHHUSCTEA HA Iepuod mo 2010 rona, cocToUT B TOM, UTOOH
[IOMOUL  PA3BHBAKOIIMUMCH CTpaHaM [IOBBICHTE HMX <CIHOCOGHOCTH OTBRUATH
MeKTYHApOJHbIM HOpMaM U CTaHJapTaM, OTHOCSITHMCS K 6830TIaCHOCTH Ha MOpe H
PeJ0TBPANIICHHTO 3arpA3HSHUS MOPs H O0phOe ¢ HUM, OTBO/IS IPHOPHTETHY IO POJTH
mporpaMMamM TeXHMUECKOTO COTPYIHHUECTBA, OPHCHTHPOBAHHBIM HA PA3RUTHS
TIOACKUX PeCYpCcoB, B 0COOCHHOCTH MyTeM MOJTOTOBKH KaJpoB, W COzJaHHe
OpTaHHRAITHOHHOTO TIOTSHITHATIA,

1 [TPOCHT rocynapcrBa-uiieHsl, B corpyaauuecTse ¢ UMO, IpyruMu 3auHTepecOBaHHBIMH
TOCY/TAapCTBAMH W MEX/TYHAPOHEIMH OpPraHaMH, KOMIIETeHTHBIMH MeX/TYHAPOAHBIMH HIH
PETHOHAIBHBLIMH OpTAaHW3AlHsMH H OTPAc/IeBBIMH TPOTpaMMaMH, COACHCTBOBATH OKa3aHHIO
TOJISPKKH TOCY TApCTBaM, KOTOphIe 00pamnaroTes 3a TeXHUUECKOH MOMOIILIO, U, HETIOCPEACTREHHO
und gepes UMO, oxaseiBaTh TaKyro TOAISPKKY AJIA:
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a) OICHKH 3HAYCHHs paTH(HKAIIUH, TpPHUHATHS, YTBep:kAcHHA KOHBCHITMH WK
TMPHUCOCTHHEHHA K HOl, a TakoKe e OCYMECTRICHHS B 00eCeueHHS BRITIOTHSHHST,

b) pazpaboTKH HAIHOHAILHOTO 3aKOHO/IATEILCTBA H OPTAHH3AIHOHHBIX MEPOIPHUSITHE
JUTS BBe/IeHHS B elicTBHe KonpeHIAH,

c) [IOArOTOBKH HAYUHOI'O H TeXHHUSCKOTO [IRPCOHANA UL IIPOBEACHUA HCCIIeAOBAHHHA,
MOHHTOPHHTAa W oOeclleUeHHs BBITIOIHEHHS (HANPHMEp, OIEHKAa ONacHOoCcTeld
OaIUTaCTHLIX BOJ, HAONIOJCHHWE 3a MHBA3MBHBIMH MOPCKHMH BHJIAMH, CHCTEMBI
MOHHTOPHHIA H PaHHRIO NpeIvIpeKIeHHd, oTOop Npol OGalIacTHBIX BOX M HX
AHAJIN3), BKJIIOYAS, [IPH HeOOXOAUMOCTH, IOCTABKY TpeGyeMoro oGopydoBaHU U
CPEe/CTB, C [ehI0 VKPENUTh HAITHOHANbHbIE BO3MOKHOCTH,

d) oOMeHa uHGopMaIUeH U TeXHUUSCKOTO COTPYTHAICCTRA B OTHOISHHWH CBSICHHS K
MHHHEMYMY oIlacHOCTeH [T OKpYy KaroMeH cpelibl H 3O0POBES IFOACH B pe3yiETaTe
MepeHoca BpeJHBIX BOJHBIX M MATOTCHHBIX OPTAHH3MOB MOCPEJCTBOM KOHTPOINA
CYJIOBLIX OAIUTACTHBIX BOJT M OCAKOB M YIIPABJICHHS HMH;

e) HCCJICIOBAHMM W pazpaloTKH  YCOBEPIICHCTBOBAHHBEIX METOJOB  YIIPABICHHA
GaJIaCTHBIMHU BOJAMH H HX 00paboTKH;, H

) YCTaHOBJICHH CTIRITHAILHBIX TPeOGOBaHMIH B OTIPE/IeNIEHHBIX paHoHaX B COOTBETCTBHHA
¢ pazgesom C npaeun KoHEeHIHH,

2 I[TPOCHUT JAJIEE wexayHapodHble YUpEeKASHHS H OpraHU3alHd [0 PpPa3BHTHIO
MO/UICPIKHBATh, B TOM HYHCIIE MyTeM MPeJOCTABICHHS HeOOXOJHMMBIX PECYPCOB, IPOTPaMMbI
TEXHHYECKOTO COTPYJIHHYSCTRBA B OONACTH KOHTPOJA CYOBRIX OalIacTHRIX BOJ H OCaTKOB H
YIIpaBJICHHST IMH B COOTBETCTBHH ¢ KoHBeHIHEIH;

3 I[MPEJJIATAET KomuTeTy N0 TeXHHUeCKOMY coTpyauuuecTey HMO mpogomknrth
OCVII[CTRIICHHE JACATeILHOCTH [0 CO3JAHHIO IOTeHIMANa B OONACTH KOHTPOJIS CYIOBBIX
0a/UIAaCcTHBIX BOJ M OCAJAKOB H VIPaBICHHA HMH B paMkax OObeJUMHCHHOH IIporpaMMbl
TEXHHYECKOTO cOTpyIHHIecTBa Opranusanun A5 MOAepKKH 5P PeKTHRHOTO 0CYEeCTRISHHUS H
obecnieueHU BEIMOMHSHUA KOHBEHITHH pasBHBAIOIIMMHCSA CTpaHAMH, H

4 HACTOATEJILHO [IPHU3LIBAET Bece rocymaperBa HNpeANPHHATE JCHCTBHA B CBA3H ¢
BBITIEYTIOMSTHY ThIMH MepaMH B 00JIACTH TeXHHUECKOT0 COTPYIHHUECTRA, He JOJKHAICH BCTYILICHHA
B cHuly KoHBeHIIHH.
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PE3OJIIOITHA 4

OB30P IIPIVIOKEHHS K MEKITYHAPOJTHONH KOHBEHIIHA O KOHTPOJIE
CYAOBDLIX BA/VIACTHBIX BOJ H OCAJIKOB H YIIPABJIEHNH HMH

KOH®EPEHITHSL,

[TPUHAB Mex/1yHapoAHY 10 KOHBEHITHIO O KOHTPOJIE CY/IOBbIX DAJUTACTHBIX BOJT H OCAIIKOB
¥ yrpapiacHuH uMHu (KoHBeHTIHS),

[TPU3HABAS, ato 10 BCTYIUICHUS B CHTy KOHBEHITHH MOKET BOSHAKHYTH He0OX0THMOCTh
paccMoTpeTh Bompoc 06 o63ope llpuioskenns k KoHBeHIHH, H B YaCTHOCTH, He OTPAaHHYHBASICEH
aTuM, Tipaeun A-4, A-5, B-1, B-3, B-4, C-1, D-1, D-2, D-3 u D-5, nanpumep BCICACTBHS
TIPEMIIONATACMBIX TPETSITCTBAH BCTYIUIGHHIO B CHIY WIH AN PacCMOTPEHHS CTaHIapTOB,
H3JI0KeHHBIX B ipapniie D-2 [lpunoskenus k Konpennun,

PEKOMEHJYET KomuTteTy mo 3aliuTe MOPCKOH Cpe/ibl TPOBECTH 0030p MpaBHil
ITpunoxenusa k KoHBEHITHH, KOT/Ia OH COUTET 3TO YMECTHBIM, HO He MO3HEE TeM 3a TPH To/1a 10
caMOH paHHEH JaThl BCTYIICHHS B CHITY CTAHAAPTOB, H3JI0KEHHBIX B Npaswile D-2 [IpunokeHns k
Konpenmuu, t.e. 2006 roaa.
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CONVENIO INTERNACIONAL PARA EL CONTROL Y LA GESTION DEL
AGUA DE LASTRE Y LOS SEDIMENTOS DE LOS BUQUES, 2004

LAS PARTES EN EL PRESENTE CONVENIOQO,

RECORDANDO el articulo 196 1) de la Convencién de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, 1982 (CONVEMAR), que estipula que "los Estados tomaran todas las medidas
necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminacion del medio marino causada por la
utilizacion de tecnologias bajo su jurisdiccion o control, o la mtroduccién intencional o
accidental en un sector determinado del medio marino de especies extrafias o nuevas que puedan
causar en ¢l cambios considerables y perjudiciales”,

TOMANDO NOTA de los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biologica de 1992
y de que la transferencia e introduccion de organismos acuaticos perjudiciales y agentes
patégenos por conducto del agua de lastre de los buques suponen una amenaza para la
conservacion y la utilizacion sostenible de la diversidad bioldgica, asi como de la decision [V/5
de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biologica de 1998 (COP 4),
relativa a la conservacién y utilizaciéon sostenible de los ecosistemas marinos y costeros, y de la
decision VI/23 de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biologica
de 2002 (COP 6), sobre las especies exoticas que amenazan los ecosistemas, los habitats o las
especies, incluidos los principios de orientacion sobre especies invasoras,

TOMANDO NOTA ASIMISMO de que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente v el Desarrollo de 1992 (CNUMAD) solicitdé a la Organizacion Maritima
Internacional (la Organizacidon) que considerase la adopcidn de reglas apropiadas sobre la
descarga del agua de lastre,

TENIENDO PRESENTE el planteamiento preventivo descrito en el principio 15 de la
Declaracion de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, ¥ al que se hace referencia en la
resolucion MEPC.67(37), aprobada por el Comité de Proteccion del Medio Marino de la
Organizacion el 15 de septiembre de 1995,

TENIENDO TAMBIEN PRESENTE que la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible de 2002, en el parrafo 34 b) de su Plan de aplicacion, insta a que en todos los niveles
se acelere la elaboracion de medidas para hacer frente al problema de las especies foraneas
invasoras de las aguas de lastre,

CONSCIENTES de que la descarga no controlada del agua de lastre y los sedimentos
desde los buques ha ocasionado la transferencia de organismos acudticos perjudiciales y agentes
patoégenos que han causado dafios al medio ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes y
los recursos,

RECONOCIENDQ la importancia que la Organizacion concede a esta cuestion, puesta de
manifiesto por las resoluciones de la Asamblea A.774(18), de 1993, y A.868(20), de 1997,
adoptadas con el fin de tratar la transferencia de organismos acuaticos perjudiciales y agentes
patégenos,
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RECONOCIENDO ASIMISMO que varios Estados han adoptado medidas individuales
con miras a prevenir, reducir al minimo y, en ultimo término, eliminar los riesgos de introduccion
de organismos acudticos perjudiciales vy agentes patogenos por los buques que entran en sus
puertos, y que esta cuestion, al ser de interés mundial, exige medidas basadas en reglas aplicables
a escala mundial, junto con directrices para su implantacion efectiva y su interpretacion
uniforme,

DESEANDO seguir con la elaboracion de opciones mas seguras y eficaces para la gestion
del agua de lastre, que redunden en la prevencién, la reduccion al minimo y, en ultimo término,
la eliminacion sostenida de la transferencia de organismos acuaticos perjudiciales y agentes
patégenos,

DECIDIDAS a prevenir, reducir al minimo y, en altimo término, eliminar los riesgos para
el medio ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes y los recursos resultantes de la
transferencia de organismos acuaticos perjudiciales y agentes patogenos por medio del control y
la gestion del agua de lastre v los sedimentos de los buques, asi como a evitar los efectos
secundarios ocasionados por dicho control y promover los avances de los conocimientos y la
tecnologia conexos,

CONSIDERANDQO que tales objetivos pueden cumplirse mas eficazmente mediante un
convenio internacional para el control v la gestion del agua de lastre y los sedimentos de los
buques,

HAN CONVENIDO lo siguiente:

Articulo 1
Definiciones

Salvo indicacion expresa en otro sentido, a los efectos del presente Convenio regiran las
siguientes definiciones:

1 "Administracion": el Gobierno del Estado bajo cuya autoridad opere el buque. Respecto
de un buque con derecho a enarbolar el pabellon de un Estado, la Administracion es el Gobierno
de ese Estado. Respecto de las plataformas flotantes dedicadas a la exploracion y explotacion del
lecho marino y su subsuelo adyacente a la costa sobre la que el Estado riberefio ejerza derechos
soberanos a efectos de exploracion y explotacion de sus recursos naturales, incluidas las unidades
flotantes de almacenamiento (UFA) y las unidades flotantes de produccion, almacenamiento y
descarga (unidades FPAD), la Administracion es el Gobierno del Estado riberefio en cuestion.

2 "Agua de lastre”: el agua, con las materias en suspension que contenga, cargada a bordo
de un buque para controlar el asiento, la escora, el calado, la estabilidad y los esfuerzos del
buque.

3 "Gestion del agua de lastre”: procedimientos mecanicos, fisicos, quimicos o bioldgicos,
ya sean utilizados individualmente o en combinacion, destinados a extraer o neutralizar los
organismos acuaticos perjudiciales y agentes patogenos existentes en el agua de lastre y los
sedimentos, o a evitar la toma o la descarga de los mismos.

4 "Certificado": el Certificado internacional de gestion del agua de lastre.

5 "Comité": el Comité de Proteccion del Medio Marino de la Organizacion.
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6 "Convenio": el Convenio internacional para el control y la gestion del agua de lastre y los
sedimentos de los buques.
7 "Arqueo bruto": el arqueo bruto calculado de acuerdo con las reglas para la

determinacion del arqueo recogidas en el Anexo I del Convenio internacional sobre arqueo de
buques, 1969, o en cualquier convenio que suceda a éste.

8 "Organismos acuaticos perjudiciales y agentes patogenos”: los organismos acuaticos y
agentes patogenos cuya introduccion en el mar, incluidos los estuarios, o en cursos de agua dulce
pueda ocasionar riesgos para el medio ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes o los
recursos, deteriorar la diversidad bioldgica o entorpecer otros usos legitimos de tales zonas.

9 "Organizacion”: la Organizacion Maritima Internacional.

10 "Secretario General": el Secretario General de la Organizacion.

11 "Sedimentos": las materias que se depositen en el buque procedentes del agua de lastre.
12 "Buque": toda nave, del tipo que sea, que opere en el medio acuatico, incluidos los

sumergibles, los artefactos flotantes, las plataformas flotantes, las UFA y las unidades FPAD.

Articulo 2
Obligaciones de cardcter general

1 Las Partes se comprometen a hacer plena v totalmente efectivas las disposiciones del
presente Convenio y de su anexo con objeto de prevenir, reducir al minimo v, en ultimo término,
eliminar la transferencia de organismos acudticos perjudiciales y agentes patdgenos mediante el
control y la gestion del agua de lastre y los sedimentos de los buques.

2 El anexo forma parte integrante del presente Convenio. Salvo indicacidén expresa en otro
sentido, toda referencia al presente Convenio constituye también una referencia al anexo.

3 Nada de lo dispuesto en el presente Convenio se interpretard en el sentido de que se
impide a una Parte adoptar, individualmente o junto con otras Partes, y de conformidad con el
derecho internacional, medidas mas rigurosas para la prevencion, reduccion o eliminacion de la
transferencia de organismos acuaticos perjudiciales y agentes patogenos mediante el control y la
gestion del agua de lastre y los sedimentos de los buques.

4 Las Partes se esforzaran por colaborar en la implantacidn, aplicacion y cumplimiento
efectivos del presente Convenio.

5 Las Partes se comprometen a fomentar el desarrollo continuo de la gestion del agua de
lastre v de normas para prevenir, reducir al minimo y, en ultimo término, eliminar la
transferencia de organismos acuaticos perjudiciales y agentes patdgenos mediante el control y la
gestion del agua de lastre y los sedimentos de los buques.

6 Las Partes que adopten medidas de conformidad con el presente Convenio se esforzardn
por no dafiar ni deteriorar el medio ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes o los
recursos, propios o de otros Estados.
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7 Las Partes deberian garantizar que las practicas de gestion del agua de lastre observadas
para cumplir ¢l presente Convenio no causan mayores dafios al medio ambiente, la salud de los
seres humanos, los bienes o los recursos, propios o de otros Estados, que los que previenen.

8 Las Partes alentaran a los buques que tengan derecho a enarbolar su pabellon y a los que
se aplique el presente Convenio a que eviten, en la medida de lo posible, la toma de agua de
lastre que pueda contener organismos acudticos perjudiciales y agentes patogenos, asi como los
sedimentos que puedan contener dichos organismos, y para ello fomentaran la implantacion
adecuada de las recomendaciones elaboradas por la Organizacion.

9 Las Partes se esforzaran para cooperar bajo los auspicios de la Organizacion a fin de
hacer frente a las amenazas vy riesgos para la biodiversidad y los ecosistemas marinos sensibles,
vulnerables o amenazados en las zonas situadas fuera de los limites de la jurisdiccion nacional
respecto de la gestion del agua de lastre.

~ Articulo 3
Ambito de aplicacion

1 Salvo indicacion expresa en otro sentido, el presente Convenio se aplicara a:
a) los buques que tengan derecho a enarbolar el pabellon de una Parte; y
b) los buques que, sin tener derecho a enarbolar el pabellén de una Parte, operen bajo

la autoridad de una Parte.

2 El presente Convenio no se aplicara a:
a) los buques que no estén proyectados o construidos para llevar agua de lastre;
b) los buques de una Parte que operen Unicamente en aguas bajo la jurisdiccion de

esa Parte, salvo que ésta determine que la descarga del agua de lastre de los
buques dafiaria o deterioraria el medio ambiente, la salud de los seres humanos,
los bienes o los recursos, propios, de los Estados adyacentes o de otros Estados;

c) los buques de una Parte que operen Unicamente en aguas bajo la jurisdiccion de
otra Parte, a reserva de que esta Parte autorice la exclusidon. Ninguna Parte
concedera tal autorizacion si, en virtud de la misma, se dafia o deteriora el medio
ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes o los recursos, propios, de los
Estados adyacentes o de otros Estados. Toda Parte que no conceda tal
autorizacion notificara a la Administracion del buque en cuestion que el presente
Convenio se aplica a ese buque;

d) los buques que operen tnicamente en aguas situadas bajo la jurisdiccion de una
Parte y en alta mar, a excepcion de los buques a los que no se haya concedido una
autorizacion de conformidad con lo indicado en el apartado ¢), salvo que dicha
Parte determine que la descarga del agua de lastre de los buques dafiaria o
deterioraria el medio ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes o los
recursos, propios, de los Estados adyacentes o de otros Estados;

e) los buques de guerra, ni a los buques auxiliares de la armada, ni a los buques que,
siendo propiedad de un Estado o estando explotados por él, estén exclusivamente
dedicados en el momento de que se trate a servicios gubernamentales de caracter
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no comercial. No obstante, cada Parte garantizara, mediante la adopcion de
medidas apropiadas que no menoscaben las operaciones o la capacidad operativa
de tales buques, que éstos operen, dentro de lo razonable y factible, de forma
compatible con lo prescrito en el presente Convenio; y

) el agua de lastre permanente en tanques precintados que no se descarga.

3 Por lo que respecta a los buques de Estados que no sean Partes en el presente Convenio,
las Partes aplicaran las prescripciones del presente Convenio seglin sea necesario para garantizar
que no se dé un trato mas favorable a tales buques.

Articulo 4
Control de la transferencia de organismos acudticos perjudiciales y agentes patogenos
por el agua de lastre y los sedimentos de los buques

1 Cada Parte prescribira que los buques a los que sean aplicables las disposiciones del
presente Convenio y que tengan derecho a enarbolar su pabellon o que operen bajo su autoridad
cumplan las prescripciones del presente Convenio, incluidas las normas y prescripciones
aplicables del anexo, y adoptara medidas efectivas para garantizar que tales buques cumplan
dichas prescripciones.

2 Cada Parte elaborara, teniendo debidamente en cuenta sus propias condiciones vy
capacidades, politicas, estrategias o programas nacionales para la gestion del agua de lastre en
sus puertos y en las aguas bajo su jurisdiccion que sean acordes con los objetivos del presente
Convenio y contribuyan a lograrlos.

Articulo 5
Instalaciones de recepcion de sedimentos

1 Cada Parte se compromete a garantizar que en los puertos y terminales designados por
ella en los que se efectiien trabajos de reparacion o de limpieza de tanques de lastre se disponga
de instalaciones adecuadas para la recepcion de sedimentos, teniendo en cuenta las directrices
elaboradas por la Organizacion. Tales instalaciones de recepcion funcionaran de forma que no
ocasionen demoras innecesarias a los buques que las utilicen v dispondran de los medios
necesarios para la eliminacion segura de tales sedimentos sin deteriorar ni dafiar el medio
ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes o los recursos, propios o de otros Estados.

2 Cada Parte notificara a la Organizacion, para que ésta lo comunique a las demés Partes
interesadas, todos los casos en que las instalaciones establecidas en virtud de lo dispuesto en el

parrafo 1 sean presuntamente inadecuadas.

Articulo 6
Investigacion cientifica y técnica y labor de vigilancia

1 Las Partes se esforzaran, individual o conjuntamente, por:

a) fomentar vy facilitar la investigacion cientifica y técnica sobre la gestion del agua
de lastre; y

b) vigilar los efectos de la gestion del agua de lastre en las aguas bajo su jurisdiccion.
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Dicha labor de investigacion y vigilancia deberia incluir la observacion, la medicion, el
muestreo, la evaluacion y el andlisis de la eficacia y las repercusiones negativas de cualquier
tecnologia o metodologia empleadas, asi como de cualesquiera repercusiones negativas debidas a
los organismos y agentes patdgenos cuya transferencia por el agua de lastre de los buques se haya
determinado.

2 A fin de promover los objetivos del presente Convenio, cada Parte facilitara a las demas
Partes que lo soliciten la informacion pertinente sobre:

a) los programas cientificos y tecnologicos y las medidas de caracter técnico
acometidas con respecto a la gestion del agua de lastre; y

b) la eficacia de la gestion del agua de lastre deducida de los programas de
evaluacién y vigilancia.

Articulo 7
Reconocimiento y certificacion

1 Cada Parte se cerciorara de que los buques que enarbolen su pabellon o que operen bajo su
autoridad, y que estén sujetos a reconocimiento y certificacion, se reconocen y certifican de
conformidad con las reglas del anexo.

2 Toda Parte que implante medidas en virtud del articulo 2.3 y de la seccion C del anexo no
exigird ningun reconocimiento ni certificacion adicional a un buque de otra Parte, y la
Administracion del buque no estara obligada a efectuar ninglin reconocimiento ni certificacion
respecto de las medidas adicionales impuestas por otra Parte. La verificacion de tales medidas
adicionales sera responsabilidad de la Parte que las implante v no ocasionari demoras
innecesarias al buque.

Articulo 8
Infracciones

1 Toda infraccion de las disposiciones del presente Convenio estard penada con las
sanciones que a tal efecto establecera la legislacion de la Administracion del buque de que se
trate, independientemente de donde ocurra la infraccion. Cuando se notifique una infraccion a
una Administracion, ésta investigard el asunto y podra pedir a la Parte notificante que
proporcione pruebas adicionales de la presunta infraccion. Si la Administracion estima que hay
pruebas suficientes para incoar proceso respecto de la presunta infraccion, hara que se incoe lo
antes posible de conformidad con su legislacion. La Administracion comunicara inmediatamente
a la Parte que le haya notificado la presunta infraccion, asi como a la Organizacion, las medidas
que adopte. Sila Administracion no ha tomado ninguna medida en el plazo de un afio, informara
al respecto a la Parte que le haya notificado la presunta infraccion.

2 Toda infraccion de las disposiciones del presente Convenio que se cometa dentro de la
jurisdiccion de una Parte estara penada con las sanciones que establecera la legislacion de esa
Parte. Siempre que se cometa una infraccion asi, la Parte interesada:

a) hara que se incoe proceso de conformidad con su legislacion; o bien

b) facilitara a la Administracion del buque de que se trate toda la informacion y las
pruebas que obren en su poder con respecto a la infracciéon cometida.
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as sanciones previstas por la legislacion de una Parte conforme a lo dispuesto en e
3 L t la legisl d Part f lod t 1
presente articulo serdn suficientemente severas para disuadir a los eventuales infractores del
presente Convenio, dondequiera que se encuentren.

Articulo 9
Inspeccion de buques

1 Todo buque al que sean aplicables las disposiciones del presente Convenio podra ser
objeto, en cualquier puerto o terminal mar adentro de otra Parte, de una inspeccion por
funcionarios debidamente autorizados por dicha Parte a los efectos de determinar si el buque
cumple las disposiciones del presente Convenio. Salvo por lo dispuesto en el parrafo 2 del
presente articulo, dichas inspecciones se limitaran a:

a) verificar que existe a bordo un Certificado valido, el cual sera aceptado si se
considera valido; y

b) inspeccionar el Libro registro del agua de lastre; y/o

c) realizar un muestreo del agua de lastre del buque de conformidad con las
directrices que elabore la Organizacion. No obstante, el tiempo necesario para
analizar las muestras no se utilizara como fundamento para retrasar
innecesariamente las operaciones, el movimiento o la salida del buque.

2 Si el buque no lleva un Certificado valido o si existen motivos fundados para pensar que:

a) el estado del buque o del equipo no se corresponden en lo esencial con los
pormenores del Certificado; o

b) el capitan o la tripulacién no estan familiarizados con los procedimientos
fundamentales de a bordo en relacion con la gestion del agua de lastre, o no han
implantado tales procedimientos,

podra efectuarse una inspeccidn pormenorizada.

3 Cuando se den las circunstancias indicadas en el parrafo 2 del presente articulo, la Parte
que efectie la inspeccion tomard las medidas necesarias para garantizar que el buque no
descargara agua de lastre hasta que pueda hacerlo sin presentar un riesgo para el medio ambiente,
la salud de los seres humanos, los bienes o los recursos.

Articulo 10
Deteccion de infracciones y control de bugues

1 Las Partes cooperarin en la deteccion de infracciones y en el cumplimiento de las
disposiciones del presente Convenio.

2 Si se detecta que un buque ha infringido el presente Convenio, la Parte cuyo pabellén el
buque tenga derecho a enarbolar, y/o la Parte en cuyo puerto o terminal mar adentro esté
operando el buque, podra adoptar, ademas de cualquier sancion descrita en el articulo 8 o
cualquier medida descrita en el articulo 9, medidas para amonestar, detener o excluir al buque.
No obstante, la Parte en cuyo puerto o terminal mar adentro esté operando el buque podra
conceder al buque permiso para salir del puerto o terminal mar adentro con el fin de descargar
agua de lastre o de dirigirse al astillero de reparaciones o la instalacion de recepcion mas
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proximos disponibles, a condicion de que ello no represente un riesgo para el medio ambiente, la
salud de los seres humanos, los bienes o los recursos.

3 Si el muestreo descrito en el articulo 9.1 ¢) arroja unos resultados, o respalda la
informacion recibida de otro puerto o terminal mar adentro, que indiquen que el buque representa
un riesgo para el medio ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes o los recursos, la
Parte en cuyas aguas esté operando el buque prohibira a dicho buque que descargue agua de
lastre hasta que se elimine tal riesgo.

4 Una Parte también podra inspeccionar un buque que entre en un puerto o terminal mar
adentro bajo su jurisdiccion si cualquier otra Parte presenta una solicitud de investigacion, junto
con pruebas suficientes de que el buque infringe o ha infringido lo dispuesto en el presente
Convenio. El informe de dicha investigacion se enviara a la Parte que la haya solicitado y a la
autoridad competente de la Administracion del buque en cuestion para que puedan adoptarse las
medidas oportunas.

Articulo 11
Notificacion de las medidas de control

1 Si una inspeccion efectuada en virtud de los articulos 9 6 10 indica una infraccion del
presente Convenio, se informara de ello al buque, y se remitird un informe a la Administracion,
incluida cualquier prueba de la infraccion.

2 En caso de que se tomen medidas en virtud de los articulos 9.3, 10.2 6 10.3, el
funcionario que aplique tales medidas informara inmediatamente, por escrito, a la
Administracion del buque en cuestion o, si esto no es posible, al consul o representante
diplomatico del buque de que se trate, dando cuenta de todas las circunstancias por las cuales se
estimo necesario adoptar medidas. Ademas, se informard a la organizacion reconocida
responsable de 1a expedicion de los certificados.

3 La autoridad del Estado rector del puerto de que se trate facilitara toda la informacion
pertinente sobre la infraccion al siguiente puerto de escala, ademas de a las partes a que se hace
referencia en el parrafo 2, si no puede tomar las medidas especificadas en los articulos 9.3, 10.2
6 10.3 o si ha autorizado al buque a dirigirse al proximo puerto de escala.

Articulo 12
Demoras innecesarias causadas a los bugues

1 Se hara todo lo posible para evitar que un buque sufra una detencion o demora
innecesaria a causa de las medidas que se adopten de conformidad con los articulos 7.2, 8, 9 6 10.

2 Cuando un buque haya sufrido una detencién o demora innecesaria a causa de las
medidas adoptadas de conformidad con los articulos 7.2, 8, 9 6 10, dicho buque tendra derecho a
una indemnizacion por todo dafio o perjuicio que haya sufrido.

Articulo 13
Asistencia técnica, cooperacion v cooperacion regional

1 Las Partes se comprometen, directamente o a través de la Organizacion y otros
organismos internacionales, segun proceda, en lo que respecta al control y la gestion del agua de
lastre v los sedimentos de los buques, a facilitar a las Partes que soliciten asistencia técnica apoyo
destinado a:
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a) formar personal,

b) garantizar la disponibilidad de tecnologias, equipo ¢ instalaciones pertinentes;

c) iniciar programas conjuntos de investigacion y desarrollo; y

d) emprender otras medidas tendentes a la implantacion efectiva del presente

Convenio y de las orientaciones relativas a éste elaboradas por la Organizacion.

2 Las Partes se comprometen a cooperar activamente, con arreglo a sus legislaciones,
reglamentos y politicas nacionales, en la transferencia de tecnologia relacionada con el control y
la gestion del agua de lastre y los sedimentos de los buques.

3 Para la promocion de los objetivos del presente Convenio, las Partes con intereses
comunes en la proteccion del medio ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes y los
recursos en una zona geografica determinada, y en especial las Partes que limiten con mares
cerrados o semicerrados, procuraran, teniendo presentes las caracteristicas regionales distintivas,
ampliar la cooperacion regional, también mediante la celebracion de acuerdos regionales en
consonancia con el presente Convenio. Las Partes trataran de colaborar con las partes en
acuerdos regionales para la elaboracion de procedimientos armonizados.

Articulo 14
Comunicacion de informacion

1 Cada Parte comunicara a la Organizacion y, cuando proceda, pondra a disposicion de las
demas Partes la siguiente informacion:

a) toda prescripcion y procedimiento relativos a la gestion del agua de lastre,
incluidas las leyes, reglamentos y directrices para la implantacion del presente
Convenio;

b) la existencia y ubicacidon de toda instalacion de recepcion para la eliminacion del

agua de lastre y los sedimentos sin riesgos para el medio ambiente; y

c) toda peticion de informacién a un buque que no pueda cumplir las disposiciones
del presente Convenio por las razones que se especifican en las reglas A-3 y B-4
del anexo.
2 La Organizacion notificara a las Partes toda comunicacion que reciba en virtud del

presente articulo y distribuird a todas las Partes la informacion que le sea comunicada en virtud
de lo dispuesto en los apartados 1 b) y 1 ¢) del presente articulo.

Articulo 15
Solucion de controversias

Las Partes resolveran toda controversia que surja entre ellas respecto de la interpretacion
o aplicacion del presente Convenio mediante negociacion, investigacion, mediacion,
conciliacion, arbitraje, arreglo judicial, recurso a organismos o acuerdos regionales, o cualquier
otro medio pacifico de su eleccion.
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Articulo 16
Relacion con el derecho internacional y con otros acuerdos

Nada de lo dispuesto en el presente Convenio ird en perjuicio de los derechos y
obligaciones de un Estado en virtud del derecho internacional consuetudinario recogido en la
Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Articulo 17
Firma, ratificacion, aceptacion, aprobacion y adhesion

1 El presente Convenio estara abierto a la firma de cualquier Estado en la sede de la
Organizacion desde el 1 de junio de 2004 hasta el 31 de mayo de 2005 y después de ese plazo
seguird abierto a la adhesion de cualquier Estado.

2 Los Estados podran constituirse en Partes en el presente Convenio mediante:
a) firma sin reserva en cuanto a ratificacién, aceptacion o aprobacién; o
b) firma a reserva de ratificacién, aceptacidon o aprobacion, seguida de ratificacion,

aceptacion o aprobacion; o
c) adhesion.

3 La ratificacidon, aceptacion, aprobacion o adhesion se efectuarin depositando el
instrumento correspondiente ante el Secretario General.

4 Todo Estado integrado por dos o mas unidades territoriales en las que sea aplicable un
régimen juridico distinto en relacion con las cuestiones que son objeto del presente Convenio
podra declarar en el momento de la firma, ratificacién, aceptacion, aprobacion o adhesion que el
presente Convenio sera aplicable a todas sus unidades territoriales, o s6lo a una o varias de ellas,
y podra en cualquier momento sustituir por otra su declaracién original.

5 Esa declaracion se notificara por escrito al depositario y en ella se hara constar
expresamente a qué unidad o unidades territoriales sera aplicable el presente Convenio.

Articulo 18
Entrada en vigor

1 El presente Convenio entrara en vigor doce meses después de la fecha en que por lo
menos treinta Estados cuyas flotas mercantes combinadas representen no menos del treinta y
cinco por ciento del tonelaje bruto de la marina mercante mundial, lo hayan firmado sin reserva
en cuanto a ratificacion, aceptacion o aprobacion o hayan depositado el pertinente instrumento de
ratificacion, aceptacion, aprobacion o adhesion, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 17.

2 Para los Estados que hayan depositado un instrumento de ratificacion, aceptacion,
aprobacion o adhesion respecto del presente Convenio después de que se hayan cumplido las
condiciones para su entrada en vigor pero antes de la fecha de entrada en vigor, la ratificacion,
aceptacion, aprobacion o adhesion surtird efecto en la fecha de entrada en vigor del presente
Convenio o tres meses después de la fecha de depoésito del instrumento, si ésta es posterior.
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3 Todo instrumento de ratificacion, aceptacion, aprobacion o adhesion depositado después
de la fecha en que el presente Convenio entre en vigor surtira efecto tres meses después de la
fecha de su deposito.

4 Después de la fecha en que una enmienda al presente Convenio se considere aceptada en
virtud del articulo 19, todo instrumento de ratificacion, aceptacidon, aprobacidon o adhesién
depositado se aplicara al presente Convenio enmendado.

Articulo 19
Enmiendas
1 El presente Convenio podra enmendarse mediante cualquiera de los procedimientos
especificados a continuacion.
2 Enmienda previo examen por la Organizacion:
a) Todas las Partes podran proponer enmiendas al presente Convenio. Las

propuestas de enmiendas se presentaran al Secretario General, que las distribuira a
las Partes y a los Miembros de la Organizacion por lo menos seis meses antes de
su examen.

b) Toda enmienda propuesta y distribuida de conformidad con este procedimiento se
remitira al Comité para su examen. Las Partes, sean o no Miembros de la
Organizacion, tendran derecho a participar en las deliberaciones del Comité a
efectos del examen y adopcion de la enmienda.

c) Las enmiendas se adoptaran por una mayoria de dos tercios de las Partes presentes
y votantes en el Comité, a condicion de que al menos un tercio de las Partes esté
presente en el momento de la votacion.

d) El Secretario General comunicara a las Partes las enmiendas adoptadas de
conformidad con el apartado ¢) para su aceptacion.

e) Una enmienda se considerara aceptada en las siguientes circunstancias:

1) Una enmienda a un articulo del presente Convenio se considerara aceptada
en la fecha en que dos tercios de las Partes hayan notificado al Secretario
General que la aceptan.

1) Una enmienda al anexo se considerara aceptada cuando hayan transcurrido
doce meses desde la fecha de su adopcidon o cualquier otra fecha que
decida el Comité. No obstante, si antes de esa fecha mas de un tercio de
las Partes notifican al Secretario General objeciones a la enmienda, se
considerara que ésta no ha sido aceptada.

i) Una enmienda entrara en vigor en las siguientes condiciones:

1) Una enmienda a un articulo del presente Convenio entrara en vigor para
aquellas Partes que hayan declarado que la aceptan seis meses después de
la fecha en que se considere aceptada de conformidad con lo dispuesto en
el inciso e) 1).
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i) Una enmienda al anexo entrard en vigor con respecto a todas las Partes
seis meses después de la fecha en que se considere aceptada, excepto para
las Partes que hayan:

1 notificado su objecion a la enmienda de conformidad con lo
dispuesto en el inciso e) i1} y no hayan retirado tal objecion; o

2) notificado al Secretario General, antes de la entrada en vigor de
dicha enmienda, que la enmienda sé6lo entrard en vigor para ellas
una vez que hayan notificado que la aceptan.

g) 1) Una Parte que haya notificado una objecion con arreglo a lo dispuesto en
el inciso 1) i1) 1) puede notificar posteriormente al Secretario General que
acepta la enmienda. Dicha enmienda entrara en vigor para la Parte en
cuestion seis meses después de la fecha en que haya notificado su
aceptacion, o de la fecha en la que la enmienda entre en vigor, si ésta es
posterior.

i) En el caso de que una Parte que haya hecho una notificacion en virtud de
lo dispuesto en el inciso 1) i1) 2) notifique al Secretario General que acepta
una enmienda, dicha enmienda entrard en vigor para la Parte en cuestiéon
seis meses después de la fecha en que haya notificado su aceptacion, o de
la fecha en la que la enmienda entre en vigor, si ésta es posterior.

3 Enmienda mediante Conferencia:

a) A solicitud de cualquier Parte, y siempre que concuerde en ello un tercio cuando
menos de las Partes, la Organizacion convocara una conferencia de las Partes para
examinar enmiendas al presente Convenio.

b) Toda enmienda adoptada en tal conferencia por una mayoria de dos tercios de las
Partes presentes y votantes serd comunicada por el Secretario General a todas las
Partes para su aceptacion.

c) Salvo que la conferencia decida otra cosa, la enmienda se considerara aceptada y
entrard en vigor de conformidad con los procedimientos especificados en los

apartados 2 e) y 2 1), respectivamente.

4 Toda Parte que haya rehusado aceptar una enmienda al anexo no sera considerada como
Parte a los efectos de la aplicacion de esa enmienda, exclusivamente.

5 Toda notificacion que se haga en virtud del presente articulo se presentara por escrito al
Secretario General.

6 El Secretario General informara a las Partes y a los Miembros de la Organizacion de:

a) toda enmienda que entre en vigor, y de su fecha de entrada en vigor, en general y
para cada Parte en particular; y

b) toda notificacion hecha en virtud del presente articulo.
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Articulo 20
Denuncia

1 El presente Convenio podra ser denunciado por cualquier Parte en cualquier momento
posterior a la expiracion de un plazo de dos afios a contar desde la fecha en que el presente
Convenio haya entrado en vigor para esa Parte.

2 La denuncia se efectuara mediante notificacion por escrito al depositario para que surta
efecto un afio después de su recepcion o al expirar cualquier otro plazo mas largo que se indique
en dicha notificacion.

Articulo 21
Depositario

1 El presente Convenio serd depositado ante el Secretario General, quien remitira copias
certificadas del mismo a todos los Estados que lo hayan firmado o se hayan adherido a éL

2 Ademas de desempefiar las funciones especificadas en otras partes del presente Convenio,
el Secretario General:

a) informara a todos los Estados que hayan firmado el presente Convenio o se hayan
adherido al mismo de:

1) toda nueva firma o depdsito de un instrumento de ratificacion, aceptacion,
aprobacion o adhesion, asi como de la fecha en que se produzca;

i) la fecha de entrada en vigor del presente Convenio; y
iii)  todo instrumento de denuncia del presente Convenio que se deposite, asi
como de la fecha en que se recibio dicho instrumento y la fecha en que la
denuncia surtira efecto; y
b) tan pronto como el presente Convenio entre en vigor, remitira el texto del mismo a
la Secretaria de las Naciones Unidas a efectos de registro y publicacion de

conformidad con ¢l articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

Articulo 22
Idiomas

El presente Convenio esta redactado en un solo original en los idiomas drabe, chino,
espafiol, francés, inglés y ruso, siendo cada uno de esos textos igualmente auténtico.

HECHO EN LONDRES el dia trece de febrero de dos mil cuatro.

EN FE DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados al efecto por sus
respectivos Gobiernos, han firmado el presente Convenio.
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ANEXO

REGLAS PARA EL CONTROL Y LA GESTION DEL AGUA DE LASTRE
Y LOS SEDIMENTOS DE LOS BUQUES

SECCION A - DISPOSICIONES GENERALES

Regla A-1
Definiciones
A los efectos del presente anexo:
1 Por "fecha de vencimiento anual” se entiende el dia y el mes de cada afio correspondientes
a la fecha de expiracion del Certificado.
2 Por "capacidad de agua de lastre” se entiende la capacidad volumétrica total de todo

tanque, espacio o compartimiento de un buque que se utilice para el transporte, la carga o
descarga del agua de lastre, incluido cualquier tanque, espacio o compartimiento multiusos
proyectado para poder transportar agua de lastre.

3 Por "compaiiia” se entiende el propietario del buque o cualquier otra organizacion o
persona, tal como el gestor naval o el arrendatario a casco desnudo, que haya asumido la
responsabilidad del propietario del buque de su funcionamiento y que, al asumir tal
responsabilidad, ha aceptado asumir todas las funciones y responsabilidades impuestas por el
Cédigo Internacional de Gestién de la Seguridad.'

4 Por "construido" con referencia a un buque se entiende una fase de construccion en la
que:

A la quilla ha sido colocada; o

2 comienza la construccion que puede identificarse como propia de un buque

concreto;, o

3 ha comenzado, respecto del buque de que se trate, el montaje que supone la
utilizacion de cuando menos 50 tfoneladas del total estimado de material
estructural o un uno por ciento de dicho total, si este segundo valor es menor; o

4 el buque es objeto de una transformacion importante.
5 Por "transformacion importante” se entiende la transformacion de un buque que:
A modifica su capacidad de transporte de agua de lastre en un porcentaje igual o

superior al 15 por ciento; o

2 supone un cambio del tipo de buque; o

Véase el Codigo IGS, adoptado por la Organizacion mediante la resolucion A.714(18), en su forma
enmendada.
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3 a juicio de la Administracion, esta destinada a prolongar la vida del buque en diez
afios 0 mas; o
4 tiene como resultado modificaciones de su sistema de agua de lastre no

consistentes en una sustitucion de componentes por otros del mismo tipo. No se
considerara que la transformacion de un buque existente para que cumpla las
disposiciones de la regla D-1 constituye una transformacion importante a efectos
del presente anexo.

6 Por la expresion "de la tierra mas proxima" se entiende desde la linea de base a partir de
la cual queda establecido el mar territorial del territorio de que se trate de conformidad con el
derecho internacional, con la salvedad de que, a los efectos del presente Convenio, a lo largo de
la costa nordeste de Australia, "de la tierra mas proxima" significara desde una linea trazada a
partir de un punto de la costa australiana situado en latitud 11°00' S, longitud 142°08' E, hasta un
punto de latitud 10°35" S, longitud 141°55" E, desde alli a un punto en latitud 10°00" S,
longitud 142°00' E, y luego sucesivamente a

latitud 9°10' S, longitud 143°52' E,
latitud 9°00' S, longitud 144°30' E
latitud 10°41" S, longitud 145°00" E

latitud 13°00" S, longitud 145°00" E
latitud 15°00" S, longitud 146°00" E
latitud 17°30" S, longitud 147°00' E
latitud 21°00" S, longitud 152°55' E
latitud 24°30' S, longitud 154°00' E

vy finalmente, desde esta posicion hasta un punto de la costa de Australia en
latitud 24°42' S, longitud 153°15' E.

7 Por "sustancia activa" se entiende una sustancia u organismo, incluido un virus o un
hongo, que ejerza una accion general o especifica contra los organismos acuaticos perjudiciales y
agentes patdgenos.

Regla A-2
Aplicacion general

Salvo indicacion expresa en otro sentido, la descarga del agua de lastre solo se realizara
mediante la gestion del agua de lastre de conformidad con las disposiciones del presente anexo.

Regla A-3
Execepciones

Las prescripciones de la regla B-3, o cualquier medida adoptada por una Parte en virtud
del articulo 2.3 o de la seccion C, no se aplicaran a:

A la toma o descarga de agua de lastre y sedimentos necesaria para garantizar la
seguridad del buque en situaciones de emergencia o salvar vidas humanas en el
mar;

2 la descarga o entrada accidental de agua de lastre y sedimentos ocasionada por la

averia de un buque o de su equipo:


http://www.peraturan.go.id

933 2015, No.258

A siempre que antes y después de que haya tenido lugar la averia o se haya
descubierto ésta o la descarga se hayan tomado todas las precauciones
razonables para evitar o reducir al minimo la descarga; y

2 a menos que el propietario, la compafiia o el oficial a cargo hayan
ocasionado la averia de forma intencionada o temeraria;

3 la toma o descarga de agua de lastre y sedimentos que se realice con el propdsito
de evitar sucesos de contaminacién debidos al buque o reducir al minimo las
consecuencias de éstos;

4 la toma y posterior descarga en alta mar de la misma agua de lastre y sedimentos;

.5 la descarga del agua de lastre v los sedimentos de un buque en el mismo lugar del
que proceda la totalidad de esa agua de lastre y esos sedimentos, siempre que no
haya habido mezcla con agua de lastre o sedimentos sin gestionar procedentes de
otras zonas. Si ha habido mezcla, el agua de lastre tomada de otras zonas estara
sujeta a la gestion del agua de lastre de conformidad con el presente anexo.

Regla A-4
Exenciones

1 Una Parte o Partes podran conceder, en las aguas bajo su jurisdiccion, exenciones con
respecto a cualquier prescripeidon de aplicar las reglas B-3 o C-1, ademas de las que figuran en
otras disposiciones del presente Convenio, pero solo cuando tales exenciones:

A se concedan a un buque o buques que realicen un viaje o viajes entre puertos o
lugares especificos; o a un buque que opere exclusivamente entre puertos o
lugares especificos;

2 sean efectivas por un periodo no superior a cinco afios, a reserva de un examen
intermedio;
3 se concedan a buques que no mezclen agua de lastre ni sedimentos excepto entre

los puertos o lugares especificados en el parrafo 1.1,y

4 se concedan de conformidad con las directrices sobre la evaluacion de riesgos
elaboradas por la Organizacion.

2 Las exenciones concedidas en virtud del parrafo 1 no seran efectivas hasta después de
haberlas comunicado a la Organizacioén y haberse distribuido la informacion pertinente a las
Partes.

3 Toda exencion concedida en virtud de la presente regla no dafiara ni deteriorara ¢l medio
ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes o los recursos de los Estados adyacentes o de
otros Estados. Se mantendran las pertinentes consultas con todo Estado que una Parte determine
que puede resultar perjudicado con miras a resolver cualquier preocupacion identificada.

4 Toda exencion concedida en virtud de la presente regla se anotara en el Libro registro del
agua de lastre.
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Regla A-5
Cumplimiento equivalente

En el caso de las embarcaciones de recreo utilizadas exclusivamente para ocio o
competiciones o las embarcaciones utilizadas principalmente para busqueda y salvamento, de
eslora total inferior a 50 metros y con una capacidad maxima de agua de lastre de ocho metros
cubicos, el cumplimiento equivalente del presente anexo sera determinado por la Administracion,
teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organizacion.

SECCION B - PRESCRIPCIONES DE GESTION Y CONTROL APLICABLES A LOS
BUQUES

Regla B-1
Plan de gestion del agua de lastre

Cada buque llevara a bordo y aplicara un plan de gestion del agua de lastre. Dicho plan
estara aprobado por la Administracion teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la
Organizacion. El plan de gestion del agua de lastre sera especifico de cada buque y, como
minimo:

1 indicara de forma detallada los procedimientos de seguridad para el buque y la
tripulacion relativos a la gestion del agua de lastre prescrita por el presente
Convenio;

2 ofrecera una descripcidon detallada de las medidas que han de adoptarse para
implantar las prescripciones sobre gestion del agua de lastre y las respectivas

practicas complementarias indicadas en el presente Convenio;

3 indicara de forma detallada los procedimientos para la evacuacion de los
sedimentos:

A en el mar; y
2 en tierra;
4 incluira los procedimientos para coordinar la gestion del agua de lastre a bordo

que incluya la descarga en el mar con las autoridades del Estado en cuyas aguas
tengan lugar las descargas;

.5 contendra el nombre del oficial de a bordo encargado de velar por la aplicacion
correcta del plan;

.6 incluira las prescripeiones de notificacion previstas para los buques en el presente
Convenio; y

7 estara redactado en el idioma de trabajo del buque. Si el idioma utilizado no es el
espafiol, el francés ni el inglés, se incluira una traduccion a uno de esos idiomas.
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Regla B-2
Libro registro del agua de lastre

1 Cada buque llevara a bordo un Libro registro del agua de lastre, que podra ser un sistema
electronico de registro, o que podra estar integrado en otro libro o sistema de registro, y que
contendra como minimo la informacién especiticada en el apéndice IL

2 Los asientos del Libro registro del agua de lastre se mantendrin a bordo del buque
durante dos afios, como minimo, después de efectuado el altimo asiento, y posteriormente
permaneceran en poder de la compafiia por un plazo minimo de tres afios.

3 En caso de efectuarse una descarga del agua de lastre de conformidad con las reglas A-3,
A-4 o B-3.6, o de producirse una descarga accidental o excepcional cuya exencion no esté
contemplada en el presente Convenio, se hard una anotacion en el Libro registro del agua de
lastre que indicara las circunstancias de tal descarga y las razones que llevaron a la misma.

4 El Libro registro del agua de lastre se guardara de forma que sea posible su inspeccion en
cualquier momento razonable y, en el caso de un buque sin dotacion que esté siendo remolcado,
podra conservarse a bordo del remolcador.

5 Cada una de las operaciones relacionadas con la gestion del agua de lastre se anotara
inmediatamente con todos sus pormenores en el Libro registro del agua de lastre. Cada asiento
sera firmado por el oficial o los oficiales a cargo de la operacion de que se trate, y cada pagina
debidamente cumplimentada sera refrendada por el capitin. Los asientos del Libro registro del
agua de lastre se haran en uno de los idiomas de trabajo del buque. Si el idioma utilizado no es el
espafiol, el francés ni el inglés, el texto ird acompafiado de una traduccion a uno de esos idiomas.
Cuando se utilicen también asientos redactados en un idioma nacional oficial del Estado cuyo
pabellon tenga derecho a enarbolar el buque, dichos asientos daran fe en caso de controversia o
discrepancia.

6 Los oficiales debidamente autorizados por una Parte estaran facultados para inspeccionar
el Libro registro del agua de lastre a bordo de cualquier buque al que se aplique la presente regla
mientras dicho buque esté en uno de sus puertos o terminales mar adentro, y podran sacar copia
de cualquier asiento y solicitar al capitin que certifique que es una copia auténtica. Toda copia
certificada sera admitida en cualquier procedimiento judicial como prueba de los hechos
declarados en el asiento. La inspeccion del Libro registro del agua de lastre v la extraccion de
copias certificadas se haran con toda la diligencia posible y sin causar demoras innecesarias al
buque.

Regla B-3
Gestion del agua de lastre de los buques
1 Los buques construidos antes de 2009:
1 con una capacidad de agua de lastre comprendida entre 1500 y 5 000 metros

cubicos, inclusive, habran de llevar a cabo una gestion del agua de lastre que
cumpla como minimo la norma descrita en la regla D-1 o bien en la regla D-2
hasta 2014, fecha después de la cual habra de cumplir como minimo la norma
descrita en la regla D-2;

2 con una capacidad de agua de lastre inferior a 1 500 metros ctibicos o superior
a 5 000 habran de llevar a cabo una gestion del agua de lastre que cumpla como
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minimo la norma descrita en la regla D-1 o bien en la regla D-2 hasta 2016, fecha
después de la cual habra de cumplir como minimo la norma descrita en la
regla D-2.

2 Los buques a los que se aplique el parrafo 1 cumpliran lo dispuesto en el mismo a mas
tardar en el primer reconocimiento intermedio, o de renovacion, si éste es anterior, tras la fecha
de aniversario de la entrega del buque en el afio de cumplimiento de la norma aplicable a dicho
buque.

3 Los buques construidos en 2009 o posteriormente que tengan una capacidad de agua de
lastre inferior a 5 000 metros cubicos habran de llevar a cabo una gestion del agua de lastre que
cumpla como minimo la norma descrita en la regla D-2.

4 Los buques construidos en 2009 o posteriormente, pero antes de 2012, que tengan una
capacidad de agua de lastre igual o superior a 5 000 metros ctbicos habran de llevar a cabo una
gestion del agua de lastre conforme a lo dispuesto en el parrafo 1.2.

5 Los buques construidos en 2012 o posteriormente que tengan una capacidad de agua de
lastre igual o superior a 5 000 metros cbicos habran de llevar a cabo una gestion del agua de
lastre que cumpla como minimo la norma descrita en la regla D-2.

6 Las prescripciones de la presente regla no son aplicables a los buques que descarguen el
agua de lastre en instalaciones de recepcion proyectadas teniendo en cuenta las directrices
elaboradas por la Organizacion para tales instalaciones.

7 Podran aceptarse también otros métodos de gestion del agua de lastre diferentes a los
prescritos en los parrafos 1 a 5, siempre que dichos métodos garanticen como minimo el mismo
grado de proteccion del medio ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes o los recursos,
y cuenten en principio con la aprobacion del Comité.

Regla B-4
Cambio del agua de lastre

1 Los buques que lleven a cabo la gestion del agua de lastre para cumplir la norma de la
regla D-1, habran de atenerse a lo siguiente:

1 siempre que sea posible, efectuaran el cambio del agua de lastre a por lo
menos 200 millas marinas de la tierra mas proxima y en aguas de 200 metros de
profundidad como minimo, teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la
Organizacion;

2 en los casos en que el buque no pueda efectuar el cambio del agua de lastre de
conformidad con lo dispuesto en el parrafo 1.1, tal cambio del agua de lastre se
llevara a cabo teniendo en cuenta las directrices descritas en el parrafo 1.1 y tan
lejos como sea posible de la tierra mas proxima, y en todos los casos por lo menos
a 50 millas marinas de la tierra mas proxima y en aguas de 200 metros de
profundidad como minimo;

2 En las zonas maritimas donde la distancia a la tierra mas proxima o la profundidad no
cumpla los parametros descritos en los parrafos 1.1 6 1.2, el Estado rector del puerto, en consulta
con los Estados adyacentes o con otros Estados, seglin proceda, podra designar zonas en las que
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se permita al buque efectuar el cambio del agua de lastre teniendo en cuenta las directrices
descritas en el parrafo 1.1.

3 No se exigira a un buque que se desvie de su viaje previsto, o lo retrase, con el fin de
cumplir una determinada prescripcion del parrafo 1.

4 Un buque que efectiie el cambio del agua de lastre no tendra que cumplir lo dispuesto en
los parrafos 1 6 2, segiin proceda, si el capitan decide razonablemente que tal cambio podria
poner en peligro la seguridad o estabilidad del buque, a la tripulacion o a los pasajeros por las
malas condiciones meteoroldogicas, el proyecto o esfuerzos del buque, un fallo del equipo, o
cualquier otra circunstancia extraordinaria.

5 Cuando un buque tenga que efectuar la gestion del agua de lastre v no lo haga de
conformidad con la presente regla, las razones se anotaran en el Libro registro del agua de lastre.

Regla B-5
Gestion de los sedimentos de los buques

1 Todos los buques extraeran y evacuaran los sedimentos de los espacios destinados a
transportar agua de lastre de conformidad con las disposiciones del plan de gestion del agua de
lastre del buque.

2 Los buques descritos en las reglas B-3.3 a B-3.5 deberian proyectarse y construirse, sin
comprometer la seguridad ni la eficacia operacional, con miras a que se reduzca al minimo la
toma y retencion no deseable de sedimentos, se facilite la remocion de éstos y se posibilite el
acceso sin riesgos para la remocion de sedimentos v el muestreo de éstos, teniendo en cuenta en
las directrices elaboradas por la Organizacion. En la medida de lo posible, los buques descritos
en la regla B-3.1 deberian cumplir lo dispuesto en el presente parrafo.

Regla B-6
Funciones de los oficiales y tripulantes

Los oficiales v tripulantes estaran familiarizados con sus funciones en relacion con la
gestion del agua de lastre especifica del buque en el que presten sus servicios y también estardn
familiarizados, en la medida en que corresponda a sus funciones, con el plan de gestion del agua
de lastre del buque.

SECCION C - PRESCRIPCIONES ESPECIALES PARA CIERTAS ZONAS

Regla C-1
Medidas adicionales

1 Si una Parte, individualmente o junto con otras Partes, determina que es necesario que se
tomen medidas adicionales a las incluidas en la seccion B, para prevenir, reducir o eliminar la
transferencia de organismos acuaticos perjudiciales y agentes patogenos a través del agua de
lastre y los sedimentos de los buques a zonas de su jurisdiccion, dicha Parte o Partes podran
disponer, de conformidad con el derecho internacional, que los buques cumplan una determinada
norma o prescripcion.
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2 Antes de establecer normas o prescripciones en virtud del parrafo 1, la Parte o Partes
deberian consultar a los Estados adyacentes o a otros Estados a los que puedan afectar tales
normas o prescripciones.

3 La Parte o Partes que tengan la intencion de introducir medidas adicionales de
conformidad con lo dispuesto en el parrafo 1:

A tendran en cuenta las directrices elaboradas por la Organizacion;

2 comunicaran dicha intencion de establecer una medida o medidas adicionales a la
Organizacion al menos seis meses antes de la fecha prevista de implantacion de tal
o tales medidas, salvo en situaciones de emergencia o de epidemia. Dicha
comunicacion incluira:

A las coordenadas exactas de la zona de aplicacion de tal medida o medidas
adicionales;
2 la necesidad y las razones que justifican la aplicacién de la medida o

medidas adicionales, incluidos sus beneficios cuando sea posible;
3 una descripcion de la medida o medidas adicionales; y

4 toda disposicion que pudiera adoptarse para facilitar a los buques el
cumplimiento de 1a medida o medidas adicionales;

3 obtendran la aprobacion de la Organizacion en la medida en que lo exija el
derecho internacional consuetudinario recogido en la Convencion de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, segiin proceda.

4 La Parte o Partes que introduzcan tales medidas adicionales procuraran facilitar todos los
servicios correspondientes, lo que puede incluir, sin limitarse a ello, la notificacién a los
navegantes de las zonas disponibles ¥ de las rutas o puertos alternativos, en la medida de lo
posible, con el fin de aligerar la carga para el buque.

5 Cualquier medida adicional que adopten una Parte o Partes no comprometera la seguridad
ni la proteccion del buque y bajo ninguna circunstancia entrara en conflicto con otros convenios
que el buque tenga que cumplir.

6 La Parte o Partes que introduzcan medidas adicionales podran eximir del cumplimiento
de tales medidas durante un determinado periodo de tiempo o en circunstancias concretas, segun
consideren oportuno.

Regla C-2
Avisos sobre la toma de agua de lastre en ciertas zonas y medidas
conexas del Estado de abanderamiento

1 Las Partes se esforzaran por notificar a los navegantes las zonas bajo su jurisdiccién en
las que los buques no deberian tomar agua de lastre por existir en ellas condiciones conocidas.
Las Partes incluiran en tales avisos las coordenadas exactas de la zona o zonas en cuestion y, de
ser posible, la situacion de toda zona o zonas alternativas para la toma de agua de lastre. Se
podran emitir avisos para las zonas:
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A en las que se sepa que existen brotes, infestaciones o poblaciones de organismos
acudticos perjudiciales y agentes patégenos (por ejemplo, proliferacion de algas
toxicas) que probablemente afecten a la toma o descarga de agua de lastre;

2 en cuyas cercanias haya desagiies de aguas residuales; o

3 en las que la dispersion mareal sea deficiente o en las que haya veces en que se
sepa que una corriente mareal presenta mas turbiedad.

2 Ademas de informar a los navegantes sobre estas zonas conforme a lo dispuesto en el
parrafo 1, las Partes informaran a la Organizacion y a todo Estado riberefio que pudiera verse
afectado de cualesquiera zonas identificadas en el parrafo 1, indicando el periodo de tiempo
durante el cual tal aviso permanecera probablemente en vigor. El aviso a la Organizacion y a
todo Estado riberefio que pudiere verse afectado incluira las coordenadas exactas de la zona o
zonas y, alli donde sea posible, la situacion de toda zona o zonas alternativas para la toma de
agua de lastre. El aviso incluird un asesoramiento para los buques que necesiten tomar agua de
lastre en la zona y describira las medidas alternativas para el suministro. Las Partes notificardn
también a los navegantes, a la Organizacion y a todo Estado riberefio que pudiera verse afectado
el momento a partir del cual un determinado aviso dejara de estar en vigor.

Regla C-3
Comunicacion de informacion

La Organizacion dard a conocer, por los medios apropiados, la informacion que se le haya
comunicado en virtud de las reglas C-1 y C-2.

SECCION D - NORMAS PARA LA GESTION DEL AGUA DE LASTRE

Regla D-1
Norma para el cambio del agua de lastre

1 Los buques que efectiien el cambio del agua de lastre de conformidad con la presente
regla lo haran con una eficacia del 95%, como minimo, de cambio volumétrico del agua de lastre.

2 En el caso de los buques que cambien el agua de lastre siguiendo el método del flujo
continuo, €l bombeo de tres veces el volumen de cada tanque de agua de lastre se considerara
conforme a la norma descrita en el parrafo 1. Se podra aceptar un bombeo inferior a tres veces
ese volumen siempre y cuando el buque pueda demostrar que se ha alcanzado el 95% de cambio
volumétrico del agua de lastre.

Regla D-2
Norma de eficacia de la gestion del agua de lastre

1 Los buques que efectien la gestion del agua de lastre conforme a lo dispuesto en la
presente regla descargaran menos de 10 organismos viables por metro clibico cuyo tamafio
minimo sea igual o superior a 50 micras y menos de 10 organismos viables por mililitro cuyo
tamaifio minimo sea inferior a 50 micras ¢ igual o superior a 10 micras; ademas, la descarga de
los microbios indicadores no excedera de las concentraciones especificadas en el parrafo 2.
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2 Los microbios indicadores, a efectos de la salud de los seres humanos, comprenderan los
siguientes organismos:

A Vibrio cholerae toxicégeno (O1 y O139): menos de 1 unidad formadora de

colonias (ufc) por 100 mililitros 0 menos de 1 ufc por gramo (peso humedo) de
muestras de zooplancton;

2 Escherichia coli: menos de 250 ufc por 100 mililitros;
3 Enterococos intestinales: menos de 100 ufc por 100 mililitros.
Regla D-3

Prescripciones relativas a la aprobacion de los sistemas
de gestion del agua de lastre

1 Excepto por lo especificado en el parrafo 2, los sistemas de gestion del agua de lastre
utilizados para cumplir lo dispuesto en el presente Convenio estaran aprobados por la
Administracion de conformidad con las directrices elaboradas por la Organizacion.

2 Los sistemas de gestion del agua de lastre en los que se utilicen sustancias activas o
preparados que contengan una o varias sustancias activas para cumplir lo dispuesto en el presente
Convenio deberan ser aprobados por la Organizacion con arreglo a un procedimiento elaborado
por la propia Organizacion. Este procedimiento incluira tanto la aprobacion de sustancias activas
como la revocacion de dicha aprobacion y la forma de aplicacion prevista para tales sustancias.
En los casos en que se revoque una aprobacion, el uso de la sustancia o sustancias activas en
cuestion quedara prohibido en el plazo de un afio a contar desde la fecha de dicha revocacion.

3 Los sistemas de gestion del agua de lastre utilizados para cumplir lo dispuesto en el
presente Convenio deberan ser seguros para el buque, su equipo v su tripulacion.

Regla D-4
Prototipos de tecnologias de tratamiento del agua de lastre

1 A los buques que con anterioridad a la fecha en que entraria en vigor para ellos la norma
descrita en la regla D-2 participen en un programa aprobado por la Administracion para poner a
prueba y evaluar tecnologias de tratamiento del agua de lastre prometedoras, no les sera aplicable
dicha norma hasta que hayan transcurrido cinco afios desde la fecha en la que, de no ser asi,
tendrian que haber empezado a cumplir tal norma.

2 A los buques que con posterioridad a la fecha de entrada en vigor para ellos de la norma
descrita en la regla D-2 participen en un programa aprobado por la Administracién, teniendo en
cuenta las directrices elaboradas por la Organizacion, para poner a prueba y evaluar tecnologias
de tratamiento del agua de lastre prometedoras, y que tenga posibilidades de llegar a ofrecer
tecnologias de un nivel superior al de la norma descrita en la regla D-2, se les dejara de aplicar
esta norma durante cinco afios, a contar desde la fecha de instalacion de tal tecnologia.
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3 Para el establecimiento y ejecucion de cualquier programa de prueba y evaluacion de
tecnologias de tratamiento del agua de lastre prometedoras, las Partes:

A tendran en cuenta las directrices elaboradas por la Organizacion, y

2 s6lo permitiran participar al nimero minimo de buques necesario para probar
efectivamente tales tecnologias.

4 Durante todo el periodo de prueba y evaluacion, el sistema de tratamiento se utilizara de
manera regular y con arreglo a lo proyectado.

Regla D-5
Examen de normas por la Organizacion

1 En una reuniéon del Comité que se celebrara a mas tardar tres afios antes de la fecha mas
temprana de entrada en vigor de la norma descrita en la regla D-2, el Comité llevara a cabo un
examen que, entre otras cosas, determine si se dispone de las tecnologias adecuadas para el
cumplimiento de dicha norma y evalie los criterios del parrafo2 y las repercusiones
socioecondmicas especificamente en relacion con las necesidades de desarrollo de los paises en
desarrollo, especialmente de los pequefios Estados insulares en desarrollo. El Comité también
realizara los examenes periddicos que sean pertinentes sobre las prescripciones aplicables a los
buques descritas en la regla B-3.1, asi como sobre cualesquiera otros aspectos de la gestion del
agua de lastre tratados en el presente anexo, incluidas las directrices elaboradas por la
Organizacion.

2 En dichos exdmenes de las tecnologias adecuadas deberan tenerse en cuenta asimismo:
A los aspectos relacionados con la seguridad del buque y la tripulacion;
2 su aceptabilidad desde el punto de vista ambiental, es decir, que no causen mas o

mayores problemas ambientales de los que resuelven;

3 su aspecto practico, es decir que sean compatibles con el funcionamiento y el
proyecto de los buques;

4 su eficacia en funcidn de los costos, es decir, los aspectos econdmicos; y

.5 su eficacia desde el punto de vista biologico para eliminar o hacer inviables los
organismos acuaticos perjudiciales v agentes patdogenos del agua de lastre.

3 El Comité podra constituir un grupo o grupos para que lleven a cabo el examen o
examenes descritos en el parrafo 1. El Comité determinara la composicion, el mandato v las
cuestiones especificas que habra de tratar cualquier grupo que se constituya. Tales grupos
podran elaborar y recomendar propuestas de enmienda del presente anexo para que las examinen
las Partes. Solo las Partes podran participar en la formulacion de recomendaciones v en las
decisiones sobre enmiendas que adopte el Comité.

4 Si, basandose en los examenes descritos en la presente regla, las Partes deciden adoptar
enmiendas al presente anexo, tales enmiendas se adoptaran y entraran en vigor de conformidad
con los procedimientos que figuran en el articulo 19 del presente Convenio.
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SECCION E - PRESCRIPCIONES SOBRE RECONOCIMIENTOS Y CERTIFICACION

PARA LA GESTION DEL AGUA DE LASTRE

Regla E-1
Reconocimientos

1 Los buques de arqueo bruto igual o superior a 400 a los que se aplique el presente
Convenio, excluidas las plataformas flotantes, las UFA y las unidades FPAD, seran objeto de los
reconocimientos que se especifican a continuacion:

A

un reconocimiento inicial antes de que el buque entre en servicio o de que se expida
por primera vez el Certificado prescrito en las reglas E-2 o E-3. Este
reconocimiento verificara que el plan de gestion del agua de lastre exigido en la
regla B-1 v la estructura, el equipo, los sistemas, los accesorios, los medios y los
materiales o procedimientos conexos cumplen plenamente las prescripciones del
presente Convenio;

un reconocimiento de renovacion a intervalos especificados por la Administracion,
pero que no excedan de cinco afios, salvo cuando sean aplicables las reglas E-5.2,
E-5.5, E-5.6 0 E-5.7. Este reconocimiento verificara que el plan de gestion del agua
de lastre exigido en la regla B-1 y la estructura, el equipo, los sistemas, los
accesorios, los medios y los materiales o procedimientos conexos cumplen
plenamente las prescripciones aplicables del presente Convenio;

un reconocimiento intermedio dentro de los tres meses anteriores o posteriores a la
segunda fecha de vencimiento anual, o dentro de los tres meses anteriores o
posteriores a la tercera fecha de vencimiento anual del Certificado, que sustituira a
uno de los reconocimientos anuales especificados en el parrafo 1.4,  El
reconocimiento intermedio sera tal que garantice que el equipo v los sistemas y
procedimientos conexos de gestion del agua de lastre cumplen plenamente las
prescripciones aplicables del presente anexo y funcionan debidamente. Tales
reconocimientos intermedios se refrendaran en el Certificado expedido en virtud de
las reglas E-2 o E-3;

un reconocimiento anual dentro de los tres meses anteriores o posteriores a la fecha
de vencimiento anual del Certificado, incluida una inspeccion general de toda
estructura, equipo, sistemas, accesorios, medios y materiales o procedimientos
relacionados con el plan de gestion del agua de lastre exigido en la regla B-1, para
garantizar que se han mantenido de conformidad con lo estipulado en el parrafo 9 y
que siguen siendo satisfactorios para el servicio al que esta destinado el buque.
Tales reconocimientos anuales se refrendaran en el Certificado expedido en virtud
de las reglas E-2 o E-3;

se efectuara un reconocimiento adicional, ya sea general o parcial, segin dicten las
circunstancias, después de haberse efectuado una modificacion, una sustitucion o
una reparacion importante en la estructura, el equipo, los sistemas, los accesorios,
los medios y los materiales, necesaria para lograr el pleno cumplimiento del
presente Convenio. El reconocimiento sera tal que garantice que tal modificacion,
sustitucion o reparacion importante se ha realizado efectivamente para que el buque
cumpla las prescripciones del presente Convenio. Tales reconocimientos se
refrendaran en el Certificado expedido en virtud de lo dispuesto en las reglas E-2
o E-3.
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2 Respecto de los buques que no estén sujetos a lo dispuesto en el parrafo 1, la
Administracion dictara las medidas apropiadas para garantizar el cumplimiento de las
disposiciones aplicables del presente Convenio.

3 Los reconocimientos de los buques para hacer cumplir las disposiciones del presente
Convenio seran realizados por funcionarios de la Administracion. No obstante, la
Administracion podra confiar los reconocimientos a inspectores designados al efecto o a
organizaciones reconocidas por ella.

4 Una Administracion que, segiin se describe en el parrafo 3, designe inspectores o

reconozca organizaciones para realizar los reconocimientos facultarA a tales inspectores
. . . . 2 L.

designados u organizaciones reconocidas” para que, como minimo, puedan:

A exigir a los buques que inspeccionen que cumplan las prescripciones del presente
Convenio; y

2 realizar reconocimientos e inspecciones cuando se lo soliciten las autoridades
competentes de un Estado rector de puerto que sea Parte.

5 La Administracion notificara a la Organizacion las responsabilidades concretas y las
condiciones de la autoridad delegada en los inspectores designados o las organizaciones
reconocidas a fin de que se comuniquen a las Partes para informacion de sus funcionarios.

6 Cuando la Administracion, un inspector designado o una organizacion reconocida
determinen que la gestion del agua de lastre del buque no se ajusta a las especificaciones del
Certificado exigido en virtud de las reglas E-2 o E-3, o es tal que el buque no es apto para
hacerse a la mar sin que represente un riesgo para el medio ambiente, la salud de los seres
humanos, los bienes o los recursos, tal inspector u organizacion se aseguraran inmediatamente de
que se adoptan medidas correctivas con objeto de que el buque cumpla lo dispuesto. Se
informara inmediatamente a un inspector u organizacion, que se asegurara de que el Certificado
se retira o no se expide, segin sea el caso. Si el buque se encuentra en un puerto de otra Parte, el
hecho se notificara inmediatamente a las autoridades competentes del Estado rector del puerto.
Cuando un funcionario de la Administracion, un inspector designado o una organizacion
reconocida hayan notificado el hecho a las autoridades competentes del Estado rector del puerto,
el Gobierno de dicho Estado prestara al funcionario, inspector u organizaciéon toda la ayuda
necesaria para que pueda cumplir sus obligaciones en virtud de la presente regla, incluidas las
medidas descritas en ¢l articulo 9.

7 Siempre que un buque sufra un accidente o se descubra en un buque algin defecto que
afecte seriamente a su capacidad para realizar la gestion del agua de lastre de conformidad con lo
prescrito en el presente Convenio, el propietario, el armador u otra persona que tenga el buque a
su cargo informara lo antes posible a la Administracion, a la organizacion reconocida o al
inspector designado encargados de expedir el Certificado pertinente, quienes haran que se inicien
las investigaciones necesarias para determinar si es preciso realizar el reconocimiento prescrito
en el parrafo 1. Cuando el buque se encuentre en un puerto de otra Parte, el propietario, el
armador u otra persona que tenga el buque a su cargo informaran también inmediatamente a las

Véanse las directrices adoptadas por la Organizacion mediante la resolucidn A.739(18), seglin sean
enmendadas por la Organizacion, y las especificaciones adoptadas por la Organizacion mediante la
resolucion A 789(18), segun sean enmendadas por la Organizacion.


http://www.peraturan.go.id

2015, No.258 044

autoridades competentes del Estado rector del puerto, y el inspector designado o la organizacion
reconocida comprobaran que se ha transmitido esa informacion.

8 En todos los casos, la Administracion interesada garantizara plenamente la integridad y
eficacia del reconocimiento y se comprometera a hacer que se tomen las disposiciones necesarias
para dar cumplimiento a esta obligacion.

9 El buque y su equipo, sistemas y procedimientos se mantendran en condiciones que
cumplan lo dispuesto en el presente Convenio a fin de que el buque siga siendo apto, en todos los
aspectos, para hacerse a la mar sin que ello represente un riesgo para el medio ambiente, la salud
de los seres humanos, los bienes o los recursos.

10 Después de terminarse cualquier reconocimiento realizado en virtud de lo dispuesto en el
parrafo 1, el buque no sufrira modificaciones de su estructura, equipo, accesorios, medios ni
materiales relacionados con el plan de gestion del agua de lastre exigido en la regla B-1 e
inspeccionados en ese reconocimiento, sin que la Administracion haya expedido para ello la
debida autorizacion, salvo que se trate de la sustitucion de tales equipos o accesorios por otros

iguales.
Regla E-2
Expedicion o refrendo del Certificado
1 La Administracion se asegurara de que a todo buque al que sea aplicable la regla E-1 se le

expida un Certificado una vez que se haya completado satisfactoriamente un reconocimiento con
arreglo a lo dispuesto en la regla E-1. Todo Certificado expedido bajo la autoridad de una Parte
sera aceptado por las otras Partes y tendra, a todos los efectos del presente Convenio, la misma
validez que un Certificado expedido por ellas.

2 Los Certificados seran expedidos o refrendados por la Administracion, o por cualquier
persona u organizacion debidamente autorizada por ella. En todos los casos, la Administracion
asume la plena responsabilidad de los Certificados.

Regla E-3
FExpedicion o refrendo del Certificado por otra Parte

1 A peticion de la Administracion, otra Parte podra ordenar el reconocimiento de un buque
y, s1 considera que éste cumple las disposiciones del presente Convenio, dicha Parte expedira o
autorizara la expedicion de un Certificado al buque en cuestion vy, cuando corresponda,
refrendara o autorizara el refrendo de dicho Certificado, de conformidad con las disposiciones del
presente anexo.

2 Se remitira lo antes posible una copia del Certificado v del informe del reconocimiento a
la Administracion solicitante.

3 Los Certificados expedidos a peticidon de una Administracion contendran una declaracion
en la que se sefiale ese particular y tendran igual validez y reconocimiento que los expedidos por
esa Administracion.

4 No se expedira un Certificado a los buques que tengan derecho a enarbolar el pabellon de
un Estado que no sea Parte.
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Regla E-4
Modelo del Certificado

El Certificado se extendera en el idioma oficial de la Parte que lo expida, de forma que se
ajuste al modelo que figura en el apéndice I. Si el idioma utilizado no es el espafiol, el francés ni
el inglés, el texto ira acompafiado de una traduccidn a uno de esos idiomas.

Regla E-5
Duracion y validez del Certificado

1 El Certificado se expedira para un periodo especificado por la Administracion que no
excederd de cinco aflos.

2 En el caso de los reconocimientos de renovacion:

A independientemente de lo dispuesto en el parrafo 1, si el reconocimiento de
renovacion se termina dentro de los tres meses anteriores a la fecha de expiracion
del Certificado existente, el nuevo Certificado sera valido desde la fecha en que se
termine el reconocimiento de renovacion hasta una fecha que no sea posterior en
mas de cinco afios a la fecha de expiracion del Certificado existente;

2 si el reconocimiento de renovacion se termina después de la fecha de expiracion
del Certificado existente, el nuevo Certificado sera valido desde la fecha en que se
termine el reconocimiento de renovacion hasta una fecha que no sea posterior en
mas de cinco afios a la fecha de expiracion del Certificado existente; y

3 si el reconocimiento de renovacion se termina mas de tres meses antes de la fecha
de expiracion del Certificado existente, el nuevo Certificado sera valido desde la
fecha en que se termine el reconocimiento de renovacién hasta una fecha que no
sea posterior en mas de cinco afios a la fecha en que se haya concluido dicho
reconocimiento de renovacion.

3 Si se expide un Certificado para un periodo inferior a cinco afios, la Administracion podra
prorrogar la validez de dicho Certificado mas alla de la fecha de expiracion hasta cubrir el
periodo maximo especificado en el parrafo 1, a condicion de que se efectien, segin corresponda,
los reconocimientos a que se hace referencia en la regla E-1.1.3, aplicables cuando un Certificado
se expide por un periodo de cinco afios

4 Si se ha concluido un reconocimiento de renovacion y no se puede expedir o depositar a
bordo del buque un nuevo Certificado antes de la fecha de expiracion del Certificado existente, la
persona u organizacién autorizada por la Administraciéon podra refrendar el Certificado existente,
y dicho Certificado se aceptara como valido durante un periodo adicional que no exceda de cinco
meses, contados desde la fecha de expiracion.

5 Si en la fecha de expiracion del Certificado un buque no se encuentra en el puerto en que
haya de someterse a reconocimiento, la Administracion podra prorrogar el periodo de validez del
Certificado, pero esta prorroga sdlo se concedera con el fin de que el buque pueda proseguir su
viaje hasta el puerto en que hava de efectuarse el reconocimiento, y aun asi Gnicamente en los
casos en que se estime oportuno y razonable hacerlo. No se prorrogara ningun Certificado por un
periodo superior a tres meses, y el buque al que se le haya concedido tal prorroga no quedara
autorizado en virtud de ésta, cuando llegue al puerto en que haya de efectuarse el
reconocimiento, a salir de dicho puerto sin haber obtenido previamente un nuevo Certificado.
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Cuando se haya concluido el reconocimiento de renovacion, el nuevo Certificado sera valido por
un periodo que no excedera de cinco afios, contados desde la fecha de expiracion del Certificado
existente antes de que se concediera la prorroga.

6 Todo Certificado expedido a un buque dedicado a viajes cortos que no haya sido
prorrogado en virtud de las disposiciones precedentes de la presente regla podra ser prorrogado
por la Administracion por un periodo de gracia no superior a un mes a partir de la fecha de
expiracion indicada en el mismo. Cuando haya concluido el reconocimiento de renovacion, el
nuevo Certificado serda valido por un periodo que no excedera de cinco afios, contados desde la
fecha de expiracion del Certificado existente antes de que se concediera la prorroga.

7 En circunstancias especiales, que determinard la Administracion, la fecha de un nuevo
Certificado no tiene por qué coincidir con la fecha de expiracion del Certificado existente, segin
lo prescrito en los parrafos 2.2, 5 6 6 de la presente regla. En tales circunstancias especiales, el
nuevo Certificado sera valido por un periodo que no excedera de cinco afios contados desde la
fecha de terminacién del reconocimiento de renovacion.

8 Si un reconocimiento anual se termina antes del periodo especificado en la regla E-1:

1 la fecha de vencimiento anual que conste en el Certificado se sustituira mediante
un refrendo por una fecha que no sea posterior en mas de tres meses a la fecha en
la que se concluyo el reconocimiento;

2 el siguiente reconocimiento anual o intermedio prescrito por la regla E-1 se
terminara en los plazos estipulados por dicha regla, tomando como referencia la
nueva fecha de vencimiento anual;

3 la fecha de expiracion podrd permanecer inalterada, a condicion de que se
efectien uno o mas reconocimientos anuales, segiin proceda, de modo que no se
excedan los intervalos maximos entre reconocimientos prescritos en la regla E-1.

9 Un Certificado expedido en virtud de lo dispuesto en las reglas E-2 o E-3 perdera su
validez en cualquiera de los casos siguientes:

1 si la estructura, el equipo, los sistemas, los accesorios, los medios o los materiales
necesarios para cumplir plenamente el presente Convenio son objeto de
modificacion, sustitucion o reparacion importante y el Certificado no se refrenda
de conformidad con lo dispuesto en el presente anexo;

2 si el buque cambia su pabellon por el de otro Estado. Solo se expedira un nuevo
Certificado cuando la Parte que lo expida tenga la certeza de que el buque cumple
las prescripciones de la regla E-1. En caso de que el buque haya cambiado el
pabellon de una Parte por el de otra, y si se solicita en los tres meses siguientes al
cambio, la Parte cuyo pabelléon tenia derecho a enarbolar el buque anteriormente
remitira lo antes posible a la Administracion copias de los Certificados que llevara
el buque antes del cambio y, si es posible, copias de los informes de los
reconocimientos pertinentes;

3 si los reconocimientos pertinentes no se concluyen en los plazos especificados en
laregla E-1.1; 0

4 si el Certificado no es refrendado de conformidad con lo dispuesto en la
regla E-1.1.
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APENDICE I

MODELO DE CERTIFICADO INTERNACIONAL DE
GESTION DEL AGUA DE LASTRE

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE GESTION DEL AGUA DE LASTRE
Expedido en virtud de las disposiciones del Convenio internacional para el control y la gestion

del agua de lastre y los sedimentos de los buques (en adelante denominado "el Convenio") con la
autoridad conferida por el Gobierno de

(nombre completo de la persona w organizacion
competente autorizada en virtud de las disposiciones
del Convenio)

Datos relativos al buque’
Nombre del DUQUE ... e e e e eeee e
NUMero 0 1etras distiNiVOS .....oiiiiiii e et e er e
Puerto de mMatricula ..o
ATQUEO BIULO e ettt ettt e e e e e ee et e e e enne e eneeeeae
INGMETO TMO? ..o ovors et e sse s ettt
Fecha de COnStruCCION ........coooiiiiiiii e

Capacidad de agua de lastre (en metros clibicos) .....ocoiieinein e

Datos relativos al método o métodos utilizados en la gestion del agua de lastre

Meétodo utilizado en la gestion del agua de 1astre ...
Fecha de instalacion (S1Procede) .ooo.oi oo iiriie it
Nombre del fabricante (81 procede) .........coooiiiiiiii i

1

Los datos relativos al buque podran indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente.

Sistema de asignacidén de un numero de la OMI a los buques para su identificacion, adoptado por la
Organizacién mediante la resolucion A .600(15).
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Los métodos principales utilizados en la gestion del agua de lastre son los siguientes:

0 de conformidad con la regla D-1
O de conformidad con la regla D-2
TSI o T [ 1 PSP
0 el buque esta sujeto a la regla D-4
SE CERTIFICA:
1 Que el buque ha sido objeto de reconocimiento de conformidad con lo prescrito en la

regla E-1 del anexo del Convenio; y

2 Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto que la gestion del agua de lastre del buque
cumple las prescripciones del anexo del Convenio.

El presente certificado es valido hastael ...........cocoeiiiinie . areserva de que se efecttien los
pertinentes reconocimientos de conformidad con la regla E-1 del anexo del Convenio.

Fecha de terminacion del reconocimiento en el que se basa el presente certificado: dd/mm/aaaa

04 T (& Lo I3 ST

(fecha de expedicion) (firma del funcionario autorizado
que expide el certificado)

{Sello o estampilla, segin corresponda, de la autoridad)
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REFRENDO DE RECONOCIMIENTOS ANUALES E INTERMEDIOS
SE CERTIFICA que en el reconocimiento efectuado de conformidad con lo prescrito en
laregla E-1 del anexo del Convenio se ha comprobado que el buque cumple las disposiciones

pertinentes del Convenio:

Reconocimiento anual FIrmado .o e

(Sello o estampilla, segun corresponda, de la autoridad)

Reconocimiento FIrmado ..o
anual/intermedio (firma del funcionario autorizado)
35 R
FOORA v

(Sello o estampilla, segiin corresponda, de la autoridad)

Reconocimiento FIrmado .. ocoooee e
anual/intermedio (firma del funcionario autorizado)
LIUGAT oo
FeCha ..o e

(Sello o estampilla, segiin corresponda, de la autoridad)

Reconocimiento anual FIrmado .o e

(Sello o estampilla, segun corresponda, de la autoridad)

Tachese segun proceda.
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RECONOCIMIENTO ANUAL/INTERMEDIO DE CONFORMIDAD
CON LO PRESCRITO EN LA REGLA E-3.8.3

SE CERTIFICA que en el reconocimiento anual/intermedio” efectuado de conformidad con lo
prescrito en la regla E-5.8.3 del anexo del Convenio, se ha comprobado que el buque cumple las
disposiciones pertinentes del Convenio:

Firmado

(Sello o estampilla, segiin corresponda, de la autoridad)

REFRENDO PARA PRORROGAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO,
SI ESTA ES INFERIOR A CINCO ANOS, CUANDO
LA REGLA E-5.3 SEA APLICABLE

El buque cumple las disposiciones pertinentes del Convenio, y se aceptara el presente certificado
como valido, de conformidad con lo prescrito en la regla E-5.3 del anexo del Convenio, hasta

Firmado

(Sello o estampilla, segun corresponda, de la autoridod)

REFRENDO CUANDQO, HABIENDOSE CONCLUIDO EL RECONOCIMIENTO
DE RENOVACION, LA REGLA E-5.4 SEA APLICABLE

El buque cumple las disposiciones pertinentes del Convenio, y se aceptara el presente certificado
como valido, de conformidad con lo prescrito en la regla E-5.4 del anexo del Convenio, hasta

Firmado

(Sello o estampilla, segin corresponda, de la autoridad)

Tachese segun proceda.
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REFRENDO PARA PRORROGAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO HASTA LA
LLEGADA AL PUERTO EN QUE HA DE HACERSE EL. RECONOCIMIENTO,
O POR UN PERIODO DE GRACIA, CUANDO LAS REGLAS E-5.5
O E-5.6 SEAN APLICABLES

El presente certificado se aceptara como vilido, de conformidad con lo prescrito en la regla E-3.5
0 E-5.6 del anexo del Convenio, hasta .............ccooeveeevennnnenne.

FAMMAO . e

(Sello o estampilla, segin corresponda, de la autoridod)

REFRENDOQO PARA ADELANTAR LA FECHA DE VENCIMIENTO ANUAL
CUANDO LA REGLA E-5.8 SEA APLICABLE

De conformidad con lo prescrito en la regla E-5.8 del anexo del Convenio, la nueva fecha de
vencimiento anual €8 .......ccooevveiee e,

(Sello o estampilla, segiin corresponda, de la autoridad)

De conformidad con lo prescrito en la regla E-5.8 del anexo del Convenio, la nueva fecha de
vencimiento anual es ...,

(Sello o estampilla, segun corresponda, de la autoridad)

Tachese segun proceda.
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APENDICE II
MODELO DE LIBRO REGISTRO DEL AGUA DE LASTRE

CONVENIO INTERNACIONAL PARA EL CONTROL Y LA GESTION DEL
AGUA DE LASTRE Y LOS SEDIMENTOS DE LOS BUQUES

Periodo: de ... A e
NOombre del DUGQUE ..o e e e e s
NOMero IM O e e e
ATQUEO DITLO .ottt ettt ettt et e et et e e ee et en e e emee e se e e e e e ee e ee eeesenne e
PaDOILON ..ottt bbb e en e

Capacidad total de agua de lastre (en metros clbICOS) ...oovuriiriiiie e

El buque dispone de un plan de gestion del agua de lastre L]

Diagrama del buque con indicacion de la situacion de los tanques de lastre:

1 Introduccion

De conformidad con lo dispuesto en la regla B-2 del anexo del Convenio internacional
para el control y la gestion del agua de lastre y los sedimentos de los buques se llevara un registro
de cada una de las operaciones que se realicen en relacion con el agua de lastre, lo cual incluye
tanto las descargas en el mar como las descargas en instalaciones de recepcion.

2 El agua de lastre y su gestion

Por "agua de lastre” se entiende el agua, con las materias en suspension que contenga,
cargada a bordo de un buque para controlar el asiento, la escora, el calado, la estabilidad y los
esfuerzos del buque. La gestion del agua de lastre se realizara de conformidad con lo dispuesto
en un plan de gestion del agua de lastre aprobado y teniendo en cuenta las Directrices® elaboradas
por la Organizacion.

3 Anotaciones en el Libro registro del agua de lastre

Se efectuaran las siguientes anotaciones en el Libro registro del agua de lastre en cada una
de las ocasiones que se indican a continuacion:

3.1 Cuando se tome agua de lastre a bordo:

A Fecha, hora y lugar del puerto o instalacion donde se efectiia la toma (puerto o
latitud/longitud), profundidad (si es fuera del puerto)

Véanse las Directrices para el control v la gestién del agua de lastre de los buques a fin de reducir al
minimo la transferencia de organismos acuaticos perjudiciales v agentes patogenos, adoptadas por la
Organizacién mediante la resolucion A 868(20).
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-253-
2 Volumen aproximado de la toma en metros cubicos
3 Firma del oficial encargado de la operacion.

3.2 Cuando se haga circular o se trate agua de lastre a los efectos de la gestion del agua de
lastre:

1 Fecha y hora de la operacion
2 Volumen aproximado circulado o tratado (en metros cibicos)
3 Indicacion de si la operacion se ha llevado a cabo de acuerdo con el plan de

gestion del agua de lastre
4 Firma del oficial encargado de la operacion.

3.3 Cuando se descargue agua de lastre en el mar:

A Fecha, hora y lugar del puerto o instalacion donde se efectia la descarga (puerto o
latitud/longitud)
2 Volumen aproximado del agua descargada en metros cubicos mds volumen

restante en metros cibicos

3 Indicacion de si se habia aplicado o no, antes de la descarga, el plan de gestion del
agua de lastre aprobado

4 Firma del oficial encargado de la operacion.
3.4 Cuando se descargue agua de lastre en una instalaciéon de recepcion:
A Fecha, hora y lugar de la toma
.2 Fecha, hora y lugar de la descarga
.3 Puerto o instalacion
4 Volumen aproximado del agua descargada o tomada, en metros cubicos

.5 Indicacion de si se habia aplicado o no, antes de la descarga, el plan de gestion del
agua de lastre aprobado

.6 Firma del oficial encargado de la operacion.

3.5 Cuando se produzca una descarga o toma accidental o excepcional de agua de lastre:
.1 Fechay hora del acaccimiento
.2 Puerto o situacion del buque en el momento del acaecimiento

.3 Volumen aproximado del agua de lastre descargada
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4 Circunstancias de la toma, descarga, fuga o pérdida, razones de la misma vy
observaciones generales

.5 Indicacion de si se habia aplicado o no, antes de la descarga, el plan de gestion del
agua de lastre aprobado

.6 Firma del oficial encargado de la operacion.
3.6 Procedimientos operacionales adicionales y observaciones generales
4 Volumen del agua de lastre

El volumen de agua de lastre que haya a bordo deberia calcularse en metros cibicos. El
Libro registro del agua de lastre contiene numerosas referencias al volumen aproximado de agua
de lastre. Se admite que la precision en el cilculo de esos volimenes de agua de lastre es
susceptible de interpretacion.

REGISTRO DE LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON EL AGUA DE LASTRE

PAGINA DE MUESTRA DEL LIBRO REGISTRO DEL AGUA DE LASTRE
NOMDBTE del BUGUE . eiieei et et e e eaee e et e en e e e e emre s aae s

NUMET0 0 1e11a8 QISHITIVOS ..veiiie e et e et e e e e ettt te e e e e e e e e e e e e se e e eeeee s

Dato
Fecha | (nimero) Registro de las operaciones/firma de los oficiales a cargo

Firma del capitan ..........cooooooiiniiiii e
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DOCUMENTO ADJUNTO
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA CONFERENCIA
RESOLUCION 1

LABOR FUTURA DE LA ORGANIZACTION RESPECTO DEL CONVENIO
INTERNACIONAL PARA EL CONTROL Y LA GESTION DEL AGUA
DE LASTRE Y LOS SEDIMENTOS DE LOS BUQUES

LA CONFERENCIA,

HABIENDO ADOPTADO el Convenio internacional para el control y la gestion del agua
de lastre y los sedimentos de los buques (el Convenio),

TOMANDO NOTA de que los articulos 5 y 9 y las reglas A-4, A-5, B-1, B-3, B-4, B-5,
C-1, D-3 y D-4 del anexo del Convenio remiten a las directrices o procedimientos que elaborara
la Organizacion para los fines concretos en ellos indicados,

RECONOCIENDQ la necesidad de elaborar esas directrices con el fin de garantizar una
aplicacion uniforme a escala mundial de las correspondientes prescripciones del Convenio,

INVITA ala Organizacion a que elabore con caracter de urgencia:

A las directrices sobre las instalaciones de recepcion de sedimentos previstas en el
articulo 5 y en la regla B-5;

2 las directrices para el muestreo del agua de lastre previstas en el articulo 9;

3 las directrices sobre el cumplimiento equivalente de la gestion del agua de lastre
para las embarcaciones de recreo y de busqueda v salvamento previstas en la
regla A-5;

4 las directrices sobre el plan de gestion del agua de lastre previstas en la regla B-1;

5 las directrices sobre las instalaciones de recepcion del agua de lastre previstas en

la regla B-3;
.6 las directrices para el cambio de agua de lastre previstas en la regla B-4;

T las directrices sobre las medidas adicionales previstas en la regla C-1 y sobre la
evaluacion de riesgos previstas en la regla A-4;

8 las directrices para la aprobacion de los sistemas de gestion del agua de lastre
previstas en laregla D-3.1;

9 el procedimiento para la aprobacion de sustancias activas previsto en la
reglaD 3.2,y

.10 las directrices sobre los prototipos de tecnologias para el tratamiento del agua de
lastre previstas en la regla D-4,

y las adopte tan pronto como sea posible, v en cualquier caso antes de la entrada en vigor del
Convenio, con miras a facilitar una implantaciéon uniforme a escala mundial del mismo.
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RESOLUCION 2

USO DE INSTRUMENTOS DE DECISION PARA EXAMINAR
LAS NORMAS DE CONFORMIDAD CON LA REGLA D-5

LA CONFERENCIA,

HABIENDO ADOPTADO el Convenio internacional para el control y la gestion del agua
de lastre y los sedimentos de los buques (el Convenio),

TOMANDO NOTA de que la regla D-5 del Convenio estipula que en una reunién del
Comité de Proteccion del Medio Marino que se celebrara a mas tardar tres afios antes de la fecha
mas temprana de entrada en vigor de la norma descrita en la regla D-2, el Comité llevara a cabo
un examen que, entre otras cosas, determine si se dispone de las tecnologias adecuadas para el
cumplimiento de dicha norma y evalGe los criterios del parrafo2 de la reglaD-5 y las
repercusiones socioecondomicas especificamente en relacion con las necesidades de desarrollo de
los paises en desarrollo, especialmente de los pequefios Estados insulares en desarrollo,

RECONOCIENDQ el valor que tienen los instrumentos de decision cuando se realizan
evaluaciones complejas,

RECOMIENDA a la Organizacién que use instrumentos de decision apropiados cuando
efectie el examen de las normas prescrito por la regla D-5 del Convenio; y

INVITA a los Estados Miembros a que informen a la Organizacion de cualquier
instrumento de decision eficaz que pueda facilitarle tal examen.
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RESOLUCION 3

FOMENTO DE LA COOPERACION Y LA ASISTENCIA TECNICA

LA CONFERENCIA,

HABIENDO ADOPTADO el Convenio internacional para el control y la gestion del agua
de lastre y los sedimentos de los buques (el Convenio),

CONSCIENTE de que las Partes en el Convenio tendran que dar plena y completa
efectividad a las disposiciones de éste, a fin de prevenir, reducir al minimo vy, en altimo término,
eliminar la transferencia de organismos acudticos perjudiciales y agentes patdgenos mediante el
control v la gestion del agua de lastre y los sedimentos de los buques,

TOMANDO NOTA de que el Convenio, en sus articulos 13.1 y 13.2, estipula que las
Partes, entre otras cosas, facilitaran apoyvo a las Partes que soliciten asistencia técnica respecto
del control y la gestion del agua de lastre y los sedimentos de los buques,

RECONOCIENDQ el valor de las actividades de cooperacion técnica llevadas a cabo
desde 2000 en asociacion con paises en desarrollo sobre cuestiones relativas a la gestion del agua
de lastre en el marco del Programa mundial de gestion del agua de lastre FMAM/PNUD/OMI
(GloBallast),

CONVENCIDA de que el fomento de la cooperacion técnica acelerara la aceptacion,
interpretacion uniforme y ejecucion del Convenio por los Estados,

TOMANDO NOTA CON AGRADECIMIENTO de que, mediante la aprobacion de la
resolucion A.901(21), la Asamblea de la Organizacion Maritima Internacional (OMI):

a) afirmé que la labor de la OMI en la elaboracion de normas maritimas a escala
mundial y en la facilitacion de cooperacion técnica a fin de implantar y hacer
cumplir de manera eficaz dichas normas puede contribuir, y de hecho contribuye,
al desarrollo sostenible; y

b) decidié que la mision de la OMI por lo que respecta a la cooperacion téenica a
partir del afio 2000 es ayudar a los paises en desarrollo a reforzar su capacidad
para cumplir las reglas y normas internacionales relativas a la seguridad maritima
y a la prevencion y contencion de la contaminacion del mar, otorgando prioridad a
los programas de asistencia técnica que se centran en el desarrollo de los recursos
humanos, particularmente a través de la formacion, y la creacion de capacidad
institucional,

1. PIDE a los Estados Miembros que, en colaboracion con la OMI, otros Estados y érganos
internacionales interesados, las organizaciones internacionales o regionales competentes v los
programas del sector, fomenten y faciliten, directamente o a través de la OM]I, el apoyo necesario
a los Estados que soliciten asistencia técnica para:

a) la evaluacion de las repercusiones de la ratificacion, aceptacion o aprobacion del
Convenio, o de la adhesion al mismo, asi como de la implantacion y ejecucion de
éste;
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b)

d)

f)

-258-

la elaboracion de la legislacion nacional y las disposiciones institucionales
necesarias para dar efecto al Convenio;

la formaciéon de personal cientifico y técnico para tareas de investigacion,
vigilancia y ejecucion (por ejemplo, evaluaciones de los riesgos del agua de lastre,
estudios de especies marinas invasoras, sistemas de vigilancia y alerta temprana, y
muestreo y andlisis del agua de lastre), que incluya, segun proceda, el suministro
de las instalaciones y el equipo necesarios, con miras a fortalecer las capacidades
nacionales;

el intercambio de informacién y cooperacion técnica respecto de la reduccion al
minimo de los riesgos para el medio ambiente y la salud de los seres humanos
debidos a la transferencia de organismos acuaticos perjudiciales y agentes
patégenos mediante el control y la gestion del agua de lastre v los sedimentos de
los buques;

la investigacion y el desarrollo de mejores métodos de gestion y tratamiento del
agua de lastre; y

el establecimiento de prescripciones especiales en determinadas zonas de
conformidad con la seccion C de las reglas del Convenio;

2. PIDE ADEMAS a los organismos y organizaciones internacionales de desarrollo que
brinden apoyo, incluida la provision de los recursos necesarios, a los programas de cooperacién
técnica en el dmbito del control v la gestion del agua de lastre, en consonancia con lo dispuesto
en el Convenio;

3. INVITA al Comité de Cooperacion Técnica de la OMI a que siga previendo actividades
de creacion de capacidad para el control v la gestion del agua de lastre y los sedimentos de los
buques en el Programa integrado de cooperacion técnica de la Organizacion, con el fin de apoyar
la implantacion y el cumplimiento efectivos del Convenio por los paises en desarrollo; y

4. INSTA a todos los Estados a que inicien las actividades relacionadas con las medidas de
cooperacion téenica antes mencionadas sin esperar a que el Convenio entre en vigor.
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RESOLUCION 4

EXAMEN DEL ANEXO DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA EL CONTROL Y
LA GESTION DEL AGUA DE LASTRE Y LOS SEDIMENTOS DE LOS BUQUES

LA CONFERENCIA,

HABIENDO ADOPTADO el Convenio internacional para el control y la gestion del agua

de lastre vy los sedimentos de los buques (el Convenio),

RECONOCIENDO que ¢l examen del ancxo del Convenio, y ¢n particular, aungue csta
relacion no sea exhaustiva, el de las reglas A-4, A-5, B-1, B-3, B-4, C-1, D-1, D-2, D-3 y D-5, tal
vez tenga que estudiarse antes de la entrada en vigor del Convenio, por ¢jemplo porque se
perciban impedimentos para la entrada en vigor o para tratar las normas deseritas en la regla D-2
del anexo del Convenio,

RECOMIENDA que el Comité de Proteccion del Medio Marino examine las reglas del
anexo del Convenio seglin estime oportuno, pero a mas tardar tres afios antes de la fecha mas
temprana de entrada en vigor de las normas deseritas en la regla D-2 del anexo del Convenio, es
decir el afio 2006.
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